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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN
Translitrasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Yang
dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf latin
serta segala perangkatnya.
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب ba b Be
ت ta t Te
ث s|a s | es (dengan titik diatas)
ج jim j Je
ح h}a h } ha (dengan titik dibawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ z|al z| zet (dengan titik diatas)
ر ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s } es (dengan titik dibawah)
ض d}ad d } de (dengan titik dibawah)
ط t}a t } te (dengan titik dibawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ، apostrof terbalik
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن num n En
و wau w We
ه ha h Ha
ء hamzah , Apostrof
ي ya y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi apapun. Jika ia
terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘),
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong
dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya
sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َ◌ fath}ah A a
 ِ◌ kasrah I i
 ُ◌ d}ammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fath}ah dan ya Ai a dan i
fath}ah dan wau Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
لﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panajang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitrasinya
berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat
dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
fathah dan
alif atau
ya
a> a dan garis di atas
kasrah i > i dan garis di atas
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dan ya
d}ammah
dan wau
u > u dan garis di atas
Contoh:
 ََتﺎﻣ : ma>ta
 َﻰﻣَر : rama >
 َﻞِﯿﻗ : qi>la
 ُتﻮَﻤﯾ : yamu>tu
4. Ta marbu>tah
Transliterasi untuk ta marbutha ada dua, yaitu: ta tamarbutha yang hidup atau mendapat
harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang
mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata ayang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang mrnggunakan
kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah , maka ta marbutah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).
Contoh:
    لﺎﻔطﻷا ُﺔَﺿوَر : raud}ah al-atfa>l
ﺔﻠﺿﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madi>nah al-fa>dilah
 ُﺔَﻤﻜِﺤﻟا : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda
tasydid ( ◌ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda)
yang diberi tanda syaddah.
Contoh :
ﺎّﻨﺑَر : rabbana >
ﺎﻨﯿََﺠﻧ : najjai>na
ﻖَﺤﻟا : al-h}aqq
 ّﺞَﺤﻟا : al-h}ajj
ن َﻢِﻋ◌ُ : nu’ima
 ّوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasdid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ◌ ِى ), maka
ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i >)
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Contoh:
 ﱡِﻰﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ِﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘ Arabiyy atau ‘ Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ(alif lam
ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-,baik
ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti
bunyi huruf langsung yang mengikutinya.mkata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:
 ُﺲْﻤَﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﻟا َُﺔﻟَﺰْﻟ ﱠﺰ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
 َُﺔﻔَﺴَْﻠﻔَْﻟا : al-falsafah
 َُدِﻼﺒَْﻟا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (, ) hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮُﻣَﺄﺗ : ta’muru>na
 ُءْﻮﱠﻨَْﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan
menajdi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an
(dari al-Qur’a>n), sunnah, khusus dan umum. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fi > z}ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
Al-Iba>ra>t bi umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab
x9. Lafz} Jala>lah ( ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditranslitersi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦْﯾِد : di>nulla>h
 ِﷲ ِِﺎﺑ : billa>h
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, di transliterasi
dengan huruf [t].
Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓ ُْﻢھ : hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf kapital
Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam transliterasinya
huruf-huruf tersebut dikemai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman
ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Apabila nama diri didahului kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri kalimat, buka huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi maupun dalam catatan rujukan
(CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:
Wa ma> muhammadun illa > rasu>l
Inna awwala baitin wudi }’a linna>si lallaz}i> bi bakkata muba>rakan
Syahru ramad}a>n al-laz|i> unzila fih al-Qran’a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>
Abu > Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li>
Al-Munqiz | min al-D}ala>lah
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B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
Swt = subh}a>nahu> wata’a>la>
Saw = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = SebelumMasehi
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W = Wafat tahu
Q.S ... (...):4 = Quran, Surah ..., ayat 4
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:
ص = ﺔﺤﻔﺻ
مد  نﺎﻜﻣ نوﺪﺑ=
ﻢﻌﻠﺻ  ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ=
ط  ﺔﻌﺒط=
ند  ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ=
ﺦﻟا  هﺮﺧا ﻰﻟا=
ج  ءﺰﺟ=
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ABSTRAK
Nama : Muhammadong
Nim : 80100309037
Judul Disertasi : Good Governance di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam
Permasalahan pokok disertasi ini adalah bagaimana good governance di Kota Makassar
dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan good
governance di Kota Makassar dengan mengungkap faktor pendukung, dan faktor penghambat
serta menganalisa dan merumuskan solusi terhadap good governance di Kota Makassar dalam
perspektif hukum Islam.
Lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian disertasi
ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
ungkapan dari subyek atau prilaku yang diamati selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil
yang benar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis normatif, yuridis,
psikologis, historis, politik dan administratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian penulis melakukan pengolahan dan
menganalisis data yang diperoleh. Untuk mendukung hasil penelitian ini, penulis menggunakan
library researc (studi pustaka) sebagai kesempurnaan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian menunujukkan bahwa pemerintahan di Kota Makassar pada
dasarnya memperlihatkan keberhasilan sehingga dapat mewujudkan good governance. Hal itu
dapat dilihat dari hasil capaian pemerintah kota dengan kemajuan-kemajuan diberbagai sektor,
baik fisik maupun non fisik. Kemajuan pembangunan kian meningkat, sepereti perbaikan sarana
dan prasaran, infrastruktur, serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Faktor lain yang
mendukung sehingga pemerintahan di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik yaitu adanya
political will Walikota Makassar untuk membenahi Ibukota provinsi Sulawesi Selatan tersebut,
APBD Kota Makassar semakin meningkat, adanya koordinasi setiap SKPD, sinergitas antara
pemerintah kota Makassar dengan DPRD, dan yang lebih menggembirakan karena di Kota
Makassar sudah terbentuk Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang dapat mempasilitasi antara
pemerintah dengan masyarakat termasuk pihak swasta, apabila terjadi benturan dalam sistem
pelayanan. Namun demikian, terdapat juga faktor penghambat jalannya pemerintahan di kota
Makassar, yaitu; kurangnya SDM aparatur pemerintah, kurangnya kualitas pelayanan birokrasi,
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kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar, dan masih terbatasnya
sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar melakukan upaya antisipasi
dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu; melakukan reformasi birokrasi, membentuk kantor
pelayanan administrasi perizinan (KPAP), membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM), dan merumuskan arah kebijakan pemerintah Kota Makassar.
Good governance di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat
universal karena good governance merupakan gerakan ijtihady yang mengarah kepada persoalan
fikih siya>sah. Namun prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam sistem pemerintahan
adalah musyawarah, keadilan, dan ketaatan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw
pada saat menjalankan pemerintahan di Kota Madinah, supaya dapat terwujud pemerintahan
yang baik (good governance).
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ABSTRACT
Name : Muhammadong
ID. No : 80100309037
Title : Good Governance in Makassar in Islamic Law Point of View
The main problem in this thesis is how Good Governance in Makassar in Islamic Law
Point of View. This thesis aims at describing Good Governance in Makassar by revealing both
supporting and cumberer factors also analyzing and formulating the solution toward Good
Governance in Makassar in Islamic Law Point of View.
This research took place in Makassar, South Sulawesi province. This is a qualitative
research where the research procedure resulted in descriptive data. The data were the utterances
and or the behavior of the subject observed then was analyzed to find out the correct result. The
approaches used in this research were normative theology, juridical, psychological, historical,
political, and administrative. In collecting the data this research used the following techniques
such as observation, interview, and documentation.  After collecting the data the researcher then
processing and analyzing the data collected. In supporting this research the researcher also did
library research in order that this research can be sufficiently perfect.
This research found out that the government in Makassar basically shows outstanding
achievement which lead to a good governance. It can be seen by looking at the progress
achievement results made by the government in Makassar in any sectors either physical or non-
physical. More advanced development, infrastructure improvement, and providing excellent
service to the community were among others of achievements made by the government. Another
factor that contributes to run the governance well in Makassar is the political will of the mayor of
Makassar to fix it as provincial capital, the more increased of Makassar general revenue and
xv
expenditure budget (APBD), well coordinating among the regional work units (SKPD), the tight
synergy between the city government and regional house of representatives (DPRD).
Furthermore, there has been an Ombudsman commission that can facilitate between the
government and the people including the private side in condition that there is a
misunderstanding in terms of service system. However, there are also retarder factors in
governing Makassar faced by the government. The retarder factors are the lack of human
resource, the bureaucracy, the lack of community involvement in developing Makassar, and the
limited facilities and infrastructure. That is why the government of Makassar conducting some
efforts to overcome previous problems namely doing bureaucratic reform, providing Licensing
and Administrative Services Office (KPAP), establishing Community Empowerment Agency
(LPM),  and formulating the policy goal of the government of Makassar.
Good Governance in Makassar in Islamic Law Point of View naturally is universal
because Good Governance is an Ijtihady movement which leads to the issue of fiqh siyasah.
Hence, the basic principles that should be fulfilled in the government system are discussion,
justice, and obedience as the Prophet, pbuh. did in carrying out the government in Madinah in
order to realize a Good Governance.
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ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺣﻣدوﻧﺞ: اﻻﺳم
73090300108: رﻗم اﻟﻣﺳﻠﺳل ﻟﻠطﺎﻟب
اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﺷرﯾﻊﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎﻛﺳﺎراﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ: اﻟرﺳﺎﻟﺔﻣوﺿوع 
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ أﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻛﺴﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ وأﻣﺎ ﻏﺮض اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
ﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺸﻐﻞ .ﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض اﳌﺮﺟﻮ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘ
ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻛﺴﺎر ﻷ ﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲝﺚ ﻣﻴﺪاﱐ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ ﻛﻞ أﻃﺮاف ﰲ -ﻻ ﳏﺎﻟﺔ-اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻻﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻷﺣﺪاث اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﰲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻗﻮة اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻦ ا
وﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻨﺎﻫﺞ .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺮﻛﺎ ﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺶ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻓﻴﻬﺎ
، أو ﻣﻘﺎرﺑﺔ (ﺗﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﲟﻘﺎرﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺎت ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﳒﺎزﻩوﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ
.ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺘﻠﻘﻲ، 
ﱃ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺘﺒﻴﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﳊﻮار اﳌﺒﺎﺷﺮ، واﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺮﺟﻮع إ
ﻓﺒﻨﺎء .ﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت، ﰒ أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳚﺘﻬﺪ وﻳﻨﺎﻗﺶ وﳛّﻠﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺣﺎل
ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، ﻗﺪ ﺗﺒّﲔ ﲜﻼء أّن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﺳﺎر ﻗﺪ ﲢﺼﻠﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﻌﺾ اﻻﳒﺎزات واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺒﺎﻫﺮة 
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻟﻔًﺘﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻻﳒﺎزات اﳌﺰدﻫﺮة واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﺟﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ 
ﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮاموﲢﻘﻴﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤوﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔﺗﻌﻤﲑ اﻟﻌﻤﺎرات واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت:ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻹرادة "وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﺎﺳﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ وﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻲ ﺑﻐﻴﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ وأﺿﺮب .ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻀﺮورﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺳﻼوﻳﺴﻲ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ" اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ازدﻳﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ دﺧﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎّﺳﺎر وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﻬﺰة : ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ
وﻣﺎ ﻳﺴﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا، اﺑﺮاز اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻧﺴﺠﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻜﺎﺳﺎرﻳﺔ وﳎﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﶈﻠﻲاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وا ﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ "أﻣﲔ اﳌﻈﺎﱂ"ﺪﻣﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﳉﺎن ﻫﻮ ﻋﻨ
وﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إن ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼﻻ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎﻧﻌﺔ ﺗﺘﺼّﺪى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻜﺴﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌ
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ﻗﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ,ﻗﻠﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ,ﻗﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ﻋﻨﺪ رﺟﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ : ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. ﻳﻨﺒﻐﻲ
وﳏﺪودﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﱵ ,ﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻘﺪم ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﺳﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصا ﺘﻤﻊ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﳛﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺑﺸ
ﻳﺘﻮﺳﻞ  ﺎ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ اﳌﻨﺸﻮد
وﳍﺬا، ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﺴﺎرﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﳏﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﱂ ﺗﺘﻜﺮ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﰲ اﳊﻴﺎة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
وﺗﺸﻜﻴﻞ ,ووﺿﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﳋﺪاﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﱰﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻠﻲ,إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ:واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﻘﻴﺎم  اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺘﺸﻜﻴﻞ ,وﺗﺸﺮﻳﻊ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺎﻛﺴﺎر ﻋﻨﺪ إﺻﺪار  اﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ,ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﺰام ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط .اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰﻳﺔ اﳌﺘﺠﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﻃﺎر ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﺴﻠﺢ  ﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . ﺪاﻟﺔ، وﻃﺎﻋﺔ ﻷوﱄ اﻷﻣﺮاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﻖ اﳌﺸﺎورة، وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌ
وﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮد أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة وﻳﱰأﺳﻬﻢ ﻓﻼﺑﺪ أن ﻧﺘﺄﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﱴ ﺗﺘﺸﻜﻞ 
.ﻣﻦ ﻣﻌﲎ
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang mengatur seluruh manusia. Islam
juga mengatur seluruh masalah kehidupan serta seluruh hubungan antara kehidupan itu dengan
sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga memecahkan seluruh
permasalahan manusia sebagai makhluk, (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri, dan akal).
Juga mengatur interaksi manusia secara vertikal dengan penciptanya, dan secara diagonal dengan
dirinya, serta secara horizontal dengan sesama manusia, pada setiap waktu dan tempat.1
Keuniversalan Islam, tertera dalam Alquran, sebagaimana firman Allah swt QS al-
Anbiya’/21:107:
         
Terjemahnya:
dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta
alam.2
Islam telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem
interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial,
pendidikan maupun politik, di dalam dan luar negeri; baik yang menyangkut interaksi yang
bersifat umum, antara negara dengan anggota masyarakatnya, atau antara negara dengan negara
maupun negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain; ketika perang dan damai. Atau yang
1Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrim Sejarah dan Realitas Empirik. Penerjemah:
Moh. Magfur Wachid (Cet. I; Bangil: al-Izzah, 1996), h. 7.
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), h. 461.
2menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat
yang lain.3
Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat, serta kehidupan, Islam telah
menjadikan negara beserta keluasannya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari
eksistensinya, Islam memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan
serta memerintahkan berdasarkan hukum-hukum Islam.4 Islam adalah agama sekaligus ideologi.
Pemerintah dan negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya. Negara
adalah thari>qah (tuntunan operasional) satu-satunya yang secara syar’i>y dijadikan oleh Islam
untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh.
Islam tidak tampak hidup kalau tidak ada sebuah  negara yang menerapkannya dalam segala
aspek. Sistem pemerintahan Islam adalam sistem yang menjelaskan bentuk, sifat dasar, pilar,
struktur, asas, yang menjadi landasan, pemikiran, konsep serta standar yang dipergunakan untuk
melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang berlaku.5
Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh (comprehenship) bagi seluruh
kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka kaum muslimin diwajibkan untuk memberlakukannya
secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas, yang tertulis di dalam
sebuah sistem khila>fah.
Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam sebab ilmu
hukum Islam itu muncul dan bersumber dari agama Islam. pengkajian hukum Islam tidak bisa
melepaskan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum
3Taqiyuddin an-Nabhani, op. cit. h. 8.
4Ibid. h. 11.
5Ibid. h. 13-14.
3yang bersumber dari di>nul Isla>m, merupakan salah satu legal system yang eksis di samping legal
system yang lain seperti romano germanic (civil law), common lair, sosialist lew.6
Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber
hukum yang bersifat naqli>y dan kedua sumber hukum yang bersifat aqli>y. Sumber hukum naqli>y
ialah Alquran dan Sunah, sedangkan sumber hukum aqli>y ialah hasil usaha menemukan hukum
dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam
Alquran dan hadis kadang-kadang bersifat prinsipil yang general (z{anni>y) sehingga perlu
interpretasi. Alquran dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulu>m alqura>n dan
ulu>m alhadi>s, meliputi tiga aspek hukum: Pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang
dewasa (mukallaf). Kedua, hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu
berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ketiga, hukum-hukum praktis (amaliyah) yang
mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang
mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam
hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan
hukum privat (al-ahka>m al-Mad}aniyyah), dalam aspek ini lahirlah hukum ekonomi Islam.7
Hukum Islam datang di bumi Indonesia (nusantara) bersamaan dengan datangnya orang
Islam di bumi nusantara. Dari komunitas Islam berlanjut dengan munculnya kerajaan-kerajaan
Islam dan berakibat munculnya badan peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang di
antaranya memperoleh bentuk ketatanegaraan dalam masa kesultanan Islam itu.8
Merupakan fakta sejarah bahwa jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda
menginjakkan kakinya di nusantara Indonesia, telah terbentuk masyarakat Islam yang kuat. Di
6Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta:
Kencana, 2010), h. 1.
7Ibid. h. 2.
8Ibid. h. 4-5.
4samping hukum adat, hukum Islam telah menjadi suatu realitas yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat. Sebagai hukum yang berdiri sendiri, hukum Islam mempunyai pengaruh yang kuat
dalam bentuk perilaku dan pola hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Di beberapa
daerah di nusantara Indonesia, Islam bukan saja sebagai agama resmi (agama negara), bahkan
hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Beberapa kerajaan Islam yang menerapkan hukum
Islam pada waktu itu antara lain; Kerajaan Sultan Pasai di Aceh, dan Tuangku di Pagar Ruyung,
Kerajaan Paderi di Minangkabau, kerajaan Demak, Kerajaan Pajang Mataram, Sultan
Hasanuddin di Makassar dan lain-lain.9
Proses islamisasi kepulauan Indonesia dilakukan secara damai oleh para saudagar muslim
melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam juga sangat besar. Jika seorang
saudagar muslim yang akan kawin dengan seorang wanita pribumi, wanita itu di islamkan lebih
dahulu dan pernikahannya dilangsungkan menurut hukum perkawinan Islam. Jika salah seorang
di antara mereka meninggal dunia, maka harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan
Islam.10
Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan
dalam masyarakat. Beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia mempratikkan
Islam sebagai agama dan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan
Islam di Samudra Pasai di Aceh, Demak, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan
lain-lain, semuanya memberlakukan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum di wilayahnya
masing-masing.11 Hukum Islam tidak hanya sebagai the living law (hukum yang hidup dalam
9Lihat Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum
Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 48.
10Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Peradilan Agama dan Masalahnya, dalam Edi Rudiana Arif,
Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 70.
11Lihat Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Cik
Hasan Basri, Hukum Islam dalam Tatanam Masyarakat Indonesia. (Cet I. Jakarta; Logos, 1998), h. 93.
5masyarakat), akan tetapi juga sebagai suatu realitas hukum yang tampak dalam perbuatan-
perbuatan masyarakat (law in action). Kenyataan ini tampak ketika beberapa kerajaan di
nusantara yang dahulunya menganut agama Hindu-Budha, berubah menjadi kerajaan yang
mengamalkan hukum Islam, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel dan lain-lain.
Kehidupan dimasyarakat pada waktu itu berlaku suatu kaidah yang mengatakan bahwa; Hukum
Islam bersendi adat, adat bersendi hukum Islam, dan hukum Islam bersendi Kita>bullah.12
Sebelum pemerintah kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia,
hukum Islam telah mempunyai posisi yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam
perundangan-undangan negara. Kenyataan ini dapat pula dilihat bagaimana cara masyarakat
dalam menyelesaikan perkara di antara mereka. Pada masa ini, hukum Islam mengalami tiga
periode, yaitu; pertama, periode tahki>m. Masalah pribadi yang mengakibatkan terjadinya
perbenturan hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tindak laku perbuatan mereka, maka
dalam menyelesaikan masalah mereka dilakukan dengan jalan tahki<m kepada seorang pemuka
agama yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat mereka. Kedua, periode ahl al-halli wa
al-aqdi. Pada priode ini masyarakat telah membaiat atau mengangkat salah seorang ulama yang
dapat bertindak sebagai Ka>di untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di antara mereka.
Dalam hal ini Ka>di bertindak sebagai hakim. Ketiga, periode thauliyah. Periode ini dapat
diidentifikasi sebagai delegation of authority yakni penyerahan kekuasaan (wewenang)
mengadili kepada suatu badan hukum (judicative). Jika terjadi suatu perkara antar mereka, maka
penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga hukum. Misalnya di Minangkabau, jika terjadi
12Lihat, Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 196.
6sengketa diserahkan kepada pucuk nagari dan jika berkaitan dengan masalah-masalah agama,
maka diserahkan kepada Ka<di.13
Perbedaan penerapan dan pelembagaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari
kondisi pelembagaan di berbagai negara. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup yang
inheren dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam yang menjadi bagian dari kehidupan
tidak lagi dirasakan sebagai norna-norma yang dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan
tersebut, hukum Islam dilaksanakan dalam negara yang umat Islam kelompok minoritas sebagai
akomodasi politik pemerintah terhadap warganya yang minoritas. Suatu negara yang mana umat
Islam sebagai mayoritas, hukum Islam di gunakan untuk memperlancar pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah.14
Ketika Indonesia merdeka hukum Islam kembali mereposisi diri dan menjadi salah satu
sistem hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Teori resepsi yang
merugikan umat Islam mulai digugat oleh para pendekar hukum Islam Indonesia. Menurut
mereka teori resepsi tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjadi dasar Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kenyataan ini dapat dilihat dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Atas dasar ini, hukum Islam mulai dikembangkan di Indonesia. Hukum Islam menjadi sistem
hukum Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional
Indonesia.15
Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa setelah Indonesia merdeka hukum Islam
menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
13Lihat Idris Ramulyo, op. cit. h. 53-54.
14Lihat Sudirman Tebba, Perkembangna Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: studi kasus Hukum
Keluarga  dan Pengkodifikasiannya (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), h. 13-14.
15Ibid. h. 97.
7Pernyataan ini tidaklah berlebihan karena Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat negara
menjiwai hukum Islam. Pancasila sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia tidak
mungkin meninggalkan hukum Islam, karena dalam sila pertama dikatakan bahwa negara
berdasarkan atas Ketuhanan yang Mahaesa. Hal itu dimaksudkan bahwa Pancasila menempatkan
instrumen agama sebagai instrumen yang penting dalam negara. Jika demikian adanya, maka
dengan sendirinya hukum Islam menjadi instrumen penting pula. Sistem hukum Pancasila tidak
mungkin meninggalkan sistem hukum Islam. Meninggalkan sistem hukum Islam berarti
meninggalkan atau mengabaikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.
Sekalipun hukum Islam telah dilaksanakan di Indonesia, namun hukum Islam belum
memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Alquran dan
hadis. Kenyataan ini merupakan sebuah refleksi berlangsungnya proses islamisasi yang berlanjut
terus dalam kehidupan umat Islam yang kelihatannya masih belum mencapai titik final. Sejak
duhulu sudah disadari bahwa masih banyak dari kalangan umat Islam yang menunjukkan
komitmen yang menyeluruh dan utuh terhadap hukum Islam karena masih menunjukkan sikap
mendua, pada satu pihak menyatakan sebagai penganut agama Islam, pada pihak lain belum
melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh.16 Hukum Islam dengan daya lenturnya yang
tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman. Akan tetapi, usaha
mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan zaman belum
dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cendrung hanyut dalam pertentangan yang tidak
kunjung selesai.17
Kebanyakan rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam, sangat berhajat pada usaha
penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hakikat dan
16Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Akademika pressindo, 1992), h. 2.
17Ibid.
8sifat-sifat dasar hukum Islam membolehkan bahkan menghendaki penyesuaian. Pada seminar
hukum Islam yang diadakan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1975 M, mengambil
kesimpulan bahwa perlu disusun hukum Islam yang baru sesuai dengan jiwa masyarakat
Indonesia yang oleh peserta seminar pada waktu itu disebut hukum Islam mazhab Indonesia.18
Hukum Islam bersifat adaptif, maksudnya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai
dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Para ulama
bersepakat bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu dan rakyu. Wahyu meliputi Alquran dan
hadis yang sering disebut dalil naqli>y, sedangkan rakyu (rasio, akal, daya pikir, nalar) disebut
dalil aqli>y. pada perkembangan hukum Islam, ternyata rakyu memainkan peran yang tidak dapat
diabaikan sebab akal merupakan alat untuk memahami wahyu. Sebagai sumber hukum, akal
dapat digunakan untuk mengalirkan hukum dari masalah-masalah yang tidak dinyatakan oleh
wahyu atau yang tidak secara tegas dinyatakan oleh wahyu. Ijtiha>d bi al-rakyi dapat dilakukan
secara individual (ijtiha>d fardi) dan secara kolektif (ijtiha>d jama’i). Ijtihad, apalagi ijtiha>d
jama’i, merupakan suplemen dari ushu>l fiqh dan dapat dirinci menjadi kias (analogi), istihsa>n,
istisla>h, penilaian terhadap urf }|’, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan dimensi instrumental, peran
akal sangat strategis.19
Kedudukan hukum Islam dibidang keperdataan terjalin secara luas dalam hukum positif,
baik sebagai unsur yang mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang dirumuskan
dalam peraturan undang-undang keperdataan maupun yang tercakup dalam lingkup hukum
substansial dari Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, hukum
18Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 200.
19Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem hukum nasional: mengenang 65 tahun Prof. Dr.
H. busthanul Arifin (Cet. I; Jakarta: Gema Insani press), h. 54-55.
9Islam dibidang kepidanaan belum mendapatkan tempat.20 Hukum positif Islam yang bersumber
dari nilai-nilai agama Islam apabila ditarik asas-asas hukum Islam, hendaknya dituangkan
sebanyak mungkin ke dalam hukum nasional. Dengan cara demikian, maka membudayakan
hukum Islam tidak saja terjadi di bidang hukum perdata khususnya hukum keluarga, tetapi juga
di bidang lain, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara.
Dengan orientasi ini, maka hukum Islam benar-benar menjadi sumber hukum nasional di
samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno.21
Tidak benar menganggap bahwa hukum Islam bersifat statis, tidak bisa berkembang
sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hakikat hukum Islam tidak
menghendaki keadaan statis, tetapi sebaliknya menghendaki perkembangan. Pada masa lampau
hukum Islam berkembang. Hanya pernah terjadi dalam sejarah bahwa ijtihad sebagi sumber
ketiga yang menjadi pendorong bagi perkembangan hukum dalam Islam, pintu ijtihad diangggap
tertutup pada abad ke-13 Masehi. Anggapan inilah yang membuat hukum untuk sementara waktu
menjadi statis. Tetapi ketika umat Islam pada abad kesembilan belas masehi mulai sadar akan
kemundurannya, pemimpin-pemimpin pembaruan menyadari bahwa salah satu sebab dari
kemunduran itu adalah anggapan pintu ijtihad telah tertutup. Oleh karena itu, muncul pemimpin-
pemimpin dan ulama Islam dengan pernyataan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tak
ada orang yang berhak menutupnya. Pintu ijtihad tidak tertutup mulai diungkapkan secara samar-
samar, misalnya al-Syaikh al-Thahthawi di Mesir pada awal abad kesembilan belas Masehi
kemudian secara tegas oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan,
20Ibid. h. 157.
21Ibid. h. 172.
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dan lain-lain pada pertengahan abad kesembilan belas Masehi. Pada abad kedua puluh sekarang
telah umum diakui bahwa pintu ijtihad tidak tertutup.22
Agama Islam mengenal dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam,
yaitu syariah dan fikih. Kedua pengertian itu sering dikacaukan pemakaiannya, kadang-kadang
sebagai suatu hal yang berbeda kadang-kadang sebagai sinonim. Bahkan kekacauan pengertian
antara syariah dengan fikih menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat. Ada yang
memakai syariah sebagai sinonim dari kata di>n dan millah, ada pula yang membedakan syariah
dengan fiqh. Menurut pendapat terakhir ini, syariah adalah hukum-hukum yang telah jelas nash-
nya atau qathi>y sedang fikih adalah hukum-hukum yang Zhanni>y yang dapat dimasuki pemikiran
manusia.23
Untuk kepentingan pembinaan dan pembangunan hukum Islam dewasa ini, perlu istilah-
istilah  syariah dan fikih diperjelas hingga kata hukum dapat disamakan dengan kata hukum
dalam hukum sipil. Karena banyak hal semula dianggap konflikantara hukum sipil dengan
hukum Islam sebenarnya terletak pada kekacauan pengertian istilah-istilah yang dipakai.
Singkatnya harus disamakan bahasa hukum Islam dengan bahasa hukum sipil. Bahasa hukum
sipil telah berkembang sangat jauh sedang bahasa hukum Islam hakikatnya berhenti sesudah
abad ke-4 Hijriah bersamaan dengan terhentinya kegiatan ilmiah hukum Islam. Hal yang diwarisi
adalah hukum Islam sebagai hasil pemikiran para sarjana hukum Islam (imam mujtahid) dari
abad ke-3 dan ke-4 Hijriah.24
22Harun Nasution., op. cit. h. 198-199.
23Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya
(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.40.
24Ibid. h. 41.
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Apabila posisi negara dihubungkan dengan posisi masyarakat, maka berdasarkan kriteria
kemandirian negara terdapat tiga kelompok teori tentang negara. Pertama; teori negara sebagai
alat (teori instrumental). Menurut teori ini, negara adalah alat kekuasaan yang menguasai negara.
Teori ini dianut oleh kaum pluralis dan marxis klasik. Kaum pluralis berpendapat bahwa
kebijakan negara hanya merupakan hasil intraksi kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat,
sedangkan kaum marxis klasik memandang negara sekedar alat bagi kelas yang dominan. Kedua;
teori struktur tentang negara. Negara dipandang memiliki kemandirian tetapi sifatnya relatif.
Sebab kemandirian itu lahir dari konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Jadi berlangsung
perubahan struktur, bukan negara itu sendiri yang membentuknya. Ketiga; teori negara sebagai
kekuatan mandiri. negara sebagai subyek yang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda
dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada.25
Perlunya penerapan good governance di beberapa negara mulai meluas tahun 1980 M
dan di Indonesia good governance mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990 M, sebagai
wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik
di lingkungan pemerintah, dunia usaha swata dan masyarakat termasuk dalam lingkungan para
akademis. Sejak terjadinya krisis monoter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan
perubahan drastis pada tahun 1998 M, Indonesia telah memulai beberapa inisiatif yang dirancang
untuk mempromosikan good governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih kuat. Hal ini
sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan
governance Good governance dipandang sebagai paridigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada
dalam sistem akuntabilitas publik. Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas
hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, governance
25Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press,
1996),  h. 46-47.
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mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sector (sektor swata/dunia
usaha) dan society (masyarakat). Good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses
tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai kegiatan
perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber, seperti sumber daya alam,
keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas:
keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.26
Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang
adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintah. Dengan bergesernya
paradigma dari good government ke arah good governance, yang menekankan pada kolaborasi
dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani
(civil society), maka dikembangkan pandangan baru administrasi publik yang disebut dengan
pemerintahan yang baik.27
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang
tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.28
Dalam penyelenggaraan good governance menghendaki adanya akuntabilitas,
transparansi, keterbukaan dan rule of law. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut
26Lihat Sedarmayanti, Kepemimpinan yang Baik dan Tata kelola yang Baik (Cet. I; Bandung: Mandar
maju, 2007),  h. 1-2.
27Pandji Santosa, Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governace (Cet. I; Bandung: Refika
Aditama, 2008), h. 130-131.
28Ibid. h. 10.
13
terbebasnya praktik yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi negara.
Sedangkan pemerintah yang beriwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan
(compliance) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah, sedangkan
pemerintah yang beribawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan masyarakat
kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena
pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan yang mereka miliki.29
Untuk mewujudkan good governance, perlu ada standar yang menjadi barometer
sehingga mampu terwujud pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip dasar yang dimiliki oleh
good governance. Menurut musyawarah konfrensi nasional kepemerintahan daerah yang baik
yang disepakati oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi
Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
(ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2001, menyepakati 10
prinsip dasar good governace yang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan
kabupaten/kota yaitu : (1) prinsip partispasi, (2) prinsip penegakan hukum, (3) prinsip
transparansi, (4) prinsip kesetaraan, (5) prinsip daya tanggap, (6) prinsip wawasan ke depan, (7)
prinsip akuntabilitas, (8) prinsip pengawasan, (9) prinsip efesiensi dan dan efektivitas, (10)
prinsip profesionalisme.30
Good governance tidak terlepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan
pemerintah dalam bertindak. Di Indonesia telah dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor: VII
Tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan adanya good
governance diharapkan mampu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang makmur
29Ibid. h. 17.
30Sedarmayanti. op. cit. h. 16-19.
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dan sejahtera. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam,
tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari
dalam beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, good governance dapat
terwujud bila masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia yang mayoritas beragama Islam
menjadikan hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku
kehidupannya. Prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hukum Islam
adalah kemaslahatan umum melalui penegakan lima prinsip dasar (al-ush>ul al-khams}ah) yaitu;
hifz } al-di>n (menjaga agama), hifz } al-nafs (menjaga jiwa), hifz } al-‘aql (menjaga akal), hifz } al-nasl
(menjaga keturunan), dan hifdz } al-maal (menjaga harta).31
Proses menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), beberapa proses
baru diterapkan para pemimpin. Misalnya, pada saat Abdurrahman wahid menjabat sebagai
Presiden, membentuk Komisi Ombudsmen dan perbaikan sistem lainnya. Keberadaan Komisi
Ombudsman di Indonesia dilatar belakangi suasana transisi menuju demokrasi. Namun patut
dipuji keputusan yang diambil oleh Abdurrahman wahid karena berani membentuk Komisi
Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan
(termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga peradilan.32
Kehadiran peraturan Walikota Makassar (Perwa) No. 17 Tahun 2008, memberikan
harapan dan motivasi supaya dapat terwujud good governance di Kota Makassar khususnya di
bidang pelayanan. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa, perwujudan pelayanan diperlukan
pemberdayaan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan umum dan swata di
Kota Makassar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
31MH. Ubaidillah, al-Qanun. http://journal-sunan-ampel-ac.ad/inseks.php//article/viwfile/14/pdf. di Akses
Tanggal, 20 Mei 2011.
32Pandji Santosa. op. cit. h. 147.
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Berdirinya Komisi Ombudsman sebagai organisasi eksternal yang mengawasi jalannya
pemerintahan merupakan semangat baru untuk mewujudkan good governance di Kota Makassar.
Pembentukan Komisi Ombudsman didasari kesepakatan bersama antara Walikota Makassar dengan
Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (selanjutnya disingkat Kemitraaan). Pada dasarnya,
Komisi Ombudsman dibentuk untuk menangani keluhan masyarakat yang timbul dari proses pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Khusus untuk Komisi Ombudsman Kota Makassar, juga
memasukkan unsur swasta sebagai obyek perhatian.
Salah satu persoalan mendasar rendahnya kualitas pelayanan publik adalah rendahnya
kualitas pelayanan pemerintah tentang prinsip-prinsip tata kelola pelayanan publik (good
governance) termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan standar
pelayanan minimal (SPM). Regulasi yang tumpantindih dan cendrung berbelit-belit, berhadapan
dengan semangat good governance dan sangat spesifik berbenturan dengan prinsip-prinsip
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tegasnya, kehadiran Komis Ombudsman di Kota Makassar
disamping melakukan  mediasi terkait pengaduan masyarakat berkenaan dengan masyarakat,
juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang standar pelayanan publik.33
Merealisasikan pemerintahan yang baik bukan pekerjaan mudah tetapi butuh proses.
Untuk mewujudkan good governance di perlukan manajemen yang baik dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Gagasan untuk mewujudkan good governance dapat tercapai
apabila kembali kepada nilai-nilai Islam. Keberadaan hukum  Islam merupakan solusi atau
setidaknya merupakan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan berbangsa dan
bernegara.
33Mulyadi Hamid, Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kaum Miskin Kota, Makassar:
18-10-2010. http ://bangunmandar. Net/(26 Januari 2011).
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Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar kadang-kadang memunculkan benturan
antara pemerintah dengan masyarakat. Pada satu sisi masyarakat menganggap tidak tersalurkan
aspirasinya. Pada sisi lain, pemerintah tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Dari segi
pelayanan, masyarakat terkadang tidak mendapatkan pelayaan prima, sehingga muncul keluhan
yang di tujukan kepada aparat pemerintahan.  Praktik manipulasi atau setidaknya Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) terjadi di berbagai instansi pemerintah. Penegakan hukum kadang-
kadang tidak terealisasi, sebab kepentingan pribadi atau kelompok yang diutamakan, sehingga
muncul krisis kepercayaan terhadap pelaksana hukum.
Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui
bahwa masalah good governance di Kota Makassar dengan melihat implementasi
hukum Islam adalah obyek penelitian disertasi ini. Ayat-ayat Alquran tidak
menjelaskan secara ekspelisit tentang good governance, namun kalau melihat lebih
jauh lagi, akan ada indikasi-indikasi yang mengarah kesana, apalagi dengan
mempertimbangkan hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat, maka semakin jelas
bahwa dalam ajaran Islam ada konsep good governance.
B. Rumusan Masalah
Dari kenyataan tersebut, maka pertanyaaan mendasar yang menjadi masalah
pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana good governance di Kota Makassar
dalam perspektif hukum Islam.
Masalah pokok tersebut dijabarkan dengan meneliti sub-sub masalah sebagai
berikut :
1. Sejauhmana efektivitas good governance di Kota Makassar ?
2. Sejauhmana faktor pendukung dan penghambat good governance di Kota Makassar
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3. Sejauhmana upaya mengetahui faktor pendukung dan penghambat good governance
di Kota Makassar serta solusinya dalam perspektif hukum Islam ?
C. Definisi Operasional dan Lingkup Penelitian
Judul disertasi ini didukung beberapa istilah yang perlu dibatasi sebagai
pegangan dalam kajian lebih lanjut. Istlah yang dimaksud adalah: Good governance,
Kota Makassar, Perspektif, Hukum Islam.
Good governance merupakan dua rangkaian kata yang berbeda. Good berarti
kebaikan atau kebajikan.34 Sedang governance berarti pemerintah, pemerintahan, dan
ilmu pemerintahan.35 Arti ”good” dalam istilah good governance, mengandung dua
pengertian: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat mencapai tujuan (nasional), kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut, kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua (2) hal
yaitu :
1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada
demokratisasi dengan elemen; legitimasi, akuntabilitas, otonomi, devolusi (pendelegasian
wewenang) kekuasaan daerah, dan adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat.
34Lihat Jean. L. McKechnie, Webster’ New Twentieth Century Dictionary of English Lengguage, Second
Edition (Willam Collins Publishers, 1980), h. 782.
35Ibid. h. 787.
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2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya
pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki
kompetensi, struktur dan mekanisme politik serta adminsitratif yang berfungsi secara efektif dan
efisien.36
United Nations Depelopment Program (UNDP) mendefinisikan bahwa good
governance adalah sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi
guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.37 Menurut lembaga
administrasi negara (LAN)38 mendefinisikan good governance sebagai penyelenggara
pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisisen dan efektif
dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konstruksif diantara domain negara,39
sektor swasta,40 dan masyarakat.41 Secara konseptual pengertian good dalam istilah good
govrernance mengandung dua pemahaman yaitu; 1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau
kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai
tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. 2. Aspek
fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk
36Tedi Setiadi, http://kepemerintahan yang Baik. www.mahasiswaadministrasinegara.co.cc/ di Akses pada
tanggal 16 mei 2011.
37Lihat Sedarmayanti, op. cit. h. 3.
38Lihat Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: LANRI, 2000), h.
25.
39Negara/pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat
peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan accountable, dan menegakkan
Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.
Pemerintah memberikan tuntunan formal bagi tata pemerintah politik dan ekonomis.
40Sektor swasta berperan untuk menjalankan dan menggerakkan perekonomian sektor riil, menciptakan
lapangan kerja, dan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam melalaksanakan kebijakan. Disamping itu, swasta
juga berperan dalam good governance melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan, serta meningkatkan
tanggungjawab sosial perusahaan.
41Masyarakat madani/civil society bertugas untuk menjaga hak-hak masyarakat agar selalu terlindungi,
mempengaruhi kebijakan publik, menjadi sarana cheks and balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan
kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan SDM, dan menjadi sarana berkomunikasi antar anggota
masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diharapkan dalam memobilisasi rakyat dan memberikan
pelayanan kepada yang paling membutuhkan. Media dapat memberdayakan masyarakat sipil dengan memberikan
informasi yang akurat dan pandangan-pandangan yang pluralistik.
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mewujudkan tujuan nasional.42 Rencana strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) pasca
reformasi disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yaitu
proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi
hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi, partisipasi, transparansi, berkeadilan, bersih dan
akuntabel, selain berdayaguna, berhasil guna serta berorientasi pada peningkatan daya saing
bangsa.43
NFSD (Novartis Foundation for Sustainable Development) merumuskan kriteria good
governance sebagai berikut :
1. Legitimasi dari pemerintahan (menyangkut tingkat/derajat demokratisasi)
2. Akuntabilitas dari elemen-elemen politik dan pejabat dalam pemerintahan (menyangkut pula
kebebaran media, transparansi dalam pembuatan/pengambilan keputusan, mekanisme,
akuntabilitas).
3. Kompetensi pemerintahan dalam memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan.
4. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum yang berlaku (hak-hak individu dan
kelompok , keamanan, kerangka hukum untuk aktivitas sosial dan ekonomi, dan partisipasi)44
Kota berarti daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang
merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, atau daerah
pemesatan penduduk yang kepadatan tinggi sektor fasilitas modern dan sebagian besar
penduduknya bekerja di luar pertanian.45 Makassar adalah nama salah satu Kota di
42Sedarmayanti, Good Governance II (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 4.
43Ibid. h. 7
44Tedi Setiadi, lot.cit.
45TimPenyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 597-598.
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propinsi Sulawesi selatan. Dahulu Makassar juga di pakai untuk nama Kota Ujung
Pandang.46 Secara operasional, yang dimaksud adalah pemerintah Kota Makassar
sebagai obyek penelitian dalam disertasi ini. Adapun kata perspektif berarti cara
pandang atau pandangan.47
Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah
peraturan atau adata yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh
penguasa atau pemerintah, undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat, patokan (kaidah,ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu,
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.48 Islam berarti agama yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw berpedoman kepada kitab suci Alquran yang
diturunkan kedunia melalui wahyu Allah Swt.49 Jadi hukum Islam adalah peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan
Alquran.50
Adapun kata hukum Islam berarti: koleksi dari hukum syariat yang berkaitan
dengan perbuatan yang digali dari dali-dalil yang terperinci.51 Sedang istilah hukum
Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-Fiqh al-Isla>my atau
dalam konteks tertentu dari al-Syari>ah al-Isla>mi>y. Istilah ini dalam wacana ahli hukum
Barat digunakan Islamic law. Dalam Alquran maupun Sunnah, istilah hukum Islam
tidak dijumpai. Istilah digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabaranya
46Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 10 (Cet. 1; Jakarta: Cipta Abadi Pustaka, 1990), h.68.
47Lihat Tim Penyusun Kamus, op. cit. h. 864.
48Ibid. h. 412.
49 Ibid. h. 444.
50 Lihat Sudarsono, Kamus Hukum (Cet. I;  Jakarta: Rineka Cipta, 1999),  h. 169.
51Lihat Abdul Asiz Dahlan et al., eds., Ensiklopedia Hukum Islam, Juz. II (Cet.I; Jakarta:
Ichtar Baru Van Noeve ,1996), h. 567. Bandingkan pula dengan Abdul Wahab Khallaf Ilmu Ushul
Fiqhi (Cet. II; Azhar Maktabah al-Da’wah al- Islami t.th), h. 11.
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kemudian lahir istilah fikih.52 Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum Islam adalah
seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang
tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang
beragama Islam. Definisi yang dikemukakan ini, dengan terlebih dahulu memahami
pengertian hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum disandarkasn
kepada kata Islam.53 Hasbi ash Shiddieqy mengartikan hukum Islam sebagai koleksi
daya upaya para Fuqaha dalam penetapan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.54 Harun Nasution mengartikan hukum Islam sebagai hukum agama yang
bersumber pada wahyu.55
Zainuddin Ali mengatakan bahwa hukum Islam adalah istilah khas Indonesia. Istilah
hukum Islam tidak ditemukan dalam Alquran dan sunah, namun yang digunakan adalah
syariah Islam, kemudian penjabarannya disebut istilah fikih. Menurut Zainuddin Ali, apabila
syariah Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in abstracto) maka syariat Islam
yang dipahami dalam arti yang sempit, karena kajian syariat Islam meliputi aspek i’tiqa>diyah,
khuluqiyah, dan amal syari>ah. Sebaliknya apabila hukum Islam menjadi terjemahan dari fikih
Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtiha>di yang bersifat zanni>y.56
Pada dimensi lain, penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas
formal suatu negara, baik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih maupun yang belum. Kalau
demikian adanya, kedudukan fikih Islam bukan lagi sebagai hukum Islam in abstracto (pada
52Lihat Ahmad Hanafi, Hukum Islam di Indonesia(Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),  h. 3.
53Lihat Amir Syarifuddin, Usul Fiqhi, Jilid I (Cet, I; Jakarta: Logos Wacana llmu,
1997), h. 5.
54Lihat Hasbi ash Shiddieqiy. Falsafah Hukum Islam. (Cet. V; Jakarta; Bulan
Bintang, 1993), h. 44.
55Harun Nasution., op. cit. h. 195.
56Lihat Zainuddin Ali, Hukum Islam:Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: sinar Grafika,
2006), h. 1.
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tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum Islam in concreto (pada tataran
aplikasi dan pembumian). Sebab, secara formal dinyatakan berlaku sebagai hukum positif,
yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara.57
Hukum Islam bukan hanya peraturan konkrit dari zaman lampau, melainkan juga
harus dilihat sebagai asas-sasas umum dan nilai-nilai universal yang dapat direijtihad dalam
berbagai kondisi yang berubah. Di Indonesia hukum Islam merupakan salah satu sumber
pengembangan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum Barat. Dalam tata
hukum Indonesia, hukum Islam memiliki peluang konstitusional yang jelas.58 Istilah hukum
Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam
yaitu hukum amali berupa intraksi sesama manusia, selain jinayat/pidana Islam. Jadi segala
ketentuan yang berhubungan dengan ibadah mahdah tidak termasuk dalam pengertian
hukum Islam.59 Dengan demikian, rumusan hukum Islam yang dimaksud dalam disertasi ini
adalah ajaran Islam yang bersumber dari Alquran Hadis.
Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup pembahasan disertasi
ini terbatas pada penelitian good governance supaya dapat mewujudkan pemerintahan
yang baik di Kota Makassar berdasarkan nilai-nilai Islam. Good governance di Kota
Makassar dalam perspektif hukum Islam dimaksudkan supaya dapat memahami
persoalan pemerintahan di Kota Makassar kemudian menjadikan hukum Islam sebagai
pendekatan.
Untuk menghindari adanya kerancuan dan kesalahpahaman terhadap pengertian
hukum Islam, maka perlu dijelaskan pengertian hukum Islam dalam disertasi ini.
57Ibid. h. 2-3.
58Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.
59Amrullah Ahmad., op. cit. h. 53.
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Secara garis besar, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama;
hukum Islam yang berhubungan dengan aqidah/keimanan (  ْﺮَﺷ ٌمﺎَﻜَْﺣا ٌﺔﱠﯾِدَﺎِﻘﺘْﻋإ ٌﺔﱠﯿِﻋ ).
Kedua; hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak ( ﺔﱠِﯿﻘْﻠَﺧ ٌ◌  ٌﺔﱠﯿِﻋْﺮَﺷ ٌمﺎَﻜَْﺣا). Ketiga;
hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf  ٌﺔﱠﯿِﻋْﺮَﺷ ٌمﺎَﻜَْﺣا ٌﺔﱠِﯿﻠَﻤَﻋ( ).
Hukum Islam bagian pertama menjadi kompetensi kajian ilmu tauhid. Bagian kedua
menjadi kompetensi kajian ilmu akhlak dan tasawwuf. Dan bagian ketiga menjadi
kompetensi kajian ilmu fikih dan ushul fikih. Dengan demikian, fikih dan ushul fikih
hanya membatasi kajiannya pada hukum Islam kategori ketiga, dan bagian ketiga ini
populer dengan sebutan hukum Islam, sehingga apabila disebut dengan hukum Islam,
maka yang dimaksud adalah hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan
mukallaf.60 Good governance merupakan bagian dari perbuatan mukallaf dalam menata
kehidupan bernegara supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud dalam disertasi ini adalah
persoalan fikih. Fikih sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran
baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahamai, menjabarkan, dan
mengelaborasi hukum-hukum agama. Fikih merupakan hasil pemikiran mujtahid
terdahulu seperti Syafi’i, Hanbali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang dituangkan
dalam ribuan kitab fikih, sehingga ribuan kitab fikih merupakan produk mujtahid.
Penyebutan fikih dapat ditujukan kepada berbagai peristilahan. Misalnya; fikih ibadah,
fikih thahara, fikih wanita, fikih cinta, fikih siya>sah, dan fikih-fikih lain. Keragaman
penyebutan tersebut disebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Demikian pula
60Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Gazali maslahah Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 9.
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dengan good governance, karena berbagai persoalan yang dihadapi sehingga dapat
dikatakan fikih good governance atau fikih pemerintahan. Fikih sebagai hasil ijtihad,
diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian produk-produk fikih yang
dikenal dengan istilah ushul fikih (legal theory). Rumusan fikih yang diambil dalam
disertasi ini adalah fikih siya>sah, karena fikih siya>sah merupakan ilmu tata negara
Islam secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat
manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,
peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan
dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Fikih siya>sah juga
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh
pemegang kekuasaan yang bernapaskan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan
orang banyak. Sejalan dengan persoalan fikih siya>sah, good governance dalam
disertasi ini dimaksudkan supaya dapat memperoleh pemikiran baru dalam persoalan
pemerintahan ditinjau dari sudut hukum Islam atau setidaknya dapat disebut sebagai
fikih good governance atau fikih pemerintahan.
Untuk membatasi luasnya cakupan pembahasan, maka tulisan ini dibatasi pada
good governance di Kota Makassar dengan merujuk pandangan hukum Islam, dan
penerapan dari pemahaman tersebut di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar,
kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan dalam mengatasi kendala
tersebut. Dalam hal ini, dibatasi pada pemerintah Kota Makassar sebagai pelaksana
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pemerintahan, sekaligus obyek penelitian dalam disetasi ini. Supaya dapat membatasi
maksud dari pemerintah Kota Makassar, maka penelitian ini tertuju pada pihak
eksekutif (sebagai pelaksana pemerintahan).
D. Kajian Pustaka
Good governance di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam,
merupakan rencana judul penelitian. Tulisan tentang good governance jika dilihat
penerapannya dalam hukum Islam secara khusus belum ada.
Beberapa literatur yang mengupas tentang good governance banyak dijumpai.
Di antara referensi tersebut adalah good governance oleh Sedarmayanti. Sistem
pemerintahan Islam oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Ilmu pemerintahan oleh Inu Kencana.
Tiga literatur inilah yang cukup reprensentatif untuk dijadikan sumber, di samping
tidak terlepas dari buku-buku keislaman yang berbicara tentang hukum Islam sehingga
dapat ditemukan spesifikasi penulisan disertasi yang sedang dilakukan ini, dan begitu
pula di dukung dengan literatur yang lain demi tercapainya kesempurnaan.
Buku tentang good governance yang ditulis oleh Sedarmayanti. Buku itu
menggambarkan tentang cara membangun pemerintahan yang baik, menerapkan
prinsip good governance dalam sektor publik dan cara penerapan good governance
dalam organisasi pemerintahan.
Buku yang ditulis oleh Pandji Santosa tentang teori dan aplikasi good
governace. Buku ini menggambarkan tentang sejarah lahirnya good governance dan
prinsip dasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
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Buku tentang sistem pemerintahan Islam yang dikarang oleh Taqiyuddin an-
Nabhani. Buku ini menggambarkan tentang pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai
hukum Islam. Kemudian buku yang disusun oleh Inu Kencana dengan judul ilmu
pemerintahan, penulis mendapatkan gambaran teori-teori tentang pemerintahan, asal
mula pemerintahan. Dan masih banyak lagi literature-literatur yang berbicara tentang
good gobernance atau pemerintahan.
Buku tentang good governance juga ditulis oleh Asmawy Rewansyah, buku ini
menggambarkan tentang pemerintahan yang bersih dan sehat. Karena dalam
pemerintahan yang bersih dan sehatlah yang mempu mengembangkan visi, misi, dan
tugas  yang diamanahkan oleh rakyat.
Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kajian-kajian terdahulu tidak sama
dengan kajian yang dihadapi. Setelah menggabungkan kajian-kajian terdahulu maka
kajian yang dihadapi itu dapat menjadi satu kesatuan sehingga terwujud dalam satu
judul penelitian, sekalipun dalam kajian-kajian terdahulu tidak sama pasti dengan
kajian yang dihadapi ini, tetapi sedikitnya akan memberi gambaran baik dari pihak
kelurahan, kecamatan, maupun dari dari pihak pemerintah Kota Makassar. Sebagai
bahan pembanding agar mendapatkan informasi yang seimbang dan tidak berpihak,
maka langkah yang dilakukan dengan cara melaklukan wawancara terhadap pihak-
pihak yang mempunyai kemitraan dengan pemerintah Kota Makassar seperti Komisi
Ombudsman, atau lembaga yang independen seperti LSM.
E. Tujuan dan Kegunaan
Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui efektivitas good governance di Kota Makassar.
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2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat
good governace di Kota Makassar.
3. untuk menggambarkan dan merumuskan faktor pendukung dan penghambat
good governance di Kota Makassar serta solusinya dalam perspektif hukum Islam.
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, secara ilmiah adalah:
1. Dimaksudkan untuk mengetahui good governance di Kota Makassar yang
pada akhirnya melahirkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Dengan
demikian, perlu untuk diketahui dalam rangka upaya memperlihatkan sistem
pemerintahan menurut ajaran Islam dengan berpedoman kepada Alquran dan Hadis.
2. Diharapkan berguna bagi kepentingan akademis sebagai penambah
informasi dan khazanah kajian hukum Islam. Disamping itu, diharapkan mempunyai
arti kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka memahami good
governance di Kota Makassar.
3. Supaya dapat membantu usaha-usaha peningkatan dan penghayatan serta
pengamalan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Alquran.
Adapaun kegunaan dari hasil penelitian ini secara praktis, dimaksudkan dapat
memberikan kontribusi terhadap para pembaca dalam dunia akademik dan publik serta
pihak pemerintah untuk mempertimbangkan kehadiran hukum Islam dalam
mewujudkan good governace di Kota Makassar.
Keberadaan good governace merupakan solusi dalam bernegara untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Makassar berdasarkan hukum Islam.
Kehadiran disertasi ini, diharapkan dapat menjawab semua kritikan dan anggapan
bahwa hukum Islam adalah inkonsistensi dalam merumuskan sistem pemerintahan di
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Kota Makassar sehingga upaya untuk mewujudkan good governace sangat sulit
dicapai. Padahal nilai-nilai hukum Islam merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan
berbagai persoalan dalam pemerintahan di Kota Makassar.
F. Garis Besar Isi Disertasi
Disertasi ini terdiri atas lima bab pembahasan, dan masing-masing bab memiliki
sub bab. Masing-masing bab dan sub bab memiliki keterkaitanantara satu dengan yang
lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut dikemukakaan intisari pembahasannya sebagai
garis besar isi disertasi.
Bab I Adalah bab pendahuluan isinya sebagai pengantar dan kerangka teoritis
untuk pembahasan selanjutnaya. Pada bab ini, terdiri dari enam sub bab dengan
sistematika; (A) latar belakang masalah sebagai paradigma dasar yang melahirkan
obyek pembahasan. (B) rumusan masalah, merupakan sasaran pembahasan yang
terdiri atas pokok masalah dan beberapa sub masalah. (C) definisi operasional dan
ruang lingkup penelitian. (D) kajian pustaka yang memeperkenalakan berbagai
literature yang terkait dengan pembahasan. (E) tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan
pembahasan mencakup sasaran yang akan dicapa sedangkan kegunaan mencakup
manfaat yang ingin disumbangkan dalam penelitian ini. (F) garis besar isi desrtasi
adalah intisari pembahasan yang memnjadi obyek kajian disertasi.
Bab II Menyangkut tinjauan teoretis, pada bab ini yang dibicarakan adalah A)
tinjauan umum tentang hukum Islam, yang dibahas yaitu; (1) perbedaan hukum Islam,
syariah dan fikih. 2) epistemologi fikih siyasah, yang dibahas dalam bagian ini yaitu;
(A) pengertian fikih siyasah, (B) obyek kajian fikih siyasah, (C) bidang-bidang fikih
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siyasah. 3) maqashid al-syariah (B) negara Madinah, yang dibahas dalam bagian ini
yaitu, (1) pemerintahan pada masa Rasulullah swt (2) pemerintahan pada masa al-
Khulafa’ al-Rasyidin. C) fungsi-fungsi pemerintah, yang dibahas yaitu; (1) fungsi
pengaturan, (2) fungsi pengawasan. D) pemerintahan dalam hukum Islam, yang
dibahas dalam poin ini adalah; (1) prinsip-prinsip dalam pemerintahan. (2) kaidah-
kaidah fikih dalam pemerintahan. E) epiatemologi good governance, yang dibahas
dalam poin ini yaitu; pengertian good governance. F) dalam bagian ini yang dibahas
adalah prinsip-prinsip good governance. G) pilar-pilar good governance, yang dibahas
dalam bagian ini adalah, (1) negara (pemerintah), (2) dunia usaha (swasta), (3)
masyarakat (civil society). H) pada bagian ini yang dibahas adalah kerangka teori.
Bab III Mengetengahkan mengenai metodologi penelitian. Pada bab ini memuat
(A) lokasi dan jenis penelitian, (B) pendekatan penelitian, (C) instrument penelitian,
(D) teknik pengumpulan data, (F) analisis data.
Bab IV Yang dibicarakan dalam bab ini adalah (A) deskripsi lokasi penelitian,
(B) efektivitas good governance di Kota Makassar. Di dalamnya memuat
(1)Partisipasi masyarakat mengambil keputusan; (2) Daya tanggap dan kepekaan
pemerintah; (3) Transparansi; (4) Efektifitas kerja dan efisiensi anggaran; (5) kepuasan
publik (6) pelayanan publik. (C) faktor pendukung dan penghambat good governance
di kota Makassar. Yang dimaksud faktor pendukung  dalam poin ini adalah (1) adanya
political will Walikota Makassar, (2) APBD yang tinggi, (3) koordinasi setiap SKPD,
(4) sinergitas eksekutif dengan legislatif, (5) dibentuk komisi ombudsman. Adapun
faktor penghambatnya adalah, (1) kurangnya SDM aparatur pemerintah, (2) kurangnya
kualitas pelayanan birokrasi, (3) kurangnya partisipasi masyarakat, (4) terbatasnya
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sarana dan prasarana. (D) upaya mengetahui faktor penghambat good governance di
Kota Makassar serta solusinya dalam perspektif hukum Islam. Adapun upaya
mengetahui faktor penghambat, yaitu; (1) melakukan reformasi birokrasi, (2) dibentuk
kantor pelayanan administrasi perizinan, (3) dibentuk lembaga pemberdayaan
masyarakat, (4) merumuskan arah kebijakan. Sedangkan solusi yang ditawarkan dalam
perspektif hukum Islam adalah kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah
saw dalam menjalankan pemerintahan di Madinah, yaitu; menerapkan prinsip, (1)
musyawarah, (2) keadilan, (3) ketaatan.
Bab V Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab yang ada. Di dalamnya
memuat (A) kesimpulan. Dalam poin kesimpulan dijelaskan bahwa Good governance
merupakan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan dambaan setiap masyarakat supaya
dapat terwujud pemerintahan yang baik. Perwujudan good governance merupakan cita-cita
masyarakat dan senafas dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena pemerintah dan masyarakat
adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, sektor swasta sangat
menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik, karena swasta merupakan pelaku dalam
dalam mewujudkan pembangunan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dapat tercapai apabila ketiga unsur tersebut dapat bekerjasama. Ketiga unsur yang dimaksud,
yaitu; pemerintah, masyarakat, dan swasta. Disamping itu, disebutkan pula deskripsi lokasi
penelitian, efektivitas good governance di Kota Makassar, di dalamnya termuat partisipasi
masyarakat mengambil keputusan, daya tanggap dan epekaan pemerintah, transparansi,
efektivitas kerja dan efesiensi anggaran, kepuasan publik, dan pelayanan publik. Begitu juga
disebutkan faktor pendukung dan penghambat good governance di Kota Makassar, serta upaya
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mengetahui faktor penghambat good governance di Kota Makassa dan solusinya dalam
perspektif hukum Islam. (B) Implikasi pembahasan. Dalam bagian ini dijelaskan realisasi good
governance dalam sistem pemerintahan, karena ekseptasi masyarakat terhadap good governance
sangat tinggi supaya dapat terwujud tata pemerintahan yang baik. Implementasi good
governance harus mampu memberdayakan masyarakat, partisipatif, demokratis, bersih dan bebas
KKN. Disamping itu, kondisi subyektif harus mampu dipraktekkan oleh setiap pelaku
pembangunan dalam rangka pengembangan konsep good governance, yakni saling sikap saling
mempercayai dan saling memahamai, kesiapan untuk memikul tanggung jawab bersama.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam
1. Perbedaan Hukum Islam, Syariah, Fikih
Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam Alquran dan literatur hukum  dalam
Islam. Yang ada dalam Alquran adalah kata Syariah, fikih, hukum Allah dan yang
seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term islamic
law dari leteratur  Barat.1
Sebelum memberikan pengertian tentang hukum Islam, maka perlu menjelaskan
pengertian hukum. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab,
yaitu م ك ح yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi ﻢﻜﺤﻟا bentuk mashdar
dari ﻢﻜﺣ،ﻢﻜﺤﯾ . Selain itu ﻢﻜﺤﻟا merupakan bentuk mufrad  dan bentuk jamaknya adalah
ﻢﻜﺣﻷا.2 Sehingga kata hukum bermakna ﻊﻨﻤﻟا artinya mencegah, dan hukum juga
berarti ءﺎﻀﻘﻟا artinya keputusan, secara lughat hukum berarti  ﮫﯿﻔﻧ وا ﺊﯿﺷ ﻰﻠﻋ ﺊﯿﺷ تﺎﺒﺛا
ﮫﻨﻋ artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya.3
Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata ﺔﻤﻜﺤﻟا artinya kebijaksanaan.
Maksudnya orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-harinya dianggapa sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata حك
م dapat melahirkan kata ﺔﻤﻜﺤﻟا artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat
1Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 11.
2Zainuddin Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia ( Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,
2006), h. 1.
3Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h. 86.
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mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh
agama. kata hukum yang berakar kata م ك ح mengandung makna mencegah atau
menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezhaliman, mencegah
penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.4
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hukum berarti peraturan atau adat
yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah, undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu, keputusan
(pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.5 Tentu saja definisi tersebut tidak
memenuhi pengertian hukum Islam yang biasa dipahami oleh akademisi di Indonesia.
Sebab hukum Islam tidak dibatasi hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia
pada umumnya yang mancakup masalah akidah/kepercayaan dan akhlak. Di samping
itu, sumber hukum Islam bukan hanya Alquran tetapi juga dari Sunnah dan melalui
berbagai metode penemuan hukum  yang dikenal dalam ushul fikih.6 Oleh karena itu,
Ulama ushul fikih mengartikan hukum sebagai tuntutan syariah yang bersumber dari
Alquran dan hadis yang dibebankan oleh Mukallaf dan dengannya timbul hukum
berupa wajib, mandub, makruh, haram, dan mubah.7 Atau titah Allah swt yang
berkenaan dengan perbuatan orang-orang Mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan,
maupun larangan8
4Zainuddin Ali, loc. cit.
5TimPenyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.
597-598.
6Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2010), h. 15.
7Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II (Cet. I;Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 19960), h.
572.
8Umar Shihab, Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama, t. th), h.13.
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Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”.
Kedua kata itu, secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab
dan terdapat dalam Alquran juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam
sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai,
namun bukan meupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan
dalam Alquran, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Oleh
karena itu tidak ditemukan artinya secara definitif.9 Namun secara sederhana, hukum
Islam dapat diartikan sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu. Wahyu
yang datang dari tuhan yang maha benar bersifat absolut dan mutlak benar. Yang
bersifat absolut dan mutalak benar tidak berubah dan tidak boleh diubah.10
Untuk memahami hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum”
dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata
“Islam” karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Untuk memudahkan
memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara
sederhana, yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui
sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberikan wewenang oleh
masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.11 Hubungan antara
perkataan hukum dalam bahasa Indonesia dengan hukum dalam pengertian norma
dalam bahasa Arab, sangat erat sekali, sebab setiap peraturan apapun macam dan
sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.12 Muhammad
Muslehuddin mengartikan hukum sebagai sekumpulan aturan baik yang berasal dari
9Amir Syarifuddin, Ushul Fikih Jilid I ( Cet. I; Jakarta: Logos wacana Ilmu,1997), h. 4.
10Harun Nasution, Islam Rasional:Gagasan dan Pemikiran (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 195.
11Amir syarifuddin, loc. cit.
12Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet.
X;Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.44.
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aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu yang
dapay mengikat bagi anggotanya.13
Kata hukum menurut definisi di atas, apabila dihubungkan dengan kata Islam
atau syarak, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan
diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.14
Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
hukum Islam adalah peraturan ayang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai
kekuatan yang mengikat. Sedang kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul”
menjelaskan bahwa seperangkat atutan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu
Allah dan Sunnah Rasul, atau yang popular dengan sebutan syariah. Dan kata
“tingkah laku manusia Mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam hanya
mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku
dan mempunyai kekuatan terhadap orang yang meyakini kebenaran wahyu dan
Sunnah Rasul, yang dimaksud adalah umat Islam.15
Hakikat hukum Islam adalah hukum agama, hukum Islam tidak dapat
dipisahkan dari agama Islam. Hukum Islam adalah hukum samawi, artinya hukum
agama yang menerima wahyu, yaitu kitab suci Alquran, hukum Islam mengatur
hubungan pribadi, masyarakat, negara, dan sebagainya dan akhirnya juga mengatur
hubungan manusia dengan tuhan.16
13Muhammad Muslehuddin, Fhilosophy of Islamic law and the Orientalistc (Cet. II; Lahore: Islamic
Publicatioans, 1980), h. 3.
14Ibid.
15Ibid.
16Abd. Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneisia (cet. I; Jakarta:
Kencana, 2010), h. 1.
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Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari al-fiq}}}}{}}}|h
al-isla>mi>y atau dalam konteks tertentu disebut al-syari>ah al-isla>mi>y. Istilah ini dalam
wacana ahli hukum Barat disebut islamic law. Dalam Alquran dan Sunnah istilah al-
huk}m al-isla>mi>y tidak ditemukan namun yang digunakan adalah kata syariah Islam,
kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fikih. Apabila syariah Islam
diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in abstracto) maka berarti syariah Islam
yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariah Islam meliputi aspek
i’tiqa>diyah, khuluqiyah, dan amal syar’iyah. Sebaliknya apabila hukum Islam
menjadi terjemahan dari fikih Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian
ijtihadi yang bersifat zanniy >.17 Ayat-ayat yang mengandung arti zanni>y, tidak posistif
dan dapat mengandung lebih dari satu arti banyak terdapat dalam Alquran, dan ini
merupakan penyebab timbulnya perbedaan paham antara pemuka-pemuka hukum
dalam Islam dan selanjutnya perbedaan inilah yang membawa kepada timbulnya
mazhab hukum yang berbeda dalam Islam.18
Kedua pengertian itu sering dikacaukan pemakaiannya, kadang-kadang
sebagai suatu hal yang berbeda dan kadang-kadang sebagai sinonim. Apalagi kalau
yang dipakai satu kata terjemahan seperti hukum Islam. Bahkan kekacauan pengertian
antara syariah dengan fikih menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat.19
Syariah adalah hukum-hukum yang sudah jelas nashnya (qathi>y) sedang fikih adalah
hukum-hukum zanni>y, yang dapat dimasuki oleh paham manusia. Syariah adalah
kala>m nafs}i azali>y, hanya Allah swt yang mengetahui maksud dan tujuannya. Kala>m
17Zainuddin Ali. op. cit. h. 1-2.
18Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , jilid II (Jakarta: UI PRESS, 1979), h. 24.
19Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya
(Cet. I; Gema Insani Press, 1996), h. 40.
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lafz}i diturunkan dalam bentuk Alquran. Dengan demikian, yang membuat syariah
adalah Allah swt. Selama melaksanakan kerasulannya, Rasulullah saw selalu
berpedoman kepada wahyu Ilahi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah
murni syariah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah swt. Maka sumber pokok
syariah adalah Alquran dan Sunnah Nabi saw.20
Arti sederhana tentang hukum Islam apabila dihubungkan dengan pengertian
fikih, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah fikih dalam literatur berbahasa
Arab, sehingga setiap kata fikih berarti hukum Islam. Karena kajian tentang hukum
Islam mengandung dua bidang pokok masalah masing-masing luas cakupannya, yaitu:
pertama, kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus
diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah secara sederhana disebut fikih,
dalam arti khusus dengan sagala lingkup bahasannya. Kedua, kajian tentang ketentuan
serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang
terinci, biasa disebut ushul fikih atau dalam arti lain sistem metodologi fikih.21
Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak dalam wujud segala
perintah dan larangan Allah swt dan Rasulnya. Dimensi konkrit dalam wujud prilaku
memnpola dikalangan umat Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah swt
dan Rasulnya. Lebih konkrit lagi, dalam wujud prilaku manusia (amaliah) baik
individu maupun kolektif. Hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi
dalam berbagai pranata sosial.22 Pada dimensi lain, hukum Islam selalu dihubungkan
dengan ligalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fikih
20Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Busthanul
Arifin ( Cet. I; Gema Insani press, 1996), 26.
21Amir Syarifuddin, op. cit. h. 5.
22Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 38.
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maupun yang belum. Dengan demikian, kedudukan fikih Islam bukan lagi sebagai
hukum Islam in abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi
hukum Islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian) sebab secara formal
sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat dalam
suatu negara.23
Pada dasarnya, hukum Islam menekangkan perbuatan Mukallaf baik berupa
tuntutan, pilihan, maupun larangan. Berbeda dengan fikih, yang menekangkan
perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci, atau kumpulan
hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil
yang terinci.24 Cakupan fikih yang identik dengan hukum Islam, bukan hanya
permasalahan hukum dalam pengertian hukum umum, namun semua aspek kehidupan
umat manusia baik permaslahan-permasalahan yang masuk ketegori muamalah bay>n
al-na>s (hubungan dan transaksi antar sesama manusia) maupun hal-hal yang masuk
kategori habl min Allah (hubungan manusia dengan Allah).25
Fikih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah
ini biasanya dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel
dengan istilah jurisprudence dalam bahasa Inggris sehingga dengan demikian fikih
merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, dipakai
dalam arti hukum itu sendiri dan paralel dengan istilah law dalam bahasa Inggris.
Dalam arti ini, fikih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkal
laku, baik berasal langsung dari Alquran dan Sunnah Nabi saw, maupun dari hasil
23Zainuddin Ali, lot.cit.
24Abd. Al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm } Ushu>l al-Fikih, al-Majli>s al-A’la > al-Indunisia li al-Da’wah al-Isla>miyah,
Jakarta, 1972, h. 11.
25Qadri A. Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Cet. I; ; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 1.
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ijtihad para ahli hukum Islam. Dalam praktek, fikih dalam arti kedua ini dipakai secara
identik dengan syariah dalam arti sempit. Perbedaannya hanya pada sisi penekanan,
syariah menggambarkan dan menekangkan bahwa hukum Islam berdimensi Ilahi dan
bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fikih menggambarkan karateristik lain dari
hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter Ilahi, penerapan dan penjabarannya dalam
kehidupan riil dan konkrit masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.26
Fikih sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan
konkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin berbeda dari satu tempat ke
tempat lain. Hal ini, sesuai dengan ketentuan yang disebut juga dengan kaidah hukum
fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan
hukum. Perubahan tempat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum, dalam
sistem hukum Islam disebut illat (latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak
adanya hukum atas sesuatu hal). Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
hukum fikih cendrung relatif tidak absolut seperti syariah yang menjadi sumber
hukum fikih.
Berbeda dengan hukum fikih semuanya bersifat zanni>y (dugaan), hukum
syariah justru bersifat pasti (qathi>y), seperti ayat-ayat yang menentukan kewajiban
shalat, zakat, puasa, haji, dan ayat-ayat kewarisan. Hukum fikih juga tidak dapat
menghapuskan hukum syariah, seperti masalah perceraian. Hukum syariah
membolehkan perceraian. Para ahli hukum Islam tidak boleh menggariskan ketentuan
hukum fikih yang melarang perceraian. Demikian juga halnya, dengan ketentuan
mengenai hak yang sama antara wanita dan pria untuk memjadi ahli waris. Hukum
syariah menentukan dengan tegas bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli
26 Mustafa dan Abd Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Jakaarta: Sinar Garfika, 2009), h. 2.
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waris almarhum orang tua dan keluarganya. Hukum fikih tidak boleh merumuskan
ketentuan yang menyatakan bahwa wanita tidak berhak menjadi ahli waris seperti
keadaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam.27
Hukum Islam baik dalam pengertian syariah maupun dalam pengertian fikih,
dapat dibagi dua, yaitu: (1) ibadah dan (2) muamalah. Ibadah adalah tata cara manusia
berhubungan langsung dengan tuhan, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Tata
hubungan itu tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah
pasti diatur oleh Allah swt sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasulnya. Dalam
soal ibadah berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan
kecuali perbuatan-perbuatan denga tegas disuruh untuk dilakukan.
Berbeda dengan ibadah, muamalah adalah ketetapan yang digariskan oleh Allah
swt langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang
pokok saja. Kalaupun ada penjelasan Nabi saw, maka tidak terinci seperti halnya
dalam bidang syariah. Oleh karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui
ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya
terbuka, dalam persolan muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua
perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau perbuatan itu ada larangan dalam Alquran
dan Hadis yang memuat Sunnah Nabi saw.28
Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat fikih ada enam kategori, yaitu:
pertama, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan
Mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mandub, dan mubah; kedua, obyek kajian
fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliah, sedang hal-hal yang bukan bersifat amaliah
27Muhammad Daud Ali, op. cit., h. 54.
28Ibid.,
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seperti akidah tidak termasuk dalam kajian fikih; ketiga, pengetahuan hkum syariah
didasarkan kepada dalil tafsi>li>; keempat, fikih digali dan ditemukan melalui penalaran
(nadza>r) dan ta’amul yang diistinbatkan dari ijtihad; kelima, fikih sebagai ilmu
merupakan seperangkat cara kerja sebagai bentuk praktis dari cara berpikir, terutama
cara berpikir taksonomis dan cara berpikir logis untuk memahami kandungan ayat dan
hadis hukum; keenam, pada hakikatnya fikih merupakan seperangkat norma yang
mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat.29
Sekalipun penyebutan hukum Islam terkadang digunakan dengan istilah syariah
dan fikih, tetapi keduanya terdapat perbedaan pokok, antara lain, yaitu pertama,
syariah terdapat dalam di dalam Alquran dan Hadis sedangkan fikih terdapat di dalam
kitab-kitab fikih. Dengan demikian, jika berbicara tentang syariah, maka yang
dimaksud adalah wahyu Allah dan Sunnah Rasul, dan jika berbicara tentang fikih,
maka yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang
syariah dan hasil pemahaman itu; kedua, syariah bersifat fundamental dan mempunyai
ruang lingkup yang lebih luas karena kedalamannya, sedangkan fikih bersifat
instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan
manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum; ketiga, syariah adalah
ketentuan Allah dan Rasulnya, karena itu berlaku abadi, sedangkan fikih hanya pikiran
manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa; keempat, syariah
hanya satu, sedangkan fikih mungkin bisa lebih dari satu, misalnya pada aliran-aliran
29Abdul Mannan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.
45.
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hukum yang disebut dengan istilah madzahib; kelima, syariah menunjukkan kesatuan
dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keseragamannya.30
Dalam kaitannya antara syariah dengan fikih, Asaf A.A Fyzee mengemukakan
bahwa perbedaan keduanya hanya tipis, apabila dilihat secara sepintas sering terjadi
tumpang tindih dalam mempergunakannya, para ahli dikalangan kaum muslimin
sering menggunakan istilah-istilah ini dalam pengertian yang sama, sebab tolak ukur
dari segala perbuatan manusia, baik dalam bidang syariah maupun dalam bidang fikih
tidak berbeda, yaitu mencari keridhaan Allah swt dengan cara melaksanakan segala
aturan secara sempurna. Agama Islam mengajarkan keyakinan terhadap adanya Allah
dan Rasulnya, tetapi ia tidak dapat dan tidak memberikan bagaimana memaksakan
kepercayaan itu. Dengan kata lain, syariah dan fikih sama-sama mencakup hukum
ibadah dan muamalah sebagaimana yang ditetapkan dalam nash Alquran dan Hadis.31
Pemahaman terhadap substansi syariah dan fikih, setidaknya menjadikan
seseorang dapat arif dan bijaksana menyikapi fikih. Dengan kata lain, perbedaan
pendapat dan pengamalan fikih adalah suatau yang lumrah dan tidak perlu
dipertentangkan. Dan pada gilirannya, di antara para pengikut mazhab akan saling
toleran untuk mengerti formula fikih dari ulama yang diikutunya. Fikih sebagai hasil
istinba>th (upaya megeluarkan hukum dari nash) atau ijtihad fuqaha yang manusia
biasa, meski telah diyakini kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan, terjadi
kesalahan didalamnya.32
Untuk mengetahui perbedaan keduanya secara mendalam, maka perlu
menyebutkan pengertian keduanya yang telah dikemukakan oleh ulama. Syariah ialah
30Ibid. h. 46.
31Asaf A.A fyzee, Outlines of  Muhammadan Law (Cet. III;  London:  Oxford,1960), h. 21.
32Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 6.
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hukum-hukum yang diadakan oleh tuhan untuk hamba-hambanya, dibawa oleh salah
seorang Nabi saw, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan
perbuatan disebut sebagai “hukum-hukum cabang amalan”, dan untuknya dihimpunlah
ilmu fikih, atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i’tika>d), yaitu
disebut sebagai “hukum-hukum pokok” dan kepercayaan, dan untuknya maka
dihimpunlah ilmu kalam. Syariah (syarak) disebut juga “agama” (al-di>n dan al-
millah).33 Dalam terminologi ulama ushul fikih, syariah adalah titah (khitab) Allah
yang berhubungan dengan perbuatan Mukallaf (muslim, baliq, dan berakal sehat), baik
berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang).34 Mahmud
Syaltut mengartikan syariah sebagai peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia
agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhannya, dengan sesamanya, dengan
lingkungannya, dan dengan kehidupan.35
Pada mulanya kata syariah meliputi semua aspek ajaran agama; yakni akidah,
syariah, dan akhlak. Hal ini terlihat pada setiap agama yang diturunkan sebelum Islam.
Karena setiap umat, Allah memberikan syariah dan jalan yang terang. Namun karena
agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad saw inti akidahnya adalah tauhid
(mengesakan tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan syariah adalah amaliah sebagai
konsekuensi dari akidah yang diimani setiap umat. Namun demikian, ketika
menggunakan kata syariah, maka pemahaman tertuju kepada semua aspek ajaran
Islam.36
33Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet.  IV; Jakarta: Bulan Bin tang, 1986), h. 9.
34Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm | Ushu>l al-Fiq|h (Cet. VIII; Jakarta maktabah al-Da’wah al-Isla>miyah Syabab
al-Azhar, 1990), h. 96.
35Mahmud Syaltut, al-Isla>m ‘Aqi>dah wa al-Syari>ah, Mesir: Da>r al-Qalam, 1966, h. 12.
36Ahmad Rofiq, op. cit. h. 4.
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Adapun pengertian fikih adalah mengetahui huku-hukum syariah mengenai
perbuatan melalui dalail-dalil terperinci, atau ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta
ijtihad (penelitian) dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu tuhan
tidak bisa disebut sebagai fakih (ahli dalam fikih) karena baginya tidak ada sesuatu
yang tidakn jelas.37 Dalam pengertian terminologis fikih diartikan hukum-hukum
syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.38
Antara syariah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fikih
merupakan formula yang dipahami oleh syariah. Sedang syariah tidak bisa dijalankan
dengan baik tanpa dipahami melalui fikih atau pemahaman yang memadai dan
diformulasikan secara baku. Fikih sebagai hasil usaha memahami, sangat dipengaruhi
oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi faqih. Oleh karena itu, sangat wajar
jika terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka.39
2. Epistemologi Fikih Siya>sah
a. Pengertian Fikih Siya>sah
Fikih merupakan akar kata dari ه,ق,ف berarti tahu, paham, dan mengerti.40
Secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau pahamm dari maksud
ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan
dan perbuatan.41 Secara teminologi fikih menurut pandangan ulama syarak adalah
pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan Syarak mengenai amal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dali yang terperinci, atau dengan kata lain fikih
37Ahmad Hanafi, op. cit. h. 10.
38Abdul Wahhab Khallaf, op. cit. h. 11.
39Ahmad Rofiq, op. cit. h. 5.
40Lihat A Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 51.
41Lihat Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Aajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 21
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adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan
Sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.42 Yang
dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang
dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu per satu dalil
yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih ada dalilnya
meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih
memerlukan penjelasan lebih lanjut.43 Alquran menggunakan kata fikih dalam
pengertian yang umum yaitu ﻦﯾﺪﻟا ﻰﻓ اﻮﮭﻘﻔﺘﯿﻟ (memahami masalah agama)
memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw istilah fikih belum digunakan
untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang
mencakup semua dimensi agama, seperti teologi, politik, ekonomi dan hukum. Fikih
dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan
kemulyaan.44
Fikih sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran baik
dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahamai, menjabarkan, dan
mengelaborasi hukum-hukum agama. Fikih merupakan hasil pemikiran mujtahid
terdahulu seperti Syafi’i, Hanbali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang dituangkan
dalam ribuan kitab fikih, sehingga ribuan kitab fikih merupakan produk mujtahid.
Dengan demikian, istilah fikih merupakan produk pemikiran mujtahid. Dan fikih
sebagai hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian
42Ibid. h. 22.
43Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2.
44Lihat Mun’im A. Sirry, Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996),
h. 10.
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produk-produk fikih yang dikenal dengan istilah ushul fikih (legal theory).45 Menurut
Asaf  A.A Fyzee dalam Muhyar Fanani bahwa istilah fikih sebutan lain dari hukum
Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga fikih tidak boleh
terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah fikih
masih diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Fikih yang seharusnya cair
dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring
aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak mendukung
untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani.46 Abdul Wahhab Khallaf
dalam Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa apabila fikih diidentifikasi sebagai ilmu,
maka dinyatakana secara deskriptif. Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan
kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. apabila
diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai preskriptif. Ia
merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk
pemikiran Fukaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan kehidupan
manusia.47
Adapun kata siya>sah merupakan akar kata dari ﺔﺳﺎﯿﺳ سﻮﺴﯾ سﺎﺳ berarti mengatur,
mengendalikan, mengurus atau membuat kepurtusan, misalnya مﻮﻘﻟا سﺎﺳ artinya
mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.48 Abdul Wahhab Khallaf mengartikan
siya>sah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.49 Dengan
45Lihat Sahal Mahfudz, Era Baru Fikih Indonesia (Cet. I;  Yogyakarta:  Cermin, 1999), h. 9.
46Lihat Muhyar Fanani, Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Moderen (Cet. I; Yogyakarta:
LkiS, 2010), h. 290.
47Lihat Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fikih (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 8.
48Lihat A. Djazuli, Fikih Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Cet. I;
Bogor: Kencana, 2003), h. 40.
49Lihat Abdul Wahhab Khallaf, al-Siya>sah al-Syari’yah (Da>r al-Ansha>r al-Qa>hirat, 1997), h. 4.
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demikian, siya>sah berarti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu
yang bersifat poitis untuk mencapai suatu tujuan.50
Secara terminologi siya>sah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
yang membawa kepada kemaslahatan.51 Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa
siya>sah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka ke jalan yang
menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan
luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan,
yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.52 Abdul Wahab
Khallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan.53 Siya>sah juga berarti mengurus atau
memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam.54
Dengan demikian, fikih siya>sah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya
dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai
kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang dijalaninya.55 Fikih siya>sah juga membahas tentang seluk beluk
pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya,
berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
50Suyuthi Pulungan, op. cit. h. 23.
51Lihat Abu al-Fadhl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisa>n al-‘Arab, Vol. XIII ( Baerut: Da>r
Shadir, 1968), h. 522.
52Lihat Lois Ma’luf, al-Munji>d fi al-Lughah wa al-I’la>m ( Baerut: Da>r al-Masyriq, 1986), h. 362.
53Abdul wahab Khalaf, op. cit. h. 5.
54Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 365.
55Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, op. cit. h. 11.
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bernapaskan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan orang banyak.56 Fikih
siya>sah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan
yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan  yang secara resmi ditetapkan oleh
negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.57 Hal
ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surah an-Nisa’. QS. 4:59: yaitu;
              ....
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara
kamu....58
Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis siya>sah
yaitu siya>sah syar’iyyah dan siya>sah wadh’iyyah. Siya>sah syar’iyah yaitu siya>sah
dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang siyasah
wadh’iyyah yaitu siya>sah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata
yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama.
Sumber siya>sah syar’iyyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan
sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang siya>sah
wadh’iyyah hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan
lingkungannya.59
Setiap produk siya>sah syar’iyyah pasti islami, sedangkan siya>sah wadh’iyyah
boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak
lebih dulu merujuk pada ajaran dan norma agama. Namun demikian, tidak berarti
siya>sah wadh’iyyah tidak islami. Siya>sah wadh’iyyah dapat bernilai islami atau dapat
56Abdul Azis Dahlan, lot. cit.
57Ibid. h. 12.
58Departemen Agama RI, Alqura>n dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakat Islam
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), h. 114.
59Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, op. cit. h. 12.
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dikategorikan sebagai siya>sah syar’iyyah apabila memenuhi enam macam kriteria,
yaitu;
1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Menegakkan keadilan
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.60
Fikih siya>sah dipandang sebagai proses yang tidak pernah selesai karena
senantiasa terlibat dengan pergumulan sosial dan budaya dan pemecahan atas berbagai
persoalan lebih bersifat kontekstual, sehingga gejala fikih siya>sah menampakkan diri
dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Namun
demikian, fikih siya>sah tidak serta merta menjadi nisbi (relatif) karena  memiliki
kemutlakan. Paling tidak, terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan,
rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.
Good governance merupakan bagian dari fikih siya>sah, karena semua kebijakan
yang yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk
mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudaratan. Disamping itu,
implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam
supaya cita-cita good governance dapat tercapai. Hubungan fikih siya>sah dengan good
govenance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam
suatu negara atau wilayah. Dalam fikih siya>sah, kebijakan atau keputusan selalu
60Ibid. h. 13.
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didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (top down), sedangkan good
governance berangkat dari pemikiran manusia (button up).
Dalam perspektif sejarah, fikih siya>sah telah dilaksanakan oleh Rasululah saw
setelah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka mengatur dan
mengarahkan umatnya menuju tatanam sosial budaya. Kedudukannya sebagai kepala
pemerintahan, semua kebijakan Rasulullah saw merupakan pelaksanaan fikh siya>sah.
Perwjudan fikih siya>sah dapat dilihat dalam kebijakan Rasulullah saw
mempersaudarakan interen kaum muslimin, yaitu antara kelompok Muhajirin dan
kelompok Anshar. Kebijakan ini perwujudan dari dalil kulliy, yaitu al-ukhuwah al-
islamiyah. Contoh lain adalah perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan
komunitas non muslim, walaupun pemerintahan dipegang oleh Rasulullah saw sebagai
refresentasi komunitas kaum muslim. Namun demikian, perjanjian yang dibuat oleh
Rasulullah saw tidak mengganggu keyakinan komunitas kaum non muslim. Kebijakan
ini dibuat Rasulullah saw atas dasar prinsip al-ukhuwah al-insaniyah yang diwujudkan
dalam piagam Madinah. Kedua prinsip tersebut, merupakan pola intraksi antara
penduduk negara dan kota Madinah, baik hubungan antara muslim dengan muslim
atau muslim dengan non muslim.61
Pada masa pemerintahan al-Khulafa >’ al-Rasyidi>n, Umar bin Khattab lebih
banyak mencontohkan fikih Siya>sah. Diantaranya, penerapan bea impor dan berlaku
atas dasar keseimbangan. Sehingga bea impor yang dikenakan negara-negara non
muslim kepada pedagang-pedagang muslim. Dalam menjawab surat Abu Musa
(gubernur pada masa itu) bertanya tentang bea masuk impor yang harus dikenakan
terhadap pedagang non muslim, Umar bin Khattab menjawab :
61Lihat A. Djazuli, op. cit. h. 20-22.
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ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا رﺎﺠﺗ ﻦﻣ ﮫﻧوﺬﺧﺄﯾ ﺎﻤﻛ ﻢﮭﻨﻣ ﺖﻧا ﺬﺧ
Artinya:
Ambillah olehmu bea impor sebagaimana mereka mengambil bea impor untuk
pedagang muslim”.62
b. Obyek Fikih Siya>sah
Fikih siya>sah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih.
Bahasan ilmu fikih maencakup individu, masyarakat dan negara; meliputi bidang
ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan,
acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional. Fikih siya>sah mengkhususkan
diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata
pengaturan negara dan pemerintahan.63 Abdul Rahman Taj dalam Mujar Ibnu Syarif
dan Khamami Zada mengatakan bahwa obyek dari fikih siya>sah adalah seluruh
perbuatan mukallaf dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan
masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariah sekalipun tidak
diatur dalam Alquran dan Sunah. Dengan kata lain bahwa obyek fikih siya>sah adalah
aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash syariah yang bersifat universal.64
Secara garis besar, obyek kajian fikih siya>sah dapat dibagi dalam tiga kategori,
yaitu; pertama: peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan
landasan ideal  dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Kedua: pengorganisasian dan
pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ketiga: mengatur hubungan antar
62Ibid. h. 29.
63Lihat Hasbi  Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fikih (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 26.
64Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, op. cit. h. 16.
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penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai
tujuan negara.65 A. Djazuli mengklasifikasi obyek kajian fikih siya>sah pada
pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara
warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat interen suatu
negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antara negara dalam berbagai bidanag
kehidupan. Dengan demikian tampak bahwa obyek kajian fikih siya>sah memusatkan
perhatian pada aspek pengaturan.66 Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa obyek
kajian fikih siya>sah adalah pengaturan dan peundang-undangan yang dituntu oleh hal
ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.67
Dalam literatur bahasan fikih siya>sah dapat diperoleh pemahaman bahwa obyek
kajian fikih siya>sah adalah masalah khila>fah, ima>mah, dan ima>rah, masalah gelar
kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-
syaratnya, masalah baiat, masalah waliyul ahdi, masalah ahlul hilli wa aqdi, masalah
ekonomi, keuangan dan pajak, maslah hubungan antara satu negara dengan negara
lain, hubungan muslim dengan non muslim, maslah peradilan, masalah peperangan
dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, masalah bentuk negara, dan sebagainya
baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dalam
pemikiran berpolitik dan bernegara.68
65Lihat Suyuthi Pulungan, op. cit. h. 28.
66Lihat A. Djazuli, op. cit. h. 46.
67Lihat Abdul Wahab Khallaf, op. cit. h. 5.
68Lihat Suyuthi Pulungan, op.cit. h. 28-29.
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c. Bidang-Bidang Fikih Siya>sah
Dalam pembidangan fikih siya>sah, para ahli berbeda dengan yang lain. Abdul
Wahab Khallaf membagi tiga, yaitu; 1. Siya>sah dustu>riyah, 2. Siya>sah ma>liyyah, 3.
Siya>sah kha>rijiyyah.69 Sedang Abdurrahman Taj membagi tujuh, yaitu; 1. Siya>sah
dustu>riyah yaitu bidang fikih siya>sah yang membahas undang-undang dasar suatu
negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga
negara, hak dan kewajiban warga negara. 2. Siya>sah tasyri’iyyah yaitu membahas
proses penyusunan dan penetapan segala bentuk pengaturan yang berfungsi sebagai
instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. 3. Siya>sah
qadha>iyyah yaitu spesifik membahas peradilan atas  pelanggaran peraturan hukum dan
perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. 4.
Siya>sah ma>liyyah yaitu membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan
dan pendistribusian harta kekayaan negara. 5. Siya>sah ida>riyyah yaitu membahas soal
administrasi negara. 6. Siya>sah tanfidziyyah yaitu membahas tata kerja pemerintahan
oleh lembaga eksekutif. 7. Siya>sah kha>rijiyyah yaitu membahas tata hubungan
internasional atau politik luar negeri.70 Hasbi Ash Shidiqieqy membagi fikih siya>sah
kepada delapan bidang, yaitu; 1. Siya>sah dustu>riyah, 2. Siya>sah tasyri’iyyah, 3.
Siya>sah qadha’iyyah, 4. Siya>sah ma>liyyah, 5. Siya>sah ida>riyyah, 6. Siya>sah
tanfidziyyah, 7. Siya>sah kha>rijiyyah, 8. Siya>sah harbiyah.71
Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang
saja, yaitu; pertama: bidang fikih siya>sah dustu>riyyah mencakup siya>sah tasyri’iyyah
69Lihat Abdul Wahab Khallaf, op. cit. h. 35.
70 Abdurrahman Taj, al-Siya>sah al-Syari>ah wa al-Fiq}h al-Isla>mi (Mesir: Mathba’ah Da>r al-Ta’li>f, 1993), h.
27.
71Lihat Hasbi Ash shiddieqy, Pengantar Siya>sah Syar’iyyah (Yogyakarta: Maah, 1975), h. 8.
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syar’iyyah (siya>sah penetapan hukum yang sesuai dengan syariah), siya>sah
qadha>iyyah syar’iyyah (siya>sah peradilan yang sesuai menurut syariah), siya>sah
idariyah syar’iyyah (siya>sah administrasi yang sesuai syariah), dan siya>sah
tanfidziyyah syar’iyyah (siya>sah pelaksanaan syariat). Fikih siya>sah dustu>riyah adalah
siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar  tentang bentuk pemerintahan dan
batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasan yang lazim
bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan
masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua: bidang fikih siya>sah
dauliyah/kharijiyah yaitu siya>sah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan
antara negara-negara Islam dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan
pergaulan dengan warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang ada di
negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan
negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Ketiga: bidang fikih siya>sah
ma>liyyah adalah siya>sah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-
sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur
hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan,
sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan
harta kekayaan negara. Keempat: bidang fikih siya>sah harbiyah yaitu siya>sah yang
mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti
perdamian.72
72Lihat Suyuthi Pulungan, op.cit. h. 40.
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3. Maqa>shid al-Syari>ah
Maqa>shid al-Syari>ah merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari Maqa>shid
berarti sengaja atau tujuan.73 Syariah berarti berarti jalan ke tempat pengairan atau
jalan yang harus di ikuti.74 Dengan demikian, maqa>shid al-syari>ah berarti maksud atau
tujuan disyariatkan hukum Islam. Oleh karena itu, yang menjadi bahasan utama adalah
masalah hikmah dan ilat ditetapkan suatu hukum. Sehingga maqa>shid al-syari>ah
merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam dan memerlukan pemahaman
mendalam tentang kajian tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Tujuan hukum harus
diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam
secara umum dan menjawab persoalan-persoala hukum kontemporer yang kasusnya
tidak ditaur secara ekplisit dalam Alquran dan hadis, dan pengetahuan tentang
maqa>shid al-syari>ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya75 dalam
ilmu ushul fikih, bahasan maqa>shid al-syari>ah untuk mengetahui tujuan-tujuan yang
hendak dicapai oleh perumusnya dalam mengsyariatkan hukum. Tujuan hukum ini
merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilakan
melalui ijtihad. Ulama ushul fikih mendefinisikan maqa>shid al-sya>riah dengan makna
dan tujuan yang dikehendaki oleh syarak dalam mengsyariatkan suatu hukum bagi
kemaslahatan umat manusia.76
Tokoh yang paling banyak dirujuk ketika membicarakan maslahah dan kemudian
membuat wacana baru menjadi maqa>sid al-syari>ah adalah Abu Ishaq al-Syatibi, dalam kajian
73lihat Hans Wehr, A Dictionary of Moderen Writting Arabic (London: Mac Donald and Evan, Ltd, 1980),
h. 767.
74Lihat Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, Ediis I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2003), h. 3.
75Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123-
124.
76Abdul Azis Dahlan, op. cit. h. 1108.
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tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai kepada kesimpulan bahwa kesatuan dalam hukum Islam
berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk
menegakkan hukum Islam, al-Syatibi mengemukakn konsepnya tentang maqa>sid al-syari>ah,
dengan menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat
manusia.77
Konsep tentang maqa>sid al-syari>ah adalah upaya untuk menegakkan kemaslahatan
sebagai unsur pokok bagi tujuan hukum, yang mencoba mengklarifikasi persoalan teologis dan
dilemma relativitas maslahah dengan melihat dengan melihat maqa>sid dari dua sudut pandang,
yaitu maqa>sid al-syari>ah (tujuan tuhan) dan maqa>sid al-Mukallaf (tujuan Mukallaf). Maqa>sid al-
syari>ah mengandung empat aspek penting yaitu: (1) tujuan awal pelembagaan syariah yakni
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dunia dan akhirat. (2) syariah sebagai suatu yang harus
dipahami. (3) syariah adalah suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan. (4) Tujuan syariah
adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.78 Maqa>sid al-syari>ah yang berkembang
sekarang menekankan kepada manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia
sebagai anggota komunitas. Barangkali ini salah satu sebab orang Islam kurang perhatian dan
kesadarannya terhadap pentingnya umat dalam kehidupan ini, sehingga fardhu ain lebih penting
dari fardhu kifayah.79
Teori maqa>sid al-syari>ah baru dikenal pada abad keempat Hijriah. Pertama kali istilah
maqa>sid al-syari>ah dipergunakan oleh Abu Abdalah al-Tirmizi al-Hakim dalam buku yang
ditulisnya.  Kemudian istilah maqa>sid ini dipopulerkan oleh al-Imam al-haramain al-Juaini
dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliau yang pertama kali mengklasifikasikan maqa>sid
77Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Syari>ah (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), h. 88.
78Lihat Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa} min Ilm| al-Ushu>l, Jilid. II (t.tp:
Dar al-Fikr, tt.), h. 5.
79Djazuli, Fikih Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Cet. I; Bogor:
Kencana, 2003), h. 398-399.
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al-syariah menjadi tiga kategori besar, yaitu dharu>riyah, hajyiya>h dan tahsiniya>h. Pemikiran al-
Juaini tentang maqa>sid al-syari>ah dikembangkan lebih lanjut oleh abu hamid al-Ghazali (505 H)
yang menulis secara panjang lebar tentang maqa>sid al-syari>ah dalam kitabnya shifa > al-ghali>l dan
al-musthafa > min ‘Ilm}i al-ushu>l. Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang maqa>sid
al-syari>ah dengan berpedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama,
garis silsilah keturunan, dan harta kekayaan. Kemudian Maliki Shihab al-Din al-Qarafi
menambah prinsip dasar syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (al-‘ird }) pendapat ini
didukung oleh Taj al-Din Abdul Wahab Ibn al-Subqi (771 H) dan Muhammad Ibn al-Shoukani
(1255 H).80
Hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan
manusia. Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan
terpelihara. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara
keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.81
Menurut Al-Syatibi bahwa penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil
Alquran dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qa>waid al-kulliyah dalam
menetapkan al-kulliyah al-kh}amsa. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya
adalah ayat-ayat makkiyah yang tidak di nasakh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan
ayat-ayat makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat,
larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memmabukkan, larangan berzina,
larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.82
80Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.
107-108.
81Husnul Khatimah, Penerapan Syari >’ah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari’ah Zaman Nabi
(Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Oppset, 2007), h. 37.
82 Al-Syatibi, al-Muwa>faqa<t fi Ushu>l al-Ahka>m, Jilid III (t.t:Da>r al-fikr, t.th), h. 62.
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Demi kepentingan penetapan hukum, kelima unsur diatas dibedakan menjadi tiga
peringkat, daru>riyyat, hajiyya>t, tahsiniyya>t. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat
kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya apabila
kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal
ini, peringkat daruriyya>t menempati urutan pertama, disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul
oleh tahsiniyyat. Namun disisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat
kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.
Maksud dari memelihara kelompok daruriyya>t adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan
yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial adalah memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu
terancam. Tidak terpenuh kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi
kelima pokok tersebut. Menurut Juhaya S. Praja83 bahwa kebutuhan dharuriyah ini hanya bisa
dicapai bila terpelihara lima tujuan hukum Islam yang disebut al-dharu>riyah al-khamsah atau
sering disebut maqa>sid al-syari>ah yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati
bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan.
Kelompok hajiyya>h adalah segala yang dibutuhkan masyarakat dan manusia untuk
menghindari kerepotan (masyaqqah) dan menghilankan kepicikan. Pada dasarnya Allah
menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesukaran.84 Berbeda dengan kelompok
daruriyya>t, kebutuhan dalam kelompok hajiyya>t, tidak termasuk kebutuhan yang esensial,
melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak
terpeliharanya kelompok ini, tidak mengancam eksistensi  kelima pokok di atas, tetapi hanya
83Lihat Juhaya S. Praja, op. cit. h. 101.
84Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr.
H. Busthanul Arifin, SH ( Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 103.
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menimbulkan kesulitan bagi Mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau
keringanan dalam ilmu fikih.
Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyya>t adalah kebutuhan yang menunjang
peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat di hadapan tuhannya sesuai dengan
kepatutan.85 Tahsiniya>t adalah segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia sebagai
makhluk yang dimulyakan Allah. Apabila tidak terwujud tahsiniya>t ini, orang tidak akan mati
dan tidak pula dalam kepicikan dan kerepotan. Namun manusia yang beradab tidak sepatutnya
melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan tahsiniyat. Tahsiniyat didasdarkan pada
urf’ yang tercakup dalam akhlak yang mulya.86
Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyya>t, hajiyya>t, maupun tahsiniyya>t, dimaksudkan
memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya
berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan
primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi
kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan
skunder. Artinya kalau kelompok kedua diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya,
melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan
dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan
kepatutan dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer,
pelengkap.87
untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori dan aplikasi maqa>sid al-syari>ah,
berikut akan di jelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.
85Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos   wacana Ilmu, 1997), h. 126-127.
86Amrullah Ahmad, op. cit. h. 105-106.
87Ibid.
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Uraian in bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan
kebutuhannya.
1. memelihara agama
Memelihara agama dan menjaga, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi
tiga peringkat:
a. Memelihara agama dalam peringkat dharuriya>t yaitu memelihara dan melaksanakan
kewajiban keagamaan yang masuk pringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu,
kalau shalat itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi agama.
b. Memelihara agama dalam  peringkat hajiya<t yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan
maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama’ dan shalat qasar bagi orang yang sedang
bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi
agama, melainkan hanya memepersulit orang yang melakukannya.
c. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniya>t yaitu mengikuti petunjuk agama guna
menjunjung tinggi martabat manusia. Sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap
tuhan. Contoh menutup aurat baik dalam maupun luar shalat, membersihkan badan,pakaian,dan
tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk
dilakukakn,maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit
bagi yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan
sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriya>t.
2. memelihara jiwa
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga
peringkat:
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a. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriya>t, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa
makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan
berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiya<<>t seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk
menikmati makan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan,maka tidak akan
mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniya<t seperti ditetapkannya tata cara makan dan
minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan
mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
3. memelihara akal.
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga
peringkat:
a. Memelihara akal dalam peringkat dharuriya>t seperti diharamkannya meminum minuman
keras, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
b. Memelihara akal dalam peringkat hajiya>t. Seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak  akan merusak akal, tetapi akan memepersulit seseorang,
dalam kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniya>t, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau
mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan
mengancam eksistensi akal secara langsung.
4. memelihara keturunan
Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga
peringkat:
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a. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriya>t seperti disyariatkan nikah dan dilarang
berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiya>t, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan
mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalak padanya. Jika mahar itu tidak
disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar
misl. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak akan
menggunakan hak thalaqnya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
c. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniya>t, seperti disyariatkannya kh}itbah dan wali>mah
dalam pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini
diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang
yang melakukan perkawinan.
5. memelihara harta
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga
peringkat:
a. Memelihara harta dalam peringkat dharuriya>t, seperti syariah tentang tata cara pemilikan harta
dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar,
maka akibat terancamnya eksistensi harta.
b. Memelihara harta dalam peringkat hajiya>t seperti syariah tentang jual beli dengan cara sala>m.
Apabila dengan cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan
akan mempersulit orang  yang memerlukan modal.
c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniya>t, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri
dari pengecihan atau penipuan. Hal ni erat kaitannya dengan etika bermua’malat atau etika
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bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang
ketiga ini juga, merupakan syarat adanya peringkata yang kedua dan ketiga.
Setiap peringkat seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat-hal-hal atau kegiatan
yang bersifat penyempuranaan terhadap pelaksanaan tujuan syariah Islam. dalam peringkat
dharuriya>t, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka
memelihara akal, atau ditetapkan adanya pengimbangan (tama>sul) dalam hukum qiyas untuk
memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiya>t, misalnya ditetapkannya khiya>r dalam jual beli untuk
memelihara harta, atau ditetapkan kafa’at dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan.
Sedangkan dalam peringkat tahsiniya>t, mislanya ditetapkan tata cara thaharat dalam rangka
pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.
Mengetahui urutan peringkat maslahat diatas menjadi penting artinya, apabila
dihubungkan dengan skala prioritas  penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan
dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini peringkat pertama dharuriya>t harus didahulukan
dari peringkat kedua, hajiya>t dan peringkat ketika tahsiniya>t. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, manakala
kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang
diwajibkan memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan
yang dimaksud harus makanan halal, manakala pada suata saat ia tidak mendapatkan makanan
hala, padahal ia akan mati kalau tidak makan. Maka dalam kondisi tersebut ia diperbolehkan
memakan makanan yang diharamkan demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan dalam hal ini,
termasuk menjaga jiwa dalam peringkat dharuriya>t, sedangkan makanan yang halal termasuk
memelihara jiwa dalam peringkat hajiya>t. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam
peringkat dharuriya>t dari pada peringkat hajiya>t. Begitu pula halnya manakala peringkat
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tahsiniyat berbenturan dengan peringkat hajiya>t, maka peringkat hajiya>t harus didahulukan dari
peringkat tahsiniya>t. Mislanya melaksanakan shalat berjamaah termasuk peringkat hajiyya>t
sedangkan persyaratan adanya imam yang shalih, tidak fasik termasuk peringkat tahsiniya>t. Jika
dalam kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka
dibenarkan beriman kepada iman yang fasik demi menjaga shalat berjamaah yang bersifat
hajiya>t.88
Maqa>sid al-syari>ah sangat terkait dengan persoalan good governance, sebab teori dasar
yang dikembangkan dapat direalisasikan dalam sistem pemerintahan. Mewujudkan good
governance di Kota Makassar, harus kembali kepada teori yang dikembangkan oleh maqa>sid al-
syari>ah, supaya pemerintahan dapat berjalan dengan baik di Kota Makassar. Teori yang
dimaksud adalah; memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan,
dan memelihara harta. Kebijakan yang diambil pemerintah Kota Makassar selama ini, selalu
berdasar kepada teori maqa>sid al-syari>ah.
Dalam rangka memelihara agama, pemerintah Kota Makassar tidak memberikan izin
operasional kepada Tempat Hiburan Malam (THM), Panti Pijat, dan Tempat Karaoke, selama
bulan suci ramadhan. Kebijakan tersebut tertera dalam Peraturan daerah No. 5 Tahun 2011
tentang izin operasional bagi THM, Panti Pijat, dan tempat karaoke di bulan suci ramadhan.
Apabila pengelola THM, Panti Pijat, dan Tempat Karaoke melanggar peraturan tersebut, maka
pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Dinas Parawisata Kota Makassar akan mencabut
izin operasionalnya.
Pemerintah Kota Makassar mempunyai Peraturan daerah (Perda) No. 1 Tahun 2012
tentang pendidikan baca tulis Alquran. Perda tersebut merupakan upaya sistematis pemerintah
88Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House,
1995), h. 41-45.
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Kota Makassar supaya dapat menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan,
memahami dan mengamalkan kandungan Alquran bagi masyarakat Kota Makassar dalam rangka
membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan qurani. Adapun
tujuan dikeluarkan Perda tersebut, dapat dibagi dalam dua kategori yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus. Adapun tujuan umumnya, supaya masyarakat Kota Makassar dapat Meningkatkan
pemahaman dan kemampuan baca tulis Alquran, serta penghayatan terhadap Alquran supaya
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, masyarakat Kota Makassar mampu
meningkatkan minat baca-tulis Alquran sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Alquran.
Adapun Tujuan khususya, diharapkan kepada masyarakat Kota Makassar mampu membaca,
menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari, serta
mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Alquran untuk bacaan sholat sekaligus dalam
rangka memakmurkan dan mencintai Masjid. Hal ini, sejalan dengan dengan konsep maqa>sid al-
syari>ah yaitu hifdz}u al-di>n.
Dalam rangka memelihara jiwa, pemerintah Kota Makassar mempunyai program
Makassar Green and Clean (MGC) atau biasa disebut dengan Makassar bersih. Program tersebut
merupakan program lingkungan berbasis masyarakat yang bertujuan mengubah paradigma
umum dalam penanganan masalah lingkungan termasuk sampah domestik, dengan harapan
supaya masyarakat semakin mandiri sekaligus berperan sebagai agen pencipta perubahan,
sehingga dapat tercipta sebuah  lingkungan dengan kualitas yang lebih baik, lebih bersih, dan
lebih nyaman. Kepengurusan Makassar Green and Clean sampai di tingkat Kelurahan, bahkan
pembinaannya sudah sampai di tingkat RT dan RW. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan
Walikota Makassar Nomor : 660/04/DPK.2010 Tanggal 05 Januari 2010 tentang permintaan
nama RW untuk pembinaan Makassar Green and Clean.
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Disamping itu, pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda)
Nomor 9 Tahun 209 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota
Makassar. Perda tersebut dimaksudkan untuk melakukan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan. Hal ini sejalan dengan teori maqa>sid al-syari>ah
dengan konsep dasarnya hifdzu al-nafs. Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan
Perda (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan di Kota Makassar. Perda
tersebut merupakan kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis
pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat
Kesehatan Masyarakat. Tugas pemerintah Kota Makassar adalah memberikan pelayanan
dibidang kesehatan, supaya masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara fisik, jiwa, dan
sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Dalam rangka memelihara harta, Pemerintah Kota Makassar mempunyai program Gratis
Lahir Sampai Meninggal ( Program IASmo Bebas). Dengan demikian, beberapa pos pendapatan
Pemerintah Kota Makassar selama ini justru akan menjadi pos yang dibiayai. Misalnya, retribusi
dan pungutan-pungutan pengurusan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, hingga pengantaran
jenazah, yang selama ini menjadi pos-pos untuk pendapatan daerah, kini bukannya tak terbayar,
tetapi terjadi pengalihan, dari yang seharusnya membayar objek retribusi rakyat lalu kemudian
dibayarkan oleh pemerintah. Terdapat juga penambahan gaji PNS yang mencapai 15% atau
sedikitnya Pemerintah Kota Makassar harus menyiapkan biaya khusus untuk pembayaran gaji
sebesar Rp57 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) hanya Rp3,89 Miliar. Kondisi itu
memaksa Pemerintah Kota harus mengambil anggaran dari pos lain. Hal ini sejalan dengan
konsep maqa>sid al-syari>ah, supaya keuangan pemerintah Kota Makassar dapat terjaga dalam
rangka mewujudkan good governance.
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Disamping itu, Pemerintah Kota Makasar melakukan pengelolaan zakat yang tertuan
dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, dan ditindak
lanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan
organisasi dan tata kerja badan amil zakat Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan supaya
pemerintah Kota Makassar dapat mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota
Makassar, karena zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi umat Islam. Dalam perda
tersebut, dijelaskan tentang pengelolaan zakat, asas dan tujuan, subyek zakat, wajib zakat, dasar
pengenaan zakat, nomor wajib zakat, surat pemeberitahuan dan tatcara pembayaran zakat,
pengumpul zakat, retribusi zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pembukuan,
pengawan, ancaman hukuman.
Dalam rangka memelihara keturunan, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan
Peraturan daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan,
pengemis, dan pengamen. Melalui Dinas sosial, pemerintah Kota Makassar melakukan upaya
pembinaan kepada anak jalanan supaya dapat menjamin petumbuhan dan perkembangan anak
dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun lingkup sosialnya. Disamping itu, pemerintah
Kota Makassar berupaya memberikan kesejahteraan sosial kepada anak jalanan supaya memperoleh
kehidupan dan penghidupan yang layak, baik secara materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin. Oleh karena itu, pemerintah Kota makassar telah
melakukan upaya sosialisasi dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintah mulai dari RT/RW, Lurah, hingga
Camat. Sasarna yang ingin dicapai dari Perda tersebut supaya dapat memberikan penekanan kepada empat
pelaku sasaran, yakni; pelaku eksploitasi, pengemis usia produktif, pengemis yang mengatasnamakan Panti
Asuhan, dan pengamen dijalanan. Disamping itu, pemerintah Kota Makassar telah memasang pengumuman di
jalan-jalan dan di tempat-tempat yang strategis supaya tidak memberikan uang kepada pengemis dan anak
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jalanan. Upaya ini dilakukan pemerintah Kota Makassar supaya dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan
terhadap anak dan dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan teori
maqa>sid al-syari>ah dengan konsepnya hifdz}u al-nasl, supaya masyarakat Kota Makassar dapat hidup lebih
nyaman, aman, dan sejahterah.
4. Maslahat al-Mursalah
Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu  ٌﺔََﺤﻠْﺼَﻣ yang merupakanbentuk masdar
dari fi’il  ََﺢﻠَﺻ َُﺢﻠَْﺼﯾ، ًﺔََﺤﻠْﺼَﻣَو،ﺎًﺤْﻠَﺻ، berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau
kegunaan.89 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang
mendatangkan kebaikan, faedah, guna.90 Dalam al-Qamu>s al-Muh}i>t dijelaskan bahwa  ُحﻼ ﱠﺼَﻟا
 ٌةَﺪِﺣاَو ُﺔََﺤﻠْﺼَﻤْﻟاَو ُهَﺪَﺴَْﻓا ﱡﺪِﺿ ُﮫََﺤﻠْﺻأَو ِدﺎََﺴﻔَﻟا ﱡﺪِﺿ as-Salah (baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-
fasad (rusak,kerusakan). Kata aslahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan
kepadanya) adalah kebalikan kata afsadahu (merusak ssuatu, mendatangkan kerusakan
kepadanya).91 Adapun pengertian mursalah sama artinya dengan mutlaqah yaitu terlepas.92
Dengan kata lain bahwa kemutlakan maslahat mursalah karena tidak terdapat dalil yang
menyatakan benar atau salah.93 Dengan demikian, pengertian maslahat al-mursalah yaitu
penetapan hukum berdasarkan maslahat (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang
tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum maupun secara khusus. Maksud
89Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Gazali maslahah Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 21.
90TimPenyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.
634.
91Lihat AL-Fairuzabadi, al-Qamu>s al-Muh}i>t, Juz. I (Baerut; t.p: 1965), h. 227.
92Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, op. cit. h. 63.
93Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih bahasa: Tolchah Mansoer (Cet. II; Bandung: Risalah,
1985), h. 124.
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dari pengambilan maslahat tersebut adalah mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan
menghilangkan kesulitan bagi manusia.94
Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur
dalam Alquran dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat
secara langsung. Keberadaan maslahat mursalah merupakan lawazim (indikator) dari akidah
Islam. Syariat Islam adalah syariat yang terakhir dan kekal yang dapat memenuhi kebutuhan
manunsia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar hukum, dan kaidah-kaidah yang
cocok untuk setiap waktu dan tempat dalam berbaai kondisi yang diperlukan. Untuk menghadapi
kehidupan yang terus berkembang dan selalu berhadapan dengan kondisi yang berbeda-beda,
maka diperlukan metode maslahat mursalah untuk menetapkan hukum syariat.95
Adapun tujuan ditetapkan teori maslahat mursalah sebagai metode dalam menetapkan
hukum baru yang sesuai dengan perintah syariat, adalah;
1. Mendatangkan keuntungan (jalb al-masa>lih), yaitu perkara-perkara yang diperlukan
masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
2. Menolak kerugian (dar al-mafa>sid), yaitu perkara-perkara yang merugikan manusia secara
individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral. Parameter kerugiannya adalah
kaidah-kaidah syariat dan tujuan-tujuannya yang diambi dari nash-nash yang telah tetap.
3. Menutup jalan (sadd al-dzari’), yaitu menutup jalan yang dapat menyia-nyiakan perintah
syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa larangan syariat walaupun tanpa
disengaja.
94Lihat Umar Shihab, op. cit. h. 29.
95Lihat Mushthafa Ahmad al-Zarqa’, Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan
Mazhab Fikih, Judul Asli: al-Istisla>h wa al-Masha>lih al-Mursalah fi al-Syari>ah al-Isla>miyah wa Ushul Fiqh. (Cet. I;
Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 33.
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4. Perubahan zaman (taghayyur al-zama>n), yaitu kondisi manusia, akhlak, dan tuntutan umum
yang berbeda dari masa sebelumnya.
Keempat faktor inilah yang menjadi pendorong untuk menempuh metode maslahat
mursalah atau istislah yang bertujuan untuk memperbaharui hukum-hukum sosial dengan
sebaik-baiknya, supaya terwujud hasil terbaik di masyarakat.96
Secara obyektif, maslahat mursalah atau istislah tidak dapat ditolak sebagai salah satu
sumber penetapan hukum Islam. Sebab, kenyataan menunjukkan bahwa kemaslahatan manusia
terus bertambah dan berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, sedangkan
Alquran dan Hadis sangat terbatas. Perubahan situasi dan kondisi masyarakat dari masa ke masa
berdampak pada semakin kompleknya permasalahan hidup manusia dan merubah struktur
kebutuhan dan kemaslahatannya sehingga berimplikasi kepada perubahan penetapan hukum.97
Dalam menggunakan maslahat mursalah sebagai hujjah, para Ulama bersikap sangat
hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan hawa nafsu dan
keinginan tertentu. berdasarkan hal tersebut, para Ulama menetapkan syarat-syarat maslahat
mursalah sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:
1. Memberikan dampak positif dan bukan bersifat perkiraan. Syarat ini membuktikan
bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat dan
menolak kerusakan.
2. Kemaslahatannya bersifat umum bukan bersifat individu. Syarat ini menunjukkan
bahwa kemanfaatan dapat memberikan dampak kepada semua orang dan tidak
diperuntukkan kepada perorangan atau individu.
96Ibid. H. 41-42.
97Lihat Umar Shihab, op. cit. h. 30.
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3. Pembentukan hukum  berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum
atau prinsip yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Hadis. Syarat ini menunjukkan
bahwa ketetapan hukum yang dihasilkan maslahat mursalah harus sejalan dengan
Alquran dan Hadis.98
Dalam kaitannya dengan teori maslahat mursalah atau istislah, good govenance
merupakan konsep baru dalam sistem ketatanegaraan supaya dapat mewujudkan kemaslahatan.
Untuk mewujudkan good governance di Kota Makassar, maka perlu kembali kepada teori
maslahat mursalah. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Kota Makassar selalu
berdasar kepada kepentingan umum. Perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota
Makassar, juga untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Sehingga Kota Makassar dapat
dijadikan sebagai barometer terhadap wilayah lain dalam mewujudkan good governance.
Berangkat dari visi Kota Makassar, yaitu; “Makassar Menuju Kota Dunia Berdasarkan
Kearifan Kokal”. Maka pemerintah Kota Makassar menjabarkan lima misi strategis, yaitu;
a. Mewujudkan warga Kota Makassar yang  sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan
bermartabat;
b. Mewujudkan ruang Kota Makassar yang ramah lingkungan;
c. Mewujudkan peran strategis Kota Makassar dalam perekonomian domestik dan
internasional;
d. Mewujudkan  tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas;
e. Mewujudkan kehidupan warga Kota Makassar yang harmonis, dinamis, demokratis dan
taat hukum.
98Lihat Abdul Wahhab Khallaf, op. cit. h. 128-129.
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Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mencapai kemaslahatan
masyarakat Kota Makassar sebagaimana yang dikemukakan oleh maslahat mursalah, maka
pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan di berbagai sektor.
Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan pembenahan di berbagai sektor....,sehingga
muncul ICON Makassar memang beda.
B. Negara Madinah
1. Pemerintahan pada Masa Rasulullah saw
Dalam rangka penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-
hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama,
terhadap masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan
terhadap golongan lain, maka Rasulullah saw setelah tiba di Madinah mendirikan
masjid (masjid Quba’) sebagai tempat ibadah dan tempat sosial. Tempat ibadah dalam
rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan tempat sosial dalam rangka
mempererat hubungan dan ikatan di antara jamaah Islam. Oleh karena itu, masjid
disamping berfungsi sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai kegiatan sosial
budaya, pendidikan, tempat musyawarah, markaz tentara dan sebagainya.99
Langkah berikut yang dilakukan oleh Nabi saw adalah menata kehidupan sosial
politik komunitas-komunitas di Madinah. Sebab dengan hijrahnya kaum muslimin
Mekah ke kota Madinah, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan
keyakinan. Yaitu komunitas Arab muslim dari Mekah, komunitas Arab Madinah dari
suku Aus dan Khazraj yang muslim, komunitas Yahudi, dan komunitas Arab yang
99Ibid. h. 80.
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Paganis. Oleh karena itu, Nabi saw menempuh dua cara, yaitu; pertama menata
interen kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin
dan kaum Anshar secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah
dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan agama (iman). Kedua: Nabi saw
mempersatukan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya
melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan “piagam madinah”. Suatu perjanjian
yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan
sosial dan politik. Muatan piagam tersebut menggambarkan hubungan antara Islam
dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi saw untuk menata
kehidupan sosial politik Masyarakat Madinah.100 Menurut Watt, W. Montgomery
dalam Suyuthi Pulungan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi saw dapat
menciptkan situasi baru dengan menghilangkan atau memperkecil pertentangan di
antara suku-suku, dan situasi ini pula yang diinginkan oleh penduduk Madinah
khususnya golongan Arab sehingga Nabi saw dapat diterima oleh mereka. Harapan ini
tercermin dalam ikrar mereka dalam baiat ‘aqabah pertama dan kedua yang mengakui
Muhammad saw sebagai Nabi dan pemimpin mereka dan mengharapkan peranannya
untuk mempersatukan Penduduk Madinah sehingga mereka memberi jalan kepada
Nabi saw aga bersedia hijrah ke lingkungan mereka.101
Kapasitas Nabi saw sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan dengan
tugas-tugas yang dilakukan, yaitu; membuat undang-undang dalam bentuk tertulis,
mempersatukan Penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah
timbulnya konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban interen,
100Ibid. h. 80-81.
101Lihat Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Alquran (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 64-65.
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mengadakan perjanjian damai antara tetangga agar terjamin Ketertiban eksteren,
menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengorganisisr militer dan memimpin
peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima
perutusan-perutusan dari berbagai suku Arab di Jazirah Arab, mengirim surat-surat
dan delegasi kepada para penguasa di Jazirah Arab, mengelola zakat dan pajak serta
laranagan riba di bidang ekonomi untuk menjembatangi jurang pemisah antara si kaya
dan si miskin, menjadi hakam (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan wali dan
hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil apabila beliau bertugas keluar,
melaksanakan musyawarah dan sebagainya.102
Pranata sosial dari praktek pemerintahan Nabi saw adalah membangun
hubungan yang harmonis antara warga negara muslim dan non muslim yang disebut
dzimmi >. Walaupun mereka berbeda agama sebagaimana diatur dan disahkan dalam
piagam Madinah, namun mereka memperolah hak yang samaalam hal perlindungan
dan keamanan jiwa, membela diri, kebebasan beraga, kebebasan berpendapat dan
kedudukan di depan hukum. Mereka juga memilki hak dan kewajiban yang sama
dalam mempertahankan keamanan Kota Madinah. Praktek pemerintahan yang
dilakukan oleh Nabi saw, tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat
pada diri beliau, walaupun dalam piagam Madinah  Nabi saw diakui sebagai pimpinan
tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam
praktek pemerintahan Nabi saw mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif
kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.103
102Lihat Suyuthi Pulungan, op. cit. h. 88.
103Ibid. h. 96-97.
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Paranata sosial di bidang ekonomi yang dilaksanakan Nabi saw dalam
pemerintahannya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat
Madinah. Oleh karena itu, Nabi saw mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang
berasal dari kaum muslimin, ghanimah yaitu harta rampasan perang jizyah yang
berasal dari warga negara non muslim. Sedangkan praktek pemerintahan di bidang
hukum, Nabi saw mengfungsikan diri sebagai hakam dalam menyelesaikan
perselisihan yang timbul di kalangan Masyarakat Madinah dan menetapkan hukuman
bagi terhadap pelanggar perjanjian.104
Praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi saw amat demokratis sekalipun
undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah dan sunah beliau termasuk Piagam
Madinah, dan tidak melakukan tindakan otoriter sekalipun sangat mungkin dilakukan
karena statusnya sebagai Rasul Allah swt. Negara Madinah terdapat dua kedaulatan,
yaitu; kedaulatan syariah Islam sebagai undang-undang Negara Madinah, dan
kedaulatan umat. Pada satu segi, syariah Islam sebagai undang-undang membatasi
kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum apabila sudah jelas
dalam nash syariah. Tetapi di sisi lain memberi kebebasan umat untuk menetapkan
hukum yang belum jelas hukumnya supaya melakukan musyawarah terhadap
persoalan yang dihadapi.105
Karakter Nabi saw sebagai kepala negara mencerminkan sikap dan watak
sebagai pemeimpin yang demokrat dan beribawa sesuai dengan moral dan akhlak
Islam dan selalu mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan
keluarga. Disamping itu, kesadaran rakyat sangat tinggi terhadap kewajiban dan hak
104Ibid. h. 98.
105Ibid. h. 101.
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mereka. Siapapun penduduk berhak menuntut hak mereka apabila dilanggar oleh
pemerintah tanpa membedakan baik dari kalangan Islam atau bukan. Dalam praktek
pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi saw, setiap warga berhak menghadap
langsung  dan bertemu dengan kepala negara Madinah tanpa prosedur yang rumit.
Pemerintah Madinah melayani secara optimal kepentingan warga dan memperlakukan
mereka dalam kedudukan yang sama.106
2. Pemerintahan pada Masa al-Khulafa >’ al-Rasyidi>n
Terpilihnya Abu bakar menjadi khalifah pertama, menjadi dasar terbentuknya
pemerintahan sistem khilafah dalam Islam yang dikenal dengan khilafah Khulafa >’ al-
Rasyidi>n. Dalam pemerintahannya, beliau menggariskan beberapa hal penting, yaitu;
menjamin kebebasan berpendapat bagi rakyat untuk mengkritiknya apabila tidak benar
dalam memerintah; menuntut ketaatan dari rakyat selama ia taat kepada Allah dan
Rasulnya; mewujudkan keadilan dengan memberikan hak-hak orang lemah dan
mengambil hak-hak orang kuat untuk melaksanakan kewajiban mereka bagi
kepentingan masyarakat dan negara; dan mendorong umat agar gemar berjihad dan
mendirikan shalat sebagai salah satu inti dari taqwa.107 Abu Bakar telah menciptakan
sistem kontrol masyarakat terhadap stiap setiap kebijakan dan menyatakan secara
terbuka kepada rakyat supaya beliau dapat dikoreksi. Bahkan masyarakat Madinah
mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengawasi jalannya peerintahan.108
Keberhasilan Abu bakar dalam menjalankan pemerintahan, tidak lepas dari
sikap keterbukaan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh
106Lihat Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari
Segi Hukum Islam Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Mas Kini (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
1992), h. 128.
107Suyuthi Pulungan, op. cit. h. 108.
108Lihat Muhammad Tahir Azhary, op. cit. h. 130.
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sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum mengambil keputusan
melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Sehingga mendorong tokoh
sahabat pada khususnya dan umat Islam pada umumnya berpartisifasi aktif untuk
melaksanakan berbagai keputusan yang diambil. Dan tugas-tugas eksekutif, beliau
mendelegasikan kepada para sahabat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di
Madinah maupun pemerintahan di daerah. Untuk menjalankan tugas pemerintahan di
Madinah, beluai mengangkat Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan dan Zaid bin Tsabit
sebagai katib (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawam yang mengurus
Bai>tul Ma>l. Adapun tugas kemiliteran, beliau mengangkat panglima-panglima perang.
Dan tugas yudikatif, beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung.109
Keberhasilan Abu Bakar di bidang pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat,
beliau mengelola zakat, infaq, shadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah
harta rampasan perang dan jizyah dari warga negara non muslim sebagai sumber
pendapat bai>tul ma>l. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan
negara dibagi untuk kesejahtreaan tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada
rakyat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Alquran.110
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan negara
Madinah menjadi luas meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Suria, Irak, Persia,
dan Mesir. Dan beliau dikenal sebagai negarawan, administrator, terampil dan pandai,
serta pembaharu terhadap berbagai kebijakan mengenai pengelolaan wilayah
kekuasan. Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab dalam
109Ibid., h. 1114.
110Ibid., h. 115.
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kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara. Untuk menunjang kelancaran
administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, beliau melengkapi dengan
beberapa jawatan, yaitu; 1. Diwa>n Kharaj yaitu pengelolaan administrasi pajak tanah
di daerah-daerah yang ditaklukkan. 2. Diwa>n al-Ahda>s yaitu jawatan yang bertugas
memelihara ketertiban dan menindak pelanggar-pelanggar hukum. 3. Nazara>t al-
Nafi’at yaitu jawatan yang bertanggungjawab atas pembangunan dan pemeliharaan
saluran-saluran irigasi, jalan, jembatan, rumah sakait, gedung-gedung pemerintahan,
dan sebagainya. 4. Diwa>n al-Jund yaitu jawatan yang berkewajiban menginventarisir
dan mengelola administrasi ketentaraan. 5. Bai>tul Ma>l yaitu lembaga perbendaharaan
negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan.111
Pranata sosial politik yang dibangun pemerintahan Umar bin Khattab adalah
pelaksanaan adminstrasi pemerintahan di daerah menerapkan sistem desentralisasi,
yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.
Wilayah kekuasaan negara Madinah dibagi ke dalam delapan propinsi, yaitu;
Madinah, Mekah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Untuk setiap
propinsi, Umar bin Khattab mengangkat seorang Gubernur yang disebut wali atau
amir yang berkedudukan sebagai pembantu atau wakil khalifah di daerah. Tugas
penting seorang Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan daerah juga sebagai
pemimpin agama (memimpin shalat jamaah dan berkhutbah), memelihara keamanan
dan ketertiban di daerah, memimpin ekspedisi militer dan mengawasi pelaksanaan
pungutan pajak. Disamping itu, dibuat diktum yang berkaitan dengan peradilan.
Seorang Hakim harus berlaku adil dalam memutuskan perkara siapa pun, bebas dari
rasa takut, dan tidak memihak kepada siapa pun, memberlakukan semua orang sama
111Ibid. h. 131-132.
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dihadapan hukum, si penggugat harus menunjukkan bukti yang akurat, si tertuduh
harus disumpah jika menyangkal, penyelesaian perselisihan secara damai dibolehkan
selama tidak bertentangan dengan hukum, keputusan yang mempunyai kepastian
hukum boleh diubah apabila terbukti salah, mas sidang untuk menghadirkan saksi-
saksi harus ditetapkan, jika tidak ada bikti maka perkara gugur.112
Dalam merekrut pejabat dan pegawai, Umar bin Khattab sangat selektif.  Beliau
mengutamakan kecakapan dan kemampuan untuk menduduki jabatan dan sangat
memperhatikan aspirasi masyarakat apabila hendak mengangkat pejabat. Disamping
itu, dibuat ketentuan dan persyaratan bagi calon pejabat. Ketentuan dan persyaratan
bagi calon pejabat diharusakan membuat daftar harta kekayaan dan disimpang pada
arsip negara. Kemudian pola hidup seorang pejabat harus memperlihatkan
kesederhanaan, tidak boleh berkendaraan kuda (kuda merupakan kendaraan mewah
dan menjadi ukuran kekayaan seseorang pada waktu itu), mengkomsumsi makanan
yang umum dikomsumsi masyarakat, dan selalu membuka pinti bagi rakyat yang
mengadukan masalahnya.113
Pranata sosial di bidang sosial ekonomi, Umar bin Khattab sangat
memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pegawai negara. Para pejabat dan pegawai
diberi gaji yang cukup sehingga penyelewengan kekayaan negara relatif kecil.
Demikian pula tentara, diberi gaji oleh negara supaya tidak terdorong untuk
menyelewengkan kekayaan negara. Apalagi terdapat peraturan yang melarang keras
praktek penyelewengan, sehingga pemerintahan pada masa Umar bin Khattab berjalan
dengan baik. Dan beliau sendiri mendapatkan sedikit honorarium dari Baitul Mal atas
112Ibid. h. 134.
113Ibid. h. 135.
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keputusan badan penasehat khusus, supaya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya
seperti kebutuhan warga negara biasa.114
Umar bin Khttab merupakan sahabat Nabi saw yang selalu tampil sebagai
mujtahid (ahli ijtihad) juga sebagai kepala pemerintahan. Pendapat-pendapat beliau
banyak dijadikan sebagai panutan bahkan pola pikirannya dalam memahami Alquran
dan Sunah banyak dijadikan acuan dalam mengistinbatkan hukum oleh para mujtahid
pada masa sesudahnya. Pemahaman yang dilakukan oleh Umar bin Khtattab kemudian
dikenal dengan penetapan hukum lewat tujuan syariah seperti dalam praktek kias
(analogi). Penetapan hukum  lewat tujua syariah dapat dilakdsanakan apabila hukum
yang terdapat dalam Alquran atau Sunah dapat ditelusuri tujuan hukumnya. Dalam
kajian ushul fikih dikenal dengan hukum-hukum ma’qu>lat al-ma’na >. Umar bin
Khattab menilai bahwa kajian tentang hukum muamalat (bukan ibadah mahda yang
sudah pasti ketentuannya), maka hendaklah mencari inti permasalahannya. Dengan
demikian, ayat-ayat hukum dalam Alquran dan Hadis dapat diperluas jangkauannya
dalam menjawab masalah-masalah baru yang belum ada atau ditemukan pada masa
sebelumnya.115
Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan sebagaiman
perintah Allah swt dalam surah al-Maidah/Q.S. 5:38, yaitu;
                 

Terjemahnya:
114Ibid. h. 136.
115Lihat abdul Azis Dahlan, op. cit. h. 371-375.
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.116
Umar bin Khattab menganggap bahwa pencurian yang dilakukan oleh para
budak, karena Hatib (majikan budak) menelantarkan mereka sehingga terpaksa
mencuri untuk menghilangkan lapar yang dialaminya. Sebaliknya Hatib diharuskan
membayar 800 dinar. Umar bin Khattab menganggap bahwa pencurian tersebut tidak
cukup syarat. Salah satu syarat pencurian yang dikenakan potong tangan adalah tidak
terdapat syubhat dalam perbuatn tersebut. Dalam peristiwa tersebut, syariah Islam
membolehkan seseorang yang terdesak melanggar suatu larangan. Dengan demikian,
pencurian seperti itu tidak murni dilarang yang dalam hukum Islam disebut syubhat.117
C. Fungsi-Fungsi Pemerintah
Dalam suatu negara fungsi pemerintah sangat penting. Apabila pemerintah tidak
berfungsi secara baik, maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh
karena itu, pemerintah harus dipegang oleh orang-orang yang mengerti mengenai fungsi
pemerintah tersebut. Fungsi pemerintah bisa dilihat dari definisi pemerintah tersebut. Pemerintah
merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta
undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan lembaga yang
mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Dalam pemerintahan terdapat
sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan
116 Departemen Agama RI, op. cit. h. 36.
117Lihat Abdul Azis Dahlan, op. cit. h. 376.
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kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta membangun masyarakat dari lembaga-
lembaga mereka ditempatkan. Fungsi pemerintah juga bisa dilihat dalam pengertiannya yang
sempit. Seperti dikatakan oleh Van Voelje, ia mengartikan pemerintah dalam pengertian sempit
yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan oleh alat-lata pemerintah (bestuur
organen) untuk mencapai tujuan pemerintah (administration).118
Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari
pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafruddin dalam Bambang Istianto bahwa pemerintah harus
bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat
yang diperintah, menjadi pengukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama,
menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang,
yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kataoleh orang-orang terbaik dan
terbesar.119
Berdasarkan pemikiran di atas, maka terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan
fungsi pemerintah antara lain: 1) bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah. Artinya
pemerintah yang berfungsi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik). Para pomong,
diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat; 2) serempak dijiwai oleh
semangat yang diperintah. Artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di
masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti yang diinginkan dan menjadi kebutuhan
masyarakatnya; 3) menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama.
Artinya pemerintah sebagai katasilator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katasilator artinya
sebagai penghubung  bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai
118Lihat Anne Ahira, Mengkaji Lebih dalam Fungsi pemerintah, http///fungsi–pemerintah.htm. Diakses
pada tanggal 23 Januari 2012.
119Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik, Edisi I (Jakarta: Mitra
wacana Media, 2009), h. 25.
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dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan masyarakat; 4) menciptakan perwujudan
segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang. Artinya pemerintah harus
peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan
yang nterjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah jatuh atau hancur akibat tidak peka
terhadap perubahan; 5) melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh
oarang-orang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan atau
membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah
pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikannya secara benar dengan mempersiapkan
perangkat dan sumber daya yang terbaik.120
1. Fungsi Pengaturan
Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif karena kepada suatu
pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai berbagai peraturan
perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan
pelakasanaan dan kebijaksanaan. Berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan tersebut
dapat merupakan pemberian dan perluasan kesempatan bagi warga masyarakat melalui kegiatan
tertentu, tetapi dapat pula berupa pembatasanjika diyakini bahwa pembatasan tersebut adalah
untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Birokrasi pemerintah bisa berjalan dengan baik
apabila ada peraturan yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanannya. Prosedur yang
jelas dan transparan penting tidak hanya bagi birokrasi  tetapi juga bagi masyarakat sebagai
pengguna pelayanan dari birokrasi. Tanpa adanya aturan permainan yang jelas, birokrasi tidak
120Ibid.
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akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pada sisi lain aturan permainan yang jelas juga
dapat melindungi masyarakat dari perilaku birokrasi yang sewenang-wenang.121
Salah satu bentuk fungsi pengaturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah fungsi
perizinan. Di masyarakat manapun selalu ada berbagai kegiatan yang dilakssanakan oleh para
warga negara yang harus memperoleh izin terlebih dahulu  dari aparat pemerintah yang secara
fungsional bertanggungjawab untuk pengaturan kegiatan tersebut. Seorang pengusaha, misalnya,
yang ingin mendirikan dan mengelola badan usaha tertentu harus memiliki izin usaha yang
menentukan, antara lain, bentuk badan usaha, pemilikan, dan kegiatan usaha. Mendirikan
bangunan memerlukan izin yang maksudnya antara lain untuk menjamin bahwa bangunan yang
didirikan sesuai penggunaannya dengan peruntukan lahan di daerah dimana bangunan didirikan
serta pemenuhan standar bangunan demi keselamatan penghuni, pengguna, atau masyarakat
sekitarnya.122
2. Fungsi Pelayanan
Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya bisa dikenal
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sangat sederhana, peranan tersebut
diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh
warga masyarakat. Telah umum diketahui bahwa pemerintah suatu negara di tingkat nasional
terdiri dari berbagai satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklator seperti kementerian,
departemen,  direktorat jenderal, badan, biro, dan lain sebagainya.  Sebagian diantaranaya
satuan-satuan kerja di seluruh wilayah kekuasaan negara. Juga dikenal aparatur pemerintah
daerah dengan aneka ragam nomenklatur pula seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan,
121Lihat Lijan Potlak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi (Cet. II;
Jakarta: 2007), h. 64-66.
122Sondang P. Siagiang, Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya (Cet. VI; Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), h. 140.
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dan desa. Terlepas dari sistem pemerintahan negara yang diterapkan, keseluruhan jajaran
pemerintahan negara tersebut merupakan suatu birokrasi pemerintahan yang dikenal dengan
istilah “civil service”.123
Diantara berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan, terdapat
pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Disoroti dari segi
pemberian pelayanan kepada masyarakat, fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi
pemerintah berperang selaku penanggung jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu dan
perlu bekerja secara koordinasi dengan instansi lain. Setiap instansi pemerintah mempunyai
“kelompok pelanggang” (clientele groups). Kepuasan kelompok pelanggang inilah yang harus
dijamin oleh birokrasi pemerintahan, antara lain: kelompok masyarakat yang memerlukan
pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran dilayani oleh instansi yang secara fungsional
menangani bidang pendidikan dan pengajaran, kelompok masyarakat yang termasuk kelompok
produktif dan mencari nafkah dengan bekerja bagi organisasi atau perusahaan menjadi
“pelanggang” bagi instansi yang mengurus ketenagakerjaan, warga masyarakata yang ingin
meningkatkan kesehatan atau pengobatan menjadi pelanggang dari instansi yang menangani
kesehatan rakyat secara nasional, yaitu departemen kesehatan, para industriawan dan usahawan
baik disektor riil atau formal maupun informal menjadi pelanggang dari instansi yang menangani
industri dan perdagangan dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan
pelayanan yang sesuai dengan harapannya, yaitu mengharapkan pelayanan yang cepat,
bersahabat, dan mudah tanpa prosedur yang berbelit-belit.124
D. Pemerintahan dalam Hukum Islam
123Ibid. h. 141.
124Ibid. h. 63-64.
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1. Prinsip-prinsip dalam Pemerintahan
Pemerintah yang baik dalam Ilmu Politik biasanya diistilahkan dengan good government.
Sedangkan pemerintahan yang baik adalah good governance. Islam sejak awal telah
memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang seharusnya menjadi panutan bagi
pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang
pada dasarnya bisa dieja dengan sifat shiddi>q, istiqa>mah, fatha>nah, ama>nah, dan tabli>gh.
Pertama adalah Shiddi>q, yang berarti jujur. Nabi Saw sangat mengutamakan kejujuran
dalam hal pemerintahan. Secara sepintas shiddi>q ini dapat diparalelkan dengan transparency.
Namun, pengertian shiddi>q lebih mendalam maknanya, karena melibatkan sikap mental, dan hati
nurani yang paling dalam. Sedang transparency masih bisa dikelabui dengan mark-up
administratif yang secara material dan faktual dapat dilihat transparan, tetapi masih sangat
mungkin terjadi pemalsuan, yang sukar dideteksi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan shiddi>q
adalah justru yang paling diutamakan adalah yang tak tampak, yang immateri. Artinya,
pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab shiddi>q mencakup wilayah
qalbiyah. Kedua adalah istiqa>mah, yang bermakna teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan
Nabi Muhammad Saw ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan bergeser
walaupun penuh dengan rayuan, bujukan, dan paksaan. Apabila consistency atau commitment,
seperti yang dianjurkan oleh good governance masih bisa direkayasa dengan cara penampilan
formal dalam bentuk luarannya, maka istiqa>mah tidak bisa dimodifikasi, karena berkaitan
dengan sikap mental dan kejiwaan dan hati yang paling dalam. ketiga yaitu Fatha>nah, sifat yang
berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ila>hiyah. Dengan
demikian bila dibandingkan dengan good governance dengan konsep intelligency, maka konsep
ini sebetulnya hanya berhubungan dengan kecerdasan intelligentia semata. Padahal, fatha>nah
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menekankan kecerdasan lain, seperti kecerdasan emosional dan spiritual. Keempat yaitu amana>h,
sifat ini bisa dipararelkan dengan konsep accountability dalam good governance. Namun,
apabila dipahami secara mendalam, maka accountability ini merujuk kepada hal yang formal
administratif. Sedang amanah lebih jauh jauh cakupannya kepada psikologi yang paling dalam.
Sebab ama>nah itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan
umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya.
Dalam Islam diyakini bahwa setiap perbuatan manusia selalu dalam pengawasan malaikat yang
senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Dalam konteks inilah amanah berkiprah.
Kelima yaitu tabli>gh, sifat kepemimpinan Nabi Saw dalam menjalankan pemerintahan selalu
bersifat tabliq, apabila dikaitkan dengan konsep good governance maka dapat disejajarkan
dengan istilah communicatibility. Namun, pada hakikatnya, tabli>gh ini berkaitan erat dengan
risalah keislaman, yakni soal dakwah dan penyampaian pesan-pesan keilahian. Apabila
communicatibility hanya mencakup persoalan public speaking, maka tabli>gh mencakup semua
aspek komunikasi dan interaksi sesama manusia.125
Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih
sebagaimana diajarkan Rasulullah saw adalah melekatkan sifat shiddi>q dan ama>nah dalam
birokrasi pemerintahan. Sikap sidd>iq dan ama>nah seharusnya menjadi komitmen dan tanggung
jawab setiap pengelolaan organisasi. pemerintahan. Dalam bahasa organisasi modern, shiddi>q
dan ama>nah ini terangkum dalam konsep transparansi atau keterbukaan. Mengelola organisasi
publik terlebih organisasi pemerintahan, dapat dipastikan terkait dengan pengelolaan anggaran
keuangan. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran tidak bisa dijalankan kecuali dengan
transparansi. Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah, hal tersebut
125Andi Faisal Bakti, Pemerintahan yang Baik dalam Islam.http://www. alifmagz. com/ di Akses pada
Tanggal 14 Mei 2011.
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merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi
pemerintahan disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariah
yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.
Oleh karena itu, diperlukan landasan etik dalam membangun nation state yang bersumber
dari hukum Islam yang diderivikasi dari syariah agama dalam memberikan tuntunan sebagai
upaya pencapaian tujuan membangun kepemerintahan yang baik (good governance) khususnya
dalam konteks negara Indonesia. Persoalan kronis yang menyebabkan buruknya pengelolaan dan
pengaturan pemerintahan diakibatkan oleh rusaknya mental dan moralitas aparatur negara serta
sistem pengendalian pemerintahan yang lemah karena ketiadaan kepastian dalam hukum. Sistem
dan aturan dalam hukum Islam yang merupakan landasan etik dan dapat dijadikan pijakan awal
dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan good
governance.126
Good governance merupakan gerakan ijtiha>diah127dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik untuk menuju negara sejahtera, aman sentosa terbebas dari kemiskinan, kemelaratan
serta ketakutan terhadap penguasa dzalim dan otoriter, yang dalam bahasa Masdar F. Mas’udi,
negara yang terbebaskan dari persoalan al-khau>f wa al-Ju>’’ (ketakutan dan kelaparan), karena
munculnya problem kehidupan bermuara pada persoalan al-khau>f wa al-ju”. Oleh karena itu,
gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas agar tujuan untuk mewujudkan
126Moh. Husain Ubaidillah, al-Qanun, http://journal-sunan-ampel.ac.id/indekx.php. di Akses tanggal 15
Mei 2011.
127Secara etimologi Ijtihadi berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatunyang
diinginkan. Sedang secara terminologi berarti mengerahkan segenap kesungguhan dan kemampuan yang dimiliki
seorang ahli fikih untuk menghasilkan keyakinan atau ilmu tentang sustu hukum. Lihat Abdul Halim ‘Uwais, Fiqih
Statis Dinamis (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h177. Konotasi ijtihad ada 3 yaitu, 1. Ijtihad dilakukan
karena orang tidak menemukan pedomannya dari Alquran dan hadis padahal yang bersangkutan perlu mengambil
sikap atau tindakan yang diperlukan untuk mengetahui suatu masalah atau mencapai suatu kebaikan. 2. Ijtihad
merupakan bagian dari ajaran Islam, oleh karena itu perlu disebut sebagai sumber hokum. 3. Ijtihad merupakan
institusi yang independen dan dilakukan setelah berusaha untuk merujuk kepada Alquran dan hadis. Lihat dawam
raharjo, Intelektual, Intelegensia, dan Prilaku Politik Bangsa (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1999), h. 133.
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good governance di Indonesia dapat segera terwujud.128 Bintoro Tjokro Amidjojo memberikan
pengertian al-khau>f wa al-ju’ sebagaimana pendapatnya yang mengemukakan bahwa
keberhasilan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik paling
tidak dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan yang mengarah pada
reformasi sistem politik,129 sektor keamanan,130 sistem birokrasi dalam public service,131 dan
reformasi sistem pemerintahan dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi.132
Kajian tentang good governance merupakan bagian dari persoalan muamalah (aturan
tentang manusia dengan manusia), dan nas-nas yang berkaitan dengannya sebagaian besar dalam
bentuk prinsip-prinsip umum yang diidentifikasi dengan zanni >. Dengan demikian, good
govenance merupakan kajian yang bersifat zanni >, sehingga keberadaannya dapat dikembangkan
oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia yang tidak terlepas dari
tuntutan tempat dan waktu. Pengembangan good governance dalam bidang muamalah,
mengharuskan keterlibatan pemikiran manusia karena merupakan sesuatu ma’qu>l al-ma’na >
(dapat dijangkau dan digali oleh akal manusia) tentang kemaslahatan yang dikandungnya.
Dengan keterlibatan dan keterikatan pemikiran manusia terhadap perubahan tempat dan waktu,
maka bidang muamalah merupakan lapangan ijtihad. Obyek ijtihad adalah segala sesuatu yang
tidak  diatur secara tegas dalam nas dan masalah-maslah hukum yang tidak ditemukan landasan
nasnya.
128Masdar F. Mas’udi, Fikih Emansipatoris (Penyajian dalam Seminar Fikih Emansipatoris; Paradigma
Fikih Transformatif dan Humanis, Tanggal 28 September 2002), h. 24–25.
129Dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi, dari sistem otoriter ke arah sistem politik yang demokratis
dan egaliter.
130Yaitu mengembalikan fungsi TNI sebagai alat negara yang profesional, bukan sebagai alat kekuasaan
atau penguasa.
131Yaitu dengan paradigma pelayanan yang berbasis pada pengabdian, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.
132Bintoro Tjokro Amijojo, Good Governance: Paradigma Baru Administarasi Pembangunan (Cet. I;
Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 50.
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Pada masa awal keislaman atau masa kenabian, belum banyak mencatat hal ihwal
pemerintahan. Karena pada periode ini umat Islam lebih banyak dipokuskan pada mengagumkan
nama Allah swt, penyucian jiwa dan pikiran dari kebiasaan buruk pada masa Jahiliyah. Setelah
Nabi saw hijrah atau periode Madinah, umat Islam melaksanakan hal ihwal kenegaraan, untuk
keleluasaan menjalankan agama diperlukan negara yang kokoh dan pemerintahan pun dibentuk,
pajak dan perekonomian dijalankan berdasarkan Alquran. Namun lembaga-lembaga
pemerintahan, seperti badan legislatif (majelis syura),133 badan eksekutif (ulil amri),134 dan
badan yudikatif (qa>dh}i al-quda>at),135 serta pemerintah daerah (seperti Gubernur Basra, Kufa,
Damaskus, Zabaid, dan Aden) sudah ada pada masa Rasulullah saw. Hanya saja model
pemerintahan tersebut berkembang pada masa al-Khulafa>’ al-Rasyidi>n.136
Model pemerintahan al-Khulafa>’ al-Rasyidi>n, nampak pada masa khalifah Umar bin al-
Khattab.137 Gagasan-gagasan yang dicetuskan banyak membawa perubahan, baik di bidang
ekonomi maupun di bidang administrasi negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pada
133Dalam menjalankan pemerintahan, Rasulullah saw selalu menanamkan prinsip musyawarah. Hal ini
menggambarkan bahwa setipa persoalan kemasyarakatan (termasuk pemerintahan) atau kepentingan umum, Nabi
selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan sahabatnya. Sebagaimana firman Allah dalam
surah Ali-Imran ayat 159, yaitu: .... ﺮﻣﻷا ﻰﻓ ﻢھروﺎﺷو... (dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam setiap
urusan kemasyarakatan)
134Prinsip ketaatan rakyat merupakan pengejawentahan dari badan eksekutif yang mengandung arti bahwa
seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah, sesuai dengan firman allah dalam surah an-Nisaa’
ayat 59, yaitu: ﻢﻜﻨﻣ ﺮﻣﻷا ﻰﻟواو لﻮﺳﺮﻟا اﻮﻌﯿطاو ﷲ اﻮﻌﯿطا اﻮﻨﻣا ﻦﯾﺬﻟا ﺎﮭﯾاﺎﯾ.... (hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada
Allah dan taatlah kepada Rasulnya serta orang-orang yang berwenang diantara kamu)dengan demikian prinsip
ketaatan rakyat mengikat rakyat secara limitatif dan melalui prinsip ini, rakyat berhak untuk mengoreksi setiap
kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.
135Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab dibentuk lembaga Qadhi al-Qudaat (Ketua Hakim Agung)
dengan tugas khusus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalhgunaan kekuasaan
oleh pejabat pemerintah.
136Inu Kencana syafi’ei, Ilmu Pemerintahan dan Alquran (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 123.
137Umar bin Khattab r.a. atau Khalifah Umar al-Faruk dilahirkan di Kota Mekkah, tahun 40 sebelum
Hijriyah, masuk Islam pada usia 27 tahun. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam membuat kekuatan
Islam semakin tangguh, Umar muda begitu tegas dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Pada masa
pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, Umar dipercaya sebagai penasehat utama khalifah dan ketika Abu Bakar
mangkat, Umar dipilih menjadi khalifah kedua. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a. Islam berkembang
hingga mampu mempersatukan negara-negara yang mewilayahi tiga benua dalam kekhalifahan Islam, kemakmuran
pun dinikmati oleh rakyat seluruh negeri. Meskipun Islam mampu menyatukan tiga benua, kebebasan memeluk
agama betul-betul dinikmati oleh seluruh rakyat, sehingga pemeluk agama Kristen dan Yahudi hidup berdampingan
dengan masyarakat muslim, dan hak-hak mereka dilindungi oleh pemerintah Khalifah Umar bin Khattab r.a.
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pemerintahan Umar bin al-Khattab merupakan bagian dari pemerintahan yang baik (good
governance).
Dalam bidang ekonomi, Umar bin Khattab mampu melakukan reformasi dengan
mengembangkan perangkat sistem okonomi dengan mengatur pemasukan, belanja, aparat
negara, seperti pegawai, gubernur, dan lain-lain. Sikap tegas Umar bin Kahattab atas kebatilan
adalah teladan bagi aparat ekonomi yang berlaku tidak jujur dan sering menyelewengkan harta
rakyat, kekayaan umum tidak diawasi langsung oleh pemiliknya, berbeda dengan kekayaan
pribadi. Oleh karena itu, rawan terhadap korupsi dan pemborosan. Maka diperlukan pengawasan
ketat dari rakyat, serta selalu diterapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap koruptor dan
pejabat yang suka menyeleweng.138
Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab, menggunakan dasar-dasar sebagai berikut :
1. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil hasil dari
kharaj atau harta fai’ yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang
benar.
2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai
dengan haknya; dan Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.
3. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Seorang penguasa tidak
mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan,
maka dia tidak mendapat bagian apapun. Kalau dia membutuhkan, maka dia memakai dengan
jalan yang benar.
4. Negara menggunakan kekayaan dengan benar.139
138Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, Terjemah: Ahmad Syarifuddin
Shaleh (Cet. I; Jakarta Media Grafika, 2002), h. 25.
139Ibid. h. 34.
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Dalam bidang subsidi negara, Umar bin khattab selalu memperhatikan apa yang
dibelanjakan oleh negara. Untuk merealisasikan hal tersebut, Umar bin Khattab melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Kekayaan umum tidak digunakan untuk kebatilanseperti penjajahan, memunculkan fitnah,
melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan kebenaran, menanmkan modal dalam tindakan
haram yang dilarang.
2. Zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai yang diterngkan oleh Allah swt
dalam Alquran. Oleh karena itu, Negara harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh
Allah dalam Alquran.
3. Pembagian hasil harta rampasan perang yang berjumlah 1/5 diberikan sesuai ketetapan Allah
swt.
4. Penggunaan harta umum sesuai dengan kadar yang diperlukan dan telah direncanakan, tanpa
pemborosan dan tidak selalu megirit, karena pemborosan hanya menyia-nyiakan harta Negara,
sedang kalau terlalu ditahan pengeluarannya, akan membuat proyek Negara macet. Apabila dana
pelayanan umum terlalu diirit, maka fasilitas umum akan memburuk.
5. Penggunaan kekayaan Negara dikembalikan kepada rakyat, bukan kepada pribadi penguasa
atau pejabat. Dan kekayaan negara tidak dikhususkan kepada golongan atau kepentingan
pribadi dengan mengesampingkan golongan lainnya.140
Good Governance model pemerintahan Umar bin Khattab r.a. mampu membawa
masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin. Demokrasi yang ditanam oleh
Rasulullah SAW, dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab dan telah mencapai puncaknya, hal
ini terlihat bahwa Umar bin Khattab membentuk dua dewan penasehat, yaitu : Pertama: Badan
Penasehat Sidang Umum, yang diundang bila Negara menghadapi bahaya. Kedua: Badan
140Ibid. h. 36-37.
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Penasehat Khusus, yang terdiri dari orang-orang khusus yang integritasnya tidak diragukan lagi
untuk diajak membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan
pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke dewan khusus ini untuk dinilai kemampuannya
(fit and proper test). Dalam kedua badan ini orang-orang non muslim juga diundang turut serta
dalam konsultasi. Para pemimpin Persia sering diajak berkonsultasi soal pemerintahan di
Iraq/Mesopotamia, pemimpin Mesir juga diajak berunding mengenai pemerintahan di Mesir,
bahkan seorang beragama Koptik duduk sebagai wakil dari Mesir. Pengangkatan seorang
Gubernur dilakukan setelah mendengarkan saran-saran penduduk setempat melalui pemilihan
oleh rakyat setempat (pilkada). Demokrasi yang sejati ditanamkan kepada rakyat dan para
pegawai administrasinya (sipil). Pegawai sipil diultimatum oleh khalifah bahwa mereka digaji
untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan jika perbuatan mereka mendapat
keluhan dari rakyat, khalifah akan memberikan sanksi yang setimpal. Kontrol/pengawasan yang
ketat yang dilakukan khalifah terhadap kinerja para gubernurnya merupakan keberhasilan dan
efisiensi pemerintahan Umar bin Khattab r.a.141
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a. dibentuk suatu badan yang mirip dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini yang bertugas untuk menindak tegas para
penguasa yang melakukan praktek KKN, badan tersebut diketuai oleh seseorang yang
mempunyai integritas tinggi, yaitu Muhammad bin Muslamah Ansari, tugasnya memeriksa
semua harta kekayaan para penguasa dan pejabat di setiap daerah di seluruh kekuasaan khalifah,
di samping juga menerima pengaduan masyarakat akan tingkah laku para penguasa maupun
pejabat setempat, semua harta yang dimiliki penguasa dan pejabat daerah dicatat secara periodik,
141Mustari, Model Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. RA , http://.pta-palangkaraya.net/data-good-
governance. di Akses pada tanggal 19 mei 2011.
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bila pertambahan hartanya sangat mencolok harus dipertanggung jawabkan oleh sang pejabat
tersebut.142
Strategi yang dipakai dalam mewujudkan good governance harus dibangun secara
sistematis dan terus menerus. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah membina
masyarakat secara terus menerus agar menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa
pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan
sistem yang baik.
Beberapa cara yang ditempuh dalam hukum Islam untuk mewujudkan good governance,
yaitu ;
1. Kesempurnaan sistem
Menjalankan administrasi negara dengan birokrasi yang bersih, bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah wujud dari kesempurnaan sistem dalam Islam. Dalam
hukum Islam, seseorang yang diamanahi memegang jabatan dialarang melakukan pekerjaan lain
yang bukan tugasnya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Islam memberi santunan atau gaji
yang layak kepada penyelenggara birokrasi untuk keperluan hidupnya agar dapat bekerja dengan
tenang.143 Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian,
larangan suap-menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin
untuk menjadi teladan, serta sistem hukum yang sempurna. Sistem penggajian yang layak adalah
keharusan. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah
yang diberikan kepadanya.144
142Ibid.
143Ardiansyah, Konsepsi Hukum Islam dalam Mewujudkan Clean Governance dan Clean Goverment.
http://isjd.pdir.lipi.go.id, di Akses Tanggal 23 Mei 2011.
144Sepriyanto, Syariah Islam dalam Mewujudkan Clean Governance and Clean Government.
http://alfatih.blogspot.com, di Akses Tanggal 24 Mei 2011.
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Untuk menjaga supaya tidak terjadi penyelewengan tugas, Khalifah Umar bin Khattab
melarang pejabatnya untuk melakukan bisnis. Sebagai gantinya Umar memberikan santunan atau
gaji yang layak. Di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak, setiap guru
diberi santunan atau gaji oleh Umar bin Khattab masing-masing 15 dinar (63,75 gr emas) setiap
bulannya.145 Sistem Islam juga melarang aparat negara menerima suap dan hadiah/hibah. Suap
adalah harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya
dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya
wajib diputuskan olehnya tanpa pembayaran dalam bentuk apapun. Setiap bentuk suap, berapun
nilainya dan dengan jalan apapun diberikannya atau menerimanya, haram hukumnya. Allah
SWT berfirman dalam surah al-Baqarah/QS.2:188: yaitu;
                               
    
Terjemahnya :
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.146
Penegakan hukum merupakan aspek penting lainnya yang harus dijalankan dalam sistem
Islam. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan
mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Para koruptor kelas kakap, yang
dengan tindakannya itu bisa mengganggu perekonomian negara, apalagi bisa memperbesar
angka kemiskinan, dapat diancam dengan hukuman mati, di samping hukuman kurungan.
145Abdul Aziz Badri, Hidup sejahtera di Bawah Naungan Islam (Cet. I; Jakarta Gema Insani Press, 1998),
h. 45.
146Departemen Agama RI, op. cit. h. 36.
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Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan
aksinya. Apalagi, dalam Islam, seorang koruptor dapat dihukum tasyir, yaitu berupa pewartaan
atas diri koruptor. Pada zaman dahulu mereka diarak keliling kota, tapi pada masa kini bisa
menggunakan media massa.147
Rasulullah saw sangat konsisten dalam penegakan hukum, dan tidak memihak kepada
siapa yang akan dijatuhi hukuman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:
 ﻰﻓ ّﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ّﻞﺻ ّﻲﺒﻨﻟا ّﻢﻠﻛ ﺔﻣﺎُﺳا ّنأ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ ةوﺮﻋ ﻦﻋ بﺎﮭﺷ ﻦﺑا ﻦﻋ ﺚﯿﻠﻟا ﺎﻨﺛّﺪﺣ ﺪﯿﻟﻮﻟا ﻮﺑا ﺎﻨﺛّﺪﺣ
 لﺎﻘﻓ ةاﺮﻣإ :ﻠھ ﺎﻤﻧاﻟا نﻮﻤﯿﻘﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻢﮭﻧا ﻢﻜﻠﺒﻗ نﺎﻛ ﻦﻣ ﻚ هﺪﯿﺑ ﻰﺴﻔﻧ ىﺬﻟاو ﻒﯾﺮّﺸﻟا نﻮﻛﺮﺘﯾو ﻊﯿﺿﻮﻟا ﻰﻠﻋ ّﺪﺤ
ﺎھﺪﯾ ﺖﻌﻄﻘﻟ ﻚﻟذ ﺖﻠﻌﻓ ﺔﻤطﺎﻓ ﻮﻟ148
Artinya:
Abu al-Walid menceritakan kepada kam, al-Lais menceritakan kepada kami dari ibnu
Syihab dari Urwah dari Aisyah sesungguhnya Usamah berkata kepada Nabi saw terhadap
seorang wanita (mencuri tapi tidak di hukum), maka Nabi saw menjawab: sesungguhnya
umat terdahulu hancur karena mereka menegakkan hukum kepada orang lemah dan tidak
menjalankan hukum kepada orang yang berpangkat (mulia) demi jiwaku berada di tangannya
seandainya Fatimah melakukan hal itu, aku pasti potong tangannya. (hadis riwayat Bukhari).
2. Kualitas Sumber Daya Manusia.
Sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat
negara. Dengan iman, setiap pegawai merasa wajib untuk taat kepada aturan Allah SWT
Manusia memang menyangka bahwa Allah SWT tidak tahu apa yang mereka lakukan, termasuk
tindakan korupsi yang disembunyikan.  Dengan iman akan tercipta mekanisme pengendalian diri
yang andal. Dengan iman pula para birokrat, juga semua rakyat, akan berusaha keras mencari
rizki secara halal dan memanfaatkannya hanya di jalan yang diridhai Allah SWT. Motivasi
147Hizbuttahrir, Syariah Islam dalam Mewujudkan Clean Government and Good Government. http://hizbut-
tahrir.or.id. di Akses Tanggal 24 Mei 2011.
148Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jus IV, Shahi>h al-Bukha>ri (Baerut: Da>r Saab ,t.t), h.
133.
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positif ini kemudian akan mendorong secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas, kapasitas
dan profesionalismenya. Karena hanya dengan kemampuan yang semakin tinggilah mereka bisa
semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas mulianya sebagai aparat pemerintah. Mereka
menyadari bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat. Wajib atas mereka melaksanakan
amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas dan taat kepada aturan negara.149
3. Sistem Kontrol yang Kuat.
Kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun
pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin
kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan
pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin
pemerintahan, para aparat di bawahnya dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari
bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan
bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya.150 Dalam sejarah pemerintahan Khalifah Umar ra,
beliau menerapkan sistem pengawasan, baik secara intern maupun secara ekstren. Pengawasan
secara interen sangat berperan dalam pengaturan kerja sesuai dengan dasar-dasar yang tidak
membuka peluang kecurangan dalam kekayaan umum. dalam sistem pengawasan ini, Khalifah
Umar ra menerapakan terhadap diri dan keluarganya sehingga dapat terjaga dari penyelewengan
kekayaan negara. Khalifah Umar ra juga melakukan sistem pengawasan terhadap Aburaerah,
Amru bin Ash terhadap harta yang dimiliknya, bahkan sikap Umar r.a melarang Haris bin Wahab
berdagang ketika menjabat sebagai penanggung jawab kekayaan negara.151 Langkah ini
dilakukan oleh Umar r.a, supaya dapat terwujud good governance. Pengawasan oleh masyarakat
149Supriyanto, lot. cit.
150Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, Penerjemah: Moh. Magfur Wachid (Cet. I; Bangil:
Al-Izzah, 1996), h. 43
151Quthb Ibrahim Muhammad, op. cit. h. 158.
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akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktifitas
pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktifitas wajib lagi
mulia, melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya wajib.
2. Kaidah-Kaidah Fikih dalam Pemerintahan
Tujuan good governance adalah mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan
prinsip-prinsip yang telah dirumuskan yaitu, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi,
serta rule of law, supaya dapat memberi kemaslahatan kepada manusia. Untuk menciptakan good
governance, maka perlu menerapkan teori maslahat mursalah supaya dapat merealisasikan
kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan.
Syariah Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah swt, melainkan untuk
kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia selalu menjadi prioritas
utama dalam pelaksanaan syariah. Setiap bentuk penerapan syariah secara faktual melecehkan
martabat kemanusiaan, maka tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab Allah
swt sendiri sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak-hak hambanya. Paradigma
teologi inilah yang melahirkan konsep maslahat mursalah sebagai dasar menetapkan hukum.152
Pandangan yang lebih liberal tentang maslahat mursalah dikemukakan oleh Al-Thufiy,
seorang ulama ushul dari kalangan Hanbali, yang berbeda dari pandangan ulama terdahulu dan
sesamanya. Ia melandaskan pemikirannya tentang maslahat mursalah berdasarkan firman Allah
swt QS. Al-Baqarah/QS.2:185: yaitu;
....             ....
Terjemahnya:
152Hamka Haq, Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syariah Islam, Pidato Penerimaan
Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar, 15 November 2001, h. 16
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....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu....153
Al-Thufiy juga berpendapat bahwa secara keseluruhan tujuan Alquran dan hadis adalah
terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kemaslahatan
pasti diajarkan oleh Islam dan tidak perlu mencari nash yang mendukungnya. Sebab tanpa
didukung oleh nash, maslahat sendiri telah menjadi dalil yang qathi>y pada dirinya, sebagai salah
satu penetapan hukum syara’.154
Atas dasar maslahat, para sahabat mengambil kebijakan dalam pemerintahannya. Abu
Bakar mengumpulkan shahi>fah yang terpisah-pisah, sebelumnya Alquran tertulis dalam satu
Mushaf. Namun karena memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan untuk kemaslahatan bagi
umat manusia, maka Abu bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintah oleh Rasulullah
saw. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia memberlakukan pajak, inventarisasi
dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penjarah, memberikan
berbagai macam hukuman peringatan (takzi>r) bagi pelanggar hukum, misalnya menumpahkan
susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis di tengah jabatan mereka.
Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan good governance. Pada masa pemerintahan
Usman bin Affan, Ia menyatukan kaum muslimin dalam satu Mushaf, dan menyebarkan Mushaf
tersebut ke seluruh negeri, lalu membakar Mushaf-Mushaf lain, dengan tujuan dapat
menciptakan pemerintahan yang baik.155
Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah siya>sah syar’iyah, yaitu suatu
hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, siya>sah
153Departemen Agama RI, op. cit. h. 35.
154Hamka Haq, op. cit. h. 18.
155Yusuf Qardhawi, Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2001), h. 86.
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syar’iyah terkait erat dengan maqa>sid al-Syar>iah.156 Tujuan yang hendak dicapai dalam
penetuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan
kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara
siya>sah syar’iyah yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan siya>sah syar’iyah dalam
pembentukan hukum, semua mengacu kepada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, para ahli
fikih menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam
Alquran dan hadis, karena acuan siya>sah syar’iyah adalah kemaslahatan umat, dan acuan
kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat dan hadis
Rasulullah saw. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatau negara dalam Islam,
seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, pengusaha, militer,
cendikawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.157
Siya>sah syar’iyah berasal dari dua kata yaitu siya>sah yang berasal dari
kata ﺔﺳﺎﯿﺳ،سﻮﺴﯾ،سﺎﺳ yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat
keputusan.158 Dalam kamus al-Munji>d fi> al-Lug}|hah wa al-I’la>m, kata siya>sah diartikan sebagai
ﺎﺷرﺎﺑ ﻖﻠﺨﻟا ﻰﻓ حﻼﺼﺘﺳاﻞﺟﻵا وا ﻞﺟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﻰّﺠﻨﻤﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻰﻟا ﻢھد yang berarti mewujudkan
kemaslahatn manusia dan mengarahkannya kejalan yang benar baik sekarang maupun yang akan
datang.159 Sedang syar’iyah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah
swt untuk hambanya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah.160 Muhammad Faruq
156Tujuan maqa>sid al-syari>ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan
tersebut hendak dicapai melalui takli>f, pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang
utama, yaitu Alquran dan hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka ada lima unsur
pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan ,yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
157Abdul Azis Dahlan, op. cit. h. 1628.
158Lihat Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah ((Cet. I;
Bogor: Kencana: 2003), h. 40.
159Lihat Lois Ma’lup, al-Munji>d fi al-Lug|hah wa al-I’la>m (Cet. XXXVII; Baerut: Da>r al-Masyriq, 1998), h.
362.
160Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 21.
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Nabhan mengartikan syariah sebagai menetapkan norma-norma hukum untuk menata
kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan tuhan maupun dengan umat manusia.161
Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siya>sah syar’iyah sebagai pengelolaan masalah umum bagi
negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari
kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum
meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid.162 Ibnu al-Qayyim al-
Juziyah mengatakan bahwa siya>h syar’iyah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat
kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tiadak menetapkan dan
Allah tidak mewahyukannya.163 Abdurrahman Taj mengartikan siya>sah syar’iyah sebagai
hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai
dengan jiwa (semangat) syariah dan dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan
kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran maupun al-
Sunnah.164
Good governance adalah persolan fikih siya>sah atau siya>sah syar’iyah, karena good
governance adalah masalah ijtiha>dy yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah
untuk mengambil kebijakan sekalipu tidak berlandaskan kepada Alquran dan hadis namun
kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya. Dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip-prinsi yang diajarkan oleh good
governance, yaitu; transparan, akuntabilitas, efektiv dan efesien, serta penegakan hukum,
supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Baik pemerintah maupun
161Muhammad Faruq Nabhan, al-Madkhal li al-Tasri’ al-Isla>m (Baerut: Da>r al-Qalam, 1996), h. 11.
162Abdul Wahhab Khallaf, al-Siya>sah al-Syar’iyat (Da>r al-Ansha>r, al-Qahira>t, 1997), h. 4.
163Ibnu al-Qayyum al-Juziyah, al-Thuruqu al-Hukmiya>t fi>> al-Siyasa>t al-syar’iyah (kairo: Muassasah al-
Arabiyah, 1961), h. 16.
164Abdurrahman Taj, al-Siya>sah al-Syari>ah wa al-Fiq}h al-Isla>mi (Mesir: Mathba’ah Da>r al-Ta’li>f, 1993), h.
10.
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masyarakat selalu bekerjasama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman
dan nyaman, jauh dari kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya
prinsip yang diajarkan oleh good governance senapas dengan ajaran Islam dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik.
Metode kajian fikih siya>sah atau siya>sah syar’iyah tidak jauh berbeda dengan metode
kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih, yaitu; qiya>s,
istihsa>n, ‘urf{, maslahah mursalah, istihba>b. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan
ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan,
situasi, kondis yang dihadapi.165 Fikih siya>sah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian
dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat dan negara; meliputi bidang
ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, peradilan, kriminal, acara
pembuktian, kenegaraan, dan hukum internasional. Fikih siya>sah mengkhususkan diri pada
bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan
pemerintahan.166 Dalam persoalan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah
maslahah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi
mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan
yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan
masyarakat yang dipimpinnya.
Kaidah-kaidah fikihiyah yang dapat dijadikan sebagai pola dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) antara lain adalah:
a.  ُف ﱡﺮََﺼﺗﺔﺤﻠﺼﻤﻟاﺎﺑ طﻮﻨﻣ ّﺔﯿﻋّﺮﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻣﻹا
165Muhammad Iqbal, Fikih Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya
Pratama, 2001), h. 15.
166Suyuthi Pulungan, Fikih Siya>sah:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 27.
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Artinya:
Tindakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan
kemaslahatan.167
Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan
dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi tidak rakyat diperhatikan, maka keputusan
pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak bisa membuat suatu perundang-undangan
yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Misalnya, pemerintah
tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya,
apalagi hanya berdasdarkan kedekatan hubungan (nepotisme), pemerintah harus
mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menepatkan seseorang sesuai dengan
keahliannya.168
b. ﯾﻻنﺎﻣﺰﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ مﺎﻜﺣﻷا ﺮﯿﻐﺗ ﺮﻜﻨ
Artinya:
Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.169
Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-
undang sebelumnya, apabila tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
Dalam kontek Indonesia, apabila sebagaian pasal dalam undang-undang dasar 45 ada yang tidak
mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasisehingga harus diamandemen.
Seperti jabatan presiden yang yang cendrung bersifat “karet” sehingga dapat ditafsirkan
menurut selera penguasa. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mengadakan pembatasan masa jabatan Presiden
167Abdul Azis Adzam, al-Qawa>id al-Fikihiyah (al-Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s, t.th), h. 260.
168Muhammd Iqbal, op. cit. h. 16.
169Abdul Azis Adzam, op.cit. h. 198.
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hanya dua kali saja. Keadaan tersebut, berlaku juga pada tingkat bawah seperti Gubernur,
Bupati/walikota.170
c. ﺔﻤّﻜﺤﻣ ةدﺎﻌﻟا
Artinya:
Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.171
Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus
sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dimaksudkan agar masyarakat yang akan
menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan
dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, kebiasaan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh
juga bertentangan dengan semangat ruh syariah Islam. Misalnya, kebiasaan memberi hadiah
kepada pejabat negara, sekalipun pada dasarnya dibolehkan, harus dicegah oleh pemerintah,
karena dapat membuka peluang terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi, sehingga keinginan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance tidak tercapai. Oleh karena
itu, adat atau kebiasaan memberikan hadia kepada pejabat harus dihilangkan.172
d.  ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا عردﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻦﻣ ﻰﻟوا
Artinya:
Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.173
Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan politik dan
perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Apabila dalam suatu masalah, terdapat dua
hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan dan disisi lain menimbulkan bahaya, maka
yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya. Misalnya, perizinan perjudian,
lokalisasi pelacuran, dan minuman keras, dapat mendatangkan untung besar bagi devisa negara.
170 Muhammad Iqbal, lot.cit.
171Abdul Azis Adzam, op. cit. h. 172.
172Muhammad Iqbal, op. cit. h. 17.
173Abdul Azis Adzam, op. cit. h. 145.
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Namun bahaya yang diakibatkan dan kerusakan generasi muda yang ditimbulkan jauh lebih
besar. Demikian juga pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia keluar negerimerupakan sumber
keuangan negara yang dapat bermanfaat bagi perekonomian negara. Namun  kenyataannya,
nasib para Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut mengenaskan dan diperlakukan secara tidak
manusiawi serta tidak mendapatkan perlindungan hukum di negeri orang, maka pemerintah
harus meninjau kembali kebijaksanaan  pengiriman TKW keluar negeri. Sebab, mudaratnya jauh
lebih besar dari manfaat yang diperoleh.174
Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan,
perundang-undangan atau hukum di bidang muamalat yang ditetapkan pada suatu waktu dan
tempat tertentu dapat diubah dan diganti oleh pemegang kekuasaan (pemerintah). perubahan
perlu apabila tidak relevan lagi dengan realpolitic sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan
kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu. Perubahan
atau penggantian tentu bukan sekedar berubah saja, tetapi perubahan tetap berorientasi pada
nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara
substansial dengan nash-nash syariah yang bersifat universal pada setiap zaman dan tempat.
Disamping itu, harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman
yang dihadapi dan dapat menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya,
ekonomi, dan politik untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.175
Hakikat good governance dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan
rumusan baku. Namu terdapat  ayat yang mengidikasikan adanya persoalan good governance
dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-hajj/QS.22:41:
yaitu;
174Muhammad Iqbal, op. cit. h. 18.
175Suyuthi Pulungan, op. cit. h. 37.
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                           
    
Terjemahnya:
(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya
mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala
urusan.
176
Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam pandangan
fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi
pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan
rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan
kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan
stabilitas politik dan keanana dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma’ruf nahi munkar.
Dengan demikian ayat tersebut merumuskan good governance dengan tiga aspek, yaitu; (1)
spiritual governance, (2) economic governance (3) political governance.177
Untuk mengukur kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan sesuai dengan
semangat syariah, maka perlu mengkaji prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari
segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara musyawarah,
kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bersifat adil. Sedangkan dari segi substansinya,
harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah Islam;
176Departemen Agama RI, op. cit. h. 469.
177Lihat Muhammad Iqbal, op. cit. h. 19.
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2. Meletakkan persamaan (al-musa>wah) kedudukan manusia di depan hukum dan
pemerintahan;
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (‘adam} al-haraj);
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqi>q al-‘ada>lah);
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-masa>lih wa daf}’ al-
mafa>sid);178
E. Epistemologi Good Governance
1. Pengertian Good Governance
Good governance merupakan konsep yang akhir-akhir ini banyak dipergunakan secara
regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-
konsep dan terminology demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan
pembangunan masyaraakat secara berkelanjutan. Konsep good governance, lebih dekat
dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Dalam disiplin atau profesi manajemen publik,
konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam pardigma baru ilmu administrasi publik.
Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial supaya dapat
mengurangi campur tangan control yang diulakukan oleh pemerintah, transparansi, akuntabilitas
publik, dan diciptakan pengelolaan manjerial yang bersih, bebas dari korupsi.179
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi cita-cita dan
harapan setiap individu. Pencapaian cita-cita dan harapan tersebut masih perlu mendapatkan
dukungan dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan suatu format yang
178Ibid. h. 7.
179Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 61.
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disebut negara hukum (rechtsstaat). Untuk mendapatkan pemahaman tentang pemerintahan yang
baik, maka perlu memberikan pengertian tentang good governance.
Istilah good governance merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari “good” dan
“governance”. Dalam kamus “good” berarti kebaikan atau kebajikan.180 Sedang governance
berarti pemerintah, pemerintahan, dan ilmu pemerintahan.181 Istilah governance berasal
dari induk bahasa Erofa Latin yaitu gubernare yang diserap dalam bahasa Inggris
menjadi govern berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau
rule (memerintah).182Sifat dari kata govern mengandung arti sebagai tindakan
(melaksanakan) tat cara pengendalian.183
Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu
politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika
Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi
selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit.
Wacana tentang “governance” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-
pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong, baru
muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program
bantuan mereka.184
Secara konseptual pengertian good dalam istilah good govrernance mengandung dua
pemahaman yaitu; 1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-
180Lihat Jhon M.Echol dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, Edisi. III (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1989), h. 275.
181Ibid. h.277.
182Lihat Agung djojosoekarto, Ombudsman Kota Makassar (Jakarta: Kemitraan Patnership, 2008), h. 8.
183Ibid. h. 10.
184Sofian Effendi, Membangun Good Governance. http://sopian.staff.ugm.ac.id , diakses tanggal 24 mei
2011.
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nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian
pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. 2. Aspek fungsional dari pemerintah yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.185 Kata
“good” pada good governance bermakna: (1) Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa,
dan negara. (2) Keberdayaan masyarakat dan swasta. (3) Pemerintahan yang bekerja sesuai
dengan hukum positif negara.(4) Pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan
“governance” bermakna: (1) penyelenggaraan pemerintahan. (2) aktivitas pemerintahan melalui
pengaturan publik, fasilitasi publik, dan pelayanan publik.186
Istilah governance dalam konteks good governance terkadang dipersamakan dengan
government sehingga muncul istilah good government. Padahal konsep governance mempunyai
pengertian (makna) yang berbeda dengan government. Kata government merupakan suatu kata yang
menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah),
sedangkan kata “governance” tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga peran berbagai aktor diluar
pemerintah, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.187 Perbedaan paling pokok antara konsep
government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan
administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan
pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam
governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola
sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep
governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatiof dan kemitraan.188
Tabel: 1
Perbandingan Istilah Governance dengan Goverment
185Sedarmayanti, Good Governance : Bagian kedua (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 4.
186Pipin Hanaping, Good Governance Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis,
http://pustaka.unpad.ac.id. diakses tanggal 28 Mei 2011.
187Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era
Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 141.
188Sofian Effendi, op. cit. h. 2.
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No Unsur
Perbandingan
Governance Government
1 Pengertian dapat berarti cara penggunaan
atau pelaksanaan
dapat berarti
badan/lembaga/fungsi yang
dijalankan oleh suatu
organisasi tertinggi dalam
suatu negara
2 sifat hubungan heterarkhis, dalam arti ada
kesetaraan kedudukan dan hanya
berada adalam fungsi
hirarkhis, dalam ari yang
memerintah berada di atas
sedang warga negara yang
diperintah ada di bawah
3 komponen yang
terlibat
ada tiga komponen yang terlibat:
1. sektor publik
2. sektor swasta
3. sektor masyarakat
sebagai subyek hanya ada
satu yaitu institusi pemerintah
4 pemegang peran
dominan
semua memgang peran sesuai
dengan fungsinya masing-
masing
sektor pemerintah
5 efek yang
diharapkan
partisifasi warga negara kepatuhan warga Negara
6 hasil akhir yang
diharapkan
pencapaian tujuan negara dan
tujuan masyarakat melalui
partisipasi sebagai warga negara
maupun sebagai warga
masyarakat
pencapaian tujuan negara
melalui kepatuhan warga
negara
United Nations Depelopment Program (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai
pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrative untuk
mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument
kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas  dan kohesivitas
social dalam masyarakat.189 UNDP mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis
dan kontruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.190 UNDP juga merumuskan
istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi
untuk menata, mengatur, dan mengelola masalah-masalah sosialnya. UNDP menilai bahwa good
governance merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan,
189Sedarmayanti, op. cit. h. 3.
190Agung Djojosoekarto, op. cit. h. 10.
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kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga
komponen, yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan
(business) yang berada di sektor swasta.191
Ketiga komponen itu, mempunyai hubungan tata hubungan yang sama dan sederajat.
Kesamaan derajat ini sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang
baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan
dari tat kepemerintahan yang baik tersebut. Upaya untuk menyeimbangkan ketiga komponen
tersebut merupakan peran yang harus dimainkan oleh ilmu administrasi publik. Jika peran yang
dimainkan tidak mampu menjamin adanya kongruensi dan cohesiveness antara ketiganya, maka
akan terjadi ketidakseimbangan, karena ada kemungkinan satu komponen mempengaruhi bahkan
menguasai komponen lainnya. Dengan demikian ilmu administrasi publik ikut berperan dalam
menkaji dan mewujudkan program aksi dari tat kepemerintahan yang demokratis dan berjalan
secara baik.192
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), melalui tim pengembangan
kebijakan nasional menyatakan bahwa istilah good governance mulai banyak dikenal di tanah air
sejak tahun 1997, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Tata pemerintahan yang baik
merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan
efektif, sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu
konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, good governance juga merupakan suatu
gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan
masyarakat.193BAPPENAS mengutarakan bahwa minimal ada 3 syarat yang diperlukan untuk
191Miftah Thoha, op. cit. h. 62-63.
192Ibid.
193Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi, Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Cet. IV; Jakarta: LAN, 2009), h. 10.
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dapat lebih mendorong proses keterlibatan dunia  usaha swasta dan masyarakat, yaitu: 1. Adanya
kesempatan, 2. Adanya kemampuan, 3. Adanya keamanan. Tiga syarat tersebut hanya dapat
dipenuhi apabila posisi dunia usaha swasta dan masyarakat setara.194
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance sebagai
penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif
dengan menjaga kesinergian intraksi yang konstruktib diantara domain-domain negara, sektor
swasta dan masyaratakat.195 LAN mengemukakan bahwa good governance berorientasi kepada
yaitu: Pertama, orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasioanl. Kedua,
pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien, dalam melakukan upaya
mencapai tujuan nasioanal. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan
bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti legitimacy (pemerintah dipilih dan
mendapatkan kepercayaan dari rakyat). Sedangkan orientasi kedua, tergantung sejauhmana
pemerintah mempunyai kompetensi dan struktur serta mekanisme politik dan administratif
berfungsi secara efektif dan efisien.196 Definisi LAN ini berkesimpulan bahwa wujud good
governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab
serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan intraksi yang kontruktif diantara domain
negara, sektor swasta dan masyarakat.197
Word Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan
pasar yang efisien, penghindaran salah lokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara
194Sedarmayanti, Good Governance dan Good corporate Governance, Bagian Ketiga (cet. I; Bandung:
Mandar maju, 2007), h. 11.
195Sukatmi Susantina, Kamus Politik Moderen (Cet. I; Yogyakarta: Pura  Pustaka, 2008), h. 149.
196Sedarmayanti, op. cit. h. 4.
197Ilham Rifai Hasan, Urgrnsi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal (Cet. I;
Jakarta: Colloqium Ketahanan nasional RI, 2008), h. 102.
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pokitik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political
framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.198 Word Bank menyimpulkan bahwa peranan
pemerintah dalam pembanguna khususnya dalam bidang ekonomi, mencakup fungsi alokasi
sumber, produksi barang dan pelayanan jasa publik, regulasi perekonomian, redistribusi dan
pemerataan pendapatan masyarakat, stabilitas ekonomi dan koordinasi kegiatan ekonomi
internasional.199
Berdasarkan beberapa pengertian tentang good governance tersebut, maka dapat
dipahami bahwa good governance memiliki keterkaitan konsep antara konsep governance
dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitan konsep tesebut belum menjadi
bagian teoretik konsep negara hukum (rechstach), akan tetapi memiliki benang merah bahwa
kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menemukan konsep-konsep baru tipologi negara
hokum yang mendapatkan prinsip-prinsip good governance bukan saja dalam tatanam normative
(undang-undang), namun dapat direkontruksi suatu teori baru atau doktrin baru tentang negara
hukum. Penemuan teori atau doktrin baru tipoligi negara hukum yang berbasis prinsip-prinsip
good governance akan semakin dibutuhkan ketika membicarakan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik. Meskipun demikian, konstruksi tipologi Negara hukum nantinya merupakan suatu
pemikiran baru yang dapat mencerminkan realitas dan tuntutan baru untuk mereformasi
penyelenggaraan pemerintahan yang praktiknya buruk di Indonesia. Namun demikian, dalam
mewujudkan good governance keterlibatan tiga domain (pemerintah, swasta, masyarakat)
menjadi skala prioritas.
Tabel: 2
Tiga Komponen Good Governance
198Mardoasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 24.
199Ilham Rifai Hasan, op. cit. h. 106.
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Pola intraksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang sering disebut
dengan istilah kemitraan, semakin dituntut untuk lebih diimplementasikan diberbagai sektor.
Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukakan transpormasi dan reformasi disegala
bidang, maka bentuk kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat walaupun sudah mulai
dilakukan, namun belum atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut secara nyata
terlihat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,
pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan oleh swasta dan masyarakat,
penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, walaupun dalam rangka
pengelolaan bersama dan sarana publik.
Dewasa ini, banyak berkembang organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dan
pelayanan publik, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat Transparansi
Indonesia (MTI), Indonesia Corruption watch (ICW), Kontras, Walhi, YLKI, dan lain-lain. Dari
sini kemudian muncul pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penyelenggaraan
SEKTOR
SWASTA
PEMERIN
TAH
RAKYAT
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pemerintaha yang menyebabkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.atau yang
lebih dikenal dengan pergeseran paradigm dari pemerintah (government) menjadi
kepemerintahan sebagai wujud intraksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat
dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan
beraneka ragam.200 Khusus Kota Makassar, telah ada organisasi non pemerintah yang bertugas
melakukan pengawasan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good governance,
yaitu Komisi Ombudsman dan Lembaga Pemantau Independen (LPI).201
Dengan munculnya konsep good governance sebagai pendekatan baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan, maka perilaku para pejabat pemerintahan dipandu oleh nilai-
nilai. Etika administrasi negara berada di antara cabang etika profesi dan etika politik. Asumsi
yang dipakai, seorang pelaksana administrasi negara (apratur pemerintah) adalah orang yang
harus menerapkan ilmu-ilmu manajemen dan organisasi secara professional. Lebih dari itu,
mereka juga dituntut memliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah politik. Sehingga
dalam mengelola organisasi publik, seorang apratur pemerintah bukan sekedar berupaya agar
oraganisasi publik tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.202
Etika sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dan pola perilaku dari setiap individu.
Sehingga setiap individu memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai-nilai dan setiap negara
memiliki standar serta ketentuan etika yang berbeda satu sama lainnya. Promosi mengenai nilai-
nilai good governance, bukan hanya di negara-negara berkembang yang pemerintahannya dinilai
korup, tetapi juga di nerara-negara maju, baik di daratan Eropa maupun Amerika. Tingkat
200Sedarmayanti, op. cit. h. 14-15.
201Ombudsman adalah pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk menyelidiki keluhan  public terhadap
otoritas  pelayanan publik dan melaporkannya. Ombudsman kota Makassar bertugas menyelidiki  keluhan publik
dibidang pelayanan, sedangkan LPI bertugas menyelidiki keluhan publik dibidang administrasi. Kedua lembaga
tersebut dibentuk oleh pemerintah kota Makassar yang  bersifat independen dan pejabat yang ditunjuk bukan dari
unsur pemerintah kota Makassar.
202Komorotomo, Etika Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h. 103-104.
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kepatuhan terhadap kode etik atau nilai-nilai etika pemerintahan di berbagai Negara sangat
bervariasi. Semakin tinggi perbedaan antara kode etik yang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan dengan kenyataan praktek administrasi pemerintahan, semakin rendah
kualitas penyelenggraan administrasi pemerintahan di negara yang bersangkutan. Negara yang
mengalami kondisi demikian, harus melakukan berbagai upaya perbaikan atau reformasi, agar
pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mempertahankan
kredibilitasnya dalam pergaulan antar negara. Nilai-nilai good governance, menekankan
penyelenggraan pemerintahan negara harus merupakan keseimbangan intraksi dan keterlibatan
antara pemerintah, swasta dan masyarakat.203
Upaya untuk mewujudkan good governance membutuhkan komitmen yang kuat, tekad
untuk berubah menjadi lebih baik, sikap konsisten, dan waktu yang tidak singkat karena
diperlukan pembelajaran, pemahaman serta implementasi nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya
secara utuh oleh seluruh komponen bangsa termasuk oleh aparatur pemerintah dan masyarakat
luas. Disamping itu, perlu kesepakatan bersama serta sikap optimistic yang tinggi dari seluruh
komponen bangsa bahwa good governance dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa
dan Negara yang lebih baik, yakni transparansi, partisipasi, penegakan hokum, dan akuntabilitas.
Berbagai pihak mengembangkan dan melakukan elaborasi lebih lanjut dalam berbagai prinsip
turunan tata pemerintahan yang baik, serta melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok
organisasi, seperti prinsip wawasan ke depan, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme,
dan kompetensi, daya tanggap, keefisienan, dan keefektifan, desentralisasi, kemitraan dengan
dunia usaha dan masyarakat, komitmen pada lingkungan hidup, dan komitmen pada pasar yang
fair.204
203Desi Fernanda, Etika Organisasi Pemerintah (Cet. II; Jakarta: LAN, 2003), h. 30-33.
204Ilham Rifai Hasan, op. cit. h.35-36.
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Konsepsi good governance menghendaki agar dalam menghadapi kompleksitas
masyarakat yang ada, penyelengggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi
dan komposisi. Dalam hal ini, pemerintah diarahkan untuk melakukan pengendalian (steering)
dan kolaborasi mengingat dinamika masyarakat (pola intraksi saling mengendalikan diantara
berbagai faktor yang terlibat atau yang berkepentingan dalam suatu bidang tertentu). Sedangkan
kondisi keragaman masyarakat dapat diatasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang
menekankan pada pengaturan (regulation) dan integrasi atau keterpaduan. Berdasarkan hal
tersebut, maka definisi good governance dapat direalisasikan sebagai intervensi pelaku politik
dan sosial yang berorientasi hasil, dengan mengarahkannya untuk menciptaka pola intraksi yang
stabil agar dapat diprediksikan dalam suatu sistem sosial politik sesuai harapan dan tujuan
pemerintahan.
Harus diakui bahwa keberadaan struktur kekuasaan, metode dan instrument pemerintahan
tradisional konvensional dianggap gagal. Berbagai bentuk ruang lingkup kegiatan intaksi sosial
politik (pembangunan) yang baru telah muncul di tengah-tengah masyarakat, namun format
kelembagaan dan pola tindakan mediasi kepentingan yang berbeda, yang biasanya diperankan
oleh pemerintahan, pada kenyataannya masih belu mampu dipraktekkan oleh sebagaian besar
unsure pemerintahan, terutama di daerah. Padahala telah muncul berbagai isu baru yang sangat
strategis dan menjadi pusat perhatian seluruh peaku yang terlibat dalam intraksi sosial politik
(pembanunan), baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Disamping itu, ada kondisi subyektif yang harus mampu dipraktekkan oleh setiap pelaku
pembangunan yang terlibat dalam rangka pengembangan konsep good governance yakni saling
sikap mempercayai dan saling memahami, kesiapan untuk memikul tanggungjawab bersama, dan
mengakui derajat tertentu karena terlibat politik dank arena adanya dukungan sosial masyarakat.
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Kondisi subyektif yang diperlukan dalam rangka pengembangan konsep good governance
supaya dapat membuahkan tugas baru bagi penyelenggara pemerintahan, maka langkah-langkah
yang dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan pemberdayaan intraksi sosial politik (pembangunan) terutama yang bernilai peran
partisapatif. Hal ini berarti tanggungjawab untuk mengorganisasikan intraksi sosial politik
untuk mengatur dirinya sendiri.
2. Melakukan pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk, supaya
permasalahan dan tanggungjawab dan tindakan kolektif ditanggung bersama.
Dalam aktualisasi konsep good governance, peranan pemerintah perlu dibekali dengan
kemampuan dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai kelompok
kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam rangka sosial politik. Pemerintah harus
mampu mendelegasikan tanggung jawab makro sudut pandang administrasi, politis, ilmiah, dan
sosial mengenai pembangunan) terhadap berbagai unsur sosial. Dan pada saat bersamaan,
berusaha mendorong dan memberdayakannya untuk mengambil dan menerima tanggungjawab
tersebut.205
F. Prinsip-Prinsip Good Governance
Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif
dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-
ciri/karekteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good
governance dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas
205Ibid. h. 123-124
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dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar
tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.206
Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi governance dengan pola
pemerintahan yang konvensional terletak pada tuntutan yang demikian kuat agar peranan
pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya
masyarakat/non pemerintah semakin diperbesar dan semakin terbuka aksesnya. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu adanya model pendekatan baru yang mengarah
terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Yang ingin dicapai dalam pendekatan
tersebut adalah menjalankan proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, professional,
menjunjung tinggi supremasi hukum  dan hak asassi manusia, desentralistik, partisipatif,
transparan, berkeadilan, bersih dan akuntabel, serta berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi
pada peningkatan daya saing bangsa.
United Nations Depelopment Program (UNDP) menyatakan bahwa untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) perlu menerapkan prinsip penyelenggaraan
pemerintahan dengan mengacu sepuluh sembilan prinsip dasar, yaitu :
1. Partisipasi (Participation) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki
mapun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik
secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan seduai dengan kepentingan dan aspirasinya
masing-masing.
2. Aturan Hukum (Rule of Law) yaitu, kerangka peraturan hokum dan perundang-undangan
harus berkeadilan, diteggakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hokum tentang hak asasi
manusia.
206Mas Ahmad Daniri, Prinsip-Prinsip Good Governance, http://www. madani-ri.com. Diakses tanggal 09
Juni 2011.
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3. Transparansi (Transparancy) yaitu, transparansi harus dibangun dalam rangka kekebasan
aliran informasi.
4. Daya Tanggap (Resvonsiveness) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan
pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) yaitu, pemerintah yang baik akan
bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai
consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika
dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan
ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (Equity) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik
terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara
kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectivennes and Efficiency) yaitu, setiap proses kegiatan dan
kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan
melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (Accountability) yaitu, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor
publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada
public (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
9. Visi strategis (Strategic Vision) yaitu, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif
yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan.207
BAPPENAS, melalui Tim Pengembangan kebijakan nasional tata kepemerintahan yang baik
meyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan good governance perlu diperhatikan prinsip-prinsip
207Ilham Rifai Hasan, op. cit. h. 111-112.
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tata kepemerintahan yang baik dengan indikator minimal dan perangkat pendukung indikatornya
sebagai berikut:
1. Wawasan Kedepan (Visionary) yaitu, tata pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi
strategis). Semua kegiatan pemerintah diberbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan
misi yang jelas disertai strategis implementasi yang tepat sasaran.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum;
2. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;
3. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi;
b. Perangkat pendukung indikator:
1. Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hokum pada visi dan strategi;
2. Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif;
2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency) yaitu, tata pemerintahan
yang bersifat terbuka (transparan). Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila
masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi
tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan ditingkat
pusat maupun daerah.
a. Indikator minimal:
1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan
implementasi kebijakan publik;
2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan
tepat waktu;
b. Perangkat pendukung indikator:
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1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapat informasi;
2. Pusat/balai informasi;
3. Website (e-government, e-procurement, dsb)
4. Iklan layanan masyarakat;
5. Media cetak
6. Papan pengumuman;
3. Partisipasi masyarakat (Participation), yaitu, tata pemerintahan yang mendorong
masyarakat. Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau
pengambilan keputusan atas kebijakan public yang diperuntukkan bagimasyarakat;
a. Indikator minimal:
1. Adanya pemahaman penyelenggara Negara tentang proses/metode partisipatif;
2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama;
b. Perangkat pendukung indicator:
1. Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
2. Forum konsultasi dan temu public, termasuk forum stakeholder;
3. Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi
masyarakat;
4. Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam;
4. Tanggung gugat (Accountability) yaitu, tata pemerintahan yang
bertanggungjawab/bertanggung gugat (akuntabel). Instansi pemerintah dan para aparaturnya
harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukannya.
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a. Indikator Minimal:
1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan
kegiatan;
b. perangkat pendukung indicator:
1. Mekanisme pertanggungjawaban;
2. Laporan tahunan;
3. Laporan pertanggungjawaban;
4. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
5. Sistem pengawasan;
6. Mekanisme reward and punishment;
5. Supremasi Hukum (Rule of Law) yaitu, tata pemerintahan yang menjunjung supremasi
hukum. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran
HAM, peninkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta mengembangkan
budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang
terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya kepastian dan penegakan hokum;
2. Adanya penindakan setiap pelanggara hokum;
3. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);
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2. Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, kehakiman);
3. Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan mudah
diakses publik (ombudsman);
4. Sosialisasi mengenai kesadaran hukum;
6. Demokrasi (Democracy), yaitu tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada
konsensus. Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah dilakukan
melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-kepusan
yang diambil antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif harus didasarkan pada konsensus
agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar keputusan bersama.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi;
2. Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan
membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi setiap
anggota masyarakat untuk turut serta dalampengambilan keputusan kebijakan
publik;
7. Profesionalisme dan Kompetensi (Professionalism and Competency), yaitu tata
pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Wujud nyata dari prinsip
profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang
dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan
dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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a. Indikator Minimal:
1. Berkinerja tinggi;
2. Taat asas
3. Kreatif dan inovatif;
4. Memiliki kualifikasi di bidangnya;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Standar kompetensi yang sesuai denga fungsinya;
2. Kode etik profesi;
3. Sistem reward and punishment yang jelas;
4. Sistem pengembangan SDM;
5. Standar dan indikator kinerja;
8. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif).
Parata pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi
aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai yang dihadapi
masyarakat.
a. Indikator Minimal:
1. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh
masyarakat;
2. Adanya tindak lanjut cepat dari laporan pengaduan;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Standar pelayanan public;
2. Prosedur dan layanan pengaduan hotlin;
3. Fasilitas komunikasi dan informasi;
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9. Keefesienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness), yaitu tata pemerintahan yang
menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Pemerintah baik pusat
maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada,
melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali
struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan  fungsi yang lebih tepat, serta
selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya
lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
a. Indikator Minimal:
1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat
sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal;
2. Adanya perbaikan berkelanjutan;
3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Standard dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektifitas pelayanan;
2. Survei-survei kepuasan stakeholders;
10. Desentralisasi (Decentralization), yaitu tata pemerintahan yang terdesentralisasi.
Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat
mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk
mengelola pelayanan public dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan
jabatan.
b. Perangkat Pundukung Indikator:
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1. Struktur organisasi yang tepat dan jelas;
2. Job description (uraian tugas) yang jelas;
11. kemitraan dengan Dunia Usaha swasta dan Masyarakat (Private Sector and Civil Society
partnership), yaitu tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan
masyarakat yaitu pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat
dan sector swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerja sama atau kemitraan antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya
kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada
masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya pemahaman pemerintah tentang pola kemitraan;
2. adanya lingkungan kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk
berkarya;
3. terbentuknya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut
berperan dalam penyediaan pelayanan umum;
4. adanya pemberdayaan institusi ekonomi local/usaha mikro, kecil, dan menengah,
serta koperasi;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah, dunia
usaha, swasta, dan masyarakat;
2. Peraturan-peraturan yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu;
3. Program-program pemberdayaan;
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12. Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality), yaitu
tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan yaitu pengurangan
kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara
adil dan proporsional merupakan wujud nyata pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup
upaya menciptakan kesetaraan dalam hokum (equity of law) serta mereduksi berbagai perlakuan
diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan
bermasyarakat.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, affirmatif
action, dan sebagainya);
2. Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak
mampu;
3. Adanya kesetaraan dan keadilan gender;
4. Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal;
b. perangkat Pendukung Indikator;
1. Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang
mampu, dan kawasan tertinggal;
2. program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan
tertinggal;
13. Komitmen Pada Lingkungan (Commitment to Environmental Protection), yaitu tata
pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup bahwa daya dukung lingkungan
semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis
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mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten,
pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya
alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
a. Indikator Minimal:
1. Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan
perlindungan/konservasinya;
2. Penegakan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan;
b. perangkat Pendukung Indikator:
1. Peraturan dan kejikan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
2. Forum kegiatan peduli lingkungan;
3. Reward and funisment dalam pemanfaatan sumber daya dan perlindungan
lingkungan hidup;
14. komitmen Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market), yaitu tata pemerintahan yang
memliki komitmen pada pasar. Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan
pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan  sehingga membebani anggaran
belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar
baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.
a. Indikator Minimal:
1. Tidak ada monopoli;
2. Berkembangnya ekonomi masyarakat;
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3. Terjaminnya iklan kompetisi yang sehat;
b. Perangkat Pendukung Indikator:
1. Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklan kompetisi
yang sehat.208
Menindak lanjuti ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 merumuskan prinsip-prinsip good governance tentang
penyelenggraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai
berikut:
1. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Tertib penyelenggraan negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif,
akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggaraan negara.
6. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
208Lihat Agung Djojosoekarto, op. cit., h. 11-14. Bandingkan Pula dengan salamoen soeharyo dan Nasri
Effendy, op. cit. h. 11-18.
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7. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.209
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merumuskan bahwa dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik atau good governance, perlu menerapkan prinsip atau asas sebagai
acuan dalam menjalankan pemerintahan sebagai berikut:
1. Asas kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggraan Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu mengutamakan keteraturan, dana keseimbangan
dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umun yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggaraan negara.
6. Asas propesionalitas yaitu mengutakana keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
209Sedarmayanti, Good Governance dan Good Corporate Governance. Bagian Ketiga (Cet. I; Bandung:
Mandar Maju, 2007), h. 14-15.
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pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.210
Musyawarah konfrensi nasional kepemerintahan daerah yang baik, disepakati anggota:
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota seluruh
Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi
DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2001, merumuskan bahwa untuk mewujudkan
good governance, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip Partisipasi, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah,
meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk membangun daerah,
dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah
pembangunan.
2. Prinsip penegakan hukum, yaitu berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum,
meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma
di masyarakat (living law), dan adanya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak
hukum sebagai pembela kebenaran.
3. Prinsip transparansi, yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
daerah, dan berkurangnya pelanggaraan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Prinsip kesetaraan, yaitu berkurangnya kasus diskriminasi, meningkatnya kesetaraan gender,
dan meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender.
210Ibid. h. 14-15.
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5. Prinsip daya tanggap, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi
dalam pembangunan daerah, dan berkurangnya jumlah pengaduan.
6. Prinsip wawasan ke depan, yaitu adanya visi dan strategi yangjelas dan mapan dengan
kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan
strategi, dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
7. Prinsip akuntabilitas, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
daerah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan
dan kepentingan masyrakat, dan berkurangnya kasus KKN.
8. Prinsip pengawasan, yaitu meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan
(kebocoran, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa, dan
berkurangnya penyimpangan-penyimpangan.
9. Prinsip efisiensi dan efektivitas, yatu meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari
pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya
operasional pelayanan, prospek memperoleh standar ISO pelayanan, dan dilakukannya
swastanisasi pelayanan masyarakat.
10. Prinsip profesionelisme, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan
masyarakat, berkurangnya pengaduan masyarakat, berkurangnya KKN, prospek
mendapatkan ISO pelayanan, dan dilaksanakan “fit and proper test” terhadap PNS.211
Dari beberapa prinsip good governance yang telah disebutkan, maka berikut akan
dikemukakan tabel kunci manajemen pemerintahan yang baik dengan melihat indikator dan
perangkat kerjanya.
211Ibid. h. 16-19.
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Tabel 3:Indikator Manajemen Pemerintahan yang Baik
NO KUNCI GOOD
GOVERNANCE
INDIKATOR PERANGKAT
KERJA
1 KEPEMIMPINAN - Mempunyai wawasan ke depan
- Memiliki kemampuan
menggerakkan bawahan
- Mampu menciptaka misi dan
visi yang dapat mendorong
tercapainya kesejahteraan
rakyat
- Peraturan yang
memberikan kekuatan
hukum pada visi dan
misi
- Kebijakan pada
penciptakan dan strategi
tercapainya
kesejahteraan
2 KOORDINATOR - Mampu menciptakan kerjasama
dengan lembaga lain
- Kebijakan program
kerjasama  yang dapat
dilaksanakan
3 KOMPOTEN - Mempunyai kinerja tinggi
- Melaksanakan tugas dan fungsi
- Memiliki kereatifitas dan
kemauan inivasi
- Memiliki kualivikasi di
bidangnya
- Standar kompetensi yang
sesusai dengan fungsinya
- Sistem reward and
punisment (penghargaan
dan sanksi) yang jelas
- Sistem pengembangan
SDM
4 KOMITMEN - Adanya kesadaran dan
kemauan untuk melaksanakan
tugas secara baik, jujur, dan
disiplin
- Adanya kesadaran untuk
menjadi pelayan atau abdi
negara yang baik
- Peraturan yang
menjamin perlindungan
aparatur yang
menjalankan tugas secara
konsisten
- Penghargaan dan sanksi
dalam melaksanakan
tugas
5 KONSISTEN - Mempunyai sikap yang tegas
dan taat hukum dan jujur
- Mampu melaksanakan tugas
dan tanggungjawab yang baik
- Peraturan yang tegas
dalam menciptakan
hukum
- Pedoman pelaksanaan
tugas
6 KOMUNIKATOR - Mampu memnyampaikan
informasi yang benar
- Mampu meyakinkan dan bisa
dipercaya
- Pedoman penyampaina
informasi
- Media komunikasi
7 KEPERCAYAAN - Mempunyai sifat jujur
- Mampu membangun citra yang
baik
- Mmpu menjalankan tugas tanpa
KKN
- Pedoman pelaksanan
tugas
- Moral aparatur
8 KATALISATOR - Mampu menjadi agen
perubahan
- Mampu menciptakan
- Peraturan pelaksanaan
tugas
- Kemampuan aparatur
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paradigma baru yang
meningkatkan kesejahteraan
rakyat
dalam melaksanakan
tugas
9 KOOPERATIF - Mampu menciptakan kerjasama
dengan lembaga lain
- Mampu menciptakan kegiatan
multi sektor
- Peraturan/pedoman yang
dapat menciptakan
kerjsama multi sektor
10 KETERBUKAAN - Tersedianya informasi yang
benar dari setiap proses
penyusunan dan implementasi
kebijakan publik
- Adanya akses pada informasi
yang benar, akurat dan adil
- Peraturan perundangan
yang menjamin
implementasi kebijakan
yang baik
- Jaringan internet
11 KEEFEKTIFAN DAN
KEEFISIENAN
- Terlaksananya administrasi
penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran
dengan penggunaan sumber
yang optimal
- Adanya perbaikan yang
berkelanjutan
- Berkurangnya tumpang tindih
penyelenggaraan fungsi
organisasi kerja
- Standat dan indikator
kinerja pelaksanaan
tugas dan fungsi
- Standar dan indikator
kinerja untik menilai
efektif dan efisien
pelayanan
12 KEMITRAAN - Mampu menciptakan
pemahaman pola kemitraan
- Mampu menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi
masyarakat untuk berkarya dan
bermitra
- Mampu menciptakan
kesempatan bagi masyarakat
/dunia usaha mikro, kecil dan
menengah serta koperasi
- Peraturan-peraturan dan
pedoman yang
mendorong kemitraan,
pemerintah, dunia usaha
swasta
- Program pemberdayaan
13 KEAKUNTABILITAS - Pertanggungjawaban untuk
setiap pekerjaan terkait dengan
waktu, sasaran, tujuan, dan
pemanfaatan dana
- Kesesuaian dengan antara
pekerjaan dengan standar
pelaksanaan
- Peraturan atau prosedur/
mekanisme kerja
- Laporan
pertanggungjawaban
pekerjaan
- Sistem pemantauan
kinerja
14 KEPENAGAKAN
HUKUM
- Pemahaman terhadap peraturan
perundanagan
- Pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan peraturan
- Kesadaran dan kepatuhan kepada
peraturan dan tidak akan
melakukan penyimpangan
- Tersedianya peraturan
perundangan yang
mendukung
- Sosialisasi peraturan
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Peraturan Presiden Republik Indonesi No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2005 Bab 14 tentang Penciptaan Tata Pemerintahan yang
Bersih dan Beribawah. Mengemukakan bahwa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
bersih bebas dari KKN, maka pemerintah harus menjalankan prinsip sebagai acuan dalam
bernegara supaya dapat terwujud clean government dan good governance. Prinsip yang
dimaksud adalah:
1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi dan birokrasi, dan dimulai dari tataran pejabat
yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien,
transparan, professional, dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga
negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan
peraturan dan perundangan di atasnya.212 Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan,
maka prinsip-prinsip good governance harus diterapkan diseluruh sektor dengan
memperhatikan agenda kebijakan pemerintah untuk beberapa tahun mendatang yang perlu
disesuaikan dan diarahkan kepada:
1. Stabilitas monoter, khususnya kurs dollar AS (USD) hingga mencapai tingkat wajar, dan
stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang terjangkau.
2. Penangan dampak krisis monoter khususnya pengembangan proyek padat  karya untuk
mengatasi pengangguran, percukupan kebutuhan pangan bagi yang kekurangan.
3. Rekapitalisasi perusahaan kecil, menengah yang sebenarnya sehat dan produktif.
212Ibid. h. 21-22.
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4. Operasionalisasi langkah reformasi meliputi kebijaksanaan monoter, system perbankan,
kebijakan fiskal, anggaran serta penyelenggaraan hutang swasta dan restrukturisasi sektor
riel.
5. Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi khususnya untuk meningkatkan ketahanan
dan daya saing ekonomi.
Disamping itu, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan pembangunan aparatur negara
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam era reformasi
dewasa ini. Dalam TAP MPR Nomor VIII/MPR/1998 Bab III, keberhasilan pencapaian tujuan
reformasi mencakup:
1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan
stabilitas monoter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha
nasional.
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dlam seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk
mencapai stabilitas nasional.
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia
menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan social
budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.213
213Ibid. h. 8.
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G. Pilar-Pilar Good Governance
1. Negara (Pemerintah)
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata negara diartikan sebagai organisasi dalam
suatu wilayah yang mempunyai kekasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau
sekelompok sosial yang menduduiki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga
berhak menentukan tujuan nasionalnya.214 Keharusan adanya suatu negara adalah individu-
individu yang menetap di suatu tempat secara pasti atau biasa disebut dengan wilayah, tanpa
adanya wilayah tidak mungkin tumbuh suatu negara.215
Dalam beberapa literatur, beberapa sarjana telah mengemukakan pengertian negara dalam
bentuk batasan/definisi atau kriterianya saja. J.L Brierly misalnya membatasi negara sebagai
suatu lembaga (institution). Menurutnya, negara adalah suatu  wadah supaya manusia dapat
mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya.216 Henry C. Black
mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu
wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hokum yang melalui pemerintah mampu
menjalankan kedaulatannya secara merdeka dan mengawasi masyarakat serta harta bendanya
dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan
hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.217 Sri Soemantri
Martosoewignjo mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi masyarakat yang terdiri dari
manusia yang mempunyai beraneka ragam kepentingan dan berusaha mencapai tujuan, baik
214Lihat Tim Penyusun kamus, op. cit., h. 906.
215Lihat Mahmud Hilmi, Nidza>m al-Hukm | al-Isla>my> Muqa>ranah bi al-Nadza>m (Cet. IV; t.tp. Dar al-Huda,
1978), h. 15.
216Lihat J.L. Brierly, The Law of Nation Oxford: Clarendon Press, 5th.ed.,  1954, h. 118.
217Lihat Henry Campbell Black, Black,s Law Dictionary, St. Paul. Minn: west Publishing Comp., 5th.ed.,
1979, h. 1262.
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tujuan bersamanya maupun tujuan bagi diri masing-masing.218 Wirjono prodjodikoro
mengartikan negara sebagai suatu organisasi diantara kelompok atau beberapa kelompok
manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui
adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamtan sekelompok atau beberapa
kelompok manuisa.219
Perbedaan pandangan tentang negara juga dikemukakan oleh para pemikir. Aristoteles
misalnya (seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani kuno 384-322 SM) mengartikan
negara sebagai suatu kesatuan masyarakat, persekutuan dari pada keluarga dan desa/kampung
yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.220 Marsilius
(seorang pemikir negara dan hukum abad pertengahan, 1280-1317 M) mengartikan negara
sebagai suatu badan atau  organisasi yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan
tertinggi yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.221 Ibnu Chaldun (seorang
pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, 1332-1406 M) mengartikan negara sebagai
masyarakat yang mempunyai wazi’ dan mulk (kewibawaan dan kekuasaan).222 Jean Bodin
(seorang pemikir negara dan hukum zaman renaissance, 1530-1596 M) mengartikan negara
sebagai persukuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya (miliknya) yang
dipimpin oleh akal dari suatu kuasa (seorang penguasa yang berdaulat).223 H.J. Laski (seorang
pemikir negara dan hukum zaman berkembangnnya teori kekuatan, abad ke 19) mengartikan
negara sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenan yang bersifat
218Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan antar Hukum Tatanegara (Cet. II;
Jakarta: Rajawali, 1984), h. 15.
219Lihat Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Dina Rakyat,
1989), h. 2.
220Lihat Rosikin Daman, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: Raja Garafindo Persada,
1993), h. 3.
221Ibid. h. 4.
222Ibid.
223Ibid.
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memaksa dan secara sah lebih agung dari pada invidu atau kelompok yang merupakan bagian
dari masyarakat.224
Para sarjana terkenal pada abad ke-20 memberikan definisi yang berbeda tentang negara.
Logemen misalnya mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang
bertujuan untuk kekuasaannya mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.225 Bellefroid
mengartikan negara sebagai suatu masyarakat hukum yang secara kekal menempati suatu daerah
tertentu dan diperlengkapi dan diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurs
kepentingan umum.226 Macwer mengartikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggrakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan
memaksa.227 Woodrow Wilson mengartikan negara sebagai masyarakat yang diorganisir untuk
hukum di dalam suatu wilayah tertentu.228
Dengan memperthatikan definisi-definisi tersebut, maka pemikiran tentang negara
dikalangan para pemikir dan sarjana ilmu-ilmu kenegaraan sejak beberapa abad sebelum masehi
sampai sekarang menunujukkan adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan
pada perbedaan titik sudut pandang (focus of interes), perbedaan lingkungan yang ditempati, dan
perbedaan situasi zaman dan keadaan yang dialamimya. Dengan perbedaan tersebut, maka
semakin menambah cakrawala pemikiran  tentang negar, karena saling melengkapi dan saling
menyempurnakan pengertian tentang negara serta pandangan terhadap negara menjadi bersifat
dinamis.
224Ibid.
225Ibid.
226Ibid. h. 5.
227Ibid.
228Ibid.
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Namun demikian, negara tidak akan berdiri tanpa adanya tiga unsur yang melekat dan
saling berkaitan, yaitu (1) ada rakyat, (2) ada wilayah), (3) dan ada pemerintahan. Yang
dimaksud dengan rakyat adalah penduduk suatu negara, yaitu semua orang yang pada suatu
waktu bertempat tinggal dalam wilayah negara tertentu.229 Atau semua orang yang berada
diwilayahnya dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut.230 Adapun yang dimaksud dengan
wilayah adalah daerah territorial  tertentu sebagai tempat penduduk suatu Negara, dalam hal ini
kekuasaan negara berlaku atas penduduk yang bertempat tinggal di dalam daerah territorial
tersebut.231 dan wilayah dari suatu negara dapat dibagi atas wilayah darat, wilayah laut, dan
wilayah udara.232 Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah pemerintah dari suatu
negara tertentu yang menjalankan kekuasaan negara.233 Mahfud MD menilai bahwa pemerintah
adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai
tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah seringkali menjadi personifikasi negara.234
Pengertian pemerintah dapat dibedakan antara pemerintah sebagai organ (alat, tool)
negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintah sebagai fungsi dari pemerintah.
Pemerintah dapat pengertian pertama sebagai organ negara dapat pula dibedakan antara
pemerintah dalam arti luas (makro) dan pemerintah dalam arti sempit (mikro).235 Dari segi
praktis, pemerintah sama dengan negara, sebab pemerintah adalah manifestasi konkrit dari pada
negara yang sifatnya abstrak. Apabila negara melakukan tindakan, maka pemerintahlah yang
tampil ke muka melakukan atas nama negara, pemerintah dapat menyuarakan dan menyatakan
229Ibid. h. 11.
230C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 20
231Ibid. h. 15.
232Ibid. h. 18.
233Lihat Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemeikiran (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), h. 225.
234Lihat Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001),
h. 66.
235A.W. widjaja, Etika Pemerintahan (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 33.
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kehendak negara melalui organ-organ negara (badan-badan pemerintah) dan petugas-petugas
pemerintah.236 Menyamakan negara dengan pemerintah tidaklah dibenarkan sepenuhnya, sebab
secara teoritis jelas ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu dapat dilihat dari tiga segi.
Pertama, negara merupakan kesatuan politik yang terdiri dari tiga unsur konstitutif, dan salah
satunya adalah pemerintah. Jadi pemerintah hanya salah satu unsur dari negara dan salah satu
bagian dari negara. Kedua, negara merupakan suatu yang abstrak, sedang pemerintah lebih
konkrit, yaitu mengkonkritkan aspek organisasi negara dan aspek kekuasaan negara.ketiga,
negara dapat dikatakan lebih bersifat permanen, tetap dan kekal, sedang pemerintah bersifat
temporer, berubah-ubah baik bentuk maupun sistemnya serta dapat silih berganti.237
Pemerintah dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai good governance jika
menjalankan fungsi dari pemerintahan yakni bekerjanya struktur-struktur dan proses dari
pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah serta dapat memenuhi kepentingan dan
kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kepemimpinan pemerintahan adalah suatu cara atau
metode yang digunakan oleh penguasa baik di pusat maupun di daerah dalam bersikap supaya
menjalankan serta mengendalikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai
dengan harapan dan tuntutan yang diperintah dengan anggapan memberikan sebuah kekuasaan
pada yang berhak menjalankannya.
2. Dunia Usaha (Swasta)
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan belum berjalan secara amanah, oleh karena
itu, sangat penting keikutsertaan sektor swasta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek
bisnis beretika berkelanjutan, termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
berkait dengan sektor swata dan berdampak luas bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal itu,
236Rosikin Daman, op. cit. h. 22.
237Ibid.
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maka perlu dibentuk sebuah instrument yang efektif untuk membantu dunia usaha menjalankan
bisnis dalam rangka mewujudkan praktek sektor usaha beretika berkelanjutan.238
Pada sektor pelaku ekonomi, baik milik negara maupun swasta menunjukkan kinerja
yang rendah, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang optimal, baik untuk
kepentingan para pemilik, stakeholder, karyawan, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.
Para pelaku ekonomi swasta pada umumnya menunjukkan kesalahan manajeman, sehingga tidak
memiliki keunggulan atau daya saing yang kuat di pasar internasoinal, bahkan kondisi internal
perusahaan masuk dalam kualifikasi tidak sehat. Pelaku ekonomi milik negara, sudah merupakan
rahasia umum bahwa sebagian besar kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jauh yang
diharapkan masyarakat, dalam arti kontribusi BUMN terhadap negara untuk kepentingan
masyarakat masih belum memadai, padahal dengan aset di atas 900 triliun yang terbesar
diberbagai sektor usaha, potensinya cukup besar.239
Berdasarkan kondisi tersebut, maka salah satu strategi dalam mencari solusi adalah
memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta melalui
implementasi good corporate governance.240
Selain perkembangan industri pasar modal, perkembangan korporasi modern juga melatar
belakangi mengapa corporate governance menjadi keharusan. Korporasi moren berkembang
menjadi kelompok korporasi (konglomerasi) dengan skala dan kompleksitas tinggi. Para
pembuat kebijakan masa lalu tidak membayangkan bahwa sebuah entitas korporasi dapat
memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan perniagaan dengan anak perusahaan.
238Ombudsman Kota Makassar, op. cit. h. 83.
239Sedarmayanti, op. cit. h. 50.
240Istilah corporate adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti  badan hokum. Artinya yang diinginkan
dari nilai-nilai corporate adalah mewujudkan dunia usaha baik swasta maupun Negara dengan berdasarkan prinsip
keadilan dan berpihak kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan good corpotate governance yang mengarah
pada good governance. Dan istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada
tahun 1992. Menurtunya bahwa corporate governance adalah suatu system yang berfungsi untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi.
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Berbagai negara termasuk Indonesia dalah muncul istilah privatisasi (penjualan saham
perusahaan publik milik pemerintah atau BUMN menjadi korporasi swasta yang menguntungkan
melalui listingdi pasar modal). Istilah korporasi lainnya adalah meningkatnya tututan checks and
balances di tingkat dewan, yakni pengawasan dan keseimbangan antara dewan komisaris,
komosaris dan auditor, masalah nominasi da kompensasi yang diterima dewan. Dengan
perkembangan isu corporate governance yang tadinya hanya bersifat marginal, berkembang
menjadi isu sentral. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang tentang
corporate governance.241
Dalam kaitan tumbuhnya kesadarn dan pentingnya corporate governance, maka
dikembangkan prinsip good corpotrate governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai
dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud
adalah, yaitu:
1. Fairness (kewajaran)
Prinsip ini memberlakukan secara sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang
saham monoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang penting serta
melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
2. Disclosure dan Tranparency (Transparansi)
Prinsip harus diberikan informasi terhadap pemegang saham secara benar dan tepat waktu
dan dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas
perusahaan serta memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan
tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kenerja perusahaan,
kepemilikan, serta pemegang kepentingan.
3. Masyarakat (Civil Society)
241Sedarmayanti, op. cit. h. 51-52.
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Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung
jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Peran serta
masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati
norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang
teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam
bentuk :
1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan
penyelenggara negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
5. Hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang
penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. Pada dasarnya  masyarakat
mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, namun hak
tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang memberikan batasan untuk masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiaannya.242
Posisi negara apabila dihubungkan dengan masyarakat, maka berdasarkan criteria
kemandirian negara, terdapat tiga kelompok teori tentang negara :
242Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 109-110.
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Pertama; teori negara sebagai alat (teori instrumental). Menurut teori ini, negara adalah
alat kekuatan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum Pluralis dan Marxis Klasik.
Kaum Pluralis berpendapat bahwa kebijakan negara hanya merupakan hasil interaksi kekuatan-
kekuatan di dalam masyarakat, sedangkan kaum Marxis Klasik memandang negara sekedar alat
bagi kelas yang dominan.
Kedua; teori struktural tentang Negara. Negara dipandang memiliki kemandirian tetapi
sifatnya relative. Sebab, kemandirian itu lahir dari konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada,
sehingga terjadi perubahan struktural bukan negara itu sendiri yang membentuknya.
Ketiga; teori negara sebagai kekuatan mandiri. negara sebagai subyek yang mempunyai
kepentingan sendiri, yang berbeda dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Teori ini
dikemukakan oleh Alfred Stepan dengan nama teori “organis statis”. Menurutnya negara organis
berangkat dari prinsip-prinsip dasar dan strategi praksisnya dalam proses-proses politik. Organis
berarti totalitas suatu sistem lebih diutamakan daripada komponen-komponen yang merupakan
bagiannya. Sedangkan statis berarti tidak diam atau negara yang aktif dan kuat. Dengan
demikian, dalam negara organis peranan negara sangat kuat. negara memiliki kemauan dan
kepentingan sendiri dan melakukan intervensi ke dalam kehidupan masyarakat. Kemauan dan
kepentingan negara itu diabadikan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat itu sendiri.243
Istilah masyarakat, terkadang diartikan dengan civil society. Mula-mula dikembangkan
oleh Cicero (106-43 S.M) seorang Orator dan Pujangga Roma yang hidup pada abad pertama
sebelum Kristus. Menurutnya, civil society disebut sebagai masyarakat politik (political society)
yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup.danya hokum yang mengatur
pergaulan antar individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Pengertian ini
243Abdul Azis Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
h. 46-47.
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erat kaitannya dengan bangsa atau warga Romawi yang hidup di kota-kota yang memiliki kode
hokum (iuscivile) yang merupakan cirri dari masyarakat atau komunitas politik yang beradab
(civilized political community) berhadapan dengan warga di lura Romawi yang dianggap belum
beradab. Konsep Cicero tersebut, mencakup kondisi individu maupun masyarakat secara
keseluruhan yang telah memiliki budaya hidup kota yang menganut norma-norma kesopanan
tertentu.244
Civil society adalah sebuah gagasan dan produk pengalaman sejarah masyarakat Barat.
Sepanjang sejarah, civil society mengalami berbagai  model pemaknaan sejalan dengan
keragaman dan dinamika pemikran serta keragaman dan dinamika konteks kesejarahan tempat
pemikran itu diterapkan. Dalam sejumlah literature, minimal terdapat lima model pemaknaan
civil society, yaitu :
Pertama; civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan state.
Pemahaman ini dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero (106-43
SM), Thomas Hubbes (1588-1679 M), dan John Locke (1632-1704 M). Aristoteles tidak
memakai istilah civil society tetapi koinenie politike, yakni sebuah komunitas politik tempat
warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Cicero menamakannya dengan
societas civilis yaitu sebuah komunitas yang memdominasi sebuah komunitas lain. Sedangkan
Thomas Hubb dan JohnLocke memahaminya sebgai tahapan lebih lanjut dari evolusi natural
society, sehingga civil society sama dengan negara.
Keberadaan civil society bagi Hubbes, dimaksudkan untuk meredam konflik dalam
masyarakat sehingga masyarakat tidak jatuh dalam chaos. Menurut Hubbes, civil society harus
memiliki kekuasaan absolute agar mampu sepenuhnya mengontrol pola-pola intraksi warga
244M. Dawam Raharjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial (Cet. I;
Jakarta: LP3ES, 1999), h. 137.
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Negara. Sedangkan Locke menilai bahwa, civil society ditujukan untuk melindungi kebebasan
dan hak milik warga negara. Menurutnya, civil society tidak boleh absolut, ia harus membatasi
perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan member ruang yang wajar bagi
warga negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.
Kedua; pada paruh kedua abad ke-18, Adam Ferguson (1767 M) memberikan tekanan
lain terhadap makna civil society. Menurutnya civil society sebagai visi etis dalam kehidupan
bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang bercirikan solidaritas social  dan
terilhami oleh sentiment moral serta sikap saling menyanyagi antara warga secara alamiah. Civil
society lebih dipahami sebagai kebalikan masyarakat primitif atau masyarakat Barbar.
Ketiga; Thomas Paine (1792 M) memaknai civil society dalam posisi diametral dengan
negara, bahkan civil society dinilai sebagai antithesis negara. Negara harus dibatasi sampai
sekecil-kecilnya karena keberadaannya hanya keniscayaan buruk (necessary evil). Civil society
harus lebih kuat dan mengontrol negara demi keperluannya.
Keempat; George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831 M). Menurutnya, struktur sosial
terbagi atas tiga yaitu keluarga, civil society, dan negara. Keluarga adalah ruang sosialisasi
pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Civil society merupakan
tempat berlangsungnya konflik  pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok, terutama
kepentingan ekonomi. Ia bukan wilayah praksis politik. Praksis politik hanya monopoli Negara.
Sedangkan negara adalah presentasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik
warganya dan berhak penuh untuk intervensi ke dalam civil society. Dengan demikian, civil
society merupakan entitas yang cendrung melumpuhkan diri sendiri (a self crippling entity) dan
karenanya memerlukan santunan negara lewat kontrol hukum, administrasi dan politik.
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Hegel menilai bahwa Intervensi negara dalam wilayah masyarakat bukanlah tindakan
illegitimate. Karena negara adalah pemilik ide universal dan hanya pada dataran negara politik
bisa berlangsung murnih serta utuh. Hegel mengajukan dua kondisi yang mengabsahkan
intervensi negara dalam masyarakat. Pertama, apabila terjadi situasi ketidakadilan dan
ketidaksederajatan dalam masyarakat. Kedua, apabila terjadi ancaman terhadap kepentingan
universal masyarakat.
K.H. Ilting menilai bahwa dalam rekontruksi dealektika Hegel, keluarga dan civil society
merupakan hasil derivasi dari negara. Oleh karena itu, apabila dua entitas tersebut sangat
bergantung kepada negara. Selain itu, tujuan aktivitas negara dan masyarakat sangat berbeda.
Aktivitas negara bertujuan memenuhi kepentingan umum, sedangkan aktivitas masyarakat
bertujuan memuaskan kepentingan individu dan kelompok. Pandangan Hegel tentang civil
society sangat kuat berhubungan dengan fenomena masyarakat Borjuis Erofa (burgerliches
gesellschaft) yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan melepaskan diri dari dominasi
negara.
Pandangan civil society yang pesimis juga dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883).
Marx memahami civil society sebagai masyarakat borjuis dalam hubungan produksi kapitalis,
keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Oleh karena itu,
harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Jika Marx menempatkan civil
society sebagai sebagai basis material, maka Gramsci menempatkan pada superstruktur
berdampingan dengan negara yang disebutnya sebagai political society. Civil society adalah
tempat perebutan poisisi hegemoni di luar kekuatan negara. Di dalamnya, aparat hegemoni
mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat. Proses ini
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memungkinkan munculnya kontra-hegemoni dari luar kekuatan Negara sehingga Negara terserap
dalam civil society dan terbentuk masyarakat teratur (regulated society).
Kelima; sebagai reaksi atas model Hegelian, Alexis ‘De Tocqueville, berdasarkan
pengalaman demokrasi di Amerika, mengembangkan teori civil society yang dimaknai sebagai
entitas penyeimbang kekuatan negara. Di Amerika pada awal terbentunya, demokrasi dijalankan
lewat civil society dengan pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gereja dan
asosiasi professional yang cendrung membuat keputusan pada tingkat lokal dan menghindari
intervensi Negara.
Civil society tidak apriori subordinatif terhadap negara sebagaimana konsep Hegelian,
tetapi bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu
menjadi kekuatan pengimbang (balancing force) untuk menahan kecendrungan intervensionis
Negara, bahkan menjadi sumber legitimasi Negara, dan pada saat yang sama mampu melahirkan
kekuatan kritis reflektif (reflektif force) untuk mengurangi derajat konflik dalam masyarakat
sebagai akibat proses formasi sosial modern. civil society tidak hanya berorientasi kepada
kepentingan sendiri, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan publik.
Model Gramsci dan Tocqueville merupakan inspirasi gerakan pro-demokrasi di Erofa
Timur dan Tengah pada akhir dasawarsa Tahun 1980 M, bukan dari konsepsii Hegel yang
bersifat pesimis. Pengalam Erofa Timur dan Tengah membuktikan bahwa dominasi negara atas
masyarakat mampu melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Gagasan membangun civil society
menjadi landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkraman negara yang secara
sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian mereka.
Secara institusional, civil society merupakan wujud dari asosiasi yang dibuat oleh
masyarakat di luar pengaruh negara. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial
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dan keagamaan, paguyuban, partai politik, hingga organisasi yang awalnya dibentuk negara,
namun berfungsi sebagai pelayan masyarakat, seperti komnas HAM di Indonesia. Asosiasi
tersebut tidak otonom ketika berhadapan denagan negara. Kondisi civil society harus dipahami
sebagai proses yang bisa mengalami pasang-surut dalam perjalanan sejarahnya.245
Keberadaan civil society didasarkan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang sering terjadi eksploitasi antara seseorang dengan orang lain, terjadi dominasi
negara atas kelompok masyarakat atau individu, adanya ketergantungan, penindasan dan
kebebasan yang terbelenggu, serta tindakan kesewenang-wenangan. Kehidupan masyarakat
seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sehingga melahirkan konsep civil society.
Dalam civil society, warga negara bekerja sama  dengan membangun ikatan social,
jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat swata (non negara) untuk mengejar
kebaikan bersama (public good). Oleh karena itu, tekanan sentral civil society terletak pada
independensinya berhadapan dengan kekuasaan Negara. Dari sinilah civil society dipahami
sebagai akar gagasan demokrasi. Hubungan civil society dengan demokrasi bagaikan dua sisi
dari mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Hanya dalam civil society yang kuat demokrasi
bisa ditegakkan dengan baik, dan hanya dalam situasi demokrasi civil society dapat berkembang
secara wajar.246
Bangsa Indonesia dalam menghadapi implikasi kehidupan proses proses reformasi
diberbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang politik dan penegakan supremasi hokum,
dituntut melahirkan tatanam kehidupan yang lebih demokratis, transparan, penghormatan dan
penegakan hak-hak asasi manusia, perbaikan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat,
supaya dapat dirsakan pengaruhnya dalam tatanam kehidupan masyarakat Indoneisa.
245Asrori S. Karni, Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi (Cet. I; Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1999), 21-31.
246Ibid. h. 32.
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Wacana untuk melahikan civill society di Indonesia mulai bergulir sejak tahun 1990 M.
Di kalangan publik, istilah civil society diterjemahkan dalam berbagai kosa kata, diantaranya
masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat warga, atau masyarakat kewargaan, tetapi ada
juga yang tetap menyebutnya civil society tanpa berusaha menerjemahkannya lagi. Semuanya
mempunyai definisi dan karakter masing-masing sesuai yang member label. Di Barat, wacana
civil society juga mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dapat
dipahami bahwa wacana civil society pun beragam sehingga pengertian civil society
memungkinkan multi interpretasi.247
Untuk mendeskripsikan fenomena civil society di Indonesia secara konprehensif, maka
perlu melakukan kegiatan yang luas sifatnya. Namun untuk memahami secara sederhana
fenomena ini dapat ditelusuri melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada awal
reformasi, civil society ditandai dengan menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terdapat beberapa departemen memiliki kebijakan
untuk mengikutkan LSM dalam proses pembangunan, misalnya departemen pemukiman dan
prasana wilayah yang dipimpin oleh seorang penggiat LSM. Kegiatan tersebut memotivasi
banyak orang untuk mendirikan dan menjadi penggiat LSM, mulai dari pusat sampai daerah.248
Istilah civil society terkadang disamakan dengan masyarakat madani. Kedua konsep ini
secara tekstual dan kontekstual dapat dikemukakan beberapa persamaan, antara lain: bahwa dari
segi konsep dasar civil society dan masyarakat madani menghendaki hubungan yang harmonis
antara tiga komponen utama dalam suatu komunitas  manusia, baik hubungan secara individu
kelompok masyarakat dan negara. Tidak ada diskriminasi, intimidasi, dan kesewenang-
wenangan dengan unsur lain, tidak ada perbedaan dari segi agama, etnis, ras, ataupun sekat-sekat
247A. Qadri A. Azizy, Jejak-Jejak Islam Politik : Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia (Cet. I; Jakarta:
Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), h. 183.
248Damsar, Pengantar Sosiologi Politik ( Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 128-129.
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lain. Sebaliknya yang ditonjolkan adalah kesejajaran, kesetaraan, kemitraan, dan persamaan,
tidak ada dominasi mayoritas atau tirani minoritas, tidak ada superior dan inferior, tetapi tetap
ada pengakuan atas mayoritas sepanjang tidak ada diskriminasi minoritas dengan tetap
mendahulukan yang kualitas dari pada kuantitas, hak-hak individu diakui dalam hubungan
dengan kelompok masyarakat dan negara.249 Persamaan lain dapat dikemukakan pada upaya
mengedepankan keadilan, keterbukaan, demokratisasi. Dari segi waktu, kedua konsep ini dapat
diterapkan kapanpun juga sepanjnag masyarakat bersedia menerima dan negara secara sukarela
mengakomodir seluruh konsep-konsep dasar civil society dan masyarakat madani.250
Selain persamaan konsep civil society dengan masyarakat madani, dapat pula
dikemukakan perbedaannya, antara lain: dari segi sumber naskah dan keasliannya, civil society
bersumber dari pikiran manusia biasa dengan tahapan perkembangannya setelah mempelajari
perkembangan kehidupan individu, masyarakat dan negara, sehingga tidak ada bukti tertulis
sebagai pedoman dasar satu-satunya. Sedangkan konsep masyarakat madani bersumber dari
hadis Nabi saw, manusia pilihan yang penetapannya dipandu oleh wahyu, khususnya ayat-ayat
Alquran sehingga melahirkan naskah piagam madinah yang oleh beberapa orientalis mengakui
bahwa piagam madinah adalah dokumen yang secara umum diakui autentik.251
Antara civil society dengan masyarakat madani terdapat kelemahan, antara lain bahwa
pembentukan civil society di Barat tidak memiliki pedoman yang menjadi acuan dalam
bermasyarakat dan bernegara, dan yang menjadi istimewa dari konsep masyarakat madani adalah
piagam madinah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat dan negara bagi yang ingin
menegakkannya. Keistimewaan lain yang dapat ditemukan dalam konsep masyarakat madani
249Adi Suryadi Culla, masyarakat madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita
Revormasi (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1999), h. 3-4.
250Hendro Prasetyo, dkk, Islam dan civil society, Pandangan Muslim Indonesia (Cet. I; Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 1.
251Ahmad Sukardja, Piagama Madinah dan UUD 1945 (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 35.
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adalah pembentukannya yang berdasar atas wahyu Allah swt dan sabda Rasulullah saw yang
ditetapkan pada awal berdirinya negara justru menjadi kelemahan pada civil society karena
berdasarkan perkembangan akal pikiran manusia dan ditetapkan buka sejak awal tetapi
ditetapkan berdasarkan perkembangan pikiran manusia.
Istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri
Malaysia Anwar Ibrahim dalam festival Istiqlal  tahun 1995 M. Menurutnya, agama adalah
sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Dengan demikian,
maka civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani yang mengandung tiga hal, yakni
agama, peradaban, dan perkotaan. Dalam arkeologi, terjemahan masyarakat madani untuk civil
society adalah kebetulan dan tepat. Dalam perspektif Islam, masyarakat madani lebih mengacu
kepada penciptaan peradaban. Kata al-di>n yang diterjemahkan dengan agama berkaitan dengan
al-tamaddun atau peradaban keduanya menyatu ke dalam pengertian al-Madi>nah (mufrad) atau
al-Mada>in (jamak) artinya kota.252
Masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan umum,
yang disebut al-khae>r. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk
persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang yamg memiliki visi dan
pedoman prilaku. Dasar utama masyarakat madani adalah persatuan atau integritas sosial yang
didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang
menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Atas dasar itulah, manusia
diperintahkan membentuk perhimpunan-perhimpunan yang mempunyai cita-cita menciptakan
kebijakan umum (al-khae>r).253
252Dawam raharjo, op. cit. h. 145
253Ibid. h. 152
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Inti dari konstitusi Madinah sekaligus kontrak sosial  dan perjanjian kemasyarakat, yaitu;
pertama, pengakuan bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial yang disebut al-ummah.
Kedua, mereka tunduk dan berorientasi pada nilai-nilai luhur (virtue) yang disebut al-khae>r atau
kebijakan. Nilai-nilai itu adalah persatuan, keadilan, perdamaian, kesamaan, dan kebebasan.
Ketiga, mekanisme untuk menegakkan yang baik (al-ma’ru>f) dan mencegah yang buruk (al-
munk}ar). Beberapa kebaikan yang ditegakkan itu adalah perlindungan terhadap negara, terhadap
harta dan jiwa, kebebasan beragama, keamanan, kepastian hokum, dan musyawarah. Sedangkan
kejelakan yang perlu dicegah adalah kekacauan, kezaliman, pengrusakan, pertikaian, dan agresi
dari luar. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa selain segala masalah harus diselesaikan
melalui proses musyawarah, namun jika terjadi pertikaian antara kabilah yang tidak dapat
diselesaiakn, maka instansi terakhir harus diserahkan kepada kebijaksanaan Muhammad saw.
Pengakuan terhadap otoritas Muhammad saw, tidak saja berasal dari kaum Muslimin, tetapi juga
dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang Non-Muslim lainnya.254
H. Kerangka Teori
Kerangka teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan
rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif dalam rangka
menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi baru yang memudahkan penulis
merumuskan hipotesisi penilitannya. Oleh karena itu, secara ringkas kerangka teori yang
dipakai dapat ditempuh dengan cara, mengkaji teori-teori ilmiah yang dipakai dalam
menganalisa persoalan. kemudian mengaitkan pembahasan yang relevan, dan menyusun
kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis
254Ibid. h. 153-154
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yang tercantum dalam teori ilmiah, serta penilitian yang relevan tersebut dapat
dinyatakan sebagai perbandingan, kemudian melakukan perumusan hipotesis.255
Pada dasarnya good governance di Kota Makassar, secara teoritis
menjelaskan eksistensinya, demikian pula apabila dikaitkan dengan hukum Islam,
maka akan jelas perbandingannya.
Dalam kapasitasnya sebagai kajian hukum Islam dalam mewujudkan good
governance, akan menjadi istimewa apabila menunjuk obyek penelitian. Kota
Makassar, merupakan daerah yang sangat strategis untuk dijadikan obyek penelitian,
karena Makassar penuh dengan persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan
pemerintahan.
Berkenaan dengan itu, maka tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan good
governance di kota Makassar akan menjadi satu kesatuan dalam pembahasan
disertasi ini sehingga melahirkan pemerintahan yang baik sesuai dengan cita-cita
Islam.
Kerangka teoritis adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses
berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposi-proposi
baru yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya.
Secara ringkas, kerangka teoritis mencakup langkah-langkah:
1. Pengkajian teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis.
2. Pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan.
3. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan
mempergunakan premis-permis yang tercantum dalam teori-teori ilmiah dan
255Lihat A. Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah,
Sekerepsi, Tesis, dan Disertasi (Makassar: IAIN Alauddin, 2009),  h. 11.
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penelitian-penelitian yang relevan tersebut dengan menyatakan secara tersurat
postulat, asumsi, dan prinsiup-prinsip yang dipergunakan.
4. Perumusan hipotesis. Urgensi kerangka teoritis yang paling utama adalah
memepermudah perumusan hipotesis. Selain itu, kerangka teoritis juga berguna
untuk mempertegas jenis hubungan yang terjadi antar variabel serta untuk
menggambarkan bagaimana proses pengorganisasian dan analisis data yang
dilakukan. Dengan adanya kerangka teoritis, akan semakin jelas bagi peneliti tahap-
tahap pengolahan dan analisis data, penentuan variable-variabel bebas dan terikat,
dan penentuan antar hubungan antar variabel.256
256Ibid. h. 12.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Jenis Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor pemerintahan Kota Makassar, dengan pertimbangan
bahwa pemerintahan Kota Makassar dapat menjadi barometer dalam mewujudkan good
governance pada semua pemerintahan daerah bahkan pada setiap unit kerja. Alasan lain yang
mendasari karena posisi Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tentu
menjadi acuan pusat pemerintahan yang ada di Sulawesi Selatan dalam mewujudkan good
governance.
Alasan penentuan lokasi penelitian ini juga mengacu atas pendapat Spradley yang
mengatakan bahwa apabila ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, maka dalam
memilih dan menentukan lokasi penelitian harslah mempertimbangkan beberapa aspek sebagai
berikut: (a) sederhana; (b) mudah memasukinya; (c) tidak kentara dalam melakukan penelitian;
(d) mudah memperoleh izin; (e) kegiatannya terjadi berulang-ulang.1
Karena penelitian ini mengenai masalah good governance di Kota Makassar, maka lokasi
penelitiannya adalah pada kantor pemerintahan Kota Makassar dan beberapa satuan perangkat
kerja daerah (SKPD) yang ada dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Di samping itu,
penulis juga jadikan instansi lain sebagai obyek penelitian yang ada kaitannya masalah
penelitian, seperti DPRD Kota Makassar yang mempunyai keterkaitan dengan pemerintah Kota
Makassar dan selalu sejalan dalam menjalankan pemerintahan.
1James P. Spradley, Participation Observation ( New York: Holt, Rinehart and Winston, 1990), h. 46.
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2. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian
deskriptif.2 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.3 Karena permasalahan yang
diteliti bersifat fenomenologis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan atau
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti.
Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan secara
sistematis dan analitik tentang sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu
antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam hal penelitian ini yaitu good
governance di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam. Data yang dikumpulkan dijadikan
dasar untuk menggali kriteria good governance di Kota Makassar. Penelitian ini sama dengan
yang dikemukakan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah: (a) latar alamiah; (b)
manusia sebagai alat atau instrumen; (c) analisis data secara induktif; (d) teori dasar (grounded
theory); dan deskriptif.4
Keberadaan peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian ini sangat menentukan
berhasil tidaknya seseorang dalam melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, terlebih
2Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala, ataua kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau
frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejalah dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian deskriptif
dapat menggunakan data kualitatif dan dapat pula menggunakan data kuantitatif. Dalam menggunakan data
kuantitatif, yang dikumpulkan adalah frekuensi dan penyebaran suatu gejala  adanya hubungan antara gejala dengan
faktor-faktor lain yang ada dalam masyarakat. Lihat M. Idrus Abustam, Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan
karya Ilmiah (Cet. I; Makassar: BP UNM, 2006), h. 7.
3Metode penelitian kualitatif dinamakan juga juga metode baru karena popularitasnya belum lama, dan
metode ini juga dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini juga
dinamakan metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut juga sebagai
metode interpretativ, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan
dilapangan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan
dari eksprimen). Peneliti sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif sangat menekankan makna dari pada
generalisasi. Lihat Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. VIII; Bandung: ALFABETA,
2009), h. 7-9.
4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 4-5.
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dahulu peneliti melakukan survey terhadap lokasi yang akan diteliti. Hal ini sangat penting
supaya tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian terutama masalah orang-orang
yang terlibat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
B. Pendekatan penelitian
Penelitian ini ditujukan  untuk memahami lebih mendalam tentang good governance di
Kota Makassar dengan pendekatan hukum Islam. Masalah good governance terkait dengan
masalah kualitas, baik isi, maupun cara penerapannya. Pertimbangan utama dan menjadi dasar
yang diambil dalam penelitian ini adalah karena pada saat sekarang sangat popular ditengah
masyarakat memperbincangkan masalah good governance dengan tujuan dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik. Penelitian dilakukan untuk mengetahui secara mendalam tentang obyek
yang diteliti dalam rangka menarik kesimpulan yang lebih akurat tentang good governance di
Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam.
Mengingat penelitian ini berada pada tataran UIN Alauddin Makassar dengan menitik
beratkan pada pendekatan dalam bidang hukum Islam. Oleh karena itu, digunakan metode
pendekatan multidisipliner, sebagai berikut:
1. Pendekatan teologis normatif, pada dasarnya pendekatan ini digunakan untuk menganalisis
suatu persoalan atas dasar Alquran, hadis, dan ijtihad terhadap masalah good governance di
Kota Makassar.
2. Pendekatan yuridis, pada dasarnya pendekatan ini digunakan untuk mengetahui suatu
persoalan dalam perspektif hukum. Penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum Islam
untuk mengetahui good governance di Kota Makassar.
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3. Pendekatan psikologis, yaitu suatu suatu pendekatan yang mempelajari gejala jiwa seseorang
melalui gejala prilaku lewat pengamatan. Prilaku seseorang yang lahiriah terjadi karena
pengaruh keyakinan yang dianutnya.5 Pendekatan ini sangat penting dilakukan karena hal ini
dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi tentang persoalan-persoalan
pemerintahan yang terjadi di Kota Makassar. Karena penelitian ini menyangkut masalah good
governance, maka dicari informasi tentang bentuk pemerintahan yang baik di Kota Makassar
dengan melakukan pendekatan terhadap pegawai pemerintahan Kota yang ada dalam lingkup
SKPD.
4. Pendekatan historis, pada dasarnya pendekatan ini membantu untuk mengetahui sejarah
pemerintahan kota Makassar dan unsur-unsur yang terkait dengannya, sehingga diperoleh
gambaran tentang bentuk pemerintahan Kota Makassar dan tata cara pengelolaan
pemerintahan Kota. Dengan pendekatan ini, tentu tidak lepas dari unsur tempat, waktu, obyek,
latar belakang, dan pelaku dari peristiwa.
5. Pendekatan politis dan administratif, yakni suatu pendekatan yang memberikan gambaran
ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan
dan direncanakan bersama. Pendekatan politik sangat penting untuk mendapatkan gambaran
tentang bentuk pemerintahan yang baik di Kota Makassar (good governance). Hal ini
dimaksudkan supaya tidak terjadi benturan antara pemerintah dan masyarakat, karena pada
satu sisi pemerintah telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan mekanisme dan disisi lain
masyarakat masih membutuhkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Demikian juga
pendekatan administratif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran bahwa untuk
mewujudkan good governance, antara pemerintah dan masyarakat harus kerja sama.
Pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat yang harus dilayani.
5Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 52.
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C. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam suatu penelitian.6 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah
data yang bersifat kualitatif, sehingga menuntut peran serta peneliti secara aktif. Dalam
penelitian ini agar data yang diperoleh lebih terarah, maka dibuat Jadwal kegiatan penelitian
berisi alokasi waktu tentang apa yang akan dilakukan dan kapan pelaksanaannya. Hal ini
dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melakukakan kegiatan. Selain itu, juga berfungsi
sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan penelitian, apakah informasi yang diperoleh sudah
cukup atau belum.
Dalam penelitian ini pula dibuat pedoman wawancara, supaya dapat memberikan
petunjuk dan kemudahan peneliti dalam pengumpulan data lapangan, sehingga wawancara tidak
keluar dari fokus penelitian dan disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian. Kemudian
dibuat lebih operasional dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan sederhana dan obyektif, agar
informan tidak memberikan interpretasi lain selain yang menjadi tujuan dari pertanyaan tersebut.
Sekalipun demikian tetap dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan lain jika dianggap perlu untuk
memberikan pendalaman pada hal-hal tertentu.
Dengan demikian, data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi merupakan
hasil gabungan antara kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya, yang dilakukan secara sadar,
terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan
dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dengan informan
yang telah ditetapkan.
6Ibid., h. 44.
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Menurut Koentjaraningrat bahwa pencatatan data dari hasil wawancara dapat dilakukan
dengan lima cara, yaitu:
1). Pencatatan langsung
2). Pencacatan dari ingatan
3). Pencatatan dengan alat recording
4). Pencacatan dengan field rating
5). Pencatatan dengan field coding.7
Dalam penelitian ini, digunakan pencatatan langsung dan pencatatan dari ingatan.
Pencatatan langsung dimaksudkan supaya data yang diperoleh adalah informasi yang terbaik dan
tepat. Namun masalah yang dihadapi tidak dapat menulis secara lengkap dari hasil wawancara
karena sangat cepat dalam melakukan wawancara sehingga hanya memilih poin-poin penting
dari hasil wawancara. Oleh karena itu, untuk memudahkan wawancara, telah disiapkan alat
recording, supaya dapat memperkuat yang ditulis.
Adapun pencatatan dari ingatan, tidak perlu mencatatan hasil wawancara tetapi hanya
mengingat-ingat. Hal ini dimaksudkan supaya supaya tidak tergantung dari hasil catatan dan
tidak ada keraguan dalam melakukan wawancara. Namun metode ini terkadang mendapatkan
kendala karena hasil ingatan cepat hilang sehingga hasil wawancara yang telah diperoleh tidak
maksimal atau kurang sempurna, karena bisa berbeda dengan hasil wawancara itu ditulis secara
langsung. Untuk menghindari kerugian yang dimaksud, digunakan tape recorder sebagai alat
perekam supaya data yang diperoleh tidak hilang.
Instrumen lain yang digunakan adalah melakukan pedoman observasi. Hal ini
dimaksudkan supaya mengetahui pengamatan-pengamatan yang dilakukan pada saat
7Lihat Kontjaraningrat, Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h.
190.
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melaksanakan pengumpulan data, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pemerintahan Kota Makassar, dan sistem pelayanan masyarakat. Dalam melakukan observasi
penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap jalannya pemerintahan di Kota
Makassar dalam rangka mewujudkan good governance.
Disamping itu, dilakukan dokumentasi. Hal ini dimaksudkan supaya hasil kegiatan
penelitian dapat diabadikan, baik berupa foto, rekaman, kaset, flashdisk. Demikian juga
digunakan buku dan laporan kegiatan penelitian. Dalam kaitan dengan penilitian ini, kajian
tentang pemerintahan Kota Makassar didokumentasikan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Ada lima cara dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:
1). Teknik observasi
2). Kuesioner
3). Rating Scale
4). Teknik Wawancara
5). Pedoman Wawancara.8
Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi atau pengamatan langsung pada
pemerintahan Kota Makassar yakni melakukan pengamatan langsung terhadap jalannya
pemerintahan, sistem pelayanan publik, sistem administrasi dan pencatatan dalam beberapa
SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Observasi dimaksudkan supaya
mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan konteks, sehingga diperoleh makna dari
informasi yans dikumpulkan.
8Lihat Idrus Abustam, op. cit., h. 55.
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Disamping itu, dilakukan wawancara mendalam (in-defth interview) terhadap beberapa
unsur pimpinan (atasan langsung) pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Materi
wawancara diantaranya adalah tata cara pengelolaan daerah, sistem pelayanan yang ada pada
pemerintahan Kota Makassar, tentang pembuatan PERDA, tentang rencana pembangunan
daerah. Hasil wawancara ini menjadi dasar untuk menjastifikasi keseriusan pemerintah kota
Makassar dalam rangka mewujudkan good governance.
Teknik wawancara dengan cara seperti ini, membuat informasi lebih akurat karena
mendapatkan informasi langsung dari responden atau informan. Data semacam ini merupakan
tulang punggung suatu penelitian survey (survey research). Tujuan dari wawancara tersebut
untuk mengumpukan informasi dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat
responden.
Dalam melakukan wawancara, dipersiapkan materi-materi atau pertanyaan yang akan
disampaikan oleh responden, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi atau
jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dipersiapkan. Kemudian jawaban yang disampaikan
oleh responden dicatat dan dirumuskan. Tujuannya supaya pertanyaan dan jawaban terdapat
kesesuaian.
Dalam mengumpulkan data, diambil data-data yang sudah ada pada pemerintah Kota
Makassar, khususnya beberapa SKPD, diantaranya; unit tata kelola pemerintah daerah, unit
kesra, unit hukum, dan badan perencanaan pembangunan daerah.
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E. Analisis Data
Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta
menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.9 Sedangkan analisis data adalah upaya
mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai
temuan bagi orang lain.10 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Oleh karena
itu, teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Teknik analisis data dalam penelitian berbeda dari teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian kuantitatif. Tetapi analisisnya tetap konsisten dan terkait langsung dengan
rumusan masalah yang harus dijawab dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Maka dapat
dipahami bahwa analisis data kualitatif lebih sulit dibanding dengan kuantitatif, karena analisis
data kualitatif belum dapat dirumuskan dengan jelas.
. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.11
Dalam melakukan teknik analisis data, digunakan tiga cara, yaitu:
1). Mereduksi data
Dilakukan dengan pemilahan, pemusatan perhatian dan penyerderhanaan, pengabstrakan,
dan tranformasi data telah terekam dan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama
9Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. VI; Bogor: Ghalia Iindonesia, 2005), h. 358.
10Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik dan Phenomenologik (Yogyakarta:
Rake Sarasin, 1989), h. 171.
11Lexy J. Moleong, op. cit., h. 248.
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pengumpulan data dan berlanjut terus selama penelitian berlangsung, bahkan ketika laporan
akhir telah disusun secara lengkap.
Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen, akan
menghasilkan data yang banyak, bervariasi dan data tersebut semakin bertambah apabila waktu
penelitian bertambah. Hasil penelusuran dokumen di pemerintahan Kota Makassar khususnya
beberapa SKPD berbeda. Dari data-data yang sudah dikumpulkan kemudian ditemukan data
yang tidak relevan atau tidak fokus terhadap permasalahan akan diabaikan. Dalam tahap reduksi,
direduksi data-data yang penting, bermakna, dan yang relevan dengan tujuan penelitian.
2). Penyajian data
Data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah penelitian, disederhanakan dan
dikonstruksi sedemikian rupa supaya dapat diinterpretasi. Display data merupakan sekumpulan
informasi yang memberikan kemudahan penarikan kesimpulan dan pengembangan interpretasi.
Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan atau display
supaya mudah dipahami. Data yang diperoleh di lapangan segera dituangkan dalam bentuk
tulisan dan dianalisis. Penyajian data juga dilakukan dengan menganalisis data yang disajikan
untuk dikelompokkan sesuai dengan fokus-fokus penelitian, misalnya data yang diperoleh
terhadap persoalan good governance di Kota Makassar, tentu tidak hanya dilakukan pada
pemerintahan Kota Makassar, tetapi mencari data lain sebagai pembanding misalnya Komisi
Ombudsman Kota Makassar yang banyak mempersoalkan masalah sistem pelayanan publik. Di
samping itu, untuk mendapatkan data lain seperti pihak legislatif atau DPRD Kota Makassar
sebagai perwakilan rakyat dan sekaligu mitra dari pemerintah Kota Makassar.
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3). Verifikasi
Untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola hubungan,
persamaan berbagai informasi yang berkenaan dengan fokus masalah. Pada awalnya dilakukan
berbagai kesimpulan sementara dan sebagaian daripada kesimpulan itu berubah karena adanya
fakta-fakta baru yang diperoleh. Setelah itu dibuat kesimpulan baru yang dinilai kredibel untuk
dirangkai dalam pembahasan hasil penelitian.
Dalam melakukan verifikasi, disusun kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sesuai
dengan masalah dan tujuan penelitian. Data-data yang tidak lengkap, bertentangan atau
meragukan dilakukan verifikasi dengan data awal pada saat pengumpulan data (data collectioan),
kemudian mereduksi data (data reductioan), dan mencermati penyajian data (data display) yang
dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Makassar
Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan
Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara  119º24'17'38 Bujur Timur
dan 5º8'6'19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah
Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat
Makassar. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Luas laut dihitung dari 12
mil dari daratan sebesar 29,9 km2,  dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0 sampai 9
.
Terdapat 12  pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi
nama. Kota Makassar memiliki garis pantai 100 km yang dilewati oleh 2 sungai yaitu sungai
Tallo dan sungai Jeneberang. Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 ̊(datar)
dan kemiringan lahan 3-15 ̊ (bergelombang).1
Awal Kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga
kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV M. Sumber-sumber Portugis memberitakan,
bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada
pertengahan abad XVI M, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yaitu kerajaan
Gowa, dan mulai melepaskan diri dari Kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan
kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai
Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara
1 Lihat Makassar dalam Angka yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Tahun 2011.
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sungai Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat
Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan Benteng Somba Opu, yang seratus tahun
kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.
Pada masa pemerintahan raja Gowa XVI, didirikan Benteng Rotterdam, pada masa itu
terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor
politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan
kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya Perjanjian Bungaya mengantarkan Kerajaan
Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar
dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah,
India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan
lontara setempat, diketahui bahwa peranan Saudagar Melayu sangat penting dalam perdagangan
yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan
kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris, maka Kota
Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk
para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Kota Makassar, sehingga kegiatan
perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru Kota Makassar. Hanya dalam seabad
saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang
(Kota terbesar ke 20 dunia).
Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk Kota Kosmopolitan dan
multikultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan Bandar Makassar yang
demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan
internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal
pada tahun 1511 M, demikian di Jawa utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada
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lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan Kerajaan Mataram. Bahkan ketika
Malaka diambil alih oleh kompeni dagang Belanda (VOC) pada tahun 1641 M, banyak
pedagang Portugis ikut pindah ke Makassar. Sampai pada pertengahan abad ke-17 M, Makassar
berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan
pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai
dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan
kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah
satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan
diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda
di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. Hubungan Kota Makassar dengan dunia
Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Khatib Tunggal atau Datok Ribandang yang
berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan
September 1605. Datok Ribandang mengislamkan Raja Gowa ke-XIV yaitu I-Mangngarangi
Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (memerintah tahun 1593-1639 M), dan dengan
Mangkubumi I-Mallingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka yang juga sebagai Raja Tallo.
Kedua raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9
Nopember 1607 M bertepatan dengan hari Jum’at, diadakan shalat Jum’at pertama di Masjid
Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk Kerajaan Gowa-Tallo telah memeluk agama
Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan shalat Jum’at di Mesjid Mangallekana di Somba
Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari Jadi Kota Makassar sejak tahun
2000, yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap
tahunnya. Para Ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam jaringan perdagangan
internasional, dan interaksi dengan komunitas Kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah
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"creative renaissance" yang menjadikan Bandar Makassar sebagai salah satu pusat ilmu
pengetahuan terdepan pada zamannya. Koleksi buku dan peta, zaman itu masih langka di Eropa
namun di Makassar sudah banyak terkumpul. Kota Makassar merupakan salah satu perpustakaan
ilmiah terbesar di dunia, dan para Sultan tak segan-segan memesan barang-barang paling
mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada waktunya,
yang dipesan secara khusus dari Eropa. Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk
semakin memperluas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar dengan Kompeni
Dagang Belanda Veremy De of Indise Company (VOC) berakhir dengan perang paling dahsyat
dan sengit yang pernah dijalankan Kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari
Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia
Timur. Akhirnya pada tahun 1669 M, dapat meratatanahkan Kota Makassar dan benteng
terbesarnya, Somba Opu. Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi itu
merupakan sebuah titik balik yang berarti bagi Bandar Niaga Kota Makassar menjadi wilayah
kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan
pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang
asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain.
Beberapa dekade pertama setelah pemusnahan Kota dan bandar Makassar, penduduk
yang tersisa membangun sebuah pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung
Pandang, benteng pertahanan pinggir utara Kota lama itu pada tahun 1673 M, ditata ulang oleh
VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan  diberi nama baru Fort Rotterdam, dan Kota
baru yang mulai tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan Vlaardingen. Pemukiman itu jauh lebih
kecil dari pada kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Pada dekade pertama seusai perang,
seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa, pada pertengahan abad ke-18 M jumlah itu
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meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya berupa budak selama dikuasai
VOC, Makassar menjadi sebuah Kota yang terlupakan, maupun para penjajah kolonial. Pada
abad ke-19 M itu tak mampu menaklukkan Jazirah Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-
20 M masih terdiri dari lusinan kerajaan kecil yang independen dari pemerintahan asing, bahkan
sering harus mempertahankan diri terhadap serangan militer yang dilakukan kerajaan-kerajaan
itu. Kota kompeni itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan
rempah-rempah tanpa hinterland  bentuknya pun bukan bentuk Kota, tetapi suatu aglomerasi
kampung-kampung di pesisir pantai sekeliling Fort Rotterdam. Pada awalnya, kegiatan
perdagangan utama beras di bandar dunia ini adalah pemasaran budak serta suplai beras kepada
kapal-kapal VOC dan menukarkannya dengan rempah-rempah di Maluku. Pada abad ke-18 M,
pelabuhan Kota Makassar dibuka bagi kapal-kapal dagang Cina. Komoditi yang dicari para
saudagar Tionghoa di Sulawesi, pada umumnya berupa hasil laut dan hutan seperti teripang,
sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu cendana, sehingga tidak dianggap sebagai
langganan dan persaingan bagi monopoli jual-beli rempah-rempah dan kain yang didirikan
VOC. Sebaliknya, barang dagangan Cina, terutama porselen dan kain sutera, dijual para
saudagarnya dengan harga yang lebih murah di Kota Makassar daripada yang dapat diperoleh
pedagang asing di negeri Cina sendiri. Adanya pasaran baru itu, mendorong kembali aktivitas
maritim penduduk Kota dan kawasan Makassar, terutama penduduk pulau-pulau di kawasan
Spermonde mulai menekuni sebagai pencari teripang, komoditi utama yang dicari para pedagang
Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara.
Sejak pertengahan abad ke-18 M, para nelayan dan pelaut Sulawesi secara rutin berlayar
hingga pantai utara Australia, selama tiga sampai empat bulan membuka puluhan lokasi
pengolahan teripang. Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian
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utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar. Setetah pemerintah kolonial
Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18
M, Kota Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada
tahun 1846 M. Tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan
Kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater kembali menjadi  bandar
internasional. Dengan semakin berputarnya roda perekonornian Kota Makassar, jumlah
penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 M menjadi
kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Kota Makassar abad ke-19 M itu dijuluki
sebagai kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda. (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-
Polandia terkenal),dan menjadi salah satu port of call utama bagi baik para pelaut pedagang
Eropa, India dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang sangat laris di pasaran dunia
maupun perahu-perahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan
Maluku.
Pada awal abad ke-20 M, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah independen di
Sulawesi, Kota Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga
setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa
tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya
berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat ekonominya
sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai
Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920 M adalah kota besar kedua di luar Jawa
yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di
tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-
budaya yang dinamis dan kosmopolitan. Perang dunia kedua dan pendirian Republik Indonesia
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sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asing pada tahun
1949 M dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950 M, menjadikan
Kota Makassar kembali sebagai Ibukota provinsi. Bahkan, sifat asli Kota Makassar pun semakin
menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha
menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun
1930 M sampai tahun 1961 M, jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa
menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar
Kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang pada
tahun1971 M berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya menandai
Kota Makassar bagi orang pedalaman. Pada tahun 1999 M, Kota ini bernama Kota Makassar,
tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 1999 nama Ujung
Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah  yang diganti dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004,
luas wilayah Kota Makassar bertambah 4 mil kearah laut setara dengan 10.000 Ha, sehingga
seluruh daratan dan lautan seluas 27.577 Ha.2
2. Pemerintahan Kota Makassar
Kota Makassar mempunyai 14 Kecamatan yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan
4.789 RT. 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas
wilayah yang sangat besar yaitu 48,22 km atau luas Kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen
dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan
Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas wilayah Kota Makassar.3
2Data-Data Tersebut Bersumber dari Makassar dalam Angka yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Makassar Tahun 2011.
3Lihat Makassar dalam Angka Tahun 2011.
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Adapun jumlah luas masing masing dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar dapat
dilhat pada tabel berikut ini.
Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut  Kecamatan
Kode Wil Kecamatan Luas Area (km2) Presentase
Terhadap Luas
Kota Makassar
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mariso
Mamajang
Tamalate
Rappocini
Makassar
Ujung Pandang
Wajo
Bontoala
Ujung Tanah
Tallo
Panakkukang
Manggala
Biringkanaya
Tamalanrea
1,82
2,25
20,21
9.23
2,52
2,63
1,99
2,10
5,94
5,83
17,05
24,14
48.22
31,84
1,04
1,28
12,07
5,25
1,48
1,50
1,13
1,19
3,38
3,32
9.70
13,73
27,43
18.11
Jumlah 175,77 100,00
Makassar dalam Tabel 1 : Sumber Angka Tahun 2011
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Jumlah RT dan RW di Wilayah Kota Makassar Tahun 2011
Kode Wilayah Kecamatan Kelurahan Rukun
Tetangga
Rukun
Warga
(1) (2) (3) (4) (5)
010
020
030
031
040
050
060
070
080
090
100
101
110
111
Mariso
Mamajang
Tamalate
Rappocini
Makassar
Ujung Pandang
Wajo
Bontoala
Ujung Tanah
Tallo
Panakkukang
Manggala
Biringkanaya
Tamalanrea
9
13
10
10
14
10
8
12
12
15
11
6
7
6
47
58
108
104
69
37
45
56
50
77
90
65
99
67
218
283
530
555
369
139
169
239
200
463
468
350
477
329
7371 Makassar 143 970 4.789
Tabel 2 :Sumber Makassar dalam Angka Tahun 2011
169
Jumlah aparatur negara khsususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Makassar, yaitu;
golongan I pada tahun 2008 sebanyak 173 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 283 orang,
golongan II pada tahun 2008 sebanyak 2.555  dan menurun menjadi 2.392 orang pada tahun
2009, golongan III sebanyak  8.293  orang pada tahun 2008 dan meningkat sebanyak 2.555 orang
pada tahun 2009 sedangkan golongan IV pada tahun 2008 sebanyak 3.555 orang dan meningkat
menjadi 6.430 orang pada tahun 2009. Dari ke empat golongan PNS tersebut, terdapat 141 orang
yang bereselon II ditahun 2008 dan tahun 2009 meningkat menjadi 184 akibat adanya
perampingan struktur sehingga menjadi 41 orang. Untuk eselon III sebanyak 1.291 orang di
tahun 2008 dan meningkat menjadi 1.180 orang pada tahun 2009 sedangkan untuk eselon IV
sebanyak 12.915 orang pada tahun 2008 dan meningkat di tahun 2009 menjadi 13.182 orang.
Jumlah eselon ini di tempatkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dalam bentuk
dinas sebanyak 17 lembaga tahun 2008 dan meningkat menjadi 17 lembaga tahun 2009. Kantor
sebanyak 5 lembaga, Badan  berjumlah 5 buah ditahun 2008 dan meningkat menjadi 7 Badan
hasil dari pemekaran BPM dan KB.  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 12
lembaga  dan dikoordinir oleh 4 Asisten.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Dirinci Menurut Bagian/Unit Kerja
yang Bertugas pada Lingkup Kota Makassar Tahun  2011
Bagian/Unit Kerja
Jenis Kelamin
JumlahLaki-Laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Kantor
211
49
58
120
31
71
331
80
129
4Data-Data Tersebut Bersumber dari Makassar dalam Angka Tahun 2011.
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Badan
Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja
Inspektorat
Kecamatan
Perusda/ KPN/ Sek.KPU/ Sek.Korpri
RSUD/Puskesmas
SLTP Negeri/SLTP Swasta/MI
SMU Negeri/SMU Swasta/MA
Cabang Dinas
SMK
SKB
SD Percobaan/TK/SLB
179
1403
89
25
670
1
235
805
810
1.380
313
30
35
217
591
6
29
422
3
1.002
1.524
1.029
2.590
354
37
362
396
1.994
95
54
1.092
4
1.237
2.329
1.839
3.970
667
67
397
Jumlah 6.293 8.388 14.681
Tabel 3: Sumber Makassar dalam Angka Tahun 2011
Kota Makassar bukan hanya sebagai pintu gerbang juga sebagai pusat pelayanan di
kawasan Timur Indonesia berpeluang dalam pengembangan khususnya pelayanan pada sektor
perhubungan laut dan udara yang telah giatnya melakukan sinergitas antar sektor-sektor baik
pada bidang perdagangan, pendiddikan, kesehatan dan pariwisata, perindustrian, pertanian
maupun perkebunan yang akan memacu perkembangan roda ekonomi Kota Makassar. disamping
itu, Kota Makassar beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar 2481,8 mm per tahun
dengan jumlah hari hujan 142 hari yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.
Keadaan suhu rata-rata di Kota Makassar 27,6 dengan suhu maksimum 32,1oC. dan suhu
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minimum 24,3 oC dengan kelembaban udara berkisar 79  % dengan lama penyinaran matahari 70
%.
Pemerintahan Kota Makassar dipimpin oleh pejabat pemerintahan dalam 5 dekade. Mulai
dari pejabat pemerintahan Kolonial Belanda, pemerintahanh Jepan, pemerintahan NICA,
pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), sampai pemerintahan Republik Indonesia.
Pejabat pemerintahan yang dimaksud adalah :
a. Pemerintahan Kolonial Belanda :
1). J.E. Dambrink (1918-1927 M)
2). J.H. De Groot (1927-1931 M)
3). G.H. Bei Ken Kamp (1931-1932 M)
4). Ir. F.C. Van Lier (1932-1933 M)
5). Ch. H. Ter Laag (1933-1934 M)
6). J. Leewis (1934-1936 M)
7). H. F. Brune (1936-1942 M)
b. Pemerintahan Jepang :
Yamasaki (1942-1945 M)
c. Pemerintahan NICA :
1). H.F. Brune (1945 M)
2). D.M. Van Zwiten (1945-1946 M)
d. Pemerintahan RIS :
1). J.M. Qaimuddin (1950-1951 M)
2). J. Mewengkang (1951 M)
e. Pemerintahan Republik Indonesia :
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1). Sampara Dg Lili (1951-1952 M)
2). Achmad Dara Syachruddin (1952-1957 M)
3). M. Junus Dg. Mile (1957-1959 M)
4). Latif Dg Massikki (1959-1962 M)
5). H. Arupala (1962-1965 M)
6). H. M. Dg. Patompo (1965-1976 M)
7). Kol. Abustam (1976-1982 M)
8). Kol. Jancy Raib (1982-1988 M)
9). Kol. Suwahyo (1988-1993 M)
10). H A. Malik B. Masry, SE., M.Si (1994-1999 M)
11). Drs. H. B. Amiruddin Maula, SH., M.Si (1999-2004 M)
12). Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M (2004-2008 M)
13. Ir. H. Herry Iskandar, M.Si (2008-2009 M)
14). Ir. H. Ilham Arief sirajuddin, MM (2099-2014 M).5
3. Visi, Misi, Nilai Dasar, dan Kebijakan Pemerintahan Kota Makassar
Rumusan visi Kota Makassar Tahun 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka
panjang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan daerah (Perda) Kota Makassar
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Makassar Tahun 2005 sampai Tahun 2025, yakni ”Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga,
Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling
Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan/kelanjutan dari visi pemerintah Kota Makassar 2009
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Rencana Strategis Pemerintah (RSP) Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan
5Lihat Makassar dalam Angka yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Tahun 2011.
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dengan Peraturan daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni
”Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi” sehingga
untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat
dipelihara secara berkesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka
disusun visi dan misi sesuai Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009 tentang rencana
pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar Tahun 2009-2014, yakni”Makassar
Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:
Pertama, jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka
dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global.
Kedua, jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Kota
Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima
perubahan dan perkembangan, dan tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah
masa lalu. Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa
publik, dapat di baca, dapat dilakukan dan sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang ada
pada umumnya. Pada waktu bersamaan sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu
sendiri, watak, prilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu. Kriteria
pembangunan berkarakter yaitu perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi
potensi lokal, fokus dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai
pragmatis dan filosofis.
Berdasarkan penjabaran visi tersebut, maka dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai
berikut :
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a. Mewujudkan warga Kota Makassar yang  sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan
bermartabat;
b. Mewujudkan ruang Kota Makassar yang ramah lingkungan;
c. Mewujudkan peran strategis Kota Makassar dalam perekonomian domestik dan
internasional;
d. Mewujudkan  tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas;
e. Mewujudkan kehidupan warga Kota Makassar yang harmonis, dinamis, demokratis dan taat
hukum.
Agar pembangunan Kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara berkelanjutan, maka diperlukan
kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan bersama.
Nilai-nilai tersebut adalah:
a. Kemerdekaan.
Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan kreativitas
pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada kepentingan
kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan yang bersifat legal formal, serta kepada
norma-norma kesusilaan baik menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.
b. Kebersamaan.
Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang  sebagai mozaik yang mendesain kekayaan
keberagaman warga Kota Makassar. Pada banyak simpul-simpul kehidupan, dalam
kedudukan bersama sebagai warga Kota Makasar, terdapat persentuhan atau persinggungan
maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap
terpelihara dan ditumbuh kembangkan.
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c. Saling Menghormati (Sipakatau)
Makassar adalah Kota yang menghormati harkat dan martabat orang-orang yang hidup secara
individu dan sosial antara satu dengan yang lain, karena mereka sadar sebagai sesama
mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.
d. Saling Menghargai (Sipakalebbi)
Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat, perbedaan tersebut
tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan lainnya tanpa
memandang latar belakang profesi dan kedudukan dalam masyarakat  masing-masing.
e. Saling Mengingatkan (Sipakainge)
Sadar akan kodrat kemanusiaan sebagai warga Kota Makassar yang dapat saja khilaf, lupa
dan lalai, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang elegan,
dapat diterima sesuai batas batas nilai masyarakat beradat  dan martabat.
f. Keterbukaan.
Agar proses pembangunan dapat menyertakan peranserta  masyarakat secara luas, maka
diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan.
Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang beradab dan dijiwai oleh semangat
penegakan hukum.
g. Semangat Perjuangan.
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Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang teguh dan
pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar yang bertuliskan ”Sekali
Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai”.
Untuk mendukung upaya perwujudan misi Kota Makassar, maka dilakukan melalui 5
(lima) arahan kebijakan, sebagai berikut :
a. Peningkatan Kualitas Manusia.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Kota Makassar diarahkan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pembentukan keluarga kecil bahagia dan
sejahtera untuk menangani penduduk miskin, menekan angka pengangguran dan mendorong
pemantapan pengamalan agama serta apresiasi budaya. Pengembangan kreativitas pemuda
dan olah raga serta kesetaraan gender.
b. Pengembangan  Tata Ruang dan Lingkungan.
Melalui kebijakan pengembangan tata ruang dan lingkungan, pembangunan Kota Makassar
diarahkan untuk memantapkan  pemanfaatan ruang wilayah darat, laut dan udara. Demikian
juga, dimaksudkan agar pembangunan wilayah darat, laut dan udara dapat memberi manfaat
yang sebesar-besarnya bagi warga Kota Makassar dengan mengedepankan kenyamanan dan
ketentraman melalui pembangunan Kota sejuta pohon, bebas pencemaran lingkungan dengan
penataan ruang berbasis teknologi informasi yang menjamin pembangunan berkelanjutan.
c. Penguatan Struktur Ekonomi.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Kota Makassar diarahkan untuk terciptanya struktur
ekonomi yang kokoh pada semua sektor dengan memberi tekanan pada sektor andalan;
perniagaan, jasa dan industri yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan
pendapatan masyarakat yang berimplikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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d. Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi.
Melalui kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi,
pembangunan Kota Makassar diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah
secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat melalui pelaksanaan pembangungan
berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dalam berbagai dimensi
pembangunan, meningkatan profesionalisme aparatur, dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat  melalui perencanaan program yang terarah dan terintegrasi, pelayanan berbasis
teknologi informasi (online)
e. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Melalui kebijakan penegakan hukum dan hak azasi manusia, pembangunan Kota Makassar
diarahkan untuk terciptanya masyarakat yang taat  hukum , demokratis  dan bebas KKN.6
4. Sosial Budaya
a. Demografi
Penduduk Kota Makassar tahun 2009 M tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri
dari 610.270 laki-laki dan 662.079 jiwa perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin
dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar
yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 662.079 penduduk wanita terdapat 610.270
penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tamalate, yaitu
sebanyak 154.412 jiwa atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan
Rappocini sebanyak 145.126 jiwa atau sekitar 11,40 persen. Kemudian Kecamatan Panakkukang
sebanyak 136.649 jiwa atau sekitar 10,72 persen dan yang terendah adalah kecamatan Ujung
Pandang sebanyak 29.075 jiwa atau sekitar 2,28 persen. Ditinjau dari kepadatan penduduk,
6Lihat Makassar dalam Angka Tahun 2011.
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Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.408 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan
Mariso sebanyak 30.450 jiwa per km persegi dan Kecamatan Bontoala sebanyak 29.897 jiwa per
km persegi. Sedangkan Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan yang dengan kepadatan
penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi. Wilayah-wilayah yang kepadatan
penduduknya masih rendah tersebut memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman
terutama pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala
Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur
kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)
0 – 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 keatas
67.309
63.494
61.488
60.285
66.806
56.272
55.521
45.491
37.014
25.729
18.456
15.296
18.558
18.551
56.306
66.162
56.040
72.389
87.280
71.356
56.561
52.304
29.526
29.164
24.183
19.563
17.179
24.066
123.615
129.656
117.528
132.67
154.086
127.628
112.082
97.795
66.540
54.893
42.639
34.859
35.737
42.617
Jumlah 610.270 662.079 1.272.349
Tabel 4 : Sumber Makassar dalam Angka Tahun 2011
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Jika dilihat dari pekerjaan menurut lapangan usaha maka sebahagian besar penduduk
Kota Makassar berusaha dibidang lapangan usaha perdagangan besar, eceran rumah makan dan
hotel sebesar 29.14 %. Disusul bidang lapangan usaha industri pengolahan sebesar 21.34%. serta
menyusul lapangan usaha yang bergerak dibidang lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi
14,86%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun  2011, angkatan kerja di Kota
Makassar tercatat sebanyak 62,85 %. Penduduk yang bekerja sebanyak 58,15 % dan
pengangguran sebanyak 4,70 %. Sedangkan  bukan angkatan kerja pada tahun 2011 sebesar
39,11 % yang terdiri dari yang masih duduk dibangku sekolah sebesar 15,03 %, mengurus rumah
tangga 18,69 %, dan lainnya sebesar 5,39 %.  Sedangkan pengangguran terbuka pada tahun
2011 sebesar 15,58 % menurun bila dibandingkan pada Tahun 2010 sebesar 16,76 %, sedangkan
tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 62,85 %. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Kegiatan
Kegiatan Tahun (%)
2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4)
1. Angkatan Kerja
- Bekerja
- Pengangguran
Jumlah Angkatan Kerja
% Bekerja Terhadap Angkatan
Kerja
2. Bukan Angkatan Kerja
- Sekolah
- Mengurus RT
- Lainnya
Jumlah Bukan Angkatan Kerja
45,70
10,05
55,75
81,97
16,07
21,96
6,22
44,25
18,03
51,55
6,87
58,42
88,24
15,54
20,26
5,79
41,59
16,76
58,15
4,70
62,85
92,52
15,03
18,69
5,39
39,11
15,58
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 55,75 58,42 62,85
Tabel 5 : Sumber Makassar dalam Angka Tahun 2011
b. Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat adalah terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan disertai upaya
mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk sehat dalam rangka
menjamin tetap tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau.
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bisa dilihat dari 2 aspek kesehatan yaitu sarana
kesehatan dan sumber daya manusia. Pada tahun 2011 di Kota Makassar terdapat 15 rumah sakit,
yang terdiri dari 7 rumah sakit pemerintah dan ABRI, 7 rumah sakit swasta serta 1 rumah sakit
khusus lainnya. Jumlah puskesmas pada tahun 2011, dari 116 unit puskesmas dapat
dikategorikan menjadi 37 pukesmas, 47 Puskesmas Pembantu dan 38 Puskesmas Keliling.
Disamping sarana kesehatan, di dukung pula Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kesehatan
seperti dokter praktek 3.329 orang dan bidan praktik sebanyak 168 orang. Disamping sarana
rumah sakit yang ada juga ditunjang dengan adanya jumlah industri farmasi atau apotek pada
tahun 2008 sebesar 276 buah dan turun menjadi 257 buah pada tahun 2011. Gudang farmasi
sebanyak 1 buah.
Kondisi kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya kunjungan ke rumah
sakit atau Puskesmas. Berdasarkan data tahun 2010 jumlah kunjungan sebanyak 1.492.572
orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.137.388 orang. Jumlah balita gizi buruk pada
tahun 2010 sebanyak 2.410 orang dan pada tahun 2011 menurun sebanyak 2.118 orang. Jumlah
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ibu hamil gizi buruk pada tahun 2010 sebanyak 730 orang dan pada tahun 2011 menurun
sebanyak 650 orang serta jumlah orang kurang gizi  pada tahun 2010 sebanyak 11.511 orang dan
naik menjadi 10.034 orang pada tahun 2011.  Kondisi tersebut diharapkan para tenaga medis
dapat menangani berbagai persoalan-persoalan kesehatan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
Dukungan tenaga medis pada tahun  2010 dan tahun 2011 untuk dokter umum sebanyak 93
orang, dokter spesialis 6 orang, dokter gigi 69 orang, apoteker 17 orang, ahli gizi 53 orang,
analisa laboratorium 38 orang, ahli rontgen 1 orang ahli penyehatan lingkungan 48 orang, sarjana
farmasi 41 orang, perawat 356 bidan 209 orang, ahli kesehatan masyarakat 88 orang dengan
perbandingan rasio dokter dengan penduduk sebesar 171 orang. Selain upaya tersebut yang tidak
kalah pentingnya adalah penyebarluasan informasi, sebagai langkah promotif dan preventif
kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat.  Pembangunan bidang kesehatan di
titikberatkan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap
peningkatan derajat kesehatan, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari
penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit
sehingga tidak menjadi masalah sosial. Adanya kematian bayi yang diakibatkan karena kurang
gizi dan gizi buruk karena rendahnya pendapatan orang tua serta pengetahuan orang tua bayi
dalam pengolahan bahan makanan telah disikapi pemerintah Kota Makassar melalui pemberian
imunisasi sejak dini dan masih terus diprogramkan, dan pemberantasan penyakit menular serta
pemberian makanan tambahan. Selain itu, pemerintah Kota Makassar tetap memprogramkan
pemberian pengobatan gratis pada setiap Puskesmas dan bantuan obat-obatan bagi penduduk
yang kurang mampu, disamping melalui Askes.  Pelayanan kesehatan dasar gratis telah terakses
oleh masyarakat miskin berjumlah 70.160 KK. Di samping itu, Dinas Kesehatan terus berupaya
menangani kawasan yang rentan Penyakit masyarakat (Kitmas), Pelayanan kesehatan yang
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selama ini terkonsentrasi di pusat Kota di upayakan menyebar ke arah wilayah timur Kota dan
pinggiran Kota dengan mengoptimalkan rumah sakit umum daya melalui pengembangkan fungsi
pelayanan kesehatan, rumah bersalin dan pelayanan kesehatan gigi dan beberapa pelayanan
lainnya. Di samping itu, di dilakukan pembangunan dan rehabilitasi beberapa Puskesmas
Pembantu dan pengadaan alat medik peningkatan derajat kesehatan masyarakat pulau dan
pesisir. Selanjutnya mengenai target Kota Makassar bebas dari wabah penyakit deman berdarah,
antraks, flu burung menuju Kota Makassar sehat tahun 2010. Pemerintah Kota Makassar telah
melaksanakan berbagai upaya preventif dan promotif secara terpadu dan berkesinambungan
dengan melibatkan masyarakat dan berbagai sektor terkait, termasuk dalam penanggulangan
penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. 7
C. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari
pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.
perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan angka yang semakin
membaik. Pada tahun 2008 angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar  77.92%.  Angka
tersebut meningkat pada tahun 2009 sebesar 78.43%.
2). Pendidikan Umum
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang
berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk melihat perkembangan pendidikan secara
makro antara lain dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang
telah bersekolah dan angka partisipasi sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
7Data-Data Tersebut Bersumber dari Makassar dalam Angka Tahun 2011.
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terus diupayakan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah, dan
dengan diberlakukannya program Wajib Belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan
pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang
diharapkan. Dalam penyelenggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Kota
Makassar, maka pada tahun 2010 jumlah Sekolah dasar sebanyak 453 unit dengan jumlah guru
sebanyak 5.862 orang dan jumlah murid sebanyak 168.179. Untuk jenjang SMP sebanyak 182
unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 4.569 orang dengan jumlah murid sebanyak 70.878
orang. Sedangkan untuk jenjang SMA terdapat 115 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak
1.689 orang dan jumlah murid sebanyak 71.738 orang. Tahun 2011 jumlah Sekolah Dasar
sebanyak 461 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.822 orang dan jumlah murid  184.497 orang,
Untuk jenjang SMP 194 sekolah, jumlah guru 4.668 orang dan jumlah siswa 80.935 orang,
Sedangkan untuk jenjang SMU , terdapat 127 unit sekolah dengan jumlah guru 2.242 orang dan
jumlah siswa 83.036 orang.  Sedangkan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri terdapat 2 unit dan
swasta 10 unit dengan jumlah murid SLB  negeri 412 orang pada tahun 2010, jumlah murid yang
belajar pada Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta 9 unit sebanyak 231 murid. Pendidikan Sekolah
Dasar merupakan tingkat pendidikan dasar yang jumlahnya lebih banyak dari tingkat pendidikan
sekolah  yang ada di Kota Makassar. Demikian juga pada tahun 2009 jumlah sekolah SLB baik
swasta dan negeri tidak mengalami peningkatan namun jumlah murid yang bersekolah
mengalami penambahan  untuk SLB negeri sebanyak 415 dan SLB swasta sebanyak 245 orang.
3). Pendidikan Keagamaan
Selain pendidikan umum yang berkembang pesat di Kota Makassar juga terdapat
pendidikan yang berbasis keagamaan. Jumlah sekolah yang ada, dapat menampung jumlah murid
403 orang ditingkat Madrasah Ibtidaiya (MI) pada sekolah negeri dan swasta sebanyak 6.665
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orang pada tahun 2011, meningkat jumlah muridnya sebanyak 425 orang pada sekolah negeri
dan sekolah swasta sebanyak 6.875 orang. Jumlah guru yang mengajar pada sekolah swasta
sebanyak 39 orang. Pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri  dengan jumlah murid
yang dapat bersekolah sebanyak 1970 orang pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 1975 orang
pada tahun 2011 sekolah swasta. Untuk Tingkat Madrasah Aliyah (MA) terdapat jumlah murid
yang bersekolah sebesar 1.720 orang pada sekolah negeri dan tahun 2011 meningkat jumlah
murid yang diterima sebesar 1.725 orang. Sedangkan pada sekolah swasta pada tingkat sekolah
yang sama jumlah murid yang bersekolah sebanyak diterima sebesar 1.677 orang pada tahun
2008. Pada tahun 2011 jenjang pendidikan SMU/MA Terdapat 22 unit Sekolah negeri, 109 unit
Sekolah Swasta 40.879 Siswa dan Guru., sedangkan jenjang pendidikan SMK terdapat 8 unit
sekolah negeri 73 unit Sekolah Swasta, 21.563 Siswa dan 701 Guru.
Tabel Jenjang Sekolah Agama Tahun 2010-2011
No Jenjang Sekolah Tahun
1 Madrasah Ibtidaiyah 2010 2011
Negeri 1 1
Swasta 48 48
2 Madrasah Tsanawiyah 2010 2011
Negeri 2 2
Swasta 40 40
3 Madrasah Aliyah 2010 2011
Negeri 3 3
Swasta 25 25
Tabel 5 : Sumber Makassar dalam Angka Tahun 2011
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Kota Makassar yang merupakan pusat pendidikan di Kawasan Timur Indonesia terdapat
3 buah perguruan tinggi negeri, yaitu universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, universitas
Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Pada tahun
2009, Universitas Hasanuddin  terdapat 14 fakultas dan 1 program Pascasarjana dengan jumlah
mahasiswa sebanyak 24.801 orang, jumlah dosen sebanyak 1.707 orang dan jumlah lulusan pada
tahun 2009 sebanyak 5.785 orang. Selanjutnya Universitas Negeri Makassar terdapat 9 fakultas
dan 1 program Pascasarjana dengan jumlah mahasiswa sebanyak 20.503 orang, jumlah dosen
sebanyak 888 orang dan jumlah lulusan sebanyak 5.812 orang. Sedangkan UIN Alauddin
Makassar terdapat 7 fakultas dan 1 program Pascasarjana dengan jumlah mahasiswa sebanyak
7.077 orang dan jumlah lulusan sebanyak 872 orang. Untuk menjamin peningkatan kualitas
pendidikan dengan baik maka perlu diperhatikan perbandingan rasio guru dengan siswa pada
tahun 2009 telah tercatat rasio guru dengan siswa sebesar 21 persen. Untuk tingkat Sekolah
Dasar berkisar antara 24 dan 25 persen, dan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama rasio guru
dengan siswa pada tahun 2009 sebanyak 13 persen. Sedangkan untuk rasio Sekolah Menengah
Umum pada tahun 2009 sebesar 15,07 persen. Selain ketersedian sarana dan prasarana
pendidikan yang merupakan indikator pendidikan juga mengenai kemampuan membaca dan
menulis (angka melek huruf), angka partispasi kasar, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi
yang ditamatkan.  Angka melek huruf anak usia 10 tahun ke atas pada tahun 2011 sebesar
97,90% dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pembangunan urusan pendidikan telah
meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat adanya peningkatan
pencapaian sasaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2011 dengan penduduk usia
SD/MI (7-12 tahun)  tercatat  97,49 %, usia SLTP/MTs (13- 15 tahun) sebesar 86,40 % dan usia
SLTA (16-18 tahun) mencapai 66,19 %.8
8Lihat Makassar dalam Angka yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Makassar Tahun 2011.
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4). Kebudayaan Nasional
Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan konsentrasi berbagai
kegiatan, sekaligus memiliki basis ekonomi dan sumber daya yang baik, infrastruktur yang
memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif, menjadikan Kota Makassar
memegang peranan dan fungsi penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi
barang/jasa dan penumpang, pendidikan, komunikasi dan informasi di Kawasan Timur
Indonesia. Hal ini menyebabkan penduduk Kota Makassar menjadi heterogen, baik yang berasal
dari seluruh kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan maupun dari daerah lain di Indonesia
bahkan berasal dari mancanegara. Mayoritas masyarakat Kota Makassar adalah suku Bugis,
Makassar, Mandar, dan Tana Toraja. Kota Makassar sangat terbuka bagi pendatang, sejak
berabad-abad lampau telah berbaur berbagai suku bangsa, di antaranya Jawa, Ambon, Arab,
Tionghoa, dan Melayu. Mereka membangun komunitas, dan itu dibuktikan dengan keberadaan
Kampung Sambung Jawa, Pecinaan, Kampung Melayu, dan Ambon.
Bahasa Makassar, disebut sebagai Bahasa Makassar atau Mangkasara adalah bahasa
yang digunakan penduduk Sulawesi Selatan. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri, yang
disebut Lontara, namun sekarang banyak juga ditulis dengan menggunakan huruf Latin. Huruf
Lontara berasal dari huruf Brahmi kuno dari India. Seperti banyak turunan dari huruf ini,
masing-masing konsonan mengandung huruf hidup "a" yang tidak ditandai. Huruf-huruf hidup
lainnya diberikan tanda baca di atas, di bawah, atau di sebelah kiri atau kanan dari setiap
konsonan. Selain bahasa Makassar, bahasa Bugis, Tator, Mandar juga sering dipakai oleh
masyarakat Kota Makassar. Namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar sehari-hari
bagi masyarakat Kota Makassar dalam melaksanakan aktivitasnya. Setiap etnis memiliki bahasa
yang berbeda-beda. Beragamnya etnis itu juga melahirkan aneka kesenian dan budaya yang
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malah memperkaya khasanah budaya tradisional di Kota Makassar cukup dikenal dengan
kerajinan perak dan emasnya. Salah satu cenderamata yang menjadi unggulan adalah kedua jenis
hasil kerajinan logam tersebut. Pengerjaan kerajinan perak dan emas digarap secara tradisional
khas Kota Makassar oleh perajin asal Kelurahan Borong, Antang, Makassar. Pusat pemasaran
kedua kerajinan tersebut di daerah Somba Opu, yang beredekatan dengan Pantai Losari. Tradisi
dan kesenian, Kota Makassar memiliki keanekaragaman etnik. Kesenian itu tercurah dalam
bentuk tarian seperti Pepe-pepeka ri Makka, Ganrang Bulo, Pakarena, dan lain-lain. Saat ini
Kota Makassar memilki situs bersejarah sebanyak 47 buah, 1011 sanggar seni dan masih
memiliki pemangku adat yang saat ini masih bertahan sebanyak 5 buah dengan komoditas adat
terpencil 7 buah.9
5). Pemuda dan Olahraga
Untuk pembinaan generasi muda dan olah raga maka telah berkembang organisasi
kepemudaan dan organisasi massa yang menghiasi perkembangan demokratisasi di Kota
Makassar. Pada tahun 2011 telah terdapat karang taruna sebanyak 143 buah dan jumlah
organisasi olahraga 33 buah serta saat ini Pemerintah Kota memliki sarana olah raga yang telah
bertaraf internasional dan nasional masing-masing 1 unit.
6). Kesejahteraan sosial
Jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270
laki-laki dan 662.079 perempuan. Terdapat sebagian penduduk yang kurang beruntung yang
hidup di perKotaan sebanyak 70.092 KK. Mereka berasal dari sebahagian besar dari penduduk
imigran yang datang dari kabupaten lain dan tinggal serta mencari kerja di Kota Makassar. Hal
ini memberi dampak pada terbentuknya penduduk yang rawan sosial. Pada tahun 2011 terdapat
jumlah fakir miskin 4.123 orang, gelandangan dan pengemis 340 jiwa, penyandang cacat 2.140
9Lihat Makassar dalam Angka yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Makassar Tahun 2011.
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jiwa , pengungsi dan korban bencana sebanyak 2.140 KK. Dari permasalahan yang muncul
tersebut telah dipekerjakan sebagai pekerja sosial sebanyak 419 orang untuk memberikan
pelayanan terhadap penyandang rawan sosial dan organisasi sosial sebanyak 90 orang. Untuk
memberikan layanan sosial. Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan telah membentuk beberapa panti yang diharapkan akan dapat menampung masyarakat
yang mempunyai masalah sosial sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Penduduk miskin
tersebut telah diklasifikasi menjadi 3 jenis penduduk miskin yaitu penduduk prasejahtera 63.551
KK pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 63.964. Penduduk keluarga
sejahtera 1 (KS-1) dengan jumlah 49.972 KK pada tahun 2010 dan keluarga sejahtera II (KS-II)
sebanyak 62.269 KK. Pada tahun 2011 penduduk prasejahtera 63.904 KK kemudian penduduk
sejahtera 1 (KS-1) berjumlah 52.700 KK dan keluarga sejahtera II (KS-II) berjumlah 69.028
orang. Pemerintah pusat telah mengalokasikan program untuk penyaluran beras miskin yang
diperuntukkan untuk penduduk miskin pada tahun 2010 dialokasikan beras sebanyak 10.173.055
ton pada 68.477 KK .dan tahun 2011 dialokasikan beras sebanyak 12.616.560 ton pada 70.092
KK yang menerima.
Panti Sosial di Kota Makassar
No Nama Panti Jumlah
1 Panti Sosial Asuhan Anak 81
2 Panti Sosial Bina Remaja -
3 Panti Sosial Teresna Wirda 1
4 Panti Sosial Bina Netra 3
5 Panti Sosial Bina Daksa 2
6 Panti Sosial Bina Grahita 1,00
7 Panti Sosial Bina Laras -
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8 Panti Sosial Bina Runggu Wicara 1
9 Panti Sosial Pasca Lara Kronis -
10 Panti Sosial Marsudi Putra 1
11 Panti Sosial Pamardi Putra -
12 Panti Sosial Karya Wanita 1
13 Panti Sosial Bina Karya 1,00
14 Panti Sosial Patirahan Anak 1
Jumlah 93
Tabel 7 : sumber makassar dalam Angka Tahun 2011
Sebagai kota metropolitan yang memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai suku
bangsa dan agama. Pemerintah Kota Makassar senantiasa memfasilitasi terwujudnya kerukunan
umat beragama, mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dalam rangka pemeliharaan
kerukunan umat beragama serta menumbuhkembangkan  keharmonisan, saling pengertian, saling
menghormati dan saling percaya diantara umat beragama. Di Kota Makassar terdapat beberapa
agama yaitu Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Agama Islam merupakan agama mayoritas
masyarakat Kota Makassar. Data Kementerian Agama Kota Makassar, tahun 2011 mayoritas
beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama 1.145.994 orang dengan jumlah jemah haji pada
tahun 2011 sebanyak 1.462 orang. Penganut yang beragama Kristen 182.679 orang, jumlah
pemeluk agama Katolik sebanyak 73.118 orang, Hindu sebanyak 7.191 orang, Budha sebanyak
23.961 orang. Meskipun memiliki penganut agama yang berbeda, namun kerukunan antar umat
beragama di Kota Makassar tetap terjaga dengan baik. Sedangkan sarana ibadah yang telah
terbangun selama tahun 2009, mesjid sebanyak 861 buah mushollah 48 buah, gereja Kristen 94
buah, Pura /vihara 13 buah klenteng 6 buah.10
5. Sumber Daya Alam
a. Pertanian
10Lihat Makassar dalam Angka Tahun 2011.
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Sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tumbuh dan berkembang
sebagai daerah perdagangan, pendidikan, industri dan jasa-jasa yang mempunyai daya tarik
kepada penduduk migran untuk datang dan bermukim di Kota Makassar  sehingga sumber daya
alam khususnya lahan pertanian semakin menyempit yang diganti dengan tumbuhnya beberapa
pemukiman. Di Kota Makassar lahan pemukiman seluas 8.330 Ha yang disusul oleh penggunaan
lahan usaha lainnya. Sebesar 4.448 Ha. Akibat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, Kota
Makassar menjadi daya tarik untuk orang datang dan bermukiman. Luas lahan pertanian
khususnya lahan tadah hujan semakin berkurang hingga sekarang menjadi 2.700 Ha, tambak
ikan, 1.360 Ha, ladang/tegalan 1.039 Ha, rawa-rawa 107 Ha dan lahan yang belum digarap
sebesar 179 Ha.  Kolam air tawar 32 Ha. Lahan pertanian tersebut ditanami dengan tanaman
padi, jagung dan singkong dan ubi-ubian.Luas areal panen yang diperoleh dari komoditi padi
pada tahun 2008 sebesar. 3.016.07 Ha dengan jumlah produksi gabah kering giling setiap
tahunnya sebesar 15.693.57 Ton dan setelah dihilangkan gabahnya diperoleh produksi beras
giling setiap tahunnya 10.200.820,50 ton/ha dengan rata-rata produksi yang dihasilkan setiap
tahun 5.20 Ton/Ha. jumlah kebutuhan yang dikomsumsi oleh masyarakat Kota Makassar
sebanyak 164.400 ton.
Pada tahun 2011 produksi gabah kering giling menalami penurunan sebesar
14.223,67Ton yang disebabkan karena lahan sawah dikomversi menjadi bangunan rumah
sebagai akibat dari perkembangan Kota Makassar saat ini. Sementara itu untuk komoditi jagung
pada tahun 2011 luas areal produksi sebanyak 174 Ha dengan jumlah produksi setiap tahun
sebanyak 535.05 ton dan kebutuhan komsumsi sebanyak 35.501 ton. Pada komoditi singkong
dan umbi-umbian  luas areal produksi yang dihasilkan hanya  sebanyak 318 Ha  jumlah produksi
sebesar 318 Ha dan kebutuhan komsumsi sebesar 2.635,7 ton. Kota Makassar tidak mempunyai
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hutan namun hasil hutan seperti papan, kayu olahan banyak disuplai dari kabupaten dan luar
Sulawesi. untuk kebutuhan perumahan, berdasarkan data  pada tahun 2011 untuk kebutuhan
perumahan, kayu gergajian yang masuk sebanyak 459.105 M3.
b. Kelautan
Kondisi geografis Kota Makassar, merupakan daerah maritim yang mempunyai wilayah
perairan dan lautan sebanyak 29,9 Km2. Potensi sektor perikanan di Kota Makassar dapat
dikembangkan sebagai perikanan laut dan  perikanan darat. Potensi perikanan laut pada tahun
2008 diperoleh hasil tangkapan sebanyak 900.847 Ton dengan jumlah kapal yang beroperasi
untuk menangkap ikan dilaut sebanyak 1.324 kapal. Hasil tangkapan ikan dan tambak  ada yang
dijual pada perusahaan pengolahan ikan yang berjumlah 1.524 buah atau sebagian dijual pada 3
tempat pelelangan yang ada di Kota Makassar antara lain pada pelelangan paotere. Jumlah
nelayan yang ada di Kota Makassar sebanyak 1063 KK yang berada pada 5 (lima) kecamatan
yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan
Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya . Sedangkan pada tahun 2011 jumlah produksi ikan
meningkat sebanyak 952.200 Ton. Sementara untuk perikanan darat lebih banyak diusahakan
pada perikanan tambak dengn luas 1 Ha dan jumlah produksi sebanyak 414,8 ton.
c. Peternakan
Pada bidang peternakan, di Kota Makassar bukanlah daerah peternakan  yang sama
seperti kabupaten lainnya yang dapat dibudidayakan namun hanya sebagian ternak yang
dipelihara dengan cara digembalakan. Untuk ternak besar seperti kerbau  dan sapi terdapat sapi
perah 14 ekor yang dipelihara. Sebagai Kota yang memerlukan suplai daging, maka pada tahun
2011 jumlah populasi ternak sapi potong sebanyak 2.900 ekor dan jumlah pemotongan sapi
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pertahun sebanyak 9.002 ekor. Umumnya suplai daging yang akan dipasarkan pada masyarakat
dipotong melalui rumah potong hewan (RPH) yang terletak di Kecamatan Manggala yang
dikelola oleh Perusahaan Daerah Kota Makassar. Tahun 2009 sapi potong 2.007 ekor dan
pemotongan sapi pertahun 8.757.ekor Sedangkan untuk  ternak kecil seperti kambing terdapat
jumlah populasi kambing sebanyak 7.007 ekor. Untuk ternak unggas baik ayam buras, ayam
pedaging, ayam ras dan itik. Jumlah masing-masing populasi pada tahun 2011 untuk ternak ayam
buras sebanyak 84.615 ekor, ayam ras sebanyak 648.593 ekor, ayam pedaging sebanyak 429.620
ekor dan itik sebanyak 15.129 ekor.
d. Energi
Salah satu faktor yang mendorong tingginya PDRB Kota Makassar adalah sektor energi,
dalam hal ini  penyediaan sumber energi listrik untuk digunakan dalam berbagai bidang. Selain
sumber energi listik di pasok dari Bakaru juga terdapat pembangkit listrik tenaga uap dengan
kapasitas produksi sebanyak 200,92 KVA/KWh, kedua sumber energi ini mampu melayani
227.565 rumah tangga, selain menjangkau pelayanan energi listrik di Kota Makassar juga
tersedia sarana pelayanan bahan bakar  yang terdiri dari 38 buah SPBU/SPBA/SPBI dengan
isntalasi /depaot/DPPU sebanyak 12 buah, sedangkan untuk agen minyak tanah terdapat 17 buah
dengan PSPD/APMS 1 buah.
e. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Kota Makassar senantiasa mengalami perkembangan dan pertumbuhan, masalah tanah
sering muncul ditengah-tengah masyarakat, sehingga melalui badan pertanahan Kota Makassar
telah  menerbitkan sertifikat tanah baik berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha,
hak pakai. Untuk tahun 2011 telah diterbitkan sertifikat hak milik sebanyak 10.383 bidang
dengan jumlah luas 610.455 Ha, sedangkan sertifikat untuk hak guna bangunan telah diterbitkan
193
sebanyak 708.424 bidang dengan luas 17 Ha. Sertifikat hak pakai telah terbit sebanyak 19 bidang
dengan luas 170.131 ha. Pada bidang perumahan terdapat rumah dinas/bebas sewa sebanyak 70
unit  yang diperuntukkan untuk karyawan pemerintah Kota Makassar. Perda No. 14/1999 tentang
kebersihan nama jalan yang menjadi proyek percontohan, yaitu Jalan Ahmad Yani, Penghibur,
Haji Bau, Sudirman, dan Somba Opu. Menurut aturan, siapa saja yang kedapatan membuang
sampah di jalan jalan tersebut dikenai ganjaran hukum. Ancamannya berupa denda sebesar Rp 5
juta atau dipenjara enam bulan. Setiap tiga bulan, perda itu akan diterapkan di jalan-jalan
lainnya. Perda ini dimaksudkan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat.
Pada titik strategis dipasang papan bicara, termasuk papan Perda 14 tahun 1999 bersama
sanksi-sanksinya. tujuan pemerintah memberikan sanksi hanya semacam shock therapy, karena
mayoritas masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah, sering melakukan pelanggaran
membuang sampah di sembarang tempat. Tim penilai Adipura sudah merampungkan penilaian
tahap pertama di sekitar 100 titik di Makassar sejak Rabu, 18 November 2009 lalu. Kemudian
melakukan penilaian tahap kedua pada Februari-Maret, dan dilanjutkan verifikasi April-Mei
2010 mendatang. Adapun pengumuman peraih piala Adipura dilakukan bertepatan hari
Lingkungan Hidup 5 Juni. Berdasarkan penilaian tahap pertama, Kota Makassar dinilai rata-rata
unggul di kebersihan sekolah, puskesmas, maupun kawasan perumahan.
Adapun infrastruktur drainase dan pasar, masih sangat jauh tertinggal. Pasar Terong,
Pa'baeng-Baeng, Pannampu, dan Pasar Cidu, disebut sebagai salah satu wilayah yang masih
perlu pembenahan. Sedangkan untuk drainase, hampir semua saluran utama pembuangan masih
perlu penataan yang lebih cermat dan lebih cepat. Dalam rangka memacu dan kesadaran
masyarakat dan keikutan sertaan dalam partisipasi untuk menjadikan Kota Makassar sebagai
Kota bersih dan hijau maka pada tahun 2008 Pembukaan program Makassar Green and Clean
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(MGC) secara resmi Launching pada 28 Juni 2008. Sejumlah perwakilan dari para mitra kerja
hadir menyaksikan peresmian program tersebut. Mereka yang hadir diantaranya, pimpinan
Yayasan Unilever Indonesia, Ibu Sinta Kaniawati, Environment Programme Manager, Ibu Silvi
Tirawaty beserta asisten program, Nana Kurnia Adha, dan perwakilan dari pertamina bapak Rudi
dan bapak Walikota Makassar A. H. Herry Iskandar yang selanjutnya dilakukan penandatangan
kerjasama dari ke empat pihak. Peluncuran Program Green dan clean pada tanggal tersebut,
sebelumnya dilakukan kegiatan sosialisasi tentang program Makassar Green and Clean 17 April
2009 di ruang pola Pemerintah Kota Makassar yang Peserta  adalah Camat dan Lurah Se-Kota
Makassar, PKK serta tokoh masyarakat tiap kelurahan.
Kegiatan green dan clean diisi pula dengan pemberian training pada para fasilitator Kota
Makassar untuk menciptakan inspirator lingkungan di tiap kelurahan se-Kota Makassar yang
berlangsung dengan dua tahapan yaitu tahap I pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2009 dan tahap
kedua 11 sampai 12 Mei 2009 yang peserta calon fasilitator berasal dari  perwakilan/duta dari
tiap kelurahan Kota Makassar dengan materi yang disajikan Interpersonal skill, managerial skill,
leadership, pengolahan sampah organik dan anorganik, penyusunan program lingkungan Setelah
sosialisasi dan launching, kegiatan dilanjutkan dengan pendaftaran peserta Makassar green and
clean yang bertempat di Graha Pena Fajar. Dari 143 kelurahan yang ada di Makassar, sebanyak
138 kelurahan yang berhasil mendaftarkan diri dalam ajang kompetisi kampungku bersih. Dari
sekian banyak pendaftar, kebanyakan kelurahan yang RW-nya ikut tahun lalu kembali
mendaftarkan diri. Adapun peta sebaran lokasi binaan penerapan Green anda clean kampanye
3R Dari keseluruhan pendaftaran tersebut, tim melakukan penilaian berkas serta survey langsung
ke lapangan untuk membandingkan antara laporan tertulis dengan kondisi di lapangan. Dari hasil
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penilaian tersebut, diumukanlah 100 kelurahan yang masuk nominasi Makassar Green and Clean
(MGC) 2009. Perjuangan 100 wilayah tersebut akan diseleksi untuk menuju 50 besar.
f. Infrastruktur
Pada bidang pekerjaan umum yang berhubungan dengan status jalan, konstruksi jalan,
kondisi jalan, kondisi jembatan dan terminal darat, Jalan di Kota Makassar dibagi atas jalan
nasional sepanjang 45,29 Km, jalan kabupaten/kota sepanjang 1548,17 Km dan jalan Tol 17 Km.
Ketiga jalan ini dibangun dengan konstruksi menggunakan aspal/hotmix sepanjang 1233,03 km,
konstruksi berbatu 37,01 km, konstruksi kerikil 53,39 dan masih dalam konstruksi tanah
sepanjang 80,51 km. Dengan melihat konstruksi jalan  tersebut kondisi jalan di Kota Makassar
terdapat 931,82 Km dalam keadaan baik, 135,56 km dalam kondisi sedang, rusak ringan 201,98
km, rusak berat 324,10 km. Di Kota Makassar telah dibangun 31 buah jembatan dengan panjang
keseluruhan 512,39 km. Sedangkan untuk pengaturan pola jaringan jalan yang akan
dikembangkan yaitu outer ring road, middle ring road, inner ring road dan central radial road.
g. Parawisata, Industri, Perdagangan, UKM, Jasa
Sejarah Kota Makassar sebagai bagian dari mata rantai berdirinya kerajaan besar
kejayaan kerajaan Gowa pada masa silam di era pemerintahan ”I Mallombasi Daeng Nattawang
Karaeng Bontomangape” (Sultan Hasanuddin) sebagai Raja Gowa XVI (1653-1669).
Peninggalan Benteng Rotterdam yang bukti sejarah masih menjaga laut Makassar dan
mempertontonkan contoh besar dari hasil renovasi arsitektur kolonial Belanda. Tempat itu juga
merupakan pusat kebudayaan. Di Kota Makassar, bangunan peninggalan Belanda masih dapat
ditemukan, walaupun beberapa bangunan tua yang indah diantaranya telah dihancurkan demi
arsitektur modern. Walaupun demikian, rumah peninggalan Belanda bisa di temukan di jalan
jalan sempit di pusat Kota sekitar benteng Rotterdam. Dengan populasi Cina yang besar, Kota
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Makassar juga memiliki banyak bangunan Cina termasuk empat kelenteng Budha yang berwarna
warni. Di Kota Makassar, terdapat makam peninggalan dari satu pahlawan terbesar di Indonesia.
Anak dari Sultan Jogjakarta, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda
dalam perang Jawa di tahun 1825-1830. Ditipu oleh Belanda kemudian dibuang ke Makassar
hingga akhir hayatnya. Sebuah silsilah keluarga digambarkan di makam memperlihatkan bahwa
keluarganya telah tinggal di Kota Makassar. Sebagai daerah tujuan wisata posisi Kota Makassar
letaknya strategis ditunjang oleh sarana transportasi, baik transportasi udara maupun laut yang
memudahkan perjalanan dari dan keperbagai tempat di seluruh nusantara.
Bandar udara Internasional Hasanuddin  yang merupakan  pintu gerbang bagi kawasan
timur. Dari bandar udara internasional Hasanuddin dengan jarak 20 km atau dari Pelabuhan laut
Soekarno-Hatta kita dapat langsung menuju pusat Kota Makassar dan menikmati suasana khas
Kota Makassar. Jumlah objek wisata di Kota Makassar terdiri atas obyek wisata alam sebanyak
26 buah,  obyek wisata buatan sebanyak 53 buah dan obyek wisata sejarah sebanyak 27 buah.
Adapun lokasi andalan wisata yang cukup dikenal antara lain Benteng Fort Rotterdam dan
Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Panorama Pantai Losari (Sunset), monumen Mandala,
makam Pangeran Diponegoro, masjid Al-Markaz Al-Islami, masjid Raya, pelabuhan Paotere,
gedung kesenian, dan beberapa pulau  kecil sebagai berikut :
1). Pulau Kayangan. Jarak lokasi 2,5 mil (bisa dicapai 45 menit), Letak lokasi : Jl. Ujung
Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, daya tarik untuk: berenang dan diving, panorama
matahari terbenam, olah raga air, musik & pertunjukan, permainan anak-anak, akuarium.
2) Pulau Kodingareng. Jarak lokasi 5 mil (60 menit), Letak lokasi : Kecamatan Ujung Tanah,
Daya tarik diving, menemukan batu kayu, ikan hias, peninggalan Jepang.
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3) Pulau Barrang Lompo. Jarak lokasi 7 mil (1 jam 30 menit), Letak lokasi di Kecamatan Ujung
Tanah, Daya tarik : berenang, oseanorium, peninggalan Jepang.
4). Pulau Barrang Caddi. Jarak lokasi : 6 mil (1 jam 15 menit), Letak lokasi Kecamatan Ujung
Tanah Daya  tarik   berenang dan diving, oseanorium, peninggalan Jepang.
5). Tanjung Bunga. Jarak lokasi sekitar 3 kilometer (10 menit), Letak lokasi Kecamatan
Tamalate, Daya  tarik jet ski, atraksi hobbies.
6). Tanjung Merdeka. Jarak lokasi 3 kilometer (15 menit), Letak lokasi  Kecamatan. Tamalate,
Daya tarik volley pantai, Memancing
7). Pulau Lae-lae. Jarak lokasi : 1 mil (15 menit), Letak lokasi di Kecamatan Ujung Pandang,
Daya tarik pemandangan laut, panorama matahari terbenam, berenang, olah raga air - Pulau
Lanjukang, Jarak lokasi sekitar 9 mil (1jam 45  menit), Letak lokasi Kecamatan Ujung Tanah.
8). Pulau Kodingareng Keke. Jarak lokasi sekitar 5 mil (60 menit), Letak lokasi di Kecamatan
Ujung Tanah, Daya tarik untuk kegiatan menyelam, berenang,  kerajinan kerang-kerangan.
9). Pulau Samalona. Jarak lokasi sekitar 3 mil (50 menit), Letak lokasi : Kec. Ujung  Pandang,
Daya tarik berenang, berjemur, matahari terbenam, biota laut, olah raga  air
Pantai Losari terbentang disepanjang jalan pasar ikan-jalan pengibur, merupakan salah
satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Tanggulnya yang
dibuat tahun 1926 oleh Belanda menawarkan pemandangan laut yang sangat indah, terlebih pada
senja hari dimana dapat menikmati indahnya matahari terbenam (sunset). Pantai yang
panjangnya 1,5 km ini pernah dikenal dengan sebutan meja makan terpanjang di dunia The
Longest Dining Table in The World karena di sepanjang pesisir pantai menjadi pusat jajan, sejak
sore hari hingga dini hari. Pada tahun 2001, pusat jajan ini dipindahkan ke lokasi yang baru dan
lebih tertata apik, tak jauh dari Losari yakni Jalan Metro disepanjang Pantai Losari juga banyak
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berdiri toko-toko pakaian jadi, restoran, kafe, hotel-hotel berbintang seperti hotel Makassar
Golden, hotel Pantai Gapura, hotel Losari Beach, hotel Sedona,dan hotel Quality tidak jauh dari
lokasi Losari, yakni di Jalan Somba Opu merupakan pusat belanja aneka souvenir, kain sutera,
kerajinan emas dan perak dan perlengkapan olahraga. Obyek wisata yang ada di Kota Makassar
telah dilengkapi dengan berkembangnya fasilitas sarana hotel baik hotel berbintang lima
sebanyak 3 buah, hotel berbintang empat 5 buah hotel berbintang tiga 6 buah, hotel berbintang
dua 7 buah hotel berbintang satu 10 buah serta hotel non bebintang atau sejenis melati sebanyak
76 buah. Dengan obyek wisata yang ada di Kota Makassar, maka pada tahun 2009 telah
meningkat daerah kunjungan wisata hal ini dibuktikan dengan naiknya jumlah wisatawan asing
yang masuk ke Kota Makassar selama setahun adalah 28.223 bila dibandingkan pada tahun 2010
sedangkan wisatawan domestik sebesar 2010,121 orang pada tahun 2011.  Untuk sektor pos dan
telekomunikasi  telah terbangun kantor pos tahun 2008 menjadi 17 unit hal ini disebabkan ada
beberapa kantor pos disatukan dalam beberapa kecamatan sehingga menyebabkan terjadi
penurun jumlah kantor pos. Sementara itu untuk tahun 2009 khususnya pada sektor
telekomunikasi  telah terdaftar pelanggan telekomunikasi sebanyak 153.723.
Musium Kota Makassar terletak di Jalan Balai Kota Makassar, gedungnya dahulu
merupakan kantor balai Kota Makassar peninggalan kolonial Belanda. Musium Kota Makassar
menyimpan dan menggelar banyak foto-foto tempo doeloe Kota Makassar, manuskrip, lontara’,
dan benda budaya etnik Makassar lainnya
Musium La Galigo musium yang berlokasi di dalam benteng Ujung Pandang (Fort
Rotterdam). Musium Negeri La Galigo menyimpan berbagai benda-benda bersejarah, manuskrip,
patung, keramik, pakain-pakaian tradisional dan berbagai suku bangsa di Sulawesi Selatan. La
Galigo adalah nama seorang Cendekiawan, pemikir pada zamannya. Beliau adalah Raja Luwu
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IV. Ia terkenal di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai tokoh yang disegani. Beliau
adalah putra Sawerigading Opunaware dari hasil perkawinan dengan We Cudai Daeng ri Sompa
dari Kerajaan Cina-Wajo. Sawerigading sendiri adalah tokoh legendaris yang sangat terkenal dan
termasyur alam mitologi Bugis.
Monumen Mandala adalah salah satu land mark Kota Makassar, terletak di tengah Kota
Makassar Jalan Jenderal Sudirman sekitar 56 meter dari lapangan Karebosi. Monumen ini
menggambarkan suatu rangkaian Sejarah pada bassement terpanjang relief perjuangan rakyat
Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Sementara pada lantai kedua merekam gambar (diorama)
pembebasan Irian Barat. Di kaki monumen terdapat relief jilatan api. Pada tiga sisi monumen
dilengkapi dengan tiruan bambu runcing seukuran bambu petung masing-masing setiap sudut
terdapat sembilan batang. Lantai ketiga monumen ini terdapat ruang pamer diorama yang
menggambarkan operasi Mandala lengkap dengan patung sesuai dengan kejadian saat itu.
Sedang dilantai empat menggambarkan hasil pembangunan selama ini. Pada puncak monumen
Mandala ada sebuah ruang kaca dari setiap sudut, sehingga pengunjung dapat memandang Kota
Makassar dari ketinggian.
B. Efektivitas Good Governance di Kota Makassar
Terjadinya krisis pemerintahan di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik (bed governance).
Akibatnya, timbul berbagai masalah seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang sulit
diberantas, masalah penegakan hukum sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang buruk. Untuk menilai efektivitas pemerintahan di
Kota Makassar supaya dapat terwujud good governance, maka tidak lepas dari keberhasilan
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pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
Keberhasilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Partisipasi Masyarakat Mengambil Keputusan
Partisipasi masyarakat mencakup  peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan
kemandirian masyarakat. Partisipasi berentang mulai dari pembuatan kebijakan,
implementasinya sampai dengan kendali warga negara terhadapnya. Partisipasi dapat terjadi
apabila ada demokrasi sehingga terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi.
Masyarakat tidak lagi memandang partisipasi publik sebagai sebuah kesempatan yang diberikan
oleh pemerintah kerena kemurahan hatinya. Partisipasi lebih dihargai sebagai suatu layanan
dasar dan bagian integral dari local governance.11
Administrasi pembangunan juga berperang untuk melibatkan kegiatan masyarkat luas
sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Ada empat
aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan: 1) terlibat dan ikut sertanya
masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik  dalam suatu negara turut menentukan arah,
strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukakan pemerintah. Dalam masyarakat
demokratis, maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan
mayarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat dilakukan melalui pertisipasi masyarakat dalam
keterlibatan politik mereka dalam proses politik; 2) meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk
merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merncanakan tujuan itu yang sebaiknya.
Pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara
mencapai tujuan pembangunan; 3) partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang
11M. R Khaerul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah (Cet. II; Malang: Bayumedia Publishing,
2007), h. 50.
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konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam
hal ini tergantung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi
suatu masyarakat; 4) adanya perumusan dan pelaksanaan program-program  partisipatif dalam
pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tingkat tertentu memberikan
kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang
menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta
memetik hasil program tersebut.12
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Josef Riwu Kaho merumuskan partisipasi
masyarakat yaitu; Pertama: keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibata
dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan. Kedua: keterlibatan dalam memikul hasil
dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi
pada empat jenjang, yaitu; 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, 2) partisipasi dalam
pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil, 4) partisipasi dalam evaluasi.13
Dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi masyarakat sangat mendasar sekali
terutama karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan.
Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlibat dalam
aktivitas selanjutnyaapabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan
dilaksanakan. Dalam hal ini Moebyarto dalam Josef Riwu Kaho menegaskan bahwa dalam
keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang
menyangkut nasib mereka adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan
12Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan (Cet. XVII; Jakarta:LP3ES, 1995), h.
222-224.
13Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Edisi I (Jakarta: raja Grafindo
Persada, 2007), h. 127.
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untuk menentukan nasib sendiri, maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan
terlibat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menetukan apa yang
akan dilaksanakan.14
Menurut Muhammad Idris Patarai bahwa pemerintah Kota Makassar dalam mengambil
kebijakan selalu mengedepankan masukan masyarakat supaya program yang dilaksanakan dapat
berjalan dengan baik, sehingga partisipasi masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah Kota
Makassar dalam mengambil keputusan. Salah satu partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan di Kota Makassar adalah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Kegiatan tersebut merupakan mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di
Kota Makassar dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat
(bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning). Proses
ini dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara luas muali dari tingkat RT dan RW
hingga pada tingkat Kota. Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Makassar didasarkan pada surat Edaran Bersama Menterri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 0008/M.PPN/01/2007.15
Dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Musrenbang Kota Makassar, hal yang menjadi inti
pelaksanaannya adalah bagaimana keterlibatan masyarakat untuk bisa mengambil peran dalam
kegiatan Musrenbang tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu
wadah tau media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bisa menyampaikan berbagai
14Ibid. h. 128.
15Muhammad Idris Patarai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Wawancara,
di Hotel Singgasana pada Tanggal 26 April 2011.
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permaslahan yang dialami oleh masyarakat serta megusulkan berbagai pemenuhan kebutuhan
dalam bentuk program dan kegiatan.
Secara umum, keterlibatan masyarakat secara luas telah diwakilkan kepada para ketua
RT dan RW yang dianggap menjadi representasi dari masyarakat yang diwakili. Masyarakat
yang diundang dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan merupakan wakil dari semua elemen
yang ada dimasyarakat. Keterwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang diharapkan
dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang diwakili. Wadah tersebut digunakan untuk
menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk
dilakukan penanganan secara serius dan konprehensif.16
Syahruddin menilai bahwa keseriusan pemerintah Kota Makassar untuk melibatkan
masyarakat secara total dalam pelaksanaan Musrenbag belum terwujud. Hal itu bisa dilihat pada
pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Makassar, pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh
Bappeda. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan ini adalah sebagai peserta Musrenbang yang
akan memberikan tanggapan dan masukan terhadap berbagai kebijakan dalam bentuk program
dan kegiatan prioritas yang disampaikan oleh Bappeda. Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota
Makassar, posisi masyarakat hanya sebagai pemberi tanggapan dan masukan, namun dalam
konteks penyusunan dokumen perencanaan hasil pelaksanaan Musrenbang, masyarakat tidak
dilibatkan. Dengan demikian kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kota
Makassar hanya sebatas audience atau peserta Musrenbang yang tidak memiliki kewenangan
untuk ikut sebagai penentu program/kegiatan prioritas. Ruang partisipasi masyarakat sudah tidak
diberikan oleh pemerintah Kota Makassar untuk bisa menentukan program dan kegiatan prioritas
yang akan diakomodir dalam RKPD sebagai hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota
Makassar. Penyusunan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan strategis yang
16Ibid.
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akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar disusun sepenuhnya oleh Bappeda, sehingga
masyarakat tidak lagi memiliki akses informasi mengenai program dan kegiatan prioritas yang
diakomodir dalam dokumen perencanaan tingkat Kota. Selain itu, pemerintah Kota Makassar
tidak menyampaikan hasil Musrenbang tingkat Kota Makassar kepada masing-masing
kecamatan.17
2. Daya Tanggap dan Kepekaan Pemerintah
Tidak dapat dipungkiri bahwa kerena dinamika masyarakat dan berkat kemajuan yang
dicapai oleh suatu negara bangsa melalui pembangunan dalam berbagai segi kehidupan  dan
penghidupan, akan timbul berbagai aspirasi baru, harapan baru, kebutuhan baru, dan tuntutan
baru. Terhadap semua inilah diperlukan aparatur yang responsif atau tanggap. Tidak tanggap
dapat berarti kekecewaan rakyat yang pada gilirannya akan berakibat pada timbulnya krisis
kepercayaan kepada pemerintah. dengan perkataan lain, paradigma ini berarti perlunya birokrasi
pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented) serta memiliki kemampuan yang
tinggi untuk memcahkan berbagai permaslahan (problem solving).
Disamping itu, pemerintah harus peka terhadap kritikan yang mungkin datang dari
berbagai pihak. Kepekaan sebagai paradigma administrasi negara pada dasarnya, berarti
kemampuan melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai hal yang terjadi dan memberikan
respon yang sesuai. Dilihat dari kacamata penyelenggaraan roda pemerintahan negara, situasi
yang timbul dapat bersifat positif akan tetapi dapat pula bersifat negatif. Kepuasan masyarakat
atas pelayanan yang diberikan adalah contoh situasi positif. Kepekaan aparatur dalam hal ini
berarti kecekatan memanfaatkannya sehingga menjadi pendorong bagi  peningkatan kinerja di
masa depan yang pada gilirannya akan meningkatkan wibawa pemerintah dan kepuasan bati bagi
17Syahruddin, Ketua Forum LPM Kec. Tallo Kota Makassar, Wawancara, di Sekretariat LPM Kec. Tallo
pada Tanggal 27 Oktober 2011.
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pelaksananya. Sebaliknaya, jika masyarakat mengalami kekecewaan dalam memperoleh
pelayana aparatur, maka kepekaan berarti kesediaan untuk meneliti atau mengkaji faktor-faktor
penyebab kekecewaan tersebut.18
Menurut H. M. Anis zakaria Kama mengatakan bahwa pemerintah Kota Makassar selalu
tanggap dan peka terhadap kejadian di masyarakat. Peristiwa kejadian bencana alam seperti
angin puting beliung yang terjadi di beberapa kelurahan di Kota Makassar, seperti kelurahan
Buloa Kecamatan Tallo, pemerintah melakukan koordinasi mulai dari tingkat kecamatan sampai
tingkat kelurahan dengan melakukan pendataan warga yang terkena musibah dan segera
memberikan bantuan kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah tetap stand by dan
mengintensifkan koordinasi dengan semua elemen masyarakat dan kelurahan atas kejadian yang
ada di setiap kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepekaan pemerintah kepada
masyarakat.19
Disamping itu, beliau mengatakan bahwa pemerintah Kota Makassar mulai
menindaklanjuti hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai indeks integritas
sektor publik yang menempatkan Kota Makassar berada di peringkat ke-20 dari 22 Kota yang
disurvei. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan berbagai langkah antisipasi pencegahan dan
pemberantasan korupsi, di antaranya mengedepankan partisipasi, penegakan hukum, daya
tanggap, konsensus, keadilan, keefektifan dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.
Beberapa langkah yang sudah direalisasikannya, yakni membuat pelaporan harta kekayaan
pejabat dalam kategori penyelenggara negara. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan
Wali Kota Makassar No 05/Kep.130.04/2006 tentang Penetapan Pejabat Negara dan Pegawai
18Sondang P. Siagiang, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya (Cet. IV; Jakarta:
Bumi Aksara, 2005), h. 165-166.
19H. M. Anis Zakaria Kama, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Wawancara, di kantor Sekretaris Daerah
Kota Makassar pada Tanggal 17 Mei 2011.
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Negeri Sipil pada Jajaran Pemerintah Kota Makassar yang wajib membuat Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara negara. Khusus pada 2010, Kota Makassar ditunjuk sebagai salah satu
kota dari tiga kota di Indonesia untuk Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dengan
indikator penilaiannya terdiri atas delapan item, di antaranya kode etik dengan nilai skors.
Langkah yang dilakukan pemerintah Kota Makassar merupakan antisipasi serta adanya
peringatan kepada seluruh pegawai dan jajaran SKPD, diharapkan mampu menghindari tindakan
korupsi maupun gratifikasi.20
Pemerintah Kota Makassar telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi macet di
Ibu Kota propinsi Sulawesi Selatan tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota
Makassar adalah melakukan pelebaran jalan. Begitu juga pemerintah Kota Makassar talah
melakukan nota kesepatan pembangunan Monorial dengan PT. Kalla Gruop. Monorial adalah
solusi nyata untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar. Disamping itu, pemerintah Kota
Makassar juga tengah mempersiapkan jalur Busway sebagai jalan keluar untuk mengatasi macet
di Kota Makassar. Kedua alat transportasi tersebut sangat dipentingkan oleh pemerintah Kota
Makassar dalam rangka menjawab berbagai persoalan di Kota Makassar sekaligus bentuk
kepedulian dan kepekaan pemerintah terhadap masyarakat.21
Namun demikian, terkadang pemerintah Kota Makassar sangat lambat merespon
peristiwa yang terjadi di Kota Makassar. Banyaknya bentor (becak motor) di Kota Makassar
merupakan bukti kesemrautan alat transportasi sehingga dapat menimbulkan kemacetan di Kota
Makassar. Bentor merupakan alat transportasi yang didesain secara pribadi sehingga dapat
dijadikan transportasi umum, namun tidak mendapat izin dari pemerintah Kota Makassar. Begitu
juga terjadinya macet karena pemerintah sangat lambat mengambil tindakan terhadap pemilik
20Ibid.
21Ibid.
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kendaraan yang parkir di jalan-jalan raya, bahkan hampir di dapatkan setiap pinggir jalan raya,
pemilik kendaraan memarkir kendaraanya tanpa ada tindakan dari pemerintah Kota Makassar,
sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Begitu pula banyak ditemukan di pinggir
jalan, dijadikan sebagai tempat jualan yang dapat mengganggu keindahan Kota. Disamping itu,
banyak ditemukan jalan-jalan yang rusak atau berlubang sehingga rawan menimbulkan
kecelakaan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Kota Makassar melakukan langkah-langkah
untuk mengatasi persoalan tersebut.
3. Transparansi
Paradigma ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru dalam birokrasi pemerintahan.
Paradigma ini sangat penting sebagai konsekuensi proses demokratisasi, masyarakat semakin
menuntut keterbukaan pemerintah. keterbukaan untuk kepentingan praktek di lapangan identik
dengan transparansi menyangkut banyak segi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan seperti
dalam proses permusan kebijaksanaan, proses pengambilan keputusan, penggunaan dana yang
dipungut dari rakyat, persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat yang
menginginkan pelayanan jasa  tertentu, kewajiban sebagai warga negara, dan lain-lain.
Transparansi harus terjadi karena dengan demikian masyarakat akan mengetahui berbagai
hal seperti: 1) tidak adanya tindakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak; 2) oknum-
oknum dalam birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya; 3) prosedur
perolehan haknya; 4) penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan segi-segi kehidupan
bernegara lainnya yang benar-benar menjurus pada peningkatan mutu hidup.22Prinsip
transparansi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah harus mampu menciptakan keterbukaan
yang dibangun di atas dasar kebebasan arus informasi sehingga proses-proses kegiatan
22Sondang P. Siagiang, loc. cit.
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kelembagaan dan informasi-informasi lain secara langsung dapat diterima oleh masyarakat yang
membutuhkannya.23
Prinsip transparansi mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja,
pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya, dan lain-lain
yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah
diketahui dan dipahamim oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
Prinsip transparansi pelayanan memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara
terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip transparansi, ialah:
1. Meginformasikan instrumen pelayanan secara terbuk seperti bagan alir mekanisme
pelayanan, daftar persyaratan, daftar tarif, jadwal waktu, nama loket/petugas/meja kerja.
Langkah ini dapat dilakukan dengan membuat:
a. Bagan alir prosedur dan persyaratan, untuk dipasang/ditempel ditempat ruang
pelayanan, sekaligus dilengkapi dengan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
b. Setiap satuan kerja/loket pelayanan dan nama pejabat/petugas penanggungjawabnya
perlu dibuat, dicantumkan nama secara jelas dan terbuka.
c. Tarif dan rincian biaya/tarif yang harus dibayat oleh pemohon pelayanan,
diinformasikan secara terbuka.
2. Menyediakan fasilitas media informasi, seperti papan informasi, pengumuman, loket
informasi, Kotak saran, media cetak/brosur, monitor TV, yang berfungi memberikan
informasi menyangkut kegiatan pelayanan.
23Budi Supriyanto, Manajemen Pemerintahan: Plus Dua Belas Langkah Strategis (Cet. II; Tangerang:
Media Brilian, 2009), h. 220.
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3. Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu penyebaran dan
pemahaman informasi kepada masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
pelayanan.24
Menurut Sutrani bahwa pemerintah Kota Makassar selalu mengedepankan prinsip
transparansi. Hal itu dapat dilihat pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup
pemerintahan Kota Makassar, mulai dari tahap penerimaan, pelaksanaan, sampai pada tahap
pengumuman, pemerintah Kota Makassar selalu transparan supaya dapat meminimalkan celah
kecurangan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bahkan peserta dapat
mencocokkan nilai yang didapatkan dengan yang diumumkan oleh pemerintah Kota Makasar
dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar. Lebih lanjut menurut beliau
mengatakan bahwa pelamar CPNS Kota Makassar dapat meng-upload seluruh ranking
(peringkat) nilai para peserta CPNS pemerintah Kota Makassar di Website Unhas. Pengumuman
peserta CPNS lewat website Unhas merupakan permintaan langsung Walikota Makassar.25
Namun demikian, pemerintah Kota Makassar tidak transparan dalam menaikkan setoran
harian Juru Parkir (Jukir). Kenaikan tersebut tidak merata sehingga dapat meresahkan Juru
Parkir, bahkan ada yang mencapai kenaikan lebih dari seratus persen. Kenaikan setoran mulai
dari 50.000 sampai 400.000 rupiah. Secara hitungan sederhana, apabila setiap juru parkir yang
jumlahnya mencapai 1126 dan menjaga 700 titik parkir menyetor kepada kolektor yang ditunjuk
oleh Perusahaan daerah (PD) Parkir Kota Makassar sebanyak 50.000 rupiah, maka total
pendapatan dalam setahun mencapai angka Rp.20.268.000.000. PD parkir Kota Makassar selalu
24Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik, Edisi I (Jakarta: Mitra wacana
Media, 2009), h. 137-138.
25Sutrani, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Wawancara, di Kantor BKD Kota
Makassar pada Tanggal 06 September 2011.
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mengalami peningkatan secara drastis setiap tahun, hanya saja pemerintah tidak terbuka
mengemukakan jumlah peningkatannya setiap tahun.
Di samping itu, transparansi juga tidak terjadi di kantor SAMSAT Kota Makassar.
banyak warga mengeluhkan sistem pelayanan karena dinilai tidak memberikan kepastian dalam
biaya pajak kendaraan. Wajib pajak tidak dijelaskan mengenai biaya komponen yang harus
dibayar. Selain itu, terdapat selisih biaya cukup besar yang harus dibayar dengan jumlah biaya
yang tertera di pajak kendaraan (STNK) tanpa ada penjelasan mengenai perbedaan tersebut oleh
oknum petugas. Selisih biaya tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak SAMSAT Kota
Makassar supaya warga merasa puas dengan sistem pelayanan. Selisih kenaikan biaya pajak
kendaraan sangat berpariasi, mulai dari Rp. 10.000 sampai Rp. 30.000 sehingga tidak sesuai lagi
yang tertera di pajak kendaraan (STNK). Dengan demikian, banyak warga Kota Makassar
mengeluhkan sistem pelayana tersebut karena pihak petugas tidak transparan
4. Efektivitas Kerja dan Efisiensi Anggaran
Efektivitas dan efisiensi adalah rangkaian kata yang menjadi primadona dan idola serta
tujuan dalam aplikasi berbagai paradigma dan juga dalam pelayanan publik. Penerapan konsep
efektivitas dan efisiensi seperti aplikasinya dalam bidang ekonomi dalam sektor publik telah
menjadi titik perhatian pada dekade akhir-akhir ini. Efektivitas dan efisiensi pada mulanya
merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari dari sektor privat. Kemudian dalam
perkembangannya dicoba diaplikasikan dalam sektor publik. Konsep efektivitas dan efisiensi
dalam sektor privat mudah digunakan dalam perspektif kuantitatif sehingga mudah untuk
mengukurnya, sedangkan sektor publik berada dalam konteks kualitatif, sehingga muncul
kendala untuk mengukurnya. Persamaan efektivitas dan efisiensi pada manajemen publik dan
privat terletak pada karateristik manajer, seperti memiliki sifat imajinatif, kemampuan
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intelektual, berwatak positif, semsitif, inisiatif, memiliki integritas pribadi, inovatif, stamina, dan
tekad yang kuat. Manajer publik dan manajer privat juga mengatur sumber daya alam manusia,
keuangan, sarana, fisik, dan sebagainya.
Ada kecendrungan untuk masa akan datang, efektivitas dan efisiensi menjadi identitas
aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dengan melihat bahwa konsep
efektivitas dan efisiensi tidak dari sisi output saja, melainkan juga dari prosedur kerja.
Membicarakan konsep efektivitas dan efisiensi dalam suatu kegiatan, harus berhubungan erat
dengan   tujuan dan sasaran yanjg ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Demikian halnya dengan
kegiatan pelayanan publik, bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan
kepada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan publik itu sendiri. Efisiensi
dalam pelayanan publik ditandai dengan sejauh mana sumber daya yang dipergunakan untuk
memberikan pelayanan. Biasanya efisiensi lebih menekangkan pada aspek internal yang terjadi
dalam organisasi publik tersebut.26
Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan anggaran adalah anggaran negara atau
anggaran pemerintah, atau sering juga disebut dengan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara
(APBN). Di Indonesia, APBN adalah rancangan anggaran pemerintah yang disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui DPR, karena APBN
merupakan persetujuan DPR, dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah
harus sesuai dengan peraturan dan peruntukannya, serta diawasi DPR. Dengan demikian, tidak
boleh ada penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan individu, kelompok, atau partai
politik tertentu.27
26Ahmad Ainur Rahman. et. al, Repormasi Pelayanan Publik (Cet. I; Malang: PLaCIDS, 2008), h. 15-20.
27Budi Supriyanto, op. cit. h. 325.
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Menurut Mukhtar Tahir bahwa untuk efektifitas kerja pemerintah Kota Makassar, para
pegawai selalu dipacu dan optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat
supaya dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan tidak ada pekerjaan yang tersisa
untuk dikerjakan diwaktu yang lain. Seperti diketahui bahwa pemerintah pusat mengumumkan
secara mendadak cuti bersama pada hari senin 15 mei 2011. Dalam Surat Keputusan Bersama
(SKB) tiga menteri, yakni SK Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2011, SK Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Keputusan Nomor 120/MEN/V/2011, serta SK Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKB/01/M.PAN-RB/05/2011 tertanggal 13
Mei 2011, dinyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur, dan cuti
bersama, dipandang perlu ditata kembali pelaksanaannya.28
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Kendati pemerintah Kota Makassar telah
menerima salinan Surat Keputusan Bersama tiga menteri tentang cuti bersama yang dikenakan
pada hari senin, namun sejumlah layanan vital untuk warga tetap di buka pada hari itu. Sejumlah
layanan yang akan tetap buka pada hari senin mendatang yakni, layanan Unit Gawat Darurat di
rumah sakit umum daerah, layanan IASmo bebas pengantaran jenazah, serta layanan pemadam
kebakaran. Hal ini dilakukan dalam rangka efektifitas kerja pemerintah Kota Makassar.29
Namun demikian, pemerintah tidak tegas dalam menerapkan jam kerja dalam lingkup
pemerintah Kota Makassar. Secara efektiv, jam kerja dalam lingkup pemerintah Kota Makassar
mulai dari pukul 07.30 sampai pukul 16.00. Tetapi masih ditemukan beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) tidak konsisten melaksanakan jam kerja sesuai dengan waktunya.
Sehingga masih ditemukan pegawai pemerintah Kota Makassar masuk kerja tidak tepat pada
waktunya dan pulang kerja tidak tepat pula pada waktunya. Bahkan disela-sela jam kerja,
28Mukhtar Tahir, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Wawancara, di Kantor Humas
Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 18 Mei 2011.
29Ibid.
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ditemukan pegawai pemerintah Kota Makassar melakukan aktivitas lain seperti berbelanja, baca
koran, menonton televisi, main game, ngobrol, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah Kota
Makassar harus melakukan pembenahan terhadap PNS dalam lingkup pemerintah Kota Makassar
dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja.
Dalam pandangan Suwiknyo bahwa ada dua alasan mendasar kenapa kebijakan efisiensi
ini mutlak bagi pemerintah Kota Makassar. Pertama, selain krisis global yang mempengaruhi
perputaran uang dan turunnya daya masyarakat, pada saat yang bersamaan, pemerintah pusat
telah memutuskan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil setiap tahun dan itu sebuah
keharusan bagi pemerintah daerah setempat untuk menganggarkannya. Kedua, seiring dengan
program kerja Walikota Makassar terpilih, Ir. H. M. Ilham Arif Sirajuddin, M.M dan Drs. H.
Supomo Guntur, M. M, yakni Program Gratis Lahir Sampai Meninggal, maka otomatis,
beberapa pos pendapatan pemkot selama ini justru akan menjadi pos yang dibiayai. Misalnya,
retribusi dan pungutan-pungutan pengurusan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, hingga
pengantaran jenazah, yang selama ini menjadi pos-pos untuk pendapatan daerah, kini bukannya
tak terbayar, tapi terjadi pengalihan, dari yang seharusnya membayar objek retribusi rakyat lalu
kemudian dibayarkan oleh pemerintah. Terdapat juga penambahan gaji PNS yang mencapai 15%
atau sedikitnya Pemerintah Kota Makassar harus menyiapkan biaya khusus untuk pembayaran
gaji ini sebesar Rp57 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) hanya Rp3,89 Miliar.
Kondisi itu memaksa Pemerintah Kota harus mengambil anggaran dari pos lain dalam rangka
efisiensi.30
Namun di sisi lain, pemerintah Kota Makassar tidak efisien terhadap anggaran yang telah
ditetapkan sehingga dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
30Suwiknyo, Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar, Wawancara, di Hotel Singgasana pada
tanggal 15 Juni 2011.
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Makassar. hal ini dapat dilihat pada Perusahaan umum daerah (Perusda) Kebersihan yang berada
dalam naungan pemerintah Kota Makassar. Perusda Kebersihan merupakan bentukan pemerintah
Kota Makassar, padahal sebelumnya sudah ada Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan. Di
samping itu, fungsi dan tugas dari Perusda Kebersihan ternyata berbagi dengan tugas Dinas
Kebersihan dan Dinas Pertamanan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih
dalam hal pembagian tugas antara Perusda Kebersihan, Dinas Kebersihan, dan Dinas
Pertamanan. Bahkan cendrung membebani APBD Kota Makassar karena anggaran tersebut
terbagi dalam tiga instansi yang seharusnya dapat disatukan. Dengan demikian, maka pemerintah
dianggap tidak efisien terhadap anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD Kota Makassar.
5. Kepuasaan Publik
Kepuasan merupakan suatu kondisi emosional individu berupa rasa suka, senang,
maupun tidak suka terhadap segala sesuatu atau perlakuan yang diterima dari orang lain.
Kepuasaan publik merupakan target capaian pemerintah Kota Makassar dalam rangka
mewujudkan good governance. Keberhasilan pemerintah Kota Makassar dapat diukur dari
tingkat kepuasaan masyarakat di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar
selalu melakukan perbaikan supaya dapat memberikan kepuasaan kepada masyarakatnya.
H. M. Anis Zakaria Kama mengatakan bahwa salah satu misi pemerintah Kota Makassar
adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada beberapa
SKPD di Kota Makassar. Pada dinas kesehatan Kota Makassar, pemerintah sudah memberikan
pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dan juga berbagai fasilitas yang disediakan.
Sehingga masyarakat dapat berobat tanpa dipungut biaya. Disamping itu, aparat pemerintah Kota
Makassar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pengurusan KTP. Bahkan
dengan program E-KTP, pemerintah Kota Makassar melakukan gerak cepat dengan menambah
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tenaga pelayan disetiap kecamatan supaya dapat terlayani dengan cepat karena banyak
masyarakat yang membutuhkan KTP. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota melakukan
pembenahan dan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas sekolah dan perbaikan manajemen
terhadap tenaga pendidik, supaya mutu pendidikan di Kota Makassar lebih baik dari yang lain.31
Namun demikian, masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Kota
Makassar. Ketidakpuasan tersebut karena birokrasi pemerintah Kota Makassar belum
membuahkan hasil yang signifikan. Dalam mengurus biaya perizinan, terkadang terjadi praktek
pungli (pungutan liar), karena masyarakat masih menyerahkan biaya tambahan kepada petugas
diluar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar. Pelayanan publik khususnya
pelayanan KTP di Kota Makassar, masih sangat diskriminatif. Banyak kasus terjadi, karena
ketidakadilan dalam pelayanan KTP terhadap golongan masyarakat miskin. Masyarakat miskin
masih menjadi kelompok marginal yang terabaikan dalam pelayanan KTP. Disamping itu, masih
banyak terjadi kasus pengurusan KTP yang tidak ditangani oleh petugas pelayanan KTP, namun
melalui perantara. Biaya KTP masih menjadi sorotan masyarakat, karena tarif yang diberlakukan
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No.7 tahun 2004. Namun ada beberapa indikator Indeks
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KTP yang dinilai sama sekali tidak memuaskan,
seperti; adanya petugas yang terlibat mengurus KTP bukan dari staf Kelurahan Buloa kec. Tallo
dan biaya KTP yang seharusnya sesuai Perda No.7 tahun 2005 sebesar Rp.25.000,- akan tetapi
dapat mencapai Rp.50.000,- sampai Rp.100.000.32
Disamping itu, pungutan liar terjadi di berbagai pasar tradisional di Kota Makassar.
Kejadian ini dapat dilihat setiap hari di pasar Cidu Kota Makassar. Pasar Cidu merupakan pasar
31H. M. Anis Zakaria Kama, Sekretaris Daerah Kota Makssar, Wawancara, di Kantor Sekretaris daerah
Kota Makassar pada Tanggal 03 Juni 2011.
32Dg. Nurung, Warga Masyarakat Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, wawancara, di Rumah Dg.
Nurung Jl. Teuku Umar 12 lr. 7 Rw. 006 Rt. 003.
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tradisional yang sudah lama beroperasi di sekitar di sekitar jalan Tinumbu bagian Utara Kota
Makassar. Pasar Cidu merupakan jalanan umum dan jalan alternatif yang dapat menghubungkan
beberapa jalan di bagian Utara Kota Makassar, seperti; Jalan Yos Sudarso, Jalan Cakalang, Jalan
Bandang, dan Jalan Tinumbu. Namun warga memanfaatkan jalan tersebut untuk melakukan
jual-beli. Awalanya, hanya beberapa orang yang melakukan transaksi kemudian masyarakat yang
tinggal disekitar jalan tersebut menjadikan rumahnya sebagai tempat jualan. Petugas yang
ditunjuk oleh oleh Kepala Pasar melakukan pungutan liar kepada para pedagang dengan jumlah
yang berbeda-beda, mulai dari Rp. 1000 rupiah sampai Rp. 10.000 rupiah, sesuai dengan tingkat
kelayakan tempat yang dipakai berjualan. Bahkan warga yang ingin berjualan di tempat tersebut
diharuskan membayar retribusi sebesar Rp. 150.000 rupiah, padahal warga merasa berhak
dengan tempat tersebut. Demikian halnya di pasar Pannampu Kota Makasar, setiap hari
masyarakat melakukan transaksi di pasar tersebut dengan berbagai kebutuhan bahan pokok.
Hanya saja pasar Pannampu lebih tertata dari pada pasar Cidu. Petugas yang ditunjuk oleh kepala
pasar melakukan pungutan lair setiap hari di pasar tersebut, sehingga meresahkan para pedagang.
6. Pelayanan Publik.
Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu
selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari berokrat, meskipun tuntutan tersebut
tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan empiris yang terjadi selama ini
masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi
karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan dilayani kepentingan
yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum terkadang
dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya
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adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya
haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.33
Menurut Obserne dan Plastrik dalam Lijan Poltak Sinambela mencirikan pemerintahan
(birokrat) sebagai pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang
mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan
sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol
dari masyarakat, pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang
lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan
oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah
untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, harus dibangun komitmen yang kuat untuk
melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif serta lebih efisien. Pemerintahan milik
masyarakat akan tercipta jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Patut
diduga bahwa banyak birokrat yang tidak memahami secara pasti atau setidaknya tidak mengerti
filosofi pelayanan yang akan diberikannya sehingga pelayanan publik yang dimimpikan oleh
masyarakat jauh dari kenyataan dari yang mereka alami.34
Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tatcara yang telah ditetapkan. Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah
segala kegiatan pelayananyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan pearturan perundang-
undangan.
33Lijan Poltak Sinambela.. et.el, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi (Cet. II;
Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 3-4.
34Ibid.
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Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan  keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja
dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara
dalam hal ini pemerintah atau birokrat haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan dalam hal ini, bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan
yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan,
pendidikan, dan lain-lain.35
Pelayanan publik (public service) adalah pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat
berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh
organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang
memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintah beserta segenap kelengkapan
kelembagaannya. Dengan demikian pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Adapun penyelenggaranya
adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun badan uasaha
milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima pelayanan publik oarang
perseorangan dan atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban
terhadap suatu pelayanan publik. Standar pelayanannya didasarkan atas ketentuan yang berisi
norma, pedoman, dan kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang
dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan
dan pihak yang berkepentingan.36
35Ibid. h. 5.
36Ahmad Ainur Rohman.. et.el, Reformasi Pelayanan Publik ( Cet. I; malang: PLaCIDS, 2008), h. 3.4.
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Menurut H. M. Anis Zakaria Kama bahwa untuk mewujudkan good governance di Kota
Makassar, pemerintah Kota Makassar harus memberikan pelayanan prima kepada warganya.
Bentuk komitmen pemerintah terhadap warga Kota Makassar adalah pelayanan di bidang
pendidikan dan kesehatan.37
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pemerintah Kota Makassar sudah mencanangkan
pendidikan dan kesehatan gratis. Sejak peluncuran IASmo Bebas Pemerintah Kota Makassar
telah menggratiskan pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di Kota Makassar yang sesuai
prosedur seperti tertib administrasi dengan memiliki kartu tanda penduduk/ kartu keluarga Kota
Makassar. Obat yang diberikan adalah obat generik, Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit
diberikan setelah mendapatkan rujukan dari Puskesmas sesuai indikasi medis, sedangkan
pelayanan emergency atau darurat pada instalasi gawat darurat rumah sakit tidak perlu
memperlihatkan surat rujukan. Apabila tidak dapat menunjukkan identitas, maka diberikan
waktu maksimal 2x24 jam untuk menunjukkan kartu identitas. Pelayanan kesehatan gratis
Pemerintah Kota Makassar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit
Pemerintah yang ditunjuk meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap
tingkat lanjutan, pelayanan gawat darurat, dan pelayanan kesehatan rujukan. Untuk mendukung
program ini, Pemerintah Kota Makassar telah memiliki fasilitas 1.035 sarana pelayanan
kesehatan bagi warga Kota berupa satu RSUD, delapan Puskesmas rawat inap, 29 Puskesmas
non rawat inap, 44 Puskesmas Pembantu, 953 Posyandu yang didukung oleh 1214 tenaga medis
dan para medis serta 459 tenaga non medis dan dengan sembilan Rumah Sakit Pemerintah,
37H. M. Anis Zakaria Kama, Sekretaris Daerah Kota Makssar, Wawancara, di Kantor Sekretaris daerah
Kota Makassar pada Tanggal 05 Juni 2011.
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delapan Rumah Sakit Swasta, tiga Rumah Sakit Ibu dan Anak, 12 Rumah Sakit Bersalin, 176
balai pengobatan.38
Di bidang pendidikan, beliau mengatakan bahwa IASmo Bebas mencakup sekolah gratis
(sekolah bersubsidi penuh) dan menetapkan bahwa sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh)
adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makasar berupa SD dan SLTP dalam
wilayah Kota Makasar, yang melakukan proses belajar-mengajar dengan tidak memungut biaya
apa pun dari siswa. Siswa benar-benar digratiskan dari semua bentuk pembayaran, baik biaya
sekolah maupun seluruh biaya proses belajar mengajar lainnya, kecuali seragam sekolah. Sasaran
program ini 70% siswa tidak mampu atau orang tua miskin SD, SMP, SMA. Selain sekolah
gratis, program IASmo Bebas di bidang pendidikan juga memberikan pendidikan gratis, yakni:
membebaskan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar bagi seluruh siswa baik miskin atau
kaya, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan
mutu pendidikan dasar SD dan SLTP. Sasaran program pendidikan gratis adalahsemua siswa SD
dan SMP.39
Walaupun pemerintah Kota Makassar berhasil dengan program pendidikan dan kesehatan
gratis, namun terdapat juga diskriminasi dalam sisitem pelayanan di rumah sakit khususnya bagi
keluarga miskin. Petugas rumah sakit lebih mengutamakan sistem pelayanannya kepada keluarga
yang mampu daripada keluarga yang kurang mampu. Di bidang pendidikan, sistem penerimaan
siswa baru kurang berpihak bagi keluarga yang kurang mampu, Pengadaan buku bagi siswa yang
tidak transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh pihak sekolah, Pemaksaan bagi siswa untuk
membeli pakaian seragam dari pihak sekolah, pungutang uang komite yang yang tidak
memperhatikan kemamapuan orang tua siswa sehingga terkadang merugikan siswa
38Ibid.
39Ibid.
221
bersangkuatan apabila uang komite tidak dilunasi maka tidak diperkenankan untuk mengikuti
pelajaran sekolah. Pendidikan dan kesehatan gratis hanya merupakan istilah yang dipopulerkan
oleh pemerintah Kota Makasssar yang sebenarnya hanya merupakan subsidi yang diberikan
kepada siswa, karena kenyataannya tidak semua bentuk pendidikan dan kesehatan digratiskan
oleh pemerintah Kota Makassar.
Menurut Hj. A. Nadjmah Emma bahwa Pemerintah Kota Makassar akan segera
menerapkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk segala macam jenis perizinan.
Sehingga pengurusan yang selama ini harus dilakukan di beberapa tempat yang berbeda, kini
hanya dilakukan di satu tempat saja. PTSP ini berarti segala penyeleggaraan perizinan mulai dari
tahap permohonan sampai penerbitan dokumen akan dilakukan secara terpadu dalam satu tempat
atau satu instansi saja. Melalui PTSP ini maka warga tidak lagi harus bolak-balik di banyak
tempat. Cukup di satu tempat saja semua macam perizinan mulai dari Ho, IMB hingga izin usaha
lainnya cuma dilakukan sekali saja.40
Menurutnya, bahwa selama ini penyelenggaraan penerbitan perizinan dihadapkan pada
sejumlah masalah utama, antara lain, terlalu banyak izin yang harus dipenuhi, proses yang
berbelit-belit dan tidak transparan, waktu pengurusan yang lama, tak ada kejelasan waktu,
banyaknya pintu yang harus dilalui serta biaya pengurusan yang tidak transparan dan terkadang
memunculkan biaya transaksi di luar ketentuan yang ada. Pelaksanaan PTSP di Makassar
nantinya akan dilakukan oleh Kantor Administrasi Pelayanan Perizinan (KPAP) Makassar
melalui pengadaan ruang atau loket pelayanan. Melalui loket inilah segala macam jenis perizinan
diproses dengan melibatkan seluruh instansi atau SKPD yang terkait dengan penerbitan surat
perizinan. Upaya pelaksanaan PTSP ini patut diapresiasi dan didukung sebaik-baiknya karena
40Hj. A. Nadjmah Emma, SE., M. Si, Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar,
Wawancara, di kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar pada Tanggal 03 Juni 2011.
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pada dasarnya Pemkot Makassar memang selama ini telah memiliki komitmen pada peningkatan
pelayanan publik.41
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa KPAP Kota Makassar pada 2012 akan memasang
kamera pengintai atau Closed Circuit Television (CCTV) dalam rangka meningkatkan pelayanan
dan meminimalkan tindakan-tindakan melawan hukum. Dengan adanya pemasangan CCTV,
nantinya yang dapat terpantau bukan hanya calo-calo yang berkeliaran tapi juga pegawai yang
tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Rencana pemasangan CCTV ini, juga arahan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meminimalkan terjadinya tindak pidana
korupsi dan penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi di KPAP Kota Makassar.
Pemasangan CCTV tentunya akan memberikan banyak keuntungan bagi KPAP Kota Makassar,
dengan sendirinya pelayanan akan meningkat karena pegawai merasa diawasi setiap saat.42
Sekalipun pemerintah Kota Makassar berhasil membentuk KPAP, namun masih terjadi
pungutan liar di berbagai instansi atau tempat. Kejadian ini dapat dilihat pada tempat wisata
Tanjung Merdeka yang dilakukan oleh salah satu lembaga kelurahan Tanjung Lembaga yaitu
Lembaga Pemperdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka. Pengutan yang dilakukan tidak
memiliki izin retribusi dan izin pengelolaaan, bahkan hasil pungutan liar tersebut tidak masuk ke
kas daerah apalagi ke pemerintah setempat seperti Lurah dan Camat. Setiap kendaraan bermotor
yang memasuki kawasan wisata Tanjung Merdeka harus membayar retribusi sebesar Rp. 2000
dan kendaraan mobil membayar sebesar Rp. 5000, dan ratusan dana retribusi tidak pernah masuk
ke kas daerah.
41Ibid.
42Ibid.
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Good Governance di Kota Makassar
1. Faktor pendukung
A. Adanya Political Will Walikota Makassar
Adanya political will dan keseriusan Walikota Makassar untuk membenahi Ibukota
propinsi Sulawesi Selatan tersebut semakin nampak. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan
yang semakin maju dan pesat serta investasi berkelas internasional terus meningkat. Misi
pemerintah Kota Makassar hanya satu yaitu mengembalikan kejayaan Makassar sebagai Kota
dunia tanpa melepaskan jati diri. Tanda-tanda Kota Makassar kembali ke Kota dunia dengan
peradaban yang baru sudah tampak. Dalam hal infrastruktur, Makassar sebagai Ibukota dari
Provinsi Sulsel menata pintu masuk baik udara, laut, dan darat. Dalam perjalanan sejarah puncak
peradaban dunia pada abad XVI M, Kota Makassar telah membuktikan pernah menjadi 20 Kota
terkemuka di dunia. Kunci sejarah puncak kejayaan Kota Makassar dalam peradaban dunia tak
lepas dari jalinan hubungan internasional, kawasan pasar bebas, dan pusat penyebaran Islam.
Menurut H. M. Anis Zakaria Kama bahwa pemerintah Kota Makassar dibawa
kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin, mencoba kembali menggaungkan torehan sejarah dengan
sebuah visi dan misi yaitu “Makassar Menuju Kota dunia dalam Kearifan Lokal”. Secara
mendasar yang menguntungkan mempercepat laju menuju cita-cita itu, menurut beliau bahwa
selain torehan sejarah, posisi Makassar dalam letak geografis Indonesia yang berada pada
sentrum antara Timur dan Barat. Walikota Makassar selalu berusaha untuk menghadirkan hal
yang baru untuk Makassar yakni, sebagai living room. Makassar diharapkan menjadi ruang
keluarga bagi masyarakat Indonesia dimana semua aktivitas dari timur akan bertumpu di Kota
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Makassar. Menurutnya, Walikota Makassar selalu berbenah dengan membangun apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat Makassar.43
Dalam pandangannya bahwa untuk menuju Kota dunia, pemerintah Kota Makassar selalu
meletakkan pondasi yang kuat dengan sumber daya manusia, infrastruktur yang layak, perbaikan
lingkungan, penataan transporasi, pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi, sistem pelayanan
yang tidak birokratis, akses pendidikan serta aspek sosial, budaya dan stabilitas keamanan. Salah
satunya dengan menaikkan status jalur transportasi bandara Sultan Hasanuddin menjadi skala
internasional yang diresmikan pada akhir tahun 2008. Begitupun dengan perluasan Pelabuhan
Soekarno–Hatta yang dijadwalkan terealisasi pada akhir tahun ini dengan skala internasional.
Serta pembangunan jembatan layang (fly over) dan pelebaran sejumlah jalan dalam
mengantisipasi tingkat kemacetan. Dalam perencanaan tata ruang Makassar 2008-2028,
pemerintah Kota Makassar  telah merancang pembangunan jaringan kereta api monorel dengan
rute Bandara Sultan Hasanuddin dengan menyusuri kawasan perkotaan hingga kawasan
pelabuhan. Menurutnya, pada tahun 2020, Kota Makassar dikembangkan sebagai Kota
Megapolitan Mamminasata yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.
Kawasan ini diproyeksikan sebagai urat nadi perekonomian Sulawesi Selatan dan pusat ekonomi
di kawasan Timur Indonesia. Dalam konsep Mamminasata, Kota Makassar ditempatkan sebagai
sentra pertumbuhan.44
B. APBD yang Tinggi
Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kota Makassar adalah APBD yang semakin
meningkat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar 2011 diusulkan
Rp1,458 triliun. Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan 20,09% dibanding 2010 yang
43H. M. Anis Zakaria Kama, SH., M.Si, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Wawancara, di kantor Sekretaris
Daerah Kota Makassar pada Tanggal 09 Juni 2011.
44Ibid.
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hanya sekitar Rp1,214 triliun lebih. APBD tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari pajak dan retribusi, dana perimbangan, serta pendapatan lain yang sah. Tercatat,
pemerintah Kota Makassar menargetkan untuk PAD tahun 2011 Rp 273,394 miliar. Nilai PAD
tersebut meningkat signifikan hingga Rp74,054 miliar dari PAD tahun 2010 yang hanya sekitar
Rp199,339 miliar. Untuk pendapatan dana perimbangan ditargetkan dapat tercapai Rp 907,251
miliar tahun depan. Item pendapatan yang sah ditargetkan Rp 271,151 miliar atau naik
Rp184,534 miliar dari 2010.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar
Muhammad Idris Patarai mengatakan bahwa kendati pendapatan di APBD 2011 meningkat, total
belanja juga naik hingga 17,70% atau Rp 228,988 miliar. Totalnya Rp1,522 triliun lebih.
“Realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp768,817 miliar sedangkan belanja langsung
meningkat 28,48%. Menurutnya, peningkatan pengelolaan anggaran juga disebabkan adanya
pengalihan Biaya Operasional (BOS) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lebih lanjut
beliau mengatakan bahwa alokasi pembiayaan dalam APBD 2011 untuk memperkuat belanja
pembiayaan daerah dan penyelesaian pinjaman daerah, selain melakukan optimalisasi
pencapaian pendapatan dan efisiensi pada sektor realisasi belanja. Pembiayaan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 diutamakan menutup selisih antara
pendapatan dan belanja daerah.45
C. Koordinasi Setiap SKPD
Menurtu Nielma untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dari masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, maka diterbitkan
peraturan Walikota Makassar Nomor 5 tahun 2008 tentang pelaksanaan rapat koordinasi dan
45Muhammad Idris Patarai, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar,
Wawancara, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar pada Tanggal 15 Mei 2011.
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rapat evaluasi berjenjang pemerintah Kota Makassar yang memuat mekanisme pelaksanaan
pembinaan dan pengevaluasian kinerja pegawai. Rapat koordinasi berjenjang dalam peraturan
tersebut adalah rapat koordinasi strategi, koordinasi bidang, koordinasi teknik, koordinasi
paripurna, dan koordinasi pimpinan. Dengan berdoman kepada peraturan tersebut, maka setiap
SKPD melakukan rapat koordinasi dan rapat evalusi secara berkala dalam rangka membahas dan
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan supaya dapat terwujud
pemerintahan yang baik (good governance).46
Menurutnya, dalam rapat kordinasi strategi yang dibahas adalah mengenai evaluasi atas
pelaksanaan program kerja bulan lalu dari masing-masing SKPD dan penyiapan rencana kerja
minggu berjalan sesuai dengan tufoksi masing-masing. Untuk penjabaran hasil rapat koordinasi
strategis, dilaksanakan rapat koordinasi bidang yang membahas evaluasi pelaksanaan program
kerja masing-masing SKPD dan penyiapan rencana kerja minggu berjalan sesuai dengan tufoksi
masing-masing. Untuk optimalisasi dan singkronisasi pelaksanaan hasil rapat koordinasi strategis
dan rapat koordinasi bidang, pelaksanaan rapat koordinasi teknis dan rapat koordinasi paripurna,
membahas hasil rapat koordinasi teknis, evaluasi pelaksanaan program kerja dari masing-masing
SKPD dan penyiapan rencana kerja bulan berikutnya sesuai dengan tufoksi masing SKPD yang
bersangkutan. Dalam pandangannya bahwa keberhasilan pemerintah Kota Makassar dan seluruh
aparatnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak lepas dari koordinasi dari
setiap SKPD yang ada dalam lingkup pemerintah Kota Makassar melalui rapat koordinasi dan
rapat evaluasi berjenjang yang telah diatur oleh pemerintah Kota Makassar melalui peraturan
Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2008.47
46Nielma, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Kota Makassar, Wawancara, di kantor
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Pada Tanggal 28 April 2011.
47Ibid.
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D. Sinergitas Eksekutif dengan Legislatif
Menurut Abd Rauf Rachman yang juga anggota komisi A bidang pemerintahan DPRD
Kota Makassar mengatakan bahwa salah satu penyebab pemerintahan dapat berjalan dengan baik
dalam mewujudkan good governance apabila tejadi sinergitas antara pihak eksekutif dengan
pihak legislatif, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi budget
(anggaran), atau fungsi pengawasan, DPRD Kota Makassar selalu melakukan koordinasi dengan
pemerintah Kota Makassar supaya dapat tercipta pemerintahan yang kuat dan beribawah.48
Hal senada dikemukakan oleh Muh. Amin yang juga anggota komisi D DPRD Kota
Makassar bahwa antara pemerintah Kota Makassar dengan pihak legislatif merupakan mitra
kerja supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, apabila
dalam pemerintahan tidak bersinergi antara pihak eksekutif dengan legislatif, maka pemerintahan
tidak berjalan secara normal. Dalam menjalankan fungsi ligislasi, beliau mengatakan bahwa
pihak pemerintah Kota Makassar mengajukan program untuk dibuatkan Rancangan peraturan
daerah (Ranperda) kemudian dibahas di tingkat legislatif untuk dibuatkan jadwal yang akan
dibicarakan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus), kemudian rumusan-rumusan yang telah
dicapai di tingkat badan musyawarah akan dibawa  di sidang paripurna untuk mendapatkan
pengesahan. Pada fungsi pengawasan, pihak eksekutif melakukan pengawasan terhadap
program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Pada fungsi budget
(anggaran), pemerintah Kota Makassar bersama dengan dengan pihak legislatif membuat
rumusan dengan badan anggaran terhadap program yang telah diusulkan berdasarkan anggaran
48Drs. Abd Rauf Rachman, SH, Anggota komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar,
wawancara, di kantor DPRD Kota Makassar pada tanggal 3 Agustus 2011.
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yang telah ditetapkan, kemudian dibicarakan di tingkat komisi setelah itu dikembalikan kebadan
anggaran untuk mendapatkan persetujuan di tingkat paripurna (pengesahan).49
E. Dibentuk Komisi Ombudsman
Menurut Mulyadi Hamid bahwa kehadiran Komisi Ombudsman Kota Makassar tidak
dapat dipisahkan dengan gerakan reformasi pelayanan publik yang telah menjadi isu penting di
kalangan aparat pemerintah Kota Makassar, mengingat pelayanan publik telah menjadi isu
strategis dalam upaya membangun keperintahan yang baik (good gevernance). Buruknya praktek
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan akan dirasakan langsung oleh
masyarakat luas melalui pelayanan publik yang buruk. Komisi Ombudsman Kota Makassar ini
merupakan lembaga independent yang didirikan sebagai lembaga yang mampu menjembatani
masyarakat Makassar dengan pemerintah Kota Makassar. Ombudsman Kota Makassar ini
diharapkan menjadi ini tonggak baru penciptaan iklim pelayanan publik yang adil dan
berkualitas. Lembaga ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik bagi
masyarakat Makassar untuk sektor pelayanan publik dan dunia usaha.50
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kehadiran Komisi Ombudsman Kota Makassar
dapat merumuskan dan mereformasi solusi-solusi perbaikan layanan publik. Dan melalui
pembentukannya, diharapkan kinerja dan akuntabilitas publik aparat pemerintah Kota Makassar
dapat lebih ditingkatkan. Pada sisi lain, kehadiran komisi Ombudsman Kota Makassar untuk
menggalang dan lebih meningkatkan kesadaran partisifasi masyarakat terhadap penyelenggaraan
layanan publik yang dilakukan pemerintah atau swasta. Komisi Ombudsman Kota Makassar
dapat eksis melalui konsistensi program dan kemimpinan di Kota Makassar demi
49Muh. Amin, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, wawancara, di Kantor DPRD Kota Makassar
pada Tanggal 4 Agustus 2011.
50Mulyadi Hamid, SE., M.Si, Ketua Ombudsman Kota Makassar, Wawancara, di Sekretariat Ombudsman
Kota Makassar Pada Tanggal 28 April 2011.
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kesinambungan pembangunan karena Ombudsman adalah salah satu lembaga yang dipercaya
oleh masyarakat yang dapat memudahkan pengambilan keputusan terbaik dari hirarki organisasi
pemerintah dan meluruskan hal-hal yang mengalami kemandegan, tidak dapat dipungkiri bahwa
adanya anggota masyarakat yang berpotensi salah sangka kepada pemerintah terhadap niat baik
kemudian apriori terhadap kebijakan pemerintah.51
F. Faktor Penghambat
A. Kurangnya SDM Aparatur Pemerintah
Menurut Sutrani yang juga sebagai Sekretaris BKD Kota Makassar mengatakan bahwa
salah satu penghambat jalannya pemerintahan apabila tidak didukung dengan SDM yang baik
terhadap aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintah merupakan penggerak roda pemerintahan
yang harus dijalankan dengan manajemen yang baik dan berkualitas, namun hal itu menjadi
kendala apabila tidak disertai dengan SDM yang memadai atau mencukupi. Apalagi Kota
Makassar adalah Kota yang berbeda dengan kota lain, penuh dengan berbagai persoalan
kemasyarakatan, pembagunan, yang menuntut adanya kualitas aparatur pemerintah dan SDM
yang memadai.52
Dari data menunjukkan bahwa jumlah apartur pemerintahan Kota Makassar sebanyak
14.417 orang. Yang terdiri dari 8.426 perempuan dan 5.991 laki-laki. Hal mengindikasikan
bahwa aparatur pemerintahan di Kota Makassar masih didominasi oleh pihak perempuan. Dari
tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang berlatar pendidikan SD sebanyak 111 orang, SLTP
sebanyak 300 orang, SLTA sebanyak 3.580 orang, Diploma I sebanyak 174 orang, Diploma II
sebanyak 1.530 orang, Diploma III sebanyak 1.459 orang, Sarjana Muda sebanyak 109 orang, S1
sebanyak 6.220 orang, S2 sebanyak 853 orang, dan S3 sebanyak 7 orang. Menurut Sutrani data
51Ibid.
52Dra. Sutrani, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Wawancara, di kantor BKD Kota
Makassar pada Tanggal 13 September 2011.
230
menunjukkan bahwa  aparat pemerintah Kota Makassar masih didominasi oleh tingkat
pendidikan yang lebih rendah dibanding tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang rasio
perbandingan seharusnya pegawai didominsi oleh tingkat sarjana.53
B. Kurangnya Kualitas Pelayanan Birokrasi
Dalam pandangan H. M. Anis Zakaria Kama bahwa untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik (good gocernance), maka diperlukan pelayanan prima yang dilakukan oleh birokrasi
pemerintahan demi mewujudkan harapan masyarakat Kota Makassar. Perilaku birokrasi yang
sangat diharapkan adalah perilaku yang profesional dalam mewujudkan aspirasi masyarakat yang
tercermin dalam pelayanan publik yang baik. Namun, kenyataannya menurut beliau bahwa tidak
semua aparat pemerintahan menyadari dan mampu menyelenggarakan pelayanan yang
berkualitas kepada masayarakat, walaupun telah diterapkan berbagai gagasan/aturan standarisasi
pelayanan publik, namun kondisi penyelenggaraan pelayanan publik belum juga mengalami
perbaikan secara berarti. Hal ini biasa dijumpai dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota
Makassar secara umum, terutama pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). perilaku
birokrasi dalam pelayanan IMB pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, dilihat
dari aspek tanggungjawab masih sebatas pada tanggungjawab acountability (sesuai dengan apa
yang tertulis pada peraturan yang ada) belum disertai tanggung jawab pada makna obligasi dan
makna cause (etis dan moral). Menurut beliau, petugas pelayanan jarang sekali memberikan
penjelasan secara langsung tentang mekanisme pengurusan IMB, mereka hanya memperlihatkan
“papan bicara” yang merupakan petunjuk alur pengurusan IMB.54
53Ibid.
54H. M. Anis Zakaria Kama, SH., M.Si, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Wawancara, di kantor Sekretaris
Daerah Kota Makassar pada Tanggal 16 Juni 2011.
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C. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Dalam pandangan Abd Rauf Rachman bahwa salah satu kendala sehingga pemerintahan
di Kota Makassar tidak berjalan secara efektik karena kurangnya partisipasi masyarakat. Kalau
ingin melihat program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan, maka masyarakat harus
dilibatkan, karena pemerintah dan masyarakat adalah bagian dari pemerintahan bahkan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan program pemerintah, masyarakat
berfungsi sebagai pengontrol. Namun dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat sangat kurang
sehingga pemerintah menjalankan programnya tanpa partisipasi masyarakat.55
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan pemerintahan di Kota Makassar dapat dilihat dari kondisi sejumlah drainase di
Kota Makassar ternyata masih sangat buruk. Beberapa drainase mengalami sedimentasi dengan
ketebalan hingga 50 cm. Belum lagi di beberapa jalan lainnya, drainase tidak lancar karena
sampah yang menumpuk akibat dari kebebasan masyarakat membuang sampah disembarang
tempat, sehingga Kota makassar menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Lebih
memprihatinkan lagi karena ada sebagian  masyarakat yang menggunakan area drainase untuk
membangun bahkan ada yang membangun diatas drainase. Hal ini sangat bertentangan cita-cita
pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia, apalagi
sekarang pemerintah Kota Makassar mempunyai program Makassar Green and Clean (MGC)
atau gerakan Makassar bersih.56
D. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Menurut Ruslan Abu bahwa salah satu kelemahan yang dimilki oleh pemerintah Kota
Makassar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana.
55Abd Rauf Rachman, SH, Anggota komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, wawancara, di
kantor DPRD Kota Makassar pada tanggal 10 Agustus 2011.
56Ibid.
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Keterbatasan tersebut ditemukan dalam berbagai bidang yang menyangkut masalah sarana dan
prasarana, diantaranya masalah transportasi, jalan, kesehatan, pendidikan, penataan Kota,
pemenuhan air bersih, pengadaan drainase, dan lain-lain. Menurutnya, pemerintahan yang baik
apabila di dukung oleh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat diberbagai sektor supaya dapat tercipta suasana
kondusif. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang mendesak yang
harus diwujudkan oleh pemerintah Kota Makassar.57
Menurut beliau, jumlah penduduk Kota Makassar semakin besar dan angka komuter yang
tinggi menyebabkan tuntutan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan semakin
meningkat. Kondisi geografis Kota Makassar yang masuk kategori dataran rendah menuntut
upaya pengembangan sarana pengendalian banjir yang memadai. Penyediaan hunian dan fasilitas
pendukungnya harus diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin melalui
perbaikan lingkungan tempat tinggal, kampung, dan kawasan kumuh, pembangunan rumah
susun serta pemberian subsidi kredit rumah murah.58
E. Upaya Mengetahui Faktor Penghambat Good Governance di Kota Makassar serta
Solusinya dalam Perspektif hukum Islam
1. Upaya Mengetahui Faktor Penghambat
A. Melakukan Reformasi Birokrasi
Dalam pandangan Sutrani bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur
pemerintah Kota Makassar, maka perlu diadakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak kepada aparatur pemerintah Kota Makssar dalam
rangka mewujudkan Sumber daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Pemerintahan yang baik
57Ruslan Abu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Wawancara, di Kantor Asisten Bidang
Pemerintahan Kota Pada Tanggal 25 Agustus 2011.
58Ibid.
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(good governance) hanya bisa terwujud apabila didukung  oleh aparatur pemerintahan yang baik
pula melalui SDM yang lebih berkualitas.59
Menurutnya, pemerintah Kota Makssar telah melakukan upaya untuk memperbaiki
kualitas SDM apartur pemerintah Kota Makassar. Diantaranya, memotovasi PNS dalam lingkup
pemerintah Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi
pemerintah Kota Makassar memberikan bantuan kepada pegawai yang melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping itu, pemerintah Kota Makassar selalu mendorong
pegawai dalam lingkup pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
(diklat) maupun non diklat aparatur pemerintahan. Beliau mengatakan bahwa Perubahan melalui
diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan formal maupun non formal
atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis
maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Adapun peningkatan kemampuan
atau kompetensi melalui non diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja
yang kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan, melakukan mutasi secara berkala,
menciptakan hubungan antar personal yang harmonis.60
B. Dibentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP)
Dalam pandangan Hj. A. Nadjmah Emma (Kepala kantor Pelayanan Administrasi
Perizinan Kota Makassar) mengatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang
cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, maka perlu dibentuk
badan perizinan sebagai tuntutan masyarakat, terutama dunia usaha. Perizinan adalah salah satu
layanan birokrasi yang cukup besar pengaruhnya terhadap kinerja dunia usaha dan investasi di
Makassar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar telah membentuk Kantor Pelayanan
59Dra. Sutrani, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Wawancara, di Kantor BKD Kota
Makassar pada Tanggal 20 September 2011.
60Ibid.
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Administrasi Perizinan (KPAP), dengan tujuan dapat lebih mempermudah bagi masyarakat
mendapatkan pelayanan.61
Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa layanan perizinan merupakan kebutuhan dan
tuntutan masyarakat supaya dapat lebih menggairahkan perdagangan dan investasi. Oleh karena
itu, Pemerintah Kota Makassar membentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP)
berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar sebagai
instansi yang memberikan jasa pelayanan publik yang dibentuk dalam rangka mengkoordinir
Pelayanan Administrasi Pemerintah dibidang Pelayanan Perizinan yang secara spesifik bekerja
untuk melayani permohonan berbagai perizinan, dan formalitas lainnya di Kota Makassar.
Tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota Makassar
adalah untuk memudahkan pelayanan perizinan. Kemudahan ini akan memberikan sumbangan
pada iklim kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha dan investasi di daerah ini
Untuk itu, pembentukan KPAP harus memberikan manfaat baik bagi pemerintah, pelaku usaha
maupun masyarakat pada umumnya.62
C. Dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Menurut Syahrir Sappaile (Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar)
mengatakan bahwa untuk melibatkan masyarakat dalam program pemerintah Kota Makassar,
maka sebaiknya dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga tersebut,
masyarakat tidak lagi berfungsi sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek terhadap program
pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan supaya dapat mengontrol jalannya
pemerintahan, karena masyarakat dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak dapat
61Nadjmah Emma, SE., M.Si, Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar,
Wawancara, di kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar pada Tanggal 10 Juni 2011.
62Ibid.
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dipisahkan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di Kota Makassar sudah terbentuk 143
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) disetiap kelurahan. Lembaga tersebut merupakan
mitra dari pemerintah Kota Makassar, dengan tujuan dapat mengakomodir kepentingan
masyarakat setiap kelurahan yang ada di Kota Makassar dan bekerja secara independen.63
Penjelasan yang sama dikemukakan oleh H. M Anis Zakaria Kama mengatakan bahwa
pemberdayaan masyarakat telah dibuktikan dengan terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat
Kanal (PMK) di Kota Makassar. Peran serta masyarakat dalam program tersebut sangat
dibutuhkan karena  masyarakat terlibat langsung untuk mengoptimalkan proses sadar fungsi dan
sadar kewajiban akan kondisi kanal. Tahun ini, Yayasan Peduli Negeri yang selama ini menjadi
mitra Yayasan Unilever Indonesia dan pemerintah Kota Makassar kembali dipercaya untuk
melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat kanal. Dengan
terbentuknya pemberdayaan masyarakat kanal, maka masyarakat semakin sadar akan fungsi dan
perannya sebagai warganegara. Menurut beliau, 3 tahun terakhir telah terbentuk beberapa
kelompok masyarakat yang telah menjalankan program bersih kanal hasil edukasi dan sosialisasi
oleh tim motivator Yayasan Peduli Negeri. Dan hasilnya, banyak respon positif dari berbagai
pihak yang ingin memberikan sumbangsi dalam kegiatan tersebut. Dengan program
pemberdayaan masyarakat kanal, maka tanggung jawab kondisi kanal serta pelestariannya
dibebankan kepada warga yang bermukim di sekitar kanal tersebut.64
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pemerintah Kota Makassar mempunyai program
Makassar Green and clean (MGC) atau Gerakan Makassar Bersih, program tersebut adalah
program lingkungan berbasis masyarakat yang bertujuan mengubah paradigma umum dalam
63Drs. H. Syahrir Sappaile, M.Si, Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, Wawancara, di
Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar pada Tanggal 7 Juni 2011.
64H. M. Anis Zakaria Kama, SH., M.Si, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Wawancara, di kantor
Sekretaris Daerah Kota Makassar pada Tanggal 20 Juni 2011.
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penanganan masalah lingkungan termasuk sampah domestik, dengan harapan masyarakat akan
semakin mandiri sekaligus berperan sebagai agen pencipta perubahan. Yang ingin dicapai dari
program tersebut adalah perubahan sebuah lingkungan dengan kualitas yang lebih baik, lebih
bersih, dan lebih nyaman. Namun, perubahan tidak bisa tercapai apabila paradigma dan
pandangan umum masyarakat tidak berubah. Dengan program Makassar green and clean
(MGC), pemerintah Kota Makassar melalui Kementerian dalam Negeri mendapatkan
penghargaan sebagai pemenang penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award untuk
tahun 2011. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa berkat usaha masyarakat serta bantuan
motivasi pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri (YPN), Kota Makassar salah
satu wilayah percontohan tentang lingkungan di Kota.65
Disamping itu, beliau juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Makassar dan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang Menggandeng Organisasi
Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) memberikan dana sharing
untuk program pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat ekonomi kebawah dan anak muda
pengangguran. Program tersebut, supaya masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidupnya.66
D. Merumuskan Arah Kebijakan
Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan Kota Makassar yang
semakin pesat, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana Kota guna meningkatkan
kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat serta pemerintah yang
ada didalamnya.
65Ibid.
66Ibid.
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Menurut Ruslan Abu bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Makassar untuk meningkat sarana dan prasarana supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dituangkan dalam arah kebijakan pemerintaha Kota Makassar, yaitu;
1. Kelengkapan Kota
Membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum, serta
jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan
ekonomi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya jaringan listrik,
telekomunikasi, gas, air bersih.
2. Tata Air
Membangunan sarana pengendalian banjir dan drainase Kota Makassar, sehingga
ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun
sebarannya. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan lingkungan Kota Makassar yang
bebas banjir dan genangan air melalui upaya peningkatan kuantitas serta kualitas saluran air
(drainase) perkotaan.
3. Perhubungan
Meningkatkan kinerja sistem transportasi, pos dan telekomunikasi melalui pemanfaatan
secara optimal jaringan transportasi, pos dan telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan
kualitas pelayanan. Pemerintah Kota Makassar juga mengembangkan jalanan dan jembatan.
Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan akses serta memperlancar arus transportasi dari
satu wilayah ke wilayah lainnya dan menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas
jalan arteri, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menurunkan pencemaran udara
akibat emisi kendaraan bermotor.
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4. Perumahan dan Permukiman
Membangun fasilitas perumahan dan permukiman, dalam pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau. Progam ini bertujuan untuk memantapkan
pola penyediaan perumahan dan sistem hunian yang layak. Sasaran yang ingin dicapai dari
program ini adalah tersedianya perumahan bagi masyarakat terutama golongan
menengah kebawah, meningkatnya tertib penghunian rumah susun, dan meningkatnya jumlah
masyarakat miskin yang mendapatkan hunian layak.
5. Tata Ruang
Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif berdasarkan prinsip adil,
efisien dan berkelanjutan. Program ini bertujuan menyempurnakan tata ruang Kota Makassar
disesuaikan dengan keinginan dan dinamika kehidupan masyarakat. Penyusunan kembali tata
ruang yang dilengkapi dengan instrumen pendukungnya.
6. Tata Bangunan
Mewujudkan penataan bangunan dan gedung pemerintah daerah Kota Makassar yang
berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan
masyarakat. Program ini bertujuan untuk menyempurnakan penataan serta meningkatkan kualitas
tata bangunan dan gedung pemerintah daerah Kota Makassar sebagai salah satu aset dalam
mendukung kinerja pembangunan daerah.67
2. Solusi Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam
Adapun solusi good governance dalam perspektif hukum Islam, maka harus kembali
kepada prinsip-prinsip yang telah dijarakan oleh Rasulullah saw pada saat menjalankan
pemerintahan di Kota Madinah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:
67Ruslan Abu, SH., MH, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Wawancara di Kantor
Pemerintah Kota Makassar pada Tanggal 05 September 2011.
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a. Prinsip Musyawarah.
Kata musyawarah disebutkan dalam Alquran sebanyak 3 kali.68 yang terambil dari akar
kata ر,و,ش yang mempunyai arti memulai sesuatu dan menampakkan serta mengemukakannya
dan dapat juga berati mendiskusikan sesuatu.69 Dalam kamus al-Munjid kata musyawarah
diartikan sebagai mencari nasehat, saran atau pertimbangan.70 Namun kata musyawarah pada
mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah, kemudian arti ini dapat berkembang
hingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk
pendapat).71 Secara semantis musyawarah berarti menyimpulkan pendapat berdasarkan
pandangan antar kelompok. Kata musyawarah merupaka serapan dari bahasa Arab mengandung
arti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah
bersama. Musyawarah adalah salah satu cara atau metode pengambilan keputusan secara
demokratis. Dalam musyawarah, keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau
seseorang yang berkuasa seperti dalam cara atau sistem otoriter.72
Dalam sistem pemerintahan, prinsip musyawarah selalu diutamakan dalam mengambil
suatu keputusan. Perintah untuk melakukan musyawarah adalah syariat yang wajib diikuti,
sebagaimana yang di firmankan oleh Allah swt dalam surah Ali-‘Imran/Q.S.3:159: yaitu;
    ....  .... 
Terjemahnya:
68Lihat Muh. Fuad Abd. Baqi, Mu’jam Mufahras li Alfa>d Alqura>n Al-Kari>m (Baerut: Dar al-Fikr, 1987), h.
319.
69Lihat Abi Husain Ahmad Bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqa>yis al-Lug}}|hah (Juz. III; Baerut: Da>r al-
Fikr|, 1979), h. 226.
70Lihat Lois Ma’lup, al-Munji>d fi al-Lughah wa al-I’la>m (Cet. XXVII; Baerut; Da>r Al-Masyriq, 1986), h.
407.
71Lihat Quraish Shihsb, Wawasan Alqura>n (Cet. III; Bandung: Mizan, 1986), h. 469.
72Lihat Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid. IV (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997), h. 1263.
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....dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....73
Musyawarah dapat diartikan sebagai forum tukar-menukar pikiran, gagasan atau ide,
termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum mengambil
suatu keputusan. Dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional.
Dalam ajaran Islam yang wajib dilaksanakan adalah suatu pemerintahan dengan tujuan untuk
mencegah lahirnya suatu keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui
musyawarah setipa masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat
ditemukan jalan keluar sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan
pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemerintah, supaya dalam membuat keputusan dapat
mencerminkan pertimbangan-pertimbangan obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.74
Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan kepada tokoh-tokoh dan
pemimpin masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan
bersama. Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat,
baik dalam bntuk aturan-aturan hukum maupun kebijakan politik. Hal ini dapat dipahami dari
makna syawir yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta pendapat dari mereka yang
mempunyai kepentingan terhadap masalah yang dihadapi. Apabila pendapat yang berkembang
dalam musyawarah dapat disepakati, maka keputusan yang diambil oleh pemimpin adalah
pendapat yang disepakati. Oleh karena itu, musyawarah sangat penting dalam kehidupan
bersama, karena merupakan aspek fitrah manusia dan merupakan sifat yang terpuji. Namun
dalam kenyataan, musyawarah tidak hanya dipergunakan sejalan dengan agama, tetapi sering
73Departemen Agama RI, Alqura>n dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah), h. 90.
74Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi
Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa Kini (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 82.
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dipergunakan untuk kepentingan penguasa dalam mencapai kejayaan dan melestarikan
kekuasaannya. Musyawarah seperti inilah yang menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai,
kebenaran atau pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan untuk kebaikan bersama.75
Ulama menjabarkan prinsip musyawarah ke dalam suatu lembaga yaitu ahl al-hall wa
al-‘aqd. Lembaga tersebut diartikan sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk
melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fiqih untuk sebutan bagi
orang yang bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya
adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh dan kecendrungan umat Islam
generasi pertama dalam sejarah adalah secara langsung atau melalui perwakilan. Dari segi
fungsional, di Indonesia identik dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil
rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden.
Namun, antara ahl al-hall wa al-‘aqd dan MPR tidak identik.76
Mayoritas ulama syariah dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan
musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-
prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Hadis. Musyawarah
dalam ajaran Islam lebih mampu mewujudkan partisipasi politik, karena musyawarah merupakan
jalan hidup masyarakat muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah lebih luas maknanya
daripada demokrasi. Demokrasi terkadang hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan
musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa
75Lihat Abdul Muin Salim, Konsepsi kekuasaan Politik dalam Alquran (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 225.
76Suyuthi Pulungan, Fikih Siya>sah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 67-68.
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sampai kepda rakyat biasa. Musyawarah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
para penguasa dan rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan,
administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga menyangkut kemaslahatan
individual dan umum. Begitu juga rakyat harus memberikan pendapat kepada penguasa, baik
diminta maupun tidak.77
Dalam mengambil keputusan dengan proses musyawarah, Islam tidak membuat sistem
khusus dan tidak merinci hukum-hukumnya, supaya rakyat ikut andil dalam proses musyawarah.
Adapun alasan Islam tidak membuat sistem musyawarah sama dengan alasan Islam tidak
membuat sistem politik yang merincikan hukum dan kekhalifaannya. Diantara kaidah umum
yang harus diperhatikan dalam membuat metode atau bentuk musyawarah sebagai sistem Islam
yang mengimbangi pemahaman mayoritas tentang demokrasi pada pemikiran Barat, bahwa
musyawarah tidak boleh melampaui yang telah ditetapkan Alquran secara pasti dan jelas
(qath’iy). Perbedaan demokrasi Islam dan Barat, nampak dalam ruang lingkup musyawarah dan
batasan-batasannya. Karena pemikiran politik Barat dengan misinya mengsekulerkan negara
telah meletakka keputusan di tangan mayoritas rakyat.78
Dalam melakukan musyawarah, Allah swt tidak menentukan secara rinci, namun
diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau negara, musyawarah
bisa dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun
namanya. Dalam lembaga tersebut para anggotanya melakukakan musyawarah secara berkala
pada priode tertentu sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan lembaga tersebut
bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. Musyawarah bisa dilakukan hal-hal
apa saja selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. Dengan demikian prinsip
77Lihat Farid Abdul Khalaiq, Fikih Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 35.
78Ibid. h. 72.
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musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial
manusia.79
Dalam Piagam Madinah tidak disebut secara tegas tentang prinsip musyawarah, tetapi
apabila dipahami pasal 17, yaitu;
 ُِﻢﻟ ﺎَُﺴَﯾﻻ ٌةَﺪِﺣاَو َﻦِْﯿﻨِﻣْﺆُﻤﻟا َﻢْﻠِﺳ ﱠِناَو ُْﻢَﮭﻨَْﯿﺑ ٍلْﺪَﻋَو ٍءاَﻮَﺳ َﻲﻠَﻋ ﱠﻻإ ِّﷲ ِﻞِْﯿﺒَﺳ ِﻲﻓ ٍلَﺎِﺘﻗ ِﻲﻓ ٍﻦِﻣْﺆُﻣ َنْوُد ٌﻦِﻣْﺆُﻣ
Artinya:
Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang
mukmin membuat perjanjian damai tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan
Allah swt, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. (Pasal 17 Piagam Madinah)
Pasal ini menunjukkan konotasi bahwa mengadakan perdamain harus disepakati dan
diterima bersama dan hanya dapat dicapai melalui prosedur yaitu musyawarah. Tanpa
musyawarah, persamaan dan keadilan tidak dapat dipenuhi. Karena dalam musyawarah, semua
peserta memliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk
mengungkapkan pendapat dan pandangannya terhadap masalah yang dirundingkan. Dalam
ketetapan tersebut, menghendaki adanya pelaksanaan musyawarah atau konsultasi. Hal ini dapat
berarti bahwa prinsip musyawarah walaupun secara implisit diundangkan dalam Piagam
Madinah sebagai salah satu peraturan dan sistem pengambilan keputusan dalam roda
pemerintahan Negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw.80
b. Prinsip Keadilan
Kata keadilan disebutkan dalam Alquran sebanyak 28 kali.81 Kata keadilan terbentuk
dari kata “adil” dengan imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” yang terambil dari bahasa Arab
79Muhammad Iqbal, Fikih Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), h. 189-190.
80Lihat Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan
Alquran ( Cet. I; Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994), h. 208.
81Lihat Fuad Abd Baqi, op. cit. h. 347.
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yaitu لﺪﻋ dan terdiri dari huruf ل,د,ع oleh Ibnu Faris diartikan dengan lurus.82 al-Maraghi
mengartikan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata.83 Adil juga berarti
tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain.84 Adil
merupakan sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada
siapapun tanpa kecuali walaupun merugikan diri sendiri.85 Seseorang yang adil adalah berjalan
lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda. Persamaan
itulah yang menjadikan seseorang berlaku adil tidak berpihak kepada salah seorang yang
berselisih.86
Dalam perspektif hukum Islam, keadilan didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang.
Melalui keadilan itulah masyarakat dibina, yakni dijadikan masyarakat yang seimbang dalam
berbagai lapangan kehidupannya, keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajibannya,
berkeseimbangan dalam memperolah sumber daya dan menikmati hidup yang layak diantara
sesama warga negara, berkeseimbangan dalam mewujudkan yang sejahterah lahir dan batin.
Bahkan hukum Islam tidak membeda-bedakan manusia antara si kaya dan si miskin dimuka
hukum.87
Prinsip keadilan berarti pelaksanaan hukum Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih
sayang. Dengan keadilan, masyarakat dibina, yakni dijadikan masyarkat yang seimbang dalam
berbagai lapangan kehidupan, keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban,
keseimbangan dalam memperoleh sumber daya dan menikmati kehidupan yang layak di antara
sesama warga negara, keseimbangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahterah lahir dan
82Lihat Abi Husain Ahmad Bin Faris bin Zakaria, op. cit. h. 246.
83Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid II (Baerut: Da>r al-Fikr, 1974), h. 69.
84Lihat Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid. I, op. cit. h. 25.
85Ibid.
86Lihat Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ila>hi Asma al-Husna dalam Perspektif Alqura>n (Cet. VI;
Jakarta: Lentera hati, 2004), h. 148.
87Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 86.
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batin. Prinsip keadilan inilah yang menjadi dasar persamaan di muka hukum bagi semua orang.88
Sumber pertama yang menjamin keadilan dalam kekuasaan Islam adalah hukunya itu sendiri.
Karena hukum Islam bukan buatan manusia atau golongan seihngga dapat menimbulkan
prasangka dan dikhawatirkan cendrung menuruti hawa nafsu atau mengandung suatu kekeliruan
sehingga hukum tersebut tidak dapat mewujudkan keadilan.89
keadilan merupakan ajaran yang bersifat esensial dan berlaku secara umum dalam sistem
pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam ajaran Islam, keadilan
merupakan perintah yang wajib dilaksanakan khususnya dalam penegakan hukum karena
keadilan lebih mendekatkan kepada ketaqwaan. Perintah berbuat adil dikemukakan dalam
Alquran dalam surah an-Nisa’/Q.S:4:135, yaitu;
                            ....

Terjemahnya
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan
kaum kerabatmu ....90
Menegakkan kebenaran dan keadilan, Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang
sah dari setiap orang, dan berusaha melindungi kebebasan, kehormatan, darah, dan harta
bendanya. Dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, masyarakat menemukan ketenangan
dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membentuk hubungan yang erat di antara
semua warga dan kepercayaan secara timbal balik antara penguasa dan rakyat. Disamping itu,
dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, semakin menumbuhkan kemakmuran dan
88Ibid.
89Sayyid Qutub, Islam dan Perdamaian Dunia, Penerjemah: Pustaka Firdaus, Judul asli: as-Sala>m al-
‘Alami wa al-Isla>m (Cet. I; Jakarta: Pustaka firdaus, 1987), h. 97.
90Departemen Agama RI, op.cit. h. 131.
246
menambah kesejahteraan sehingga tidak terjadi kegoncangan dan kericuhan yang dapat
meresahkan masyarakat.91
Dalam sistem pemerintahan apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka ada tiga tugas
dalam menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance, yaitu; pertama:
kewajiban menjalankan pemerintahan dengan berlaku adil, jujur, dan bijaksana kepada seluruh
masyarakat tanpa kecuali, karena keadilan dimulai dari penguasa atau pemerintah bukan dari
rakyat. Memperoleh keadilan merupakan hak terhadap semua masyarakat tanpa adanya
diskriminasi. Kedua: dalam kekuasan kehakiman, seorang hakim harus menerapkan keadilan,
hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, dan hukum berlaku kepada siapa saja tanpa
memandang kedudukan. Ketiga: kewajiban penyelenggaraan negara untuk mewujudkan suatu
tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah dibawah keridhaan Allah swt.92
Menurut Baharuddin Lopa bahwa keadilan dalam pemerintahan yaitu adanya seorang
pemerintah yang mampu berusaha keras menegakka keadilan sosial bagi rakyatnya, dan bagi
rakyat harus berpartisipasi bersama dengan pemerintah membangun masyarakat. keadilan dalam
pemerintahan sekarang ini banyak disorot dan menjadi fokus pembicaraan masyarakat. Kasus-
kasus antara masyarakat dan pemerintah mencuat terutama berkaitan dengan masalah birokrasi,
aparatur, dan pelayanan umum. Keadilan dalam hukum, keadilan yang dapat mewujudkan
ketentraman, kebahagiaan, dan ketenagan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum
dapat dilihat secara nyata dalam praktek pelakasaan hukum, apabila hakim mampu mampu
memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu
menumbuhkan opini bahwa keputusan hakim diputuskan berdasarkan keadilan.93Jabatan
91Lihat Sayyid sabiq, Sumber Kekuatan Islam (Cet. II; Suarabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 189.
92Muhammad Tahir Azhary, op. cit. h. 89-90.
93Lihat baharuddin Lopa, Alquran dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), h. 120-
121.
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memerintah merupakan amanah yang harus dijalankan kepada ahlinya supaya tidak terjadi
kehancuran. Apabila seseorang diserahi amanah pemerintahan, maka ia harus memerintah
dengan adil. Pemerintah selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-
kelompok politik. Oleh karena itu, diperlukan sifat keadilan.94
prinsip keadilan yang dirumuskan oleh hukum Islam mempunyai nilai yang tinggi dan
tidak sama dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan yang diciptakan oleh
manusia jauh dari nilai-nilai transendental dan lebih memprioritaskan manusia sebagai individu.
Berbeda dengan keadilan yang dirumuskan oleh hukum Islam yang menempatkan manusia pada
kedudukannya yang wajar sebagai individu dan masyarakat. Manusia bukan sebagai titik sentral
melainkan sebagai hamba Allah, karena titik sentral hanya milik Allah swt.
c. Prinsip Ketaatan Rakyat
Kata taat disebutkan dalam Alquran sebanyak tiga kali,95 terambil dari akar kata yang
terdiri huruf ع,ط yang berarti menemani dan tunduk.96 Dalam kamus al-Munjid kata taat
diartikan dengan tunduk dan patuh.97 Dalam kamus Bahasa Indonesia kata taat diartikan dengan
kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan.98 Dengan demikian, prinsip ketaatan mengandung makna
dan unsur kesadaran akan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti
perintah ataupun kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut
ketaatan.99
Dalam mewujudkan good governance, prinsip ketaatan rakyat harus dikedepankan.
Karena apabila prinsip tersebut tidak direalisasikan dalam sistem pemerintahan, maka hilanglah
94Lihat Dawan Raharjo, Ensiklopedia Alquran Tafsir Alquran Berdasarkan Konsep-konsep Kunci (Cet. I;
Jakarta: Paramadina, 196), h. 381.
95Lihat Muh. Fuad Abd Baqi, op. cit. h. 431.
96Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, op. cit. h. 431.
97Lois Ma’lup, op. cit. h. 521.
98Lihat Kamus Besar bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
bahasa (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 880.
99Lihat Abdul Muin Salim, op. cit. h. 220.
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bentuk good governance. Ketaatan rakyat kepada pemimpin adalah kewajiban yang harus
dilakasanakan, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa’/Q.S:4:59: yaitu;
              ....
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu....100
Ungkapan  ِﻰﻟُْواَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮَْﻣﻷا merupakan farse nominal  yang terdiri dari kata ulil dan al-
amr. Yang pertama bermakna pemilik dan yang kedua bermakna perintah, tuntutan melakukan
sesuatu, dan keadaan dan urusan. Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut bentuk masdar
dari kata kerja amara-ya’muru berarti memerintahkan atau menuntut agar sesuatu dikerjakan.
Sehingga frase tersebut dapat diterjemahkan dengan pemilik urusan, dan pemilik kekuasaan atau
hak untuk memberi perintah. Dengan demikian, ulil al-amr relevan dengan keabsahan kekuasaan
politik yang dimiliki ulil al-amr atau dengan kedudukan yang dituntut dari rakyat terhadap
eksistensi kekuasaan politik. Sehingga ketaatan kepeda ulil al-amr harus dibaringi dengan
ketaatan dengan Allah swt dan Rasulnya.101
Prinsip ketaatan rakyat mengandung arti bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali
berkewajiban mentaati pemerintah, selama kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih
berada pada jalur yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dengan demikian, prinsip ketaatan
rakyat berarti mengikat rakyat secara limitatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk
mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah. inti dari koreksi rakyat terhadap
penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah ialah berupa teguran atau nasehat agar
pemerintah menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah dan
100Departemen Agama RI, op. cit. h. 114.
101Lihat Abdul Muin Salim, op. cit. h. 224.
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Rasulnya. Prinsip ketaatan dapat juga diartikan bahwa pemerintah harus memperhatikan
kepentingan rakyat banyak dan tidak boleh mengabaikan kepentingan umum. Dalam perspektif
hukum Islam, pemerintah dalam menjalankan fungsi dam tugasnya wajib mendahulukan
kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap
pemerintah mengandung asas timbal balik. Dari satu segi, rakyat wajib taat dan tunduk kepeda
pemerintah, tetapi dari segi lain pemerintah wajib memperhatikan kemaslahatan rakyat. Prinsip
ketaatan mengandung arti bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali wajib taat berkewajiban mentaati
pemerintah. Hukum Islam menghendaki bahwa kewajiban rakyat untuk taat kepada pemerintah
apabila prinsip ajaran Islam. Dengan kata lain, pemerintah wajib di taati apabila tidak berbuat
dzalim (otoriter/diktator).102
Pemerintah hanya ditaati dan diikuti selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan
baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan
dengan ajaran Islam. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi
pemerintah. oleh karena itu, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung pemerintah dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya supaya dapat terwujud good governance.103 Disamping itu,
fungsi dan tugas pemerintah adalah membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan
penindasan, menghilankan keresaham masyarakat, memeratakan penghasilan penghasilan negara
bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, melaksanakan syariat yang dibebankan
kepadanaya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai
dengan syariat.104 Prinsip ketaatan mengandung arti bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali wajib
taat berkewajiban mentaati pemerintah. Hukum Islam menghendaki bahwa kewajiban rakyat
102Muhammad Tahir Azhary, op. cit. h. 110-111.
103Muhammad Iqbal, op. cit. h. 211.
104Suyuthi Pulungan, op. cit. h. 259.
250
untuk taat kepada pemerintah apabila prinsip ajaran Islam. Dengan kata lain, pemerintah wajib di
taati apabila tidak berbuat dzalim (otoriter/diktator).
Ketaatan kepada pemerintah bukan perintah yang mutlak, tetapi terkait pada sifat aturan-
aturan hukum dan kebijakan-kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Jika kebijakan dan
hukum yang dibuat pemerintah menyimpang dari ajaran dan hukum agama, maka rakyat tidak
wajib mentaatainya, bahkan jika aktivitas pemerintah menjurus dan bersifat menutupi atau
mengingkari kebenaran agama Allah swt, maka rakyat berhak memakzulkan ulil al-amr dengan
menarik baiat mereka. Dengan demikian, rakyat berhak bersikap dengan salah satu sikap politik,
yaitu; (1) mendukung pemerintah yang sesuai dengan kehendak dan hukum Allah swt. (2)
bersikap diam, tidak menuruti aturan dan kebijakan politik yang mengarah kepada kemaksiatan.
(3) memakzulkan pemerintah yang aktivitasnya bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran agama,
tetapi juga bersifat menutupi dan mengancam eksistensi agama.105
105Lihat Abdul Muin Salim, op. cit., h. 272-273.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Good governance merupakan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan dambaan
setiap masyarakat supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik. Perwujudan good governance
merupakan cita-cita masyarakat dan senafas dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena
pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu,
sektor swasta sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik, karena swasta
merupakan pelaku dalam dalam mewujudkan pembangunan. Dengan demikian penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dapat tercapai apabila ketiga unsur tersebut dapat bekerjasama. Ketiga
unsur yang dimaksud, yaitu; pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan
amanah Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang penyenggaraan negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pengelolaan keuangan
antara pusat dan daerah, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disamping itu, Intruksi Presiden
No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka harus kembali kepada
prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu; akuntabilitas, transparansi,
keterbukaan, dan aturan hukum.
Dalam pandangan hukum Islam, good governance merupakan gerakan Ijtiha>dy. Oleh
karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah
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merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan
kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat
tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Persoalan good governance tidak
lepas dari fiqh siya>sah atau siya>sah syar’iyah, karena penetapan hukumnya mengacu kepada
kemaslahatan dan kepentingan manusia.
Good governance di kota Makassar merupakan tujuan utama pemerintah Kota Makassar.
Hal itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah kota untuk menjadikan Makassar sebagai kota
dunia yang berlandaskan kearifan lokal. Untuk merealisasikan Makassar sebagai kota dunia,
maka perlu mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Makassar. Oleh karena itu, pemerintah
Kota Makassar selalu melakukan terobosan baru, dintaranya; pembangunan di bidang industri,
pembangunan jalan fly over, pelebaran jalan, dan lain-lain. Yang paling penting adalah
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan good governance di Kota Makassar, faktor mendukung sangat
menentukan, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Faktor pendukung yang
dimaksud adalah :
1. Adanya Political Will atau Keseriusan Walikota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan
pembangunan yang semakin maju dan pesat serta investasi berkelas internasional terus
meningkat. Disamping itu, Walikota Makassar selalu berusaha untuk menghadirkan hal yang
baru untuk Makassar yakni, sebagai living room. Makassar diharapkan menjadi ruang keluarga
bagi masyarakat Indonesia semua aktivitas dari Timur akan bertumpu di Makassar. Untuk
mewujudkan good governance di Kota Makassar, Walikota Makassar selalu berbenah dengan
membangun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Makassar.
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2. APBD yang Tinggi. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh kota Makassar adalah
APBD yang semakin meningkat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota
Makassar 2011 diusulkan Rp 1,458 triliun. Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan
20,09% dibanding 2010 yang hanya sekitar Rp 1,214 triliun lebih. APBD tersebut bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, dana perimbangan, serta pendapatan
lain yang sah. Tercatat, pemerintah kota Makassar menargetkan untuk PAD tahun 2011 Rp
273,394 miliar. Nilai PAD tersebut meningkat signifikan hingga Rp 74,054 miliar dari PAD
tahun 2010 yang hanya sekitar Rp199,339 miliar
3. Koordinasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu wujud
pemerintahan yang baik di Kota Makassar, adanya koordinasi setiap SKPD dalam menjalankan
tugasnya. Koordinasi yang dimaksud dalam rangka menyatukan visi dan misi kota Makassar.
Oleh karena itu, maka diterbitkan peraturan Walikota Makassar Nomor 5 tahun 2008 tentang
pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat evaluasi berjenjang pemerintah kota Makassar yang
memuat mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengevaluasian kinerja pegawai. Rapat
koordinasi berjenjang dalam peraturan tersebut adalah rapat koordinasi strategi, koordinasi
bidang, koordinasi teknik, koordinasi paripurna, dan koordinasi pimpinan. Dengan berdoman
kepada peraturan tersebut, maka setiap SKPD melakukan rapat koordinasi dan rapat evalusi
secara berkala dalam rangka membahas dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
kemasyarakatan supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance).
4. Adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Sinergitas yang dimaksud adalah
kerjasama atau hubungan baik antara pemerintah Kota Makassar dengan pihak DPRD kota
Makassar. Sinergitas sangat dibutuhkan karena pemerintahan di Kota Makassar tidak bisa
berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari pihak legisalatif. Untuk mewujudkan good
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governance di Kota Makassar, pemerintah selalu bekerjasama dengan DPRD dalam merumuskan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota. Disamping itu, DPRD kota Makassar juga
menjalankan fungsinya (pengawasan, legislasi, budget) terhadap semua program pemerintah
Kota Makassar.
5. Dibentuk Komisi Ombudsman. Kehadiran Ombudsman di Kota Makassar yang
merupakan lembaga independent yang didirikan sebagai lembaga yang mampu menjembatani
masyarakat Makassar dengan pemerintah Kota Makassar. Komisi Ombudsman Kota Makassar
ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam menciptakan iklim pelayanan publik yang adil
dan berkualitas. Lembaga ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik bagi
masyarakat Kota Makassar untuk sektor pelayanan publik dan dunia usaha.
Namun demikian, dalam mewujudkan good governance di Kota Makassar pasti ada
hambatan yang dilalui oleh pemerintah Kota Makassar. Faktor penghambat yang dimaksud
adalah :
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) apartur Pemerintah menjadi salah satu
penghambat jalannya pemerintahan apabila tidak didukung dengan SDM yang baik terhadap
aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintah merupakan penggerak roda pemerintahan yang
harus dijalankan dengan manajemen yang baik dan berkualitas, namun hal itu menjadi kendala
apabila tidak disertai dengan SDM yang memadai atau mencukupi. Apalagi Kota Makassar
adalah kota yang berbeda dengan kota lain, penuh dengan berbagai persoalan kemasyarakatan,
pembagunan, yang menuntut adanya kualitas aparatur pemerintah dan SDM yang memadai.
2. Kurangnya kualitas pelayanan birokrasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
(good gocernance) di Kota Makassar, maka diperlukan pelayanan prima yang dilakukan oleh
birokrasi pemerintahan demi mewujudkan harapan masyarakat Kota Makassar. Perilaku
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birokrasi yang sangat diharapkan adalah perilaku yang profesional dalam mewujudkan aspirasi
masyarakat yang tercermin dalam pelayanan publik yang baik. Namun, kenyataannya ini belum
bisa dibuktikan karena tidak semua aparat pemerintahan menyadari dan mampu
menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masayarakat, walaupun telah diterapkan
berbagai gagasan/aturan standarisasi pelayanan publik.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan good governance di kota
Makassar, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Kurangnya partisipasi masyarakat
dalam mewujudkan pemerintahan di Kota Makassar dapat dilihat dari Kondisi sejumlah drainase
di Kota Makassar ternyata masih sangat buruk. Kebebasan masyarakat membuang sampah
disembarang tempat, mengakibatkan banjir di Kota Makassar di setiap musim hujan.
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana di Kota
Makassar ditemukan dalam berbagai bidang, diantaranya masalah transportasi, jalan, kesehatan,
pendidikan, penataan kota, pemenuhan air bersih, pengadaan drainase, dan lain-lain.
Pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
diberbagai sektor supaya dapat tercipta suasana kondusif. Pemenuhan terhadap sarana dan
prasarana merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus diwujudkan oleh pemerintah kota
Makassar.
Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar selalu berupaya melakukan langkah-langkah
antisipasi terhadap faktor penghambat dalam rangka mewujudkan good governance di kota
Makassar. Langka antisipasi yang dimaksud adalah :
1. Melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang
sangat mendesak kepada aparatur pemerintah Kota Makssar dalam rangka mewujudkan Sumber
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daya Masyarakat (SDM) yang lebih baik. Pemerintahan yang baik (good governance) hanya bisa
terwujud apabila didukung  oleh aparatur pemerintahan yang baik pula melalui SDM yang lebih
berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah di Kota Makassar selalu memotifasi para pegawai dalam
lingkup pemerintah kota Makassar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bahkan melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Dibentuk Kantor Pelayanan Admonstrasi Perizinan (KPAP). Untuk mewujudkan
pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
masyarakat, maka perlu dibentuk badan perizinan sebagai tuntutan masyarakat, terutama dunia
usaha. Perizinan adalah salah satu layanan birokrasi yang cukup besar pengaruhnya terhadap
kinerja dunia usaha dan investasi di Kota Makassar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makasar
telah membentuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP), dengan tujuan dapat lebih
mempermudah bagi masyarakat mendapatkan pelayanan.
3. Dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Untuk melibatkan masyarakat
dalam program pemerintah Kota Makassar, maka dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM). Lembaga tersebut, masyarakat tidak lagi berfungsi sebagai obyek tetapi juga sebagai
subyek terhadap program pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan supaya dapat
mengontrol jalannya pemerintahan, karena masyarakat dan pemerintah adalah satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Di Kota Makassar sudah terbentuk 143 Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) disetiap kelurahan. Lembaga tersebut merupakan mitra dari pemerintah kota
Makassar, dengan tujuan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setiap kelurahan yang
ada di kota Makassar dan bekerja secara independen
4. Merumuskan Arah Kebijakan. Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar
untuk meningkat sarana dan prasarana supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah
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merumuskan arah kebijakan. Arah kebijakan yang dimaksud, yaitu; kelengkapan kota, tata air,
perhubungan, perumahan dan permukiman, tata ruang, dan tata bangunan.
Pemerintahan di Kota Makassar sudah mengarah kepada good governance. Hal itu dapat
dilihat dari keberhasilan Walikota Makassar untuk membenahi Ibukota Propinsi Sulawesi
Selatan, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan Makassar sebagai
kota dunia berdasarkan kearifan lokal, sekalipun masih ditemukan berbagai kekurangan atau
kelemahan dalam sistem pemerintahan di Kota Makassar. Oleh karena itu, pemerintah Kota
Makassar selalu berupaya kearah perbaikan, mulai dari sistem tata kelola pemerintahan, tata
kelola ruang, sarana dan prasarana atau infrastruktur, sampai kepada sistem pelayanan. Untuk
mewujudkan good governance di Kota Makassar, pemerintah kota harus melibatkan tiga pilar
atau unsur yang terkait, yaitu; pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam rangka membentuk
tatanam pemerintahan yang baik. Keterlibatan pilar-pilar tersebut harus sejalan dengan gagasan
yang telah dirumuskan bersama supaya tidak terjadi perbedaan, karena ciri good governance
apabila pemerintah mempunyai komitmen yang berpihak kepada kepentingan masyarakat
sehingga dapat terjalin harmonisasi, disamping itu masyarakat harus taat kepada aturan.
B. Implikasi Penelitian
Good governance merupakan kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan dalam
sistem pemerintahan, karena ekseptasi masyarakat terhadap good governance sangat tinggi
supaya dapat terwujud tata pemerintahan yang baik. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu
dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat yang
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melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu; pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk
menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.
Implementasi good governance harus mampu memberdayakan masyarakat, partisipatif,
demokratis, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat
mewujudkan pemerintahan yang baik. Konsepsi good governance menghendaki bahwa dalam
menghadapi kompleksitas kemasyarakatan yang ada, penyelenggaraan pemerintahan perlu
ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Disamping itu, kondisi subyektif harus
mampu dipraktekkan oleh setiap pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan konsep
good governance, yakni saling sikap saling mempercayai dan saling memahamai, kesiapan untuk
memikul tanggung jawab bersama.
Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan good
governance dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, aparatur pemerintah yang memiliki
kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Karena dalam mengelola
pemerintahan, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan
yang terjadi ditengah masyarakat.
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